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SAMBUTAN 

 

Assalamu`alaikum Wr. Wb, dengan mengucapkan kata syukur 

Alhamdulillahirabbilamin, buku yang berjudul BUNGA RAMPAI Seminar 

Nasional Hukum Adat Dan Islam Minangkabau (Seri 2), berhasil 

diselesaikan dengan baik. Kumpulan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan 

kegiatan Seminar Nasional ini adalah bukti majunya gerakan intelektualitas 

Mahasiswa pascasarjana IAIN Bukittinggi yang secara khusus dalam 

kesempatan ini dilakukan pada program studi Hukum Islam. 

Apresiasi yang luar biasa diberikan kepada seluruh Mahasiswa yang 

terlibat dalam karya ini. Upaya pengayaan kaji-kajian hukum Islam dan 

hukum Adat merupakan bentuk komitmen program Pasca Sarjana IAIN 

Bukittinggi dalam mengembangkan pendidikan tinggi keagamaan Islam, 

yang mengedepankan upaya harmonisasi berbagai konsep yang ada dan 

akan ada dalam kehidupan sosial, demi terwujudnya peradaban dan 

keadaban yang rahmatan lil `alamin. Besar harapan kita dengan hadirnya 

buku ini di tengah-tengah pembaca mampu memberikan referensi yang 

aktual dan bermutu. 

Sambutan ini merupakan penegasan kami dalam menyongsong visi 

IAIN Bukittinggi yang religiusitas, profesional, dan berbudaya. Wassalam. 

 

 

 

 

 

Direktur 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang 

telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga 

sehingga buku BUNGA RAMPAI Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam 

Minangkabau (Seri 2) ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan 

salam juga disampaikan kepada kepada junjungan Nabi Besar Muhammad 

SAW serta sahabat dan keluarganya, seayun langkah dan seiring bahu dalam 

menegakkan agama Allah. 

Buku ini disusun sebagai fasilitas penambah wawasan dan referensi 

di bidang hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau. Penyajiannya 

dilakukan secara ringan dan simpel sehingga para pembaca dapat 

memahami bagaimana posisi adat dan hukum Islam di Minangkabau. 

Apalagi tim penulis melaksanakan pendidikan di wilayah adat 

Minangkabau, yang kemudian merupakan tanggung jawab moril untuk 

menggali kekayaan intelektual hukum Islam dan adatnya.  

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga 

kepada Pimpinan IAIN Bukittinggi tempat penulis melaksanakan tugas 

belajar sebagai Mahasiswa yang telah memfasilitasi, hingga tulisan ini dapat 

diwujudkan menjadi sebuah buku yang diharapkan bisa menjadi referensi 

bagi akademisi hukum Islam. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada 

editor, Dr. Endri Yenti, M.Ag, yang melakukan pengeditan buku ini 

sehingga layak menjadi sebuah buku. 

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang 

yang telah berpartisipasi, mulai dari proses penelitian sampai menjadi 

sebuah buku, tiada sesuatu yang sempurna kecuali kesempurnaan-Nya 

(Allah). 

Bukittinggi, November 2021 

Tim Penulis, 
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Selayang Pandang Sejarah Minangkabau 

 

By: Mita Septia Ningsih 

 

A. Riwayat Ringkas Tentang Minangkabau 

1. Asal-Usul Nenek Moyang Minangkabau 

Sebelum Ranah Minang bernama Minangkabau, belum berluhak dan 

berlaras yang dimulai pada zaman purbakala sekitar empat abad sebelum 

masehi, diawali dari kerajaan Macedonia yang diperintahkan oleh seorang 

Raja besar yang bernama Raja Zulkarnaini. 

Dalam sejarah dunia Raja Iskandar Zulkarnaini dikenal.sebagai 

seorang raja yang paling besar kekuasaannya pada zamannya, merupakan 

seorang maharaja, sehingga namanya pun lebih dikenal dengan 

sebutan.Iskandar Yang Agung. Pada masanya telah.menaklukkan 

sebahagian.besar wilayah Benua Eropa, sebahagian lagi daerah-daerah di 

Benua Asia dan Afrika. Wilayah kekuasaannya telah mencakup.seluruh 

Negara-negara Balkannsekarang ini, yaitu Yunani, Bulgaria, Rumania, 

Yugoslavia dan wilayah Asia sepanjang Persia (Iran). 

Penaklukan demi penaklukan yang dilakukan oleh raja agung 

Iskandariah Zulkarnaini tidak terlepas dari usahanya untuk mencapai cita-

citanya yang besar dan luhur, yaitu hendak menyatukan rakyat yang 

diperintahinya dan mempersatukan seluruh umat manusia dipermukaan 

bumi ini dalam satu kesatuan bangsa tanpa membeda-bedakan asal-usul, ras, 

dan agama.  

Di tanah Persia, Raja Iskandar Zulkarnaini menikahi seorang puteri 

bernama Ruhana. Dari perkawinan ini lahir tiga orang putera, yaitu Sultan 
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Maharaja Alif, Sultan Maharaja Dipang dan Sultan Maharaja Diraja. Setelah 

Raja Iskandariah Zulkarnaini mangkat, ketiga bersaudara ini sepakat 

meninjau daerah kekuasaan.yang ditinggalkan ayahnya. Dalam pelayaran di 

lautan, kapal rombongan sampailah di dekat pantai Pulau Langka Puri. 

Dalam kapal tersebut mereka membicarakan tentang mahkota Kerajaan 

Banur Ruhum yang ditinggalkan ayahnya. Karena mereka akan berpisah 

untuk melanjutkan perjalanan masing-masing, maka mereka saling 

menyatakan berhak untuk memiliki.mahkota sang ayah. Sebelum keputusan 

mereka ambil, dengan takdir Allah, mahkota yang menjadi sumber 

pertengkaran tersebut terjatuh ke dalam lautan dan tidak dapat diambil lagi. 

Musyawarah yang direncanakan menjadi batal dan rapat menjadi bubar. 

Sultan Maharaja Alif dan Sultan Maharaja Dipang pergi 

meninggalkan tempat itu. Sedangkan Sultan Mahara Diraja, memerintahkan 

penasehatnya yaitu Catri Bilang Pandai untuk membuat menggambarkan 

kembali bentuk mahkota tersebut dan menduplikatnya. Dengan keahlian 

yang dimilikinya, Catri Bilang Pandai dapat memenuhi permintaan sultan 

Maharaja Diraja.  

Setelah itu Sultan Maharaja Diraja melanjutkan perjalanannya 

meninggalkan Pantai Pulau Langka Puri bersama rombongan. Dalam 

perjalanannya, mereka menyinggahi daerah Afganistan, Pakistan, Birma, 

Siam/Tahiland, Laos hinggansampai di pulau Andalas (Sumatera), dan 

mendarat di puncak gunung Merapi. 

Beliau membawa 16 rombongan yang berasal dari tanah Parsi dan 

membawa lima orang puteri yang berasal dari Hindia Belakang. Kemudian 

Sultan Maharaja Diraja menikahi seorang gadis yang merupakan adik 
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perempuan Datuk Suri Dirajo bernama Indo Jelita dan lahir lah seorang laki-

laki yang bernama Datuk Katumanggungan. Kemudian Indo Jelita menikah 

kembali setelah Sultan Maharaja Diraja meninggal dengan salah satu 

penikut nya yang bernama Catri Bilang Pandai. Dari pernikahan ini lahirlah 

seorang anak laki-laki yang bernama Datuk Perpatih nan Sabatang dan putra 

putri lainnya. Dari keturunan Catri Bilang Pandai inilah yang menjadi cikal 

bakal sejarah nenek moyang di Minangkabau. 

Dalam sejarah mengatakan bahwa antara Datuk Parpatih Nan 

Sabatang dan Datuk Katumangguangan adalah dua orang bersaudara satu 

ibu berlainan ayah. Perbedaan darah leluhur dari keduanya itu menyebabkan 

nantinya ada sedikit perbedaan dalam ajaran yang mereka susun.  

Untuk siapa yang lebih dulu datang di Ranah Minang ini, dari suatu 

anggapan mengatakan  bahwa yang pertama kali mendarat di gunung 

Merapi adalah Datuk Suri Dirajo dengan putri Indo Jelita. Keturunan-

keturunan dari Putri Indo ini berhasil menguasai beberapa tempat sehingga 

menandakan bahwa paham yang dianut pada saat itu adalah Matriarcaat atau 

berdasarkan garis keturunan ibu. Maka ini dapat dijelaskan bahwa kedua 

tokoh ini merupakan lambang dari bangsa Melayu yang telah mendiami 

daerah sekitar gunung Merapi sejak masa Neoliticum.  

Raja Iskandar dengan keturunannya adalah lambang keperkasaan dan 

penaklukan. Bila dihubungkan arus gelombang pendatang baru bangsa 

Melayu Muda yang memasuki jantung pulau Sumatra dari pantai timur, 

berat dugaan bahwa inilah yang dimaksud dengan kedatangan anak Raja 

Iskandar Zulkarnain berlangsungnya akulturasi antar bangsa.Melayu Tua 

dengan Melayu Muda yang menghasilkan suku bangsa dan budaya 
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Minangkabau dilambangkan dengan perkawinan Sri Maharaja Diraja 

dengan Puteri Indo Jelita. 

Meski banyak pandangan terkait asal usul Minangkabau ini, namun 

masih ada persamaan tentang tempat yang pertama kali dijadikan asal usul 

bagi keturunan bangsa Minangkabau tersebut, yaitu daerah Pariangan 

Padang Panjang. Di sana pula lah lahirnya suku-suku yang pertama kali 

muncul seperti Koto, Piliang, Budi dan Caniago yang kemudian tersebar ke 

daerah luhak rantau. Ini juga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa nama 

suku-suku lain yang berada di luar daerah pariangan itu tidak dapat 

mempengaruhi suku yang ada di daerah Pariangan tersebut yang diciptakan 

oleh Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang. 

Asal nenek moyang di puncak gunung Merapi atau di lereng sebelah 

atas yang kemudian disebut Pariangan itu dalam tambo disebutkan bahwa 

tempat itu telah kering, karena air yang menggenangi keseluruhan lereng 

gunung Merapi telah menyusut kebatas tersebut dalam waktu bumi 

bersentak naik. Perkembangan penduduk selanjutnya adalah dari atas turun 

kebawah, bila pandangan ini dikaitkan dengan pandangan Gazalba di atas 

akan terlihat titik temu. Penduduk pertamanya itu pada zaman Melayu tua 

pada zaman Noeoticum langsung menuju ke lereng gunung Merapi yang 

ketinggian. Sasaran ini dapat dipahami dari maksud kedatangan mereka 

yaitu untuk mendapatkan tanah yang subur. Dari segi keamanan terhadap 

bangsa penakluk yang datang kemudian, cara pemilihan tempat ini adalah 

tepat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan selanjutnya 

dari penduduk adalah dari atas turun ke bawah. 
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Di dalam tambo disebutkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, 

muncul tiga daerah di sekeliling gunung Merapi yang disebut Luhak yaitu: 

Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, Luhak Lima Puluh Kota. Penamaan 

ketiga luhak tersebut (Luhak berarti sumur) dengan nama-nama tersebut 

diatas mengambil dari tiga sumur besar yang terdapat di gunung Merapi. 

Sumur yang satu ditumbuhi mesiang Agam, yang satu tanahnya datar dan 

yang satu lagi tempat minum keluarga. Dari sinilah muncul nama-nama 

luhak Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota. Ini berarti bahwa penduduk 

yang mendiami luhak Agam sekarang ini, nenek moyang yang biasa mandi 

atau mengambil air di sumur yang ditumbuhi mesiang Agam. Demikian pula 

penduduk Luhak Tanah Datar yang nenek moyangnya biasa menggunakan 

sumur yang datar tanahnya, dan penduduk Luhak 50 Kota yang dulunya 

nenek moyangnya mempergunakan sumur yang waktu itu tempat minum 50 

keluarga.  

Cerita dalam tambo ini setidaknya akan dapat menuntun kita untuk 

mengenal perkembangan selanjutnya dari nenek moyang suku bangsa 

Minangkabau. Sebelum ini sudah diambil suatu anggapan bahwa.nenek 

moyang Minangkabau mula-mula bertempat di bagian lereng atas dari 

lereng gunung Merapi. Sewaktu mereka telah berkembang, mereka harus 

mendapatkan tanah baru untuk pertanian. Tanah baru itu tentunya mengarah 

kebawah karena mereka tidak mungkin lebih keatas lagi. 

Bila dibuat sebuah lingkaran dan puncak gunung Merapi sebagai 

pusat lingkaran, maka terlihat arus gerakan pencarian tanah baru itu 

mengalir ke selingkaran gunung Merapi. Belahan sebelah selatan disebut 

luhak Tanah.Datar, belahan barat dan bagian utara adalah luhak Agam, 
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belahan timur dan bagian utara adalah luhak Lima Puluh Kota. Ketiga luhak 

inilah yang.merupakan inti dan asal dari Minangkabau yang oleh orang 

Minangkabau sendiri disebut alam Minangkabau dan oleh penulis Barat 

disebut Minangkabau asli. 

Selanjutnya, pergerakan dari tanah luhak tersebut menyebar luas 

keluar dari daerah asal Luhak Agam bergerak ke arah Utara hingga sampai 

ke perbatasan provinsi Sumatera Utara. Luhak Lima Puluh Kota bergerak 

sampai ke daerah Bangkinang, dan luhak Tanah datar bergerak ke arah 

Tenggara sampai memasuki daerah Jambi. 

Daerah-daerah baru yang dimasuki tersebut dikenal dengan sebutan 

Rantau. Sedangkan daerah asal yang dimulainya penyebaran daerah dikenal 

dengan istilah Darek. Tiap-tiap daerah Rantau dikaitkan dengan Daerah 

Darek. Semua daerah luhak beserta daerah Rantaunya ini membentuk satu 

wilayah yang luas, yang dinamakan dengan wilayah Minangkabau. 

2. Asal usul Nama Minangkabau 

Bermacam-macam pendapat mengenai asal-usul Nama 

Minangkabau, baik berasal dari buku Tambo Adat Alam Minangkabau 

maupun yang dikemukakan oleh para Peneliti Adat Alam Minangkabau, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Cerita Adu Kerbau 

Pada cerita ini, tersebutlah seseorang bernama Nahkoda Basa 

(Nahkoda Besar), yang merupakan seorang saudagar berasal dari pulau 

seberang (jawa) datang ke Sumatera Barat. Maksud kedatangannya untuk 

menjaling hubungan persahabatan dengan penduduk sekitar. Setelah 

kapalnya mendarat di pesisir  Barat Ranah Minang, ia mengirim utusan ke 
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pemimpin Alam Minangkabau untuk memohon menghadap. Setelah 

diizinkan baru beliau langsung menghadap dan menyatakan keinginan untuk 

menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Minangkabau.  Untuk lebih 

mengakrabkan perkenalan ini, Nahkoda Basa mengajak Datuk 

Katumangguangan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang untuk mengadakan 

suatu permainan yang bersifat mengasah otak. Di antaranya adalah: 

1) Nahkoda Basa meminta Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk 

Katumangguangan untuk menerka pangkal kayu yang tengah dipegang oleh 

snag Nahkoda. Lalu Datuk Katumangguangan menimbang kayu atas nasehat 

dari Catri Bilang Pandai tepat di tengah-tengah kayu. Dalam permainan ini 

Datuk berhasil menemukan jawaban yang benar dari teka-teki tersebut 

sehingga Nahkoda Basa harus rela menyerahkan sebahagian hartanya. 

2) Permainan kedua, Nahkoda Basa menantang para Datuk untuk 

menerka jenis kelamin dari dua ekor itik yang ia bawa. Taruhannya adalah 

sebahagian hartanya yang tersisa, dan hak monopoli perdagangan yang akan 

diperolehnya. Untuk menjawab tantangan itu, para Datuk memberi makan 

itik tersebut, sehingga akhirnya Datuk menyatakan bahwa itik dengan 

makan yang cepat adalah berjenis kelamin jantan. Sedangkan itik yang 

makannya lambat adalah itik yang berjenis kelamin betina. Ternyata 

jawaban para Datuk ini benar. Dengan perasaan malu, Nahkoda pulang 

kembali ke daerahnya. 

3) Beberapa bulan kemudian, Nahkoda Basa datang menghadap para 

Datuk. Ia membawa seekor kerbau besar dengan tanduk yang panjang dan 

berencana untuk menantang para Datuk untuk melakukan adu kerbau. Jika 

kerbaunya menang, maka hak monopoli harus diserahkan kepadanya, dan 
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jika kerbaunya kalah, ia akan menyerahkan harta bawaannya sekalipun 

nyawanya. Untuk menjawab tantangan itu, para Datuk meminta waktu. 

Selama itu, atas nasehat dari Catri Bilang Pandai, mereka mencari seekor 

anak kerbau yang masih kuat menyusu pada ibunya. Sehari sebelum kerbau 

diadu, anak kerbau tersebut dikurung dan tidak dibolehkan menyusu pada 

induknya. Pada hari itu anak kerbau tersebut dipasangkan tanduk besi yang 

runcing. Maka esok  harinya dilakukanlah tanding kerbau. Kedua ekor 

kerbau di lepaskan di lapangan. Kerbau besar milik Nahkoda masuk acuh 

tak acuh karena merasa bahwa kerbau di depannya bukan lawannya. 

Sedangkan kerbau milik Datuk sangat haus dan lapar karena seharian tidak 

menyusu. Seketika anak kerbau tersebut berlari menuju perut kerbau 

Nahkoda untuk mencari susu, tanduk besi anak kerbau memainkan 

fungsinya. Sehingga tanduk besi tersebut menembusi perut kerbau Nahkoda. 

Kerbau tersebut lari karena kesakitan hingga ke luar lapangan. Sejak 

peristiwa itu, terkenal lah tempat itu sebagai ―Menang Kerbau‖ yang 

akhirnya berubah menjadi Minang Kabau.  

 

B. Adat Istiadat Minangkabau 

1. Pengertian  

Kata.adat berasal dari.bahasa Arab yang secara etimologis berarti 

kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam bahasa Indonesia kata adat 

biasa dirangkai.dengan kata ―istiadat‖ yang juga berasal dari bahasa arab 

dengan arti suatu yang dibiasakan. Rangkaian kedua kata tersebut dalam 

pengertian Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan 
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antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan 

sesamanya. 

Dalam literatur adat dan hukum Minangkabau dipergunakan 

beberapa kata-kata yang kesemuanya mengandung arti peraturan 

sebagaimana dimaksud pengertian adat istiadat tersebut. ―Adat adalah kata 

yang lazim dipakai tanpa membedakan mana yang di antara dijalankan 

dengan mempunyai sangsi yang disebut hukum adat dan yang tidak 

mempunyai sangsi yang disebut adat. Kata ―adat‖ itu di samping 

dipergunakan untuk hal yang baik, juga dipergunakan untuk suatu yang 

harus dijauhi oleh seseorang. 

Kata ―buek‖ dipakai untuk peraturan yang lebih sempit 

lingkungannya seperti dalam kata: ―negeri berpagar undang, kampong 

berpagar buek‖. 

Kata ―undang‖ atau undang-undang dipergunakan dalam pengertian 

yang lebih khusus dalam mengatur tata cara kehidupan seperti: undang-

undang nagari, undang-undang isi nagari, undang-undang luhak dan rantau. 

Kadang-kadang kata ―undang‖ dipandu dengan kata ―adat‖ menjadi 

―undang-undang adat‖, seperti: undang-undang adat dalam nagari salah 

makan meludahkan, salah surut selangkah kembali. 

Kata ―kelakuan‖ dipergunakan.dengan arti adat seperti: kelakuan 

orang dalam nagari ialah berbagai usaha, kerja yang menjadi adat, juga 

terdapat kata ―kelakuan‖ dikaitkan dengan ―perangai‖, seperti hormat, tertib, 

dan sopan. 

 

 



 
 
 
 

 
10 

 

2. Dasar Filsafat Adat 

Filsafat adat Minangkabau berdasarkan kepada kenyataan yang hidup 

dan berlaku dalam alam. Bila diteliti bunyi pepatah adat, baik dari segi 

sampiran maupun dari segi isinya, terlihat bahwa kata yang lazim 

dipergunakan adalah kata benda atau sifat yang terdapat dalam alam sekitar. 

Yang demikian diibaratkan untuk kehidupan manusia dan dijadikan 

pedoman bagi tingkah laku manusia itu.  

Pepatah tersebut sampirannya mempergunakan nama-nama benda 

yang ada dalam alam sekitar. Isinya menunjukkan bahwa apa yang diperoleh 

di alam ini bagaimanapun kecilnya, mempunyai nilai yang besar yang 

diibaratkan dengan gunung dan laut. Semua yang terdapat di alam ini akan 

menjadi petunjuk dalam kehidupan umat manusia. Dari pepatah itu dapat 

ditarik dasar falsafah kealaman atau materialisme yang dilambangkan 

dengan ―alam takambang jadi guru‖. 

Sesuatu yang telah berlangsung dalam kehidupan dan dianggap baik, 

dijadikan pedoman untuk tindakan di masa mendatang, seperti yang 

tergambar dalam pepatah adat ―melihat contoh kepada yang sudah, melihat 

tuah kepada yang menang‖. Dasar ini dijadikan pedoman dalam 

melanjutkan norma kepada generasi berikutnya. 

3. Tingkatan Adat 

Di Minangkabau terdapat empat tingkatan adat, yaitu: adat yang 

sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat. 

a. Adat yang Sebenarnya Adat (adat nan sabana adat) 

Yang dimaksud.dengan adat yang sebenar adat itu ialah kenyataan 

yang berlaku dalam alam yang merupakan qodrat ilahi atau sesuatu yang 
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telah dan terus berjalan sepanjang masa seperti: adat api membakar, adat air 

membasahi, adat ayam berkokok, adat murai berkicau dan adat laut 

berombak. 

Kalau diperhatikan hubungan antara sifat dengan yang diberi sifat 

dalam setiap contoh yang disebutkan di atas, terlihat adanya bentuk 

kelaziman hubungan. Walaupun.demikian masih dipergunakan kata ―adat‖ 

(yang pada umumnya berarti kebiasaan) dalam setiap hubungan tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam ini tidak ada yang pasti 

secara mutlak. Walaupun dalam pertimbangan akal terdapat kepastian, 

namun tidaklah mustahil bahwa kebiasaan yang pasti itu suatu waktu tidak 

berlaku menurut kehendak Allah. Oleh karena itu kelaziman seperti yang 

disebutkan di atas tetap disebut kelaziman secara adat. Kalau ada pengertian 

adat maka yang dimaksud dengan adat yang sebenarnya, adalah adat yang 

lazim  disebut. Keseluruhan adat itu didasarkan kepada alam nyata yang 

menjadi dasar filsafat adat Minangkabau.  

b. Adat Yang di Adatkan 

Adat yang diadatkan yaitu sesuatu yang dirancang dijalankan, serta 

diteruskan oleh nenek moyang yang mula menempati Minangkabau untuk 

menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dari segala bidang.  

Orang Minangkabau mengetahui secara turun-temurun bahwa 

perumus dari adat yang diadatkan itu dahulunya adalah dua orang tokoh adat 

yaitu Dt Ketumanggungan dan Dt Perpatih nan Sabatang, sebagaimana yang 

terdapat dalam tambo dan buku-buku adat. Kedua tokoh adat tersebut 

merumuskan adat atas dasar pengalaman dalam kehidupan dan 

kemampuannya dalam belajar dari kenyataan alam terkembang ini. Yang 



 
 
 
 

 
12 

 

dijadikan pedoman dasar dari perumusan adat itu ialah kenyataan yang 

hidup dalam alam ini yang disebut adat yang sebenarnya adat. 

Adat yang diadatkan melingkupi seluruh segi kehidupan, terutama 

segi kehidupan sosial, budaya dan hukum, keseluruhannya tersimpul dalam 

undang yang dua puluh dan cupak yang empat. Kata ―undang‖ berarti aturan 

yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dengan sangsi yang 

dapat dikenakan oleh pimpinan masyarakat terhadap anggota yang 

melanggar. Sifat dari aturan ini adalah tidak tertulis, tetapi dapat diketahui 

oleh semua pihak. Kata ―cupak‖ berarti alat penakar, maksudnya ialah 

norma yang dijadikan standar untuk pengukur atau penilai tindakan seorang 

dalam kehidupan masyarakat. 

c. Adat yang teradat 

Adat yang teradat yaitu adat keadaan setempat yang dapat bertambah 

pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan. Kebiasaan 

yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh ninik mamak 

pemangku adat dalam satu-satu negeri untuk mewujudkan aturan pokok 

yang disebut adat yang diadatkan, yang pelaksanaanya disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu adat yang teradat ini dapat 

berbeda antara satu negeri dengan negeri lain menurut keadaan, waktu dan 

kebutuhan anggotanya. Adat seperti ini tergambar dalam pepatah.adat ―Lain 

padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, cupak sepanjang betung adat 

selingkaran negeri.‖ 

Bila dibandingkan antara adat yang teradat dengan adat yang 

diadatkan, terlihat bedanya dari segi keumuman berlakunya adat yang 

diadatkan bersifat umum pemakaiannya pada seluruh negeri yang terlingkup 
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dalam suatu lingkaran adat yang dalam hal ini ialah seluruh lingkungan 

Minangkabau. Umpamanya adat matriokal yang berlaku dan diakui 

diseluruh Minangkabau. Walaupun kemudian mungkin mengalami 

perubahan, namun.perubahan itu berlaku dan merata di seluruh negeri. 

Pelaksanaan adat matriokal (suami tinggal di keluarga istri) dapat 

berbeda dalam negeri-negeri. Umpamanya, malam keberapa sesudah nikah 

suami diantarkan kerumah istrinya, atau malam keberapa anak daro harus 

menjelang dan bermalam dirumah orang tua suami, atau kamar deretan 

mana yang harus ditempati penganten baru dan lain tata cara yang 

menyangkut pelaksanaan matriokal tersebut. 

d. Adat Istiadat 

Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah 

berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan 

kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh ninik 

mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak 

yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak 

bertentangan dengan akhlak yang mulia.  

Keempat macam adat yang disebutkan diatas berbeda dalam 

kekuatannya, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. 

Yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naik 

ketingkat adat yang teradat bila telah dibiasakan secarameluas sertatidak  

menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitu pula adat yang teradat 

dapat menjadi adat yang diadatkan, bila kebiasaan itu telah merata keseluruh 

negeri dan telah disepakati kebaikannya oleh orang banyak. 
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Keempat tingkat adat itu dalam penggunaan sehari-hari di 

kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, adat yang tersimpul di dalamnya 

adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan. Kedua istiadat yang 

tersimpul di dalamnya, adat yang teradat dan adat istiadat dalam arti yang 

sempit. Keseluruhannya menyimpan kata adat istiadat Minangkabau. 

4. Sifat Adat Minangkabau 

Di dalam pepatah adat terdapat ucapan tentang sifat adat 

Minangkabau, yaitu: ―Tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas, 

dialih tidak akan layu, dicabut tidak akan mati‖. Pepatah ini menunjukkan 

kekuatan yang langgeng, tidak akan mengalami pengaruh dari luar.  

Adat yang sebenarnya adat yaitu ketentuan yang berlaku dalam alam 

menurut kodrat ilahi dan adat yang diadatkan yang dirumuskan berdasarkan 

kepada adat yang sebenarnya, termasuk kedalam adat yang tidak mengalami 

perubahan, sebagaimana tidak berubahnya kodrat ilahi dan azalinya wahyu 

Allah untuk adat seperti ini berlakulah pepatah adat: ―tidak lapuk oleh hujan 

dan tidak lekang oleh panas‖. Adat yang beginilah yang tidak akan 

bertentangan dengan ajaran agama, karena didasarkan kepada ayat-ayat 

Allah yang terdapat dalam alam. Adat yang tidak akan mengalami 

perubahan itu diibaratkan dengan ucapan ―Adat bersimpul mati‖ dengan arti 

disamping dapat mengikat kuat, simpulnya itupun tidak akan dapat dibuka 

oleh siapapun. Sekali sudah terikat akan terikat seperti itu selamanya. 

Adapun adat yang dapat mengalami perubahan sebagaimana 

diibaratkan dengan ucapan ―Sekali air besar sekali tepian berubah‖ ialah 

adat yang teradat dan adat istiadat karena keduanya dirumuskan oleh ninik 

pemuka adat sesuai dengan tempat dan keadaan tertentu. Dalam 
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pelaksanaannya, adat seperti ini dapat berbeda dalam negeri yang satu 

dengan yang lainnya, seperti kata adat ―cupak sepanjang betung dan adat 

sepanjang negeri‖. Karena sifatnya yang tidak tertulis dapat menyesuaikan 

dirinya dengan perkembangan masyarakat. Adat yang dapat mengalami 

perubahan itu disebut ―adat bersimpul sintak‖ yang memiliki arti kuat dan 

dapat mengikat, bagi yang mengetahuinya mudah membuka simpul.itu. 

 

C. Perundang-Undangan Adat Minangkabau 

Keseluruhan hukum adat Minangkabau tergambar dalam undang-

undang yang empat.yaitu: undang-undang luhak dan rantau, undang-undang 

nagari, undang-undang dalam nagari dan undang-undang dua puluh.  

1. Undang-Undang Luhak dan Rantau 

Undang-undang luhak dan rantau mengatur tugas dan wewenang 

penghulu dan raja ditempat masing-masing. Secara dasar disebutkan dalam 

pepatah adat: ―Luhak nan bapanghulu, rantau nan baraja‖ yang berarti di 

negeri-begeri di lingkungan luhak yang tiga, kekuasaan berada ditangan 

penghulu dan di daerah rantau yang berkuasa adalah raja. 

Keseluruhan daerah Minangkabau secara garis besar terbagi kepada 

dua bagian.yaitu daerah luhak dan daerah rantau. Pengertian luhak (secara 

sempurna disebut luhak yang tiga) ialah daerah asal Minangkabau yang 

berada di selingkungan gunung merapi yaitu: Luhak Agam, Luhak Tanah 

Datar dan Luhak Lima Puluh Kota. Dalam pengertian geografis administrasi 

waktu ini luhak itu disebut kabupaten. Nama-nama kabupaten untuk ketiga 

luhak itu pada waktu ini, tetap mempergunakan nama-nama luhak masa 

dulu. 
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Di dalam setiap negeri sekurangnya terdapat empat suku yang 

berbeda. Setiap suku, sebagai kesatuan geanologis dipimpin oleh seorang 

penghulu dengan pangkat andiko dengan panggilan datuk. Di luhak yang 

tiga penghulu itulah yang memerintah dan menyelesaikan pertikaian di 

antara anak kemenakan. Perkataannya adalah kata menyelesai. 

Memerintah dan membimbing anak kemenakan merupakan fungsi 

dari seorang penghulu. Dalam negri ia diistilahkan dengan dewan hakim 

yang memutuskan setiap perkara. Oleh karena beratnya tugas seorang 

penghulu, perlu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang bila 

ingin untuk menjadi seorang penghulu, di antaranya: laki-laki, berakal, 

berilmu, adil, bijak, pemurah, sabar, dan lain-lain. 

Dalam luhak, terdapat dua laras. Yaitu Koto Piliang dan Budi 

Caniago. Laras Koto Piliang memakai paham datuk Katumangguangan yang 

bersifat otokratis. Adat ini menganut prinsip berjenjang naik dan bertangga 

turun dalam system kepemimpinan. Sedangkan laras Budi Caniago memakai 

paham Datuk Perpatih Nan sabatang yang bersifat demokrasi dalam sisitem 

pemerintahannya. Adat ini memakai prinsip duduk sama rendah dan tegak 

sama tinggiDalam luhak yang tiga terdapat laras yang dua, yaitu laras Koto 

Piliang dan laras Bodi Caniago. Perbedaan Luhak dengan laras ialah bahwa 

istilah luhak mengandung makna geografis administratif sedangan lareh 

mengandung makna hukum yaitu tata cara adat turun temurun. Perbedaan 

yang pokok diantara kedua lareh (laras) ini terletak pada tata susunan nagari 

dan pangkat kepenghuluan. 

Dalam hubungan dengan penyelesaian sengketa antara sesama 

anggota dalam negeri, setiap sengketa diselesaikan melalui kerapatan 
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seluruh penghulu suku sebagai mahkamah pertama dan tertinggi. 

Putusannya tidak dapat dibanding lagi. Pengertian rantau menurut asalnya 

berlaku bagi pertemuan sungai dengan laut. Kemudian berlaku untuk daerah 

di luar tempat asal. Dalam pengertian adat minangkabau rantau berarti 

daerah Minangkabau yang berada di luar tempat asal. Dalam pengertian adat 

Minangkabau rantau berarti daerah Minangkabau yang berada di luar luhak 

yang tiga. 

Pada hakikatnya rantau adalah daerah perluasan dari luhak yang tiga 

dalam usaha menampung perkembangan anggota yang berada dalam luhak 

itu dengan demikian dikenal rantau luhak Agam, yang membentang ke arah 

Utara dan Barat yang mencakup daerah Tiku Pariaman, Sepanjang Pesisir 

Barat sampai kebatas tapanuli dan melingkupi daerah Pasaman. Rantau dari 

luhak Tanah Datar mengembang keselatan melingkupi Pesisir Selatan, 

Solok, Sawah Lunto, Sijunjung sampai ke Kerinci. Rantau luhak Lima 

Puluh Kota meluas ke jurusan Timur melingkupi daerah Kampar, bahkan 

menyeberang ke Malaka yaitu Negeri Sembilan. 

Oleh karena rantau itu adalah perluasan dari luhak yang tiga maka 

adat istiadat yang berlaku di situ ialah adat yang berlaku di luhak yang 

terbagi kepada dua susunan adat seperti dijelaskan diatas. Perbedaannya 

ialah bahwa di negeri-negeri di lingkungan luhak yang tiga, yang berkuasa 

adalah penghulu sedangkan di daerah rantau yang berkuasa adalah raja. 

Inilah yang dimaksud oleh pepatah adat ―luhak yang berpenghulu dan rantau 

yang beraja‖ tersebut diatas. Rantau-rantau tersebar dari segi pemerintahan 

berdiri sendiri dan tidak tunduk kepada luhak asal. Mereka hanya 
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mempunyai kaitan adat dan moral kepada raja di Pagaruyung yang 

menempatkan kuasanya di daerah rantau.  

a. Undang-Undang Negeri 

Undang-undang negeri yaitu ketentuan yang mengatur susunan 

masyarakat dalam negeri, syarat terjadinya negeri dan kelengkapan suatu 

negeri. 

Susunan masyarakat terdiri dari: 

1) Setiap negri harus mempunyai penduduk yang memilki suku 

2) Setiap suku memiliki suku yang sesuai dengan ibu asal 

3) Memiliki ketua kampong 

4) Memiliki rumah gadang 

Tentang terjadinya suatu negeri, dijelaskan prosesnya melalui 

beberapa tahap yaitu: Pertama teratak,  yaitu suatu tempat atau wilayah yang 

pertama kali ditempati atau dihuni oleh manusia sementara waktu, kemudian 

berusaha mencari tempat lain yang lebih baik untuk tempat menetap. Setelah 

mendapatkan tempat yang lebih baik maka taratak ini mereka tinggalkan, 

tetapi sewaktu-waktu mereka datang juga ke taratak ini untuk dijadikan 

tempat berladang, sawah ataupun kolam. Jadi tanah ada harta benda mereka 

atau keberadaannya di taratak ini masih tetap terpelihara.  

Kedua adalah dusun yang merupakan tempat tinggal beberapa orang 

yang berasal dari beberapa buah perut dari suku yang berlainan pula.  Dusun 

ini merupakan perluasan dari taratak. Orang-orang yang dulu tinggal hanya 

untuk sementara selanjutnya sudah menetap. Karena anggota keluarga sudah 

berkembang, maka didirikan rumah tetapi tidak dalam bentuk rumah 

gadang. Susunan kekerabatan belum merupakan kesatuan genealogis yang 
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terpisah dari suku yang ada di negeri asal. Karena tempat itu sudah ramai 

maka didirikan tempat ibadat dalam bentuk Mushalla bagi kegiatan 

keagamaan sehari-hari. Untuk keperluan shalat Jum‘at mereka harus 

kembali ke negeri dan belum boleh melakukan kegiatan jum‘at secara 

terpisah. Dengan begitu warga dusun ini dalam beberapa bentuk kegiatan 

masih terikat kepada negeri asal. 

Ketiga ialah koto yang merupakan perluasan dari dusun Keluarga 

yang tinggal dalam koto ini sudah begitu meluas hingga terjadi ―pecah 

perut‖ dengan suku asal. Dengan begitu di koto ini sudah terdapat kelompok 

genealogi atau suku yang terpisah dengan adanya penghulu tersendiri, tetapi 

jumlah suku belum banyak untuk memenuhi syarat suatu negeri. Dengan 

begitu belum ada balairung syarat suatu negeri untuk tempat kegiatan 

kerapatan adat, hingga dalam hal ini masih terikat dengan tempat negeri 

asal. Untuk tempat keluarga telah didirikan rumah gadang dan pelaksanaan 

ibadah jum‘at tidak lagi berhubungan dengan negeri dan telah didirikan 

mesjid. 

Keempat adalah negeri, yang merupakan perluasan dari koto dengan 

cara lebih sempurnanya susunan kemasyarakatan dalam koto. Kelompok 

genealogis setingkat dengan suku sudah lebih dari tiga, hingga telah perlu 

didirikan balairung adat tempat kerapatan adat. Dalam segala hal tidak lagi 

berhubungan dengan negeri asal dan diadakan pemerintahan sendiri dengan 

harta kekayaan sendiri. Dengan begitu sempurnalah berdiri sebuah negeri. 

b. Undang-undang Dalam Nagari 

Undang-undang dalam negeri atau disebut juga undang-undang isi 

negeri yaitu ketentuan yang mengatur anak negeri dan sesamanya, dimana 
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hukum segala penghulu-penghulu untuk memelihara dan mengamankan 

hidup dan kehidupan anak kemenakan dan seluruh anggota masyarakat 

dengan menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran , kemanusiaan, serta 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa.  Undang-undang ini 

mencakup bidang perdata dan beberapa bidang pidana. Dalam 

bidang.kehidupan ekonomi pepatah adat mengatakan: 

Sawah ladang bandar buatan  

yang lunak ditanami benih  

yang keras dijadikan ladang  

ke rimba berbunga kayu 

ke sungai berbunga pasir  

ke laut berbunga karang  

ke tambang berbunga emas 

Yang keseluruhannya mendorong anak negeri untuk memanfaatkan 

waktu dan segala kesempatan dalam segala bidang untuk berusaha mencari 

penghidupan. 

Dalam bidang kehidupan sosial pepatah adat mengatakan: 

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing  

ada sama dimakan  

tidak sama dicari  

sesakit senang, sehayun selangkah 

ke bukit sama mendaki  

ke lurah sama menurun  

jauh cinta mencinta, dekat jelang menjelang 
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Yang keseluruhannya mengandung maksud yang dalam dan 

mengemukakan prinsip hidup bersama, tujuan bersama dan cara pencapaian 

bersama dalam adat Minangakabau. Ini adalah gambaran sifat komunal 

dalam kehidupan sosial yang pengejawantahannya nampak dalam sifat 

gotong-royong. 

Dalam hubungan antara dua kepentingan pribadi, pepatah adat 

mengatakan: 

Adat hutang mengembalikan  

Hutang dibayar pihutang diterima  

Salah ditimbang kusut diselesaikan 

Yang mengandung petunjuk cara penyelesaian perdata antara dua 

pihak yang berkepentingan. Dalam bidang hukum dan keadilan pepatah adat 

menjelaskan: 

Menghukum adil berkata benar  

Sifat lurus dipegang teguh 

Mengukur sama panjang, membilai sama lebar 

Mengati sama berat, membagi sama banyak  

Tiba dimata tidak dipicingkan 

Tiba di dada tidak dibusungkan  

Tiba di perut tidak dikempiskan 

Pepatah ini menurut hukum yang adil tanpa pandang bulu, walaupun 

akan mengenai diri sendiri. Yang menyangkut dengan kesalahan yang 

dilakukan oleh salah seorang anggota terhadap yang lain, pepatah adat 

mengatakan: 

Salah cotok Melentingkan  
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Salah tarik mengembalikan  

Salah makan memuntahkan  

Salah surut selangkah kembali  

Salah kepada allah minta taubat 

Salah kepada manusia minta maaf. 

c. Undang-undang Yang Dua Puluh 

Undang-undang yang dua puluh menyangkut berbagai bentuk 

kejahatan yang harus dihindarkan oleh sesorang dengan sanksi tertentu, 

bukti terjadinya kejahatan serta cara-cara pembuktian. Undang-undang ini 

delapan diantaranya mengenai hukum materil dan dua belas lainnya 

menyangkut cara pembuktian. 

Undang-undang yang delapan menyangkut bentuk-bentuk kejahatan 

serta bukti terjadinya kejahatan itu. Tentang undang-undang delapan ini 

dinyatakan dalam pepatah adat:  

Tikam bunuh pedang berdarah siar bakar sebatang suluh 

Upas racun sayak bertabung  

Curi maling dinding berlubang  

Umbuk umbi budi merangkak  

Samun sakar tegak dibatas 

Sumbang salah laku perangai  

Dago dagi memberi malu 

Dalam rangkaian pepatah tersebut terdapat delapan bentuk kejahatan, 

terjadinya kejahatan itu dan cara penyelesaiannya. 

Pertama, tikam bunuh, yaitu dua perbuatan yang menyebabkan 

matinya seseorang perbedaan diantara keduanya terletak pada cara 
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pembunuhan. Tikam mempergunakan benda tajam sedangkan pembunuhan 

mungkin tidak menggunakan benda tajam. Kejahatan pembunuhan itu 

dinyatakan dengan darah yang terserak. Terhadap pelaku kejahatan yang 

terbukti kesalahannya, dikenakan hukum berat tetapi tidak dalam bentuk 

hukuman mati. Membunuh yang direncanakan, hukumannya adalah 

―membangun‖ yaitu menyerahkan diri kepada pihak keluarga terbunuh 

untuk mengantikan kedudukan si terbunuh. Kalau pembunuhan tidak 

direncanakan, maka hukumannya adalah membangun atau membayar uang 

bangun sebanyak ―segantang ulang aling‖ yaitu emas sebanyak dan sepenuh 

alas sukatan. 

Kedua siar bakar, yaitu membakar rumah  atau bangun orang lain 

yang menimbulkan kerugian dipihak orang lain itu. Kejahatan ini dibuktikan 

dengan adanya sebatang suluh yang dipakai untuk penyulut rumah atau 

bangunan itu. Adanya suluh itu membuktikan bahwa kebakaran itu 

disengaja dan bukan akibat kelalaian. Perbuatan ini dibenci oleh masyarakat 

hingga pelakunya disisihkan dari pergaulan. 

Ketiga upas racun, yaitu pembunuhan dengan mempergunakan racun 

hingga sukar dibuktikan sipelakunya. Perbedaan upas dengan racun ialah: 

bahwa racun adalah dalam bentuk benda yang tertentu dan jelas, sedangkan 

upas dalam bentuk ramuan yang dilakukan oleh dukun yang ahli dalam 

bidang itu. Kejahatan ini dibuktian dengan sayak bertabung yaitu sisa 

makanan diberikan kepada hewan hingga membawa kematian kepada 

hewan itu. 

Keempat curi maling, yaitu kejahatan terhadap hak milik sesorang. 

Kejahatan itu dapat diketahui dari adanya dinding yang berlobang. Kedua 
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kejahatan itu dilakukan secara tersembunyi tanpa melakukan kekerasan 

terhadap yang punya harta. Bila dilakukan pada malam hari dinamakan 

maling dan bila diakukan disiang hari disebut curi. Sanksi yang diberikan 

kepada sipelaku yang telah terbukti kejahatannya ialah dalam bentuk sanksi 

moral yang akan dirasakan lebih berat oleh pelakunya dibandingkan dengan 

sanksi badan. Di antara caranya ialah dengan memberi malu di depan orang 

banyak, umpamanya sipelaku diarak keliling negeri dengan menggantungan 

barang curian dilehernya. 

Kelima, umbuk umbi budi merangkak yaitu kejahatan penipuan yang 

dapat merugikan seseorang baik materi maupun moril yang dalam pepatah 

ini diibaratkan dengan budi merangkak. 

 Keenam, samun sakar yaitu perampokan yang dilakukan dijalanan 

yang menyebabkan kerugian harta dan jiwa bagi si korban dan mengganggu 

keamanan perjalanan. Kejahatan ini dapat dibuktikan dengan pedang 

berdarah yang terdapat di batas jalan yang sepi. Sanksi yang dilakukan 

terhadap pelaku yang terbukti kejahatannya, ialah dibuang dari negeri yang 

dalam istilah adat disebut ―andam‖. 

Ketujuh, sumbang salah, yaitu pelanggaran susila seperti melarikan 

anak istri orang yang dalam pepatah adat disebut ―mencocok melarikan, 

menggonggong membawa terbang‖. Sanksi adat terhadap pelaku kejahatan 

ini ialah disisih dari pergaulan dengan cara memencilkannya ke luar negeri. 

Kedelapan, dago dagi yaitu kesalahan pendurhakaan kemenakan 

kepada mamak atau pemuka suku yang disebut dago. Begitu pula kesalahan 

mamak kepada kemenakan yang.disebut dagi. Kesalahan kemenakan kepada 

mamak umpamannya melanggar bermamak kemenakan. Hukuman yang 
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dikenakan kepada pihak yang terbukti bersalah ialah minta maaf dalam 

suatu perjamuan yang diadakan pihak bersalah. 

Undang-undang yang dua belas adalah dalam bentuk hukum pidana 

formal yang mencakup cara pembuktian. Enam diantaranya disebut ―cemo‖ 

yaitu persangkaan telah melakukan kejahatan yang didasarkan atas perasaan 

semata tanpa didukung oleh bukti yang kuat. Bentuk cemo itu dalam 

pepatah adat diuraikan sebagai berikut: ―Berjejak seperti berkik, berurih 

seperti sepasin, berbau bagai emacang, terngiang bagai kokok ayam 

anggang lalu antah jatuh, anak raja ditimpanya runcing tanduk cencang 

ranggah bengak kening, terdorong jejak menurun, terukik jejak mendaki‖. 

Dalam bentuk pertama anggapan bersalah hanya didasarkan kepada 

jejak seseorang yang berarti yang punya jejak itulah yang melakukan 

kejahatan. Dalam bentuk kedua hanya didasarkan kepada khabar angin 

bahwa seseorang telah melakukannya. Pada bentuk ketiga didasarkan pada 

suatu kebetulan bahwa pada saat yang sama seseorang lalu ditempat 

kejadian hingga menimbulkan kecurigaan. Keempat hanya karena seorang 

dikenal berperangai buruk dan suka berbuat kejahatan. Bila terjadi suatu 

kejahatan, maka ialah yang cepat dicurigai. Kelima didasaran kepada tanda 

yang terdapat dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan kecurigaan 

telah melakukan kejahatan. Dalam bentuk keenam anggapan didasarkan 

kepada bekas perbuatan yang dapat menimbulkan pearsaan curiga kepada 

yang melakukannya. 

Enam macam lagi disebut ―tuduh‖ yaitu sangkaan yang didasarkan 

kepada suatu bukti yang kuat, dan cukup alasan untuk mengemukakan 

dakwa. Tentang bentuk ―tuduh‖ ini pepatah adat menjelaskan: 
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Terikat terkebat  

Tertanda terbukti  

Terlelah terkejar  

Bertunggul penebangan  

Bersaksi berketerangan  

Bertali boleh ditarik 

Bertampuk boleh dijinjing. 

Enam cara yang pertama (cemo) disebut hukum karinah yang berarti 

pembuktian kejahatan hanya didasarkan kepada suatu tanda yang 

mencurigakan. Enam cara kedua (tuduh) disebut hukum bainah yang berarti 

pembuktian kejahatan. 
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Sejarah Sebelum Dan Sesudah Masuknya Islam Ke Bumi 

Minangkabau Serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Adat 

 

By: Nono Kurnia Fajri 

 

A. Proses Masuknya Islam di Minangkabau 

Diperkirakan Islam telah memasuki Minangkabau sekitaran abad ke-

7 M. Kemudian beberapa pendapat mengatakan diantaranya ialah masuknya 

Islam ke Minangkabau itu pada abad ke-23 M. Ternyata ada beberapa 

pendapat yang bercerita tentang sejarah masuknya Islam ke Minangkabau, 

walaupun demikian kemudian disepakati oleh para sejarawan bahwa 

sesungguhnya tersebarnya Islam di Minangkabau itu melalui tiga jalur: 

1. Jalur Dagang 

Menurut Bakhtiar (2005: 7) jalur yang pertama itu ialah jalur 

perdagangan. Itu disebabkan ialah selain terletak pada jalur yang strategis 

diranah perdagangan kemudian Minangkabau juga termasuk sebagai 

penghasil komoditi di ranah pertanian dan juga merupakan penghasil 

rempah-rempah yang dibilang terbesar di sumatera, misalkan seperti buah 

pala dan lada. Karena di pulau sumatera ada potensi yang demikian maka 

itulah kemudian yang menjadi pemicu niat para pedagang yang dari luar itu 

untuk masuk kemudian mengembangkan sayapnya di ranah Minang. 

Diantara mereka ada pedagang yang beragama Islam dan sudah pasti 

jalur yang strategis itu sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan 

penyebaran islam. Karena adanya interaksi baik secara langsung maupun 

tidak langsung maka para pedagang tersebut telah menyiarkan Islam. Dari 

sini bisa kita pahami bahwa ketika itu sudah terjadi penyiaran agama Islam 
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di Minangkabau meskipun sudah terjadi walaupun belum terprogram dan 

terencana. Karena hal itulah kemudian banyak para tokoh-tokoh 

Minangkabau yang tertarik dengan Islam, terutama tentang politik 

kehidupan mereka. 

Jadi karena ajaran Islam itu mudah dipahami maka kemudian itulah 

yang menjadi sebab pendorong minat juga yang menyebabkan mudahnya 

masyarakat menerima ajaran Islam, antara lain yang menyebabkan atau 

memberikan nuansa positif akan perkembangan Islam di Minangkabau ialah 

karena falsafahnya adat Minangkabau itu yang terbuka. Walaupun seperti 

itu, akan tetapi dalam periode ini penyiaran Islam sempat terhenti karena 

ada sebuah tindakan dari dinasti Cina karena ketika itu mereka merasa 

bahwa potensi perekonomiannya di Minangkabau ini terhalang oleh 

kekhalifahan Umayah. Kemudian keadaan seperti ini berlangsung selama 

kurag lebih 400 tahun, kemudian dampaknya adalah terhentinya penyiaran 

Islam sampai tahun 1000 M. 

Berdasarkan penjelasan diatas kemudian dapat diambil pemahaman 

bahwa penyiaran Islam pada dekade ini dilaksanakan dengan menerapkan 

metode pendekatan kultural yang kemudian sesuai dengan kondisi budaya 

masyarakat Minangkabau ketika itu. 

2. Pesisir barat Minangkabau berada dibawah pengaruh Aceh (1285-

1522 M) 

Menurut Bakhtiar (2005: 16-17) pada tahapan ini penyiaran Islam 

berlangsung saat pesisir barat berada dibawah pengaruh Aceh. Para 

pedagang dari Aceh ini berperan sebagai mubaligh faktornya itu ialah 

karena mereka adalah orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Mereka para 



 
 
 
 

 
29 

 

pedagang Islam itu sangat rajin melakukan penyebaran Islam ditempat 

mereka berdagang terutama di daerah samudera pasai yang di bawah 

pengaruh Aceh tersebut. Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi 

―sampaikanlah ajaranku meskipun hanya satu ayat‖ inilah kemudian yang 

menjadi salah satu faktor perangsang semangat mereka untuk berdakwah. 

Kemudian sejak saat itulah penyebaran agama Islam dilakukan secara besar-

besaran dan ini berlangsung kurang lebih pada abad ke-15. 

Nah pada waktu inilah kemudian seorang putra Koto Piliang yang 

bernama Burhanuddin masuk Islam. Kemudian beliau berangkat ke Aceh 

untuk belajar dan memperdalam keilmuan tentang Islam, beliau belajar 

kepada Syaikh Abdur Rauf. Sesudah kepulangannya dari Aceh beliau secara 

intensif mulai mengajarkan Islam di daerahnya teruma sekali di daerah 

sekitar Ulakan. Ternyata masyarakat sangat antusias menyambut apa yang 

beliau usahakan, masyarakat menyambut dengan baik dan datang dari 

berbagai pelosok Minangkabau untuk belajar agama dengan beliau. 

Kemudian Ulakan ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk belajar 

agama selang waktu yang tidak begitu lama. Padahal sebelumnya Ulakan 

tersebut hanyalah sebuah daerah yang terisolir, dan sejak saat itu sampai 

sekarang kebanyakan orang Islam yang ada di nusantara masih ramai 

mengunjungi tempat ini, terutama pada bulan shafar. 

Kemunculan petatah-petitih adat yang mengungkapkan dengan 

ungkapan ―syarak mandaki adat manurun‖ ini sangat berhubungan dengan 

perkembangan Islam yang dibawa oleh para murid dari Syekh Burhanuddin 

tersebut hingga ke daerah darek (daratan tinggi). Kemudian pepatah ini 

berarti bahwa, Islam itu berkembang mulai dari wilayah pesisir menuju 
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sampai ke wilayah pedalaman, kemudian kalau adat dia asalnya dari daerah 

darek lalu sampai kepada daerah pesisir. 

3. Islam dari pesisir barat mendaki ke daerah darek 

Bakhtiar (2005: 18-19) mengatakan bahwa dalam masa ini yang 

menjadi pusat pemerintahan Minangkabau ialah kerajaan Pagaruyuang. Dan 

kerajaan Pagaruyuang yang merupakan pusat pemerintahan itu masih 

menganut paham beragama Budha, akan tetapi walaupun keadaannya seperti 

itu maka sebagian besar masyarakat Minangkabau telah menganut agama 

Islam, ini dibuktikan ketika terlihat pengaruhnya dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, kemudian kenyataannya bagi kerajaan Pagaruyuang 

ialah hanya tinggal menunggu waktu saja untuk memeluk Islam. Maka 

kemudian, sang raja yaitu Anggarawarman Mahadewa telah masuk Islam 

barulah kemudian Islam bisa memasuki kerajaan Pagaruyuang. Dan 

namanya kemudian diganti dengan sebutan Sultan Alif setelah beliau masuk 

Islam. 

Setelah masuknya sang Raja kerajaan Pagaruyuang kedalam 

keyakinan Islam dan resmilah kerajaan Pagaruyuang disebut sebagai 

kerajaan Islam, kemudian beliau melakukan perubahan terhadap sistem 

kepemerintahannya sesuai dengan lembaga-lembaga yang ada dalam Islam. 

Kemudian bukti telah dilakukannya perubahan tersebut ialah dengan adanya 

Raja ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Instansi ini juga 

merupakan sebagai penyeimbang terhadap Raja Buo atau Raja adat yang 

bertahta di Buo. Kemudian dikarenakan sang Raja telah memeluk keyakinan 

Islam maka secara tidak langsung penyebaran Islam didaerah ini menjadi 
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semakin luar bahkan sampai ke seluruh masyarakat yang ada di 

Minangkabau. 

Tentu saja Sultan Alif selalu mendukung penyiaran Islam ketika itu. 

Namun, walaupun pada saat itu penguasa memberikan dukungan terhadap 

para da‘i yang berdakwah tetapi mereka tidak melakukan penyebaran Islam 

melalui jalur kekuasaan, akan tetapi mereka menempuh jalur yang benar-

benar memperhatikan sosio kultural supaya tidak terjadi perbuatan-

perbuatan yang dianggap meresahkan masyarakat. 

Menurut Bakhtiar (2005: 19-20) berdasarkan fakta sejarah yang telah 

disebutkan diatas tadi, maka kehadiran agama Islam tersebut untuk para 

masyarakat Minangkabau merupakan sebuah rahmat, itu semua disebabkan 

karena adat Minangkabau akan semakin kokoh dan sempurna ketika 

dikontrol oleh agama Islam. Terkait dengan hal tersebut maka Syaifullah ber 

argument bahwa semenjak agama Islam itu mulai menjadi agama yang 

diyakini oleh masyarakat Minangkabau maka adatnya pun mengandung 

pemahaman-pemahaman yang bersamaan dengan kehidupan sosial, maka 

demikian ajaran adat Minangkabau ini juga mengandung peraturan-

peraturan terkait hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, juga 

terkait tentang hubungan antara manusia dengan tuhannya, ada juga aturan-

aturan tentang membangun persatuan, aturan yang mengandung suatu 

prinsip Minangkabau yaitu prinsip musyawarah dan mufakat. 

Setelah dicermati, maka kita ketahui bahwa Syeikh Abdur Rauf 

sangat berperan sekali dalam proses penyebaran Islam di Minangkabau, ini 

terbukti dengan kepulangan murid beliau yaitunya Syaikh Burhanuddin 

yang kemudian melakukan penyebaran Islam di kampung halamannya. 
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Kemudian setelah itu masyarakat Minangkabau menjadikan al-

Qur‘an sebagai konstitusi tertingginya. Oleh karena itu sangat tidak masuk 

akal sekali ketika ada terdengar bahwa ada orang Minangkabau ini yang 

bukan beragama Islam. Kemudian tidak bisa disalahkan ketika ada oang 

Minangkabau yang keluar dari agama Islam maka ia telah keluar dari 

koridor adatnya, dan itu merupakan sebuah ‗aib yang sangat besar ketika 

dikatakan masyarakat Minangkabau itu telah keluar dari sendi-sendi adatnya 

atau orang yang tidak beradat karena dipahami bahwa adat Minangkabau itu 

ialah sebuah adat yang bersendikan Syara‘ dan Syara‘ yang bersendikan 

kitabullah yaitu al-Qur‘an. 

 

B. Minangkabau Sebelum dan Sesudah Masuknya Islam 

1. Minangkabau pra-Islam 

Seperti yang dikemukakan Rusli (1981: 27), sebelum masuknya 

berbagai agama ke Minangkabau secara historis bisa kemudian dipahami 

bahwa masyarakat Minangkabau disamping menta‘ati aturan-aturan adat 

mereka juga sudah meyakini suatu kepercayaan yaitu kepercayaan pra-

agama, yang berbentuk kepercayaan animisme dan dinamisme. Kenyataan 

dari kepercayaan itu adalah mereka mempercayai atau meyakini bahwa 

makhluk halus itu bisa mendatangkan mudharat dan menimbulkan 

kemaslahatan, lalau implikasinya ialah tempat makhluk halus itu seperti 

pohon-pohon beringin batu-batu lembah-lembah dan lain sebagainya itu 

harus diberikan sesajian dengan disertai beberapa bacaan mantra-mantra. 

Dan bahkan sampai saat sekarang ini sebagian masyarakat Minangkabau 
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terlebih-lebih yang berada dipedalaman mereka masih melakukan ritual 

seperti itu. 

Ini juga sama dengan apa yang dilakuan oleh suku bangsa yang 

berada di kepulauan Nusantara, suku melayu yang ada di Minangkabau 

misalkn mereka masih menganut kepercayaan animisme jan juga 

dinamisme. Masyarakat terbilang cukup lama hidup dilingkungan yang 

seperti itu maka kemudian mereka sangat mudah sekali menerima pengaruh 

dari dunia luar. Dan agama Hindu dan Budha merupakan agama yang 

epertama masuk ke ranah Nusantara. Dan pada abad ke-6 dan abad ke-7 dia 

sudah mulai masuk ke ranah Minangkabau. 

Jadi agama Hindu Budha tersebut masuk ke Minangkabau melalui 

para pedagang yang berasal dari Negeri Hidustan (India) dan juga ada yang 

langsung berasl dari kerajaan Majapahit. Seperti agama Hindu Brahmana 

misalkan mereka masuk ke Minangkabau diperkirakan pada abad ke-7, dan 

agama Hindu Hinayana diperkirakan masuk ke Minangkabau berkisaran 

abad ke-7 sampai abad ke-10 

Walaupun demikian, akan tetapi pengaruh dari kepercayaan Hindu 

Budha tersebut tidak begitu berpengaruh bagi masyarakat. Kemudian 

susunan adat juga kepemerintahannya mempunyai pembagian dasar yaitu 

dua; yang pertama Koto Piliang dan yang kedua aadalah Bodi Caniago. 

Kemudian masyarakat menyususn masyarakatnya dengan kata mufakat, 

akan tetapi Raja sebagai simbolis saja karena tiap-tiap suku itu telah 

dipimpin oleh kepala suku masing-masing. 

Menurut Zulfis (2001: 2) Sebelum datangnya Islam, jadi masyarakat 

Minangkabau ini sudah menganut pemahaman yang berorientasi kepada 
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alam, sehingga kemudian paham Hinduisme dan Budhisme tidak 

berpengaruh. Itulah makanya kebanyakan masyarakat mengistilahkan nama 

daerahnya bukan dengan tanah maupun dengan daerah akan tetapi ―alam 

Minangkabau‖. Kemudian tercerminlah konsep adat tersebut dalam petatah-

petitih ataupun pantun yang ada didalam tambo adat alam Minangkabau 

seperti alam takambang jadi guru (dari alam dapat diambil pelajaran). 

Terkait dengan itu adat minangkabau ini bukan hanya ber orientasi ke 

akhirat sala akan tetapi juga ber orientadi kepada alam, etika alue jo patuik 

(alur dan patut) kemudian raso jo pareso (rasa dan periksa) itu sangatlah 

mendominasi, sehingga kemudian yang adat minangkabau itu dia menyatu 

dengan individu dan anggota masyarakat. 

Walaupun pengaruh agaman Hindu dan Budha sangatlah kecil 

dikalangan masyarakat akan tetapi prakteknya sangatlah banyak sekali 

dikalangan masyarakat pra-agama. Kemudian dalam kondisi yang seperti itu 

Islam masuk ke Minangkabau, Islam menemukan Minangkabau yang sudah 

beradat dan memiliki kepercayaan pra-agama, kemudian ditambah juga 

dengan unsur yang terdapat dalam agama Hindu dan Budha. Seperti 

kepercayaan reinkarnasi, keharusan membakar kemenyan sebelum berdo‘a 

dan berkaul ke kuburan dan tempat-tempat kiramat (sakti), syirik, bid‘ah, 

tahayul dan kurafat. 

2. Setelah masuknya Islam di Minangkabau 

Kata Slamet (1963: 261) sebelum Islam masuk maka adat yang 

dipakai atau adat aslinya Minangkabau adalah animistik, dinamistik, dan 

naturalistik yang sudah berakulturasi dengan unsur-unsur Hindu Budha 
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merupakan pedoman hidup yang dipakai ketika itu. Kemudian setelah itu 

datanglah agama Islam yang menuntut kepatuhan yang lebih ketat lagi. 

Sebagaimana yang dikemukakan Taufik (1987: 114) penyebaran 

Islam terdapat dua cara yaitu yang pertama melalui saudagar yang berperan 

sebagai sosok da‘i dan kemudian yang kedua melalui ekspansi teritorial. 

Jadi kemudian da‘i yang berorientasikan sufi mereka itu merupakan salah 

satu pihak yang melakukan cara memperhatikan kesucian dan kemurnian 

hati supaya tidak keluar dari koridor agama Islam itu sendiri. Terkait dengan 

itu, kemudian Taufik Abdullah mengemukakan bahwa praktek penyiaran 

Islam di Minangkabau lebih dekat kepada praktek tariqat dan juga dengan 

melakukan perumusan kembali aturan-aturan yang telah lama hilang, 

dengan masuknya Islam ke Minangkabau itu tidak langsung secara serius 

menyerang akar-akar dari masyarakat tersebut sehingga masyarakat tidak 

akan kehilangan kulturnya sebagai masyarakat yang beradat secara spontan. 

Menurut Taufik (1987: 119) kegiatan yang dilakukan untuk 

menyesuaikan antara kepercayaan turun temurun tentang agama terhadap 

perilaku yang semestinya menjadi fokus perhatian. Kemudian adat disusun 

ulang dan kepercayaan beragama ditanamkan bahwa aturan yang sebanar-

benarnya yang harus ditaati itu adalah aturan agama, dan dalam 

berkehidupan sehari-hari aturan adat itu harus diatur sesuai dengan 

ketentuan agama Islam, agama menyatakan kemudian adat yang 

menerapkan. 

Didalam merumuskan aturan-aturan tersebut barulah kemudian 

dilakukan perbandingan antara adat Islamiyah dengan adat jahiliyah yang 

harus dimusnahkan. Kemudian untuk penyebutan adat Islamiyah itu ialah 
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adat yang sesuai dengan agama Islam. Lalau sebaliknya yang disebut 

dengan adat jahiliyah ialah adat ataupun kebiasaan yang bertentangan 

dengan ajaran agama Islam. Kemudian perbedaan ini sangat indentik dengan 

perbedaan antara iya dengan tidak, benar dan salah, dan antara yang haq dan 

yang bathil. Kemudian arsitektur masjid-masjid merupakan lambang dari 

kesesuaian antara adat dengan agama Islam setelah dilakukan kodifikasi 

ulang terhadap aturan-aturan tersebut. Di pedalaman Minangkabau, terutama 

di Lima Puluh Kota, Agam, dan Solok, atap masjid dibangun bertingkat tiga, 

sebagai lambang ketiga kelompok sosial (urang tigo jinih = orang tiga jenis) 

yang berdasarkan Adat penghulu, imam-khotib (pemuka agama), dan rang 

banyak (massa/orang banyak). Di daerah-daerah tertentu, seperti Tanah 

Datar, masjid bertingkat empat atau lima, mencerminkan lambang-lambang 

Adat. Masjid Lima Kaum, misalnya bertingkat lima, melambangkan kelima 

kampung dari nagari. 

Proses selanjutnya, setelah agama Islam semakin kokoh dan 

mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, maka Adat 

lalu meyakini bahwa agama Islam lebih tinggi daripadanya, karena agama 

tersebut datang dari Allah SWT sedangkan Adat adalah ciptaan makhluk-

Nya. Adat sebagai pelaksana bagi ketentuan-ketentuan agama, maka muncul 

pula rumusan baru tentang keterkaitan Adat dan agama yaitu lahirlah 

pepatah adatnya yang berbunyi ―Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 

Kitabullah‖. Antara Adat dan agama saling bersandar dan melengkapi. 

Perkembangannya kemudian melahirkan pepatah Adat baru yaitu Syarak 

mangato Adat memakai dengan pengertian bahwa Adat dan agama berjalan 

seiring. Kemudian lahir pula pepatah lain ―syarak bertelanjang Adat 
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besesamping‖, maksudnya adalah syarak (agama Islam) tegas dan terang 

dalam penyampaiannya, akan tetapi setelah ia menjadi Adat, maka diaturlah 

prosedurnya dengan sebaik-baiknya atau dapat juga diartikan bahwa Adat 

itu pada umumnya menggunakan kiasan baik dalam memerintah maupun 

dalam melarang. Sedangkan syarak menggunakan kata-kata ―tegas dan 

jelas‖. 

Zulfis (2001: 2) menjelaskan pada waktu perang Paderi, kaum Adat 

mengalami kekalahan dan menyadari kesalahannya (diadu domba oleh 

Belanda), terjadilah kesepakatan antara kaum agama (Paderi) dengan 

pemuka Adat yang terkenal dengan sebutan Sumpah Sati Bukik Marapalan 

yang berbunyi Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. Semenjak 

itu sistem Adat harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Pembauran dan 

perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip dasar Adat 

Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru. Sebab Adat Minangkabau 

itu terbuka terhadap perubahan selama tidak bertentangan dengan prinsip 

dasarnya. 

Di sisi lain diamati, bahwa faktor-faktor penyebab masyarakat 

Minangkabau menurut Sanusi (1989: 70) mudah menerima Islam, antara 

lain; 

1. Erat sekali hubungannya dengan Islam yang datang itu sendiri. 

Pada waktu itu yang dibawa bukanlah Islam bercorak eksoteris yang 

berpangkal pada ajaran-ajaran yang berkenaan dengan hukum atau syariat 

rasional, melainkan ia lebih berdemensi esoteris kesufian dan bahkan lebih 

banyak berbau tariqat yang kurang memperhatikan amalan-amalan jasmani, 

akan tetapi lebih mengutamakan aspek rohani (amalan hati). 



 
 
 
 

 
38 

 

2. Islam yang bercorak sufi tidak bertentangan dengan sistem 

kepercayaan masyarakat (Hinduis dan Budhais yang berdimensi rohani). 

Tindakan ulama Islam dengan persuasif, motivatif dan toleran yang 

demikian lebih mempercepat lajunya proses Islamisasi. Negatifnya, tindakan 

ulama semacam ini berakibat banyak hal yang tidak sejalan dengan ajaran 

Islam terpaksa ditolerir. Sikap toleran memberi peluang untuk 

menguatkan/mengokohkan akidah masyarakat dan pada waktu tertentu nanti 

ajaran Islam yang tidak murni dapat diluruskan, bahkan kepercayaan-

kepercayaan yang bukan dari Islam disingkirkan. 

Metode yang dijalankan seperti ini-dilihat dari segi kuantitatif boleh 

dikatakan berhasil dengan baik. Umumnya masyarakat Minangkabau telah 

memeluk agama Islam sampai dengan akhir abad ke-18 M. Namun secara 

kualitatif, hasil yang diharapkan dalam arti yang sesunggunya belum 

diperoleh. Ketidak berhasilan secara positif itu dapat diketahui dengan 

masih banyaknya hal-hal yang dilarang agama, seperti menyabung ayam, 

berjudi, minum tuak (minuman keras) dan sebagainya masih dilakukan 

bahkan dapat dikatakan sudah membudaya bagi masyarakat. Tidak hanya 

sampai di situ, tidak jarang praktek-praktek itu dicampurbaurkan dengan 

aspek-aspek tradisi animisme yang telah berkembang di masyarakat 

sebelum Islam, sehingga terjadi ketidakmurnian ajaran Islam (sinkretis). 

 

C. Pengaruh Timbal Balik antara Hukum Islam dan Hukum Adat 

Minhaji (2000: 15) mengatakan bahwa paling tidak ada dua 

pandangan tentang pembentukan hukum Islam: 
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1. Menurut pespektif tradisional, bahwa hukum Islam menyajikan 

sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan 

berbagai pandangan historis. Menurut pandangan mereka, Al-Quran dan 

sunnah Nabi telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. 

Menurutnya hanya ada satu sumber hukum yang darinya aturan-aturan 

hukum dapat dikembalikan, dan itulah wahyu tuhan. 

2. Perspektif modern, kelompok ini berpendapat bahwa Islam itu 

bukanlah sekumpulan aturan yang diwahyukan, melainkan sebagai 

fenomena historis yang berhubungan erat dengan realitas sosial. Pandangan 

ini didasarkan karena Islam tidak turun terhadap masyarakat yang kosong 

dari budaya, melainkan dia turun terhadap masyarakat yang sudah memiliki 

budayanya sendiri. Betapa pun masyarakat Arab dikatakan sebagai 

masyarakat jahiliyah, mereka memiliki kebudayaannya sendiri yang tidak 

dapat begitu saja diabaikan. Artinya, bagaimanapun budaya tetap memiliki 

kaitan dengan wahyu. 

Minangkabau atau disingkat Minang merujuk pada entitas kultural 

dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, Adat yang 

menganut sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama Islam. Secara 

geografis, Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan 

Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai Barat Sumatera 

Utara, Barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam 

percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang 

Padang, merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat Kota Padang. 

Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan 

urang awak, bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri. 
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Abad ke-19 Masehi adalah abad yang paling menentukan dalam 

sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Dalam abad ini bukan saja telah 

terjadi rangkaian upaya pemurnian dan pembaharuan terhadap akidah dan 

pengamalan Adat dan syarak, tetapi juga telah terjadi campur tangan kaum 

kolonialis Hindia Belanda yang mengadu domba kaum Adat dan kaum 

agama, yang sama-sama menganut agama Islam. 

Hamka (1929: 113) mengatakan Setelah mengalami konflik 

berkepanjangan yang disusul oleh perang saudara yang dahsyat antara tahun 

1803 sampai tahun 1821, dan dilanjutkan dengan Perang Minangkabau 

antara tahun 1821 sampai tahun 1838 untuk menghadapi kolonial Hindia 

Belanda. Kemudian sebagaimana yang di kemukakan Samad (2003: 121) 

pada tahun 1832 Tuanku Imam Bonjol memberikan fatwa ishlah yang 

menjadi dasar untuk pengembangan Ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak 

Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, yang kemudian 

dilengkapi dengan Alam Takambang Jadi Guru, sebagai nilai dasar dalam 

menata masyarakat Minangkabau. Fatwa Tuanku Imam Bonjol ini kemudian 

dikukuhkan dalam Sumpah Satie Bukit Marapalam pada tahun 1837 di 

Bukit Pato, Lintau, dekat Batu Sangkar. Peristiwa ini merupakan titik 

klimaks proses integrasi nilai-nilai ajaran Islam dengan budaya 

Minangkabau. 

Kesepakatan antar ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam 

dalam perang Paderi di abad ke-19 dahulu telah melahirkan rumusan yang 

mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu 

diperkuat rapat urang ampek jinih yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 
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dan dipertegas lagi oleh kesimpulan seminar hukum Adat Minangkabau 

yang diadakan di Padang pada bulan Juli 1968. 

Dengan adanya hubungan timbal balik Adat dan agama dalam 

kebudayaan Minangkabau yang kemudian dilengkapi dengan dibangunnya 

institusi keagamaan yang diterima luas dalam struktur masyarakat adat maka 

kemudian ia dapat mendorong dinamika keagamaan masyarakat 

Minangkabau yang berjalan dengan cepat dan mendasar. Pada abad ke-20, 

masyarakat Minangkabau telah aktif dan ikut serta, baik dalam pergerakan 

kemerdekaan nasional seperti halnya membentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, maupun dalam pembelaan negara menghadapi ancaman dari 

dalam dan dari luar negeri. Baik sistem hukum nasional maupun instrumen 

hukum internasional hak asasi manusia pada dasarnya menghormati, 

melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi hak suku bangsa dan masyarakat 

hukum adat. Pengakuan konstitusional terhadap kemajemukan masyarakat 

Indonesia ini tercantum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada 

lambang negara. 
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Khazanah Undang-Undang Dan Hukum Adat Minangkabau 

(Bagian Kesatu) 

 

By: Irwansyah 

 

Sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah Negara, hukum adat atau 

undang-undang adat merupakan seperangkat aturan hukum yang hidup 

ditengah-tengah masyarakat. Meskipun keberadaan hukum adat tidak 

tertulis dalam bentuk tekstual seperti halnya peraturan perundang-undangan 

negara. Namun keberadaan hukum adat tersebut dapat memberikan 

kontribusi yang cukup epektif untuk mengatur tingkah laku serta interaksi 

sesama manusia. 

Istilah hukum adat awal mulanya dikampanyekan oleh C. Snouck 

Hurgronye di dalam sebuah karyanya yang berjudul De Atjehers. Isi di 

dalam buku tersebut banyak menguraikan prihal adat istiadat dan suku yang 

berada di Aceh. Setelah itu, lalu dikenallah istilah hukum adat sebagai 

sebuah objek kajian kedisiplinan ilmu hukum positif. Dan sampai hari ini, 

eksistensi hukum adat tersebut tetap diakui sebagai bagian dari pada hukum 

positif (H. Ishaq, 2014: 301). 

Bertolak dari pada itu, maka rasanya tidak berlebihan jika banyak 

ungkapan ditemukan di dalam berbagai literatur hukum. Yang mengatakan 

bahwa hukum adat merupakan hukum original miliknya Indonesia. 

Meskipun istilah tersebut untuk pertama kali yang mempeloporinya 

bukanlah orang Indonesia. Namun pada praktek dan implementasinya 

berasal dari pada kemajemkan suku dan budaya yang terlahir dari Indonesia 

sendiri. 
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Adapun ciri yang melekat di dalam karakter hukum adat tersebut 

sangat kental ditemukan dengan nilai-nilai moral, etika, tatakrama, sopan 

santun sekaligus nilai-nilai religius keagamaan. Itulah yang mencerminkan 

kekayaan adat dan budaya nusantara yang dimiliki oleh Indinesia. Demikian 

halnya juga hukum adat Minangkabau, di dalam hukum adat Minangkabau 

terdapat ada begitu banyak filosofi kehidupan yang kental dengan nuansa 

religiusnya. Selain itu seperangkat formula adat lainnya juga cukup beragam 

yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, seperti Undang-undang nan 

empat, hukum nan ampek dan sederet undang-undang adat lainnya. 

1. Undang-Undang Yang Empat  

Adapun yang disebut dengan Undang-undang yang empat tersebut 

adalah: 

a. Undang-undang luhak dan rantau 

b. Undang-undang dalam Nagari 

c. Undang-undang yang duo puluh 

d. Undang-undang luhak dan rantau 

Undang-undang luhak dan rantau merupakan undang-undang adat 

yang berfungsi untuk mengatur tugas dan wewenang seorang penghulu dan 

raja di wilayah tempatnya masing-masing. Atau di dalam pepatah adat 

Minangkabau-nya disebut juga dengan istilah ―Luhak nan bapanghulu, dan 

rantau nan baraja‖. Istilah tersebut bermakna, bahwa di tengah-tengah nagari 

yang berada di kawasan luhak kekuasaan berada pada genggaman seorang 

penghulu. Sementara untuk di daerah rantau yang memegang kekuasaan 

berada pada kekuasaan seorang raja. 
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Penyematan istilah terhadap luhak dan rantau di dalam istilah 

Minangkabau adalah gambaran dari keseluruhan wilayah yang ditempati 

oleh etnis suku Minangkabau itu sendiri. Karena secara garis besarnya, 

wilayah daerah Minangkabau terbagi kepada dua bahagian besar, yakni 

luhak dan rantau. Luhak merupakan daerah asal Minangkabau yang terletak 

di Salingkungan Gunung Merapi, (tiga luhak) atau wilayah kawasan Luhak 

Agam, Luhak Lima Puluh Kota dan Luhak Tanah Datar. Penyebutan luhak 

jika menggunakan istilah administrasi, maka luhak dapat disamakan dengan 

penyebutan Kabupaten (Amir Syarifuddin, 1984: 151). 

Di dalam setiap luhak terdapat empat suku yang berbeda-beda, 

meskipun mempunyai perbedaan suku. Meskipun mereka berbeda suku 

namun pucuk kekuasaan tetap dipegang oleh satu orang penghulu dengan 

pangkat andiko atau akrab juga disebut dengan sebutan Datuk. Di dalam 

luhak tersebut, penghululah yang memegang kendali kekuasaan untuk 

mengatur masyarakatnya dan menyelesaikan masalah jika ditengah-tengah 

masyarakatnya terjadi masalah. Penghulu di dalam tradisi adat Minangkabau 

dapat di ibaratkan sebuah istilah sebagai berikut: 

Kayu besar di tengah padang 

Tempat berlindung kepanasan 

Temapat berteduh kehujanan 

Uratnya tempat bersila 

Batangnya tempat bersandar 

Pergi tempat bertanya 

Pulang tempat berita 
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Penghulu yang terdapat di luhak selain bertugas untuk memerintah, 

juga ditugaskan sebagai pembimbing anak kemenakan. Atau disebut juga 

dengan tugas kepamongan, yakni untuk menyelesaikan setiap terjadi 

perselisihan di antara kemenakan dan juga kaum yang dipimpinnya. 

Sedangkan di dalam Nagarai, seorang Datuk memikul tanggung jawab dan 

jabatan setingkat dengan dewan Nagari dan sekaligus dewan hakim di dalam 

Nagari. 

b. Undang-undang Nagari 

Undang-undang nagari merupakan undang-undang yang mengatur 

masyarakat yang berada di dalam suatu nagari. Di dalam aturan nagari juga 

terdapat juga muatan aturan tentang aturan dasar dan syarat-syarat untuk 

mendirikan nagari. Aturan untuk mendirikan sebuah nagari dapat dilihat dari 

pepatah yang terdapat di dalam adat Minangkabau yang tersusun dalam 

sajak pantut. 

Anak gadis mengerat kuku 

Dikerat dengan pisau seraut 

Pengerat betung tuannya 

Betung tua ambil kelantai 

Nagari berempat suku 

Dalam suku berbuah perut 

Kampung mempunyai ketua 

Rumah mempunyai tungganai 

Adapun esensi dari pada sajak tersebut menjelaskan empat hal 

penting, yaitu: 
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Pertama, setiap nagari harus mempunyai penduduk, yang satu 

kesatuan di dalam masyarakat tersebut mempunyai keterkaitan dengan 

genealogis atau suku. Sebah nagari yang didirikan dikatakan sah sebagai 

suatu nagari apabila di dalamnya mempunyai empat kesatuan genealogis 

atau suku yang berbeda-beda. 

Kedua, setiap suku yang ada di dalam nagari tersebut harus terdiri 

dari suku yang disebut ―kesatuan paruik‖. Paruik tersebut dapat diartikan 

sebagai persaudaraan yang dihubungkan kepada garis keturunan ibu. 

Sedangkan kesatuan suku harus terdiri dari anggota yang mendiami rumah 

gadang. Dan dari perkembangan keturunan ibu yang mendiami rumah 

gadang tersebut melahirkan keturunan. Keturunan dari ibu yang mendiami 

rumah gadang itu merupakan satu kesatuan yang mempunyai garis 

keturunan yang sama. Di dalam adat Minangkabau, mereka yang satu 

keturunan mendapatkan hak yang sama dalam hal harta, atau dengan istilah 

lainnya harta pusaka. 

Ketiga, sebuah kampung harus mempunyai ketua kampung. Dan 

yang ke empat, Rumah bertungganai. Adapun yang dimaksud dengan rumah 

bertungganai adalah rumah gadang. Dan kepala kesatuan yang berada di 

dalam rumah gadang yang dijuluki dengan paruik dinamakan dengan 

sebutan tungganai. 

Adapun proses dalam mendirikan suatu nagari harus dilalui dengan 

beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang dilalui, antara lain adalah taratak, 

dusun, koto dan nagari.  

Yang pertama taratak. Taratak merupakan sebuah daerah tempat 

kediaman suatu penduduk nagari untuk bersawah dan berladang secara 
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bersama-sama. Taratak tersebut merupakan daerah yang jauh jaraknya dari 

pada suatu nagari. Di wilayah taratak tersebut orang-orang 

mempungsikannya sebagai tempat tinggal dan juga sebagai tempat untuk 

bercocok tanam. Meskipun taratak mempunyai jarak daerah dengan nagari, 

namun mereka masih mempunyai keterikatan dengan nagari. 

Kedua dusun, dusun ini merupakan perluasan dari wilayah teratak. 

Perluasan daerah menjadi dusun, disebabkan karena berkembangnya 

keturunan masyarakat yang mendiami taratak. Kalau sebelumnya di wilayah 

taratak belum mempunyai bangunan rumah ibadah, namun di daerah dusun 

harus mendirikan rumah ibadah dalam bentuk Mushalla. Sedangkan untuk 

ibadah shalat jum‘at mereka pergi ke nagari. Dari sini juga dapat diketahui 

bahwa hubungan nagari dengan dusun masih tetap ada, sepertihalnya 

dengan taratak dengan nagari. 

Ketiga koto, Koto ini merupakan perluasan dari daerah dusun. Koto 

ini terjadi disebabkan oleh karena semakin berkembangnya jumlah 

penduduk yang ada di wilayah dusun, oleh sebab itu diperlukan perluasan 

daerah dan wilyah. Perluasan tersebutlah yang kemudian dikatakan sebagai 

koto. Di wilayah koto, masyarakat sudah diperbolehkan untuk mendirikan 

Mesjid, dan mereka tidak lagi diharuskan untuk shlat jum‘at di nagari.  

Keempat adalah nagari,  nagari ini terbentuk akibat dari perluasan 

dari dusun. Namun dalam perluasan dari koto menjadi nagari, harus diiringi 

dengan terpenuhinya kelompok genealogis yang setingkat. Artinya suku 

yang ada di wilayah nagari yang akan dibentuk harus ditempati lebih dari 

tiga kelompok suku. Kalau tahapan demi tahapan dari ketiga tersebut sudah 

terpenuhi, maka sebuah nagari sudah sah untuk didirikan. Dan nagari yang 
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baru didirikan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan pemerintahan 

dengan nagari asal. Karena nagari tersebut sudah secara resmi diakui 

sebagai sebuah nagari, sama dengan nagari yang lainnya. 

c. Undang-undang dalam nagari 

Undang-undang dalam nagari, atau disebut juga dengan undang-

undang isi nagari merupakan sebuah undang-undang yang berisi tentang 

ketentuan untuk mengatur anak negeri. Isi undang-undang dalam negeri ini 

mencakup aturan undang-undang ekonomi, perdata dan beberapa bidang 

perdata. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi, bisa 

tergambarkan dengan pepatah Minangkabau, sebagai berikut. 

Sawah ladang bandar buatan 

Yang lunak ditanami benih 

Yang keras dijadikan ladang 

Kerimba berbunga kayu 

Kesungai berbunga pasir 

Kelaut berbunga karang 

Ketambang berbunga emas 

Adapun maksud dari keseluruhan dari pepatah yang dikemukakan 

tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah prinsip ekonomi untuk hidup. Dari 

ungkapan tersebut juga dapat tergambarkan bahwa alam dan kekayaan yang 

dimiliki oleh suku Minangkabau merupakan perbendaharaan yang mereka 

miliki. Dan seluruh kekayaan alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupan. 

Dalam bidang hukum dan keadilan, terdapat juga di dalam pepatah 

Minangkabau yang tergambar dalam ungkapan sebagai berikut. 
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Menghukum adil berkata benar 

Sifat lurus dipegang teguh 

Mengukur sama panjang, membilai sama lebar 

Mangati sama berat, membagi sama banyak 

Tiba di mata tidak dipicingkan 

Tiba di dada tidak dibusungkan 

Tiba diperut tidak dikempiskan 

Pepatah ini mencermikan akan keadilan dalam penegakan hukum 

yang terdapat di dalam suku Minangkabau. Artinya siapa pun yang 

melakukan kesalah, maka penegakan hukumnya harus ditegakkan dengan 

seadil-adilnya. 

d. Undang-undang yang dua puluh 

Undang-undang yang dua puluh merupakan undang-undang yang 

mengatur tentang kejahatan. Undang-undang ini terdiri dari dua puluh pasal, 

yang kemudian dipakai oleh para penegak hukum baik dalam mengadili 

maupun memutuskan tindak perkara kejatahan yang terjadi di dalam suatu 

nagari. 

Delapan pasal yang pertama merincikan nama-nama tindak 

kejahatan. Sedangkan dua belas pasal berikutnya berisikan nama-nama 

tuduhan dan dugaan kejahatan. Adapun salah nan delapan, adalah. 

Dago-dagi. Perbuatan yang menimbulkan kekacauan 

Sumbang salah. Perbuatan tidak senonoh 

Samun sekar. Perampokan 

Maling curi. Pencurian 

Tikam bunuh. Penyerangan dan pembunuhan 
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Lacung kicau. Penipuan 

Upeh racun. Pemberian makanan yang beracun untuk membunuh 

Siar kabar. Pembakaran rumah atau bangunan dengan disengaja 

Sedangkan dua belas pasal berikutnya merupakan bentuk hukum 

pidana formal yang pada isinya menjabarkan tentang pembuktian. Enam 

pasal di antaranya disebut dengan ―cemo‖ yakni pembuktian dengan 

perasangka yang di dasari dengan perasaan. Cemo di dalam adat 

Minangkabau disebutkan dalam pepatah adat Minangkabau dengan sebutan 

―Berjejak seperti berkaki, berurih seperti sepasin, berbu bagai emacang, 

terngiang bagai kokok ayam anggang lalu antah jatuh, anak raja ditimpanya 

runcing, tanduk cancang ranggah bengak kening, terdorong jejak menurun, 

terukik jejak mendaki‖ (Amir Syarifuddin, 1984: 162). 

Sedangkan enam pasal lagi disebut dengan ―Tuduh‖ yakni sangkaan 

yang didasari kepada satu bukti yang sangat kuat, dari satu bukti tersebut 

cukup untuk mendakwa yang terdakwa. Adapun ―tuduh‖ tersebut, dapat 

dijumpai jumpai dalam pepatah adat Minangkabau sebagai berikut. 

Terikat terkebat 

Tertanda terbukti 

Terlelah terkejar 

Bertunggul penebangan 

Bersaksi berketerangan 

Bertali boleh ditarik 

Bertamuk boleh dijinjing 
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2. Hukum Nan Ampek 

Kekayaan adat istiadat yang terdapat di dalam suku Minangkabau 

juga terlihat dengan aneka ragam undang-undang dan hukum adat. Selain 

mempunyai Undang-undang yang empat seperti yang di uraikan di atas, 

terdapat juga seperangkat formula hukum yang disebut dengan hukum nan 

ampek. Undang-undang yang empat dan hukum nan ampek yang terdapat di 

dalam tradisi adat Minangkabau tentu saja tidak sama, kedua-duanya 

mempunyai perbedaan. 

Namun jika dilihat dari segi legalitas dan kedudukan hukumnya, 

kedua hukum adat tersebut mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam 

mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di dalam masyarakat tanah 

Minangkabau. Adapun hukum nan ampek tersebut terbagi kepada empat 

hukum adat, jika dilihat secara sistematika hukumnya, maka bisa dilihat 

dengan empat pembagian atau empat macam adat. 

a. Adat nan sabana adat 

b. Adat nan diadatkan 

c. Adat nan teradat 

d. Adat istiadat 

e. Adat nan sabana adat 

Adat nan sabana adat adalah semua aturan-aturan adat yang sifatnya 

mencakup kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam atau dalam 

pepatah petitih Minangkabaunya disebut dengan alam takambang atau 

sunnatullah (Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau 

Nomor: KES01/KKM/8/2010: 35) 
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Pendapat yang lain mengatakan, adat sabana adat merupakan adat 

Minangkabau yang tidak boleh diganti atau mengalami perubahan. Adat ini 

di dasari pada ungkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah adat 

ini harus dipegang teguh karena selain telah menjadi adat, juga menjadi 

pandangan hidup masyarakat Minangkabau (Dwi, Rini Sovia Firdaus Dkk, 

Jurnal Budaya Hofstede: 122). 

Berangkat dari pendapat yang dikemukakan di atas, maka adat nan 

sabana adat merupakan seperangkat hukum adat yang diformulasikan dan 

diperaktekkan oleh masyarakat Minangkabau. Penyusunan hukum adat yang 

diberi label adat nan saba adat tersebut, pada mulanya merujuk kepada 

hukum-hukum alam. Dari kejadian dan pristiwa alam yang terjadi kemudian 

diinterpretasikan dalam kahazanah penghayatan yang mendalam, sehingga 

semboyan alam takambang atau alam menjadi guru terlihat begitu kental di 

dalam adat masyarakat Minangkabau. 

Hal itu terlihat seperti ungkapan pepatah Minangkabau, yang sampai 

hari ini masih kerap terdengar dan cukup sering diucapkan oleh banyak 

orang. 

Panakiek pisau sarawik 

Ambiek galah batang lintabuang 

Silodang ambiak kaniru 

Nansatitiek jadikan lawik 

Nansakapa jadikan gunuang 

Alam takambang jadikan guru 

Di dalam pendapat yang disebutkan, bahwa adat nan sabana adat 

tersebut pada hakikatnya adalah hukum adat yang diambil dari ayat-ayat 
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Allah. Baik ayat yang bersumber dari ayat-ayat Allah yang tersurat maupun 

yang tersirat. Ayat-ayat yang tersurat adalah ayat-ayat yang secara tekstual 

terdapat di dalam Al-Qur‘an. Sedangkan ayat-ayat yang tersirat adalah ayat-

ayat Allah yang ada di alam semesta, termasuk di dalamnya Sunnatullah dan 

ketentuan-ketentuan hukum alam. Oleh karena itu, adat nan sabana adat ini 

menjadi landasan utama di dalam adat Minangkabau. Dari sini pula lah 

muncul ungkapan ―adat basandi syarak, sayarak basandi Kitabullah. Sayarak 

mangato adat mamakai (Idrus Hakim, 1997: 30). 

b. Adat nan diadatkan 

Di daerah Minangkabau terdapat juga  adat yang disebutk dengan 

adat nan diadatkan dan adat nan teradat. Adat nan di adatkan adalah kaidah, 

ajaran dan peraturan undang-undang adat Minangkabau yang ditetapkan atas 

dasar kata mupakat oleh para penghulu dan cerdik pandai (Wulanmas dan 

Cornelius Tangkere, Jurnal Lex Et Societatis, 1, Januari-Maret 2018: 100). 

 Hukum adat nan diadatkan merupakan hasil kesepakatan yang dibuat 

oleh orang yang ahli dalam pengaturan tata alam Minangkabau, yakni Datuk 

Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan sabarang. Menurut masyarakat 

Minangkabau adat yang disebut dengan adat nan di adatkan juga bersifat 

abadi dan tidak berubah-ubah (Chairul Anwar, 1997:17). 

Bertolak dari pendapat tersebut, pendapat yang lain juga mengatakan 

bawha adat nan diadatkan merupakan hukum adat yang disusun oleh nenek 

moyang dengan menyesuaikan kepada keadaan dan memperbandingkan 

kepada sekeliling alam. Hal ini selaras dengan ungkapan alam takambang 

menjadi guru (Idrus Hakim, 1997: 30). 
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Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dipahami bahwa adat nan taradat merupakan seperangkat peraturan yang 

disusun oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau atau Datuak Parpatih 

Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Adat tersebut terlukis pada 

pepatah Minangkabau seperti di bawah ini. 

1. Dalam bermufakat 

Bulek aiah kapambuluah 

Bulek kato kamufakat 

Saciok bak ayam 

Sadanciang bak basi 

Bulek baru digolongkan 

Pipiah baru dilayangkan 

2. Kehidupan dalam masyarakat 

Barek samo dipikua 

Ringan samo dijinjiang 

Na nelok bahimbauan  

Sakik disilau 

Mati dijanguak 

3. Memimpin masyarakat 

Kamanakan barajo kamamak 

Mamak barajo kepnghulu 

Penghulu barajo kamufakat 

Mufakat barajo kanan bana 

Bana badiri sandirinyo 

Nan dimakan alua jo patuik 
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c. Adat nan teradat 

Adat nan taradat merupakan kebiasaan dari tingkah laku yang 

diperaktekkan oleh masyarakat Minangkabau secara turun temurun. 

Kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi tradisi yang kerap dipraktekkan 

dirasakan tidak baik apabila ditinggalkan, sehingga muncullah seperti 

sebuah tradisi yang teradat. Misalnya di dalam kalangan masyarakat 

Minangkabau sudah biasa berpakaian dengan memakai pakaian berwarna 

hitam apabila ada salah satu kaum kerabat yang meninggal dunia dan juga 

menyambut kedatangan tamu-tamu agung (Wulanmas Jurnal Lex Et 

Societatis, 1, Januari-Maret 2018: 100). 

Adat nan teradat ini merupakan aturn-aturan hukum adat yang 

menjadi kesepakatan dan disenangi oleh masyatakat Minangkabau. Adapun 

penyusunan adat di dalam adat nan taradat ini disusun melalui musyawarah 

mufakat oleh penghulu-penghulu dan niniak mamak di masing-masing 

Nagari di wilayah tanah Minangkabau. Dengan demikian, penyusunan adat 

nan taradat harus disesuaikan pada masing-masing Nagari. Karen tidak 

semua Nagari harus mempunyai keseragaman adat nan taradat pada masing-

masing Nagarinya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa aturan adat 

nan taradat tidak harus mempunyai corak adat nan taradat yang sama antara 

satu Nagari dengan Nagari yang lain. Hal ini senada dengan pepatah 

Minangkabau yang menyebutkan: 

Lain lubuak lain ikannyo 

Lain padang lain ilalangnyo 

Lain Nagari lain adatnyo 
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d. Adat istiadat 

Adat istiadat merupakan sebuah tradisi yang terlahir dari kebiasaan 

yang dilakukan oleh manusia, kebiasaan-kebiasaan tersebut biasanya 

bersifat supranatural dan meliputu nilai-nilai budaya, tradisi, hukum dan 

aturan-aturan. Tradisi yang terdapat di dalam sebuah kelompok atau suku 

biasanya hasil turunan dari nenek moyang dan leluhur, dari tradisi-tradisi 

tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah sistem aturan hukum atau 

disebut juga dengan adat istiadat (Robi Darwis, Jurnal Studi Agama-Agama 

Dan Lintas Budaya, 2 September 2017:1). 

Masing-masing suku bangsa tentunya mempunyai warisan adat 

istiadat yang sampai saat ini masih terjaga, walaupun tidak semua adat 

istiadat tersebut tidak relevan lagi untuk diimplementasikan dalam 

kehidupan modern seperti saat ini. Luasnya cakupan tradisi adat istiadat 

yang terdapat dalam masing-masing suku, menjadikan salah satu hal penting 

untuk diperhatikan sehingga kita dapat mengetahui tradisi adat istiadat yang 

terdapat di dalam masing-masing suku yang ada di Indonesia ini. 

Demikian halnya dengan suku Minangkabau. Dalam pengertian yang 

lebih khusus terhadap tradisi adat istiadat Minangkabau dapat diartikan 

sebagai sebuah tradisi kebiasaan yang sudah berlaku sejak dari nenek 

moyang dan diakui oleh masyarakat Minangkabau . Artinya adalah, 

kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat Minangkabau 

tersebut merupakan kebiasan turun temurun dan dipraktekkan dari generari 

kegenerasi dan tidak bertentangan dengan adat nan sabana adat dan adat 

yang diadatkan.  
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Adapun contoh dari pada adat istiadat yang terdapat di dalam suku 

Minangkabau adalah, ritual persembahan untuk tamu, pidato adat, dan 

berbagai bentuk acara-acara kemasyarakatan lainnya. Dalam pengertian 

yang lebih sederhananya, adat istiadat tersebut adalah sebuah kebiasaan 

yang disukai oleh masyarakat Minangkabau selama kebiasaan tersebut tidak 

bertentangan dengan undang-undang adat dan hukum adat yang lainnya. 

Dari keseluruhan hukum nan ampek yang disistematikakan dalam 

bentuk hirarki hukum adat Minangkabau seperti yang di uraikan di atas. 

Mulai dari adat nan sabana adat, adat nan di adatkan, adat nan taradat dan 

adat istiadat adalah merupakan sebuah tradisi adat yang diwariskan dari 

nenek moyang masyarakat Minangkabau. Dan keseluruhan hukum nan 

ampek tersebut dihimpun dalam satu sebutan kata majemuk, yakni ―adat 

istiadat Minangkabau.  

Dari ke-empat macam adat istiada Minangkabau seperti yang 

diuraikan di atas jika dilihat dari sifatnya terbagi lagi kepada dua macam. 

Yakni, adat nan babuhua mati dan adat nan babuhua santak.  

Adapun adat nan babuhua mati adalah adat yang tidak boleh diganti. 

Adat tersebut adalah: 

1. Adat nan sabana adat 

2. Dan adat nan diadatkan 

Kedua adat tersebut (Adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan) 

merupakan hukum yang paling dasar di dalam tradisi adat Minangkabau. 

Sehingga kedua adat tersebut tidak boleh untuk diganti. Sebagaimana 

disebutkan di dalam pepatah petitihnya ―ndak lakang dek paneh, ndak 

lapuak dek hujan, dikikis sehabis besi dan dicuci sehabis air‖. Artinya 
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adalah (tidak lekang dikarenakan pasan, tidak lapuk karena hujan dikikis 

sehabis besi dan dicuci sehabis air). Ungkapan tersebut mengisaratkan 

bahwa kedua adat tersebut harus dijaga dengan baik dan tidak boleh untuk 

diganti. Sedangkan yang disebut dengan adat nan babuhua santak adalah 

adat yang boleh diganti dan dirubah dengan jalan musyawarah. Adapun adat 

tersebut adalah: 

1. Adat nan taradat 

2. Dan adat istiadat 

Kedua adat tersebut (adat nan taradat dan adat istiadat) boleh untuk 

dirubah atau untuk diganti dengan cara melalui musyawarah mufakat. Hal 

tersebut diperbolehkan disebabkan kedudukan kedua adat tersebut tidak 

menjadi adat yang fundamental di dalam adat Minangkabau sebagaimana 

halnya adat yang tidak boleh diganti dengan cara apa pun atau dengan istilah 

lainnya adat nan babuhua mati seperti yang diuraikan di atas. 

3. Adat Minangkabau 

Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat 

adalah aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, atau cara yang sudah 

menjadi kebiasaan, serta wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-

nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya 

saling berkaitan sehingga menjadi suatu sistem. Jika lebih disederhanakan, 

maka adat adalah aturan, cara, kebiasaan, gagasan kebudayaan yang lazim 

dilakukan sejak dahulu. 

Demikian halnya adat yang terdapat di Minangkabau. Secara umum 

adat Minangkabau adalah seperangkatn peraturan hukum atau undang-

undang atau disebut juga denga tradisi adat istiadat yang terdiri dari nilai-
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nilai budaya, norma dan hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan 

sosial masyarakat Minangkabau. Adat yang terdapat di Minangkabau 

bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat 

Minangkabau. Sehingga kehiduapn sosial masyarakat di daerah tersebut bisa 

berjalan dengan baik. 

Tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau merupakan 

suatu konsep kehidupan yang disepakati oleh nenek moyang masyarakat 

Minangkabau yang bertujuan untuk tercapainya suatu kehidupan yang 

bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Aturan-aturan adat tersebut 

biasanya disebutkan dalam bentuk pepatah pepitih, bidal, mamang serta 

pantun-pantun yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka adat, dan 

terdapat di dalam tambo-tambo (Amir M.S, 2011: 1). 

Dalam melihat hirarki sistem hukum adat di Minangkabau bisa 

dilihat dari tingkatan-tingkatannya. Antara lainnya adat nan sabana adat, 

adat nan taradat, adat nan diadatkan serta adat istiadat. Ke-empat tingkatan 

adat ini telah diuraikan di atas, dan keempat-empatnya mempunyai ikatan 

dan pengaruh untuk mempengaruhi interaksi dan kehidupan sosial 

masyarakat Minangkabau. 

Pada tahap penerapan adat yang dimiliki olah masyarakat 

Minangkabau dapat dijadikan oleh para pemegang tampuk kekuasaan 

seperti Rajo atau penghulu sebagai landasan untuk menjalankan 

kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian maka 

semua peraturan hukum dan undang-undang adat yang ada diwarisi secara 

turun temurun. Adapun aturan adat tersebut pada mulanya dibangun 
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berlandaskan kepada tiga ketetapan. Dua ketetapan pertama ditetapkan oleh 

Dt Parpatih nan sabatang dan Dt. Katumanggungan 

Pertama: Ulayat adalah kemilikikan secara bersama. Di dalam adat 

Minangkabau tidak ada kepemilikan secara individu terhadap hak ulayat. 

Pengaturan dalam kemanfaatannya diatur oleh niniek mamak sebagai 

pembuat kebijakan. 

Kedua: Penurunan ulayat adat terdapat pada perempuan dengan garis 

ibu. Di dalam adat Minangkabau, kaum perempuan diberikan amanah 

sebagai pemegang ulata adat dan kelak akan diturunkan kepada anak 

perempuannya yang kemudian memegang hak ulayat adat. Sistem 

pemegang ulata ini dikenal juga dengan istilah Bundo kanduang. 

Ketiga: Ketetapan adat pada masyarakat adat Minangkabau 

ditetapkan oleh puncak Pato Bukik Marpalam. Islam merupakan agama 

masyarakat Minangkabau akibat, ketetapan pada masyarakat tersebut maka 

yang bertugas untuk membimbing masyarakat Minangkabau dalam hal 

agama adalah alimulalam. 

Tiga ketetapan adat tersebut dikenal dengan "Tali Tigo Sapilin" adat 

Minangkabau, yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan 

masyarakat adat Minangkabau. Dengan demikian maka dianggap 

sempurnalah adat minangkabau, dua ketetapan adat yang tumbuh dari tanah 

disempurnakan dengan satu ketetapan yang datang dari langit, 

kesempurnaan ini dikenal dengan "Adat Nan Basandi Syaraka, Syarak 

Basandi Kitabullah". 
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4. Cara Memakai Adat 

Adat basansi sayrak, syarak basandi kitabullah adalah merupakan ciri 

khas yang terletak pada setiap adat dan hukum  adat yang terdapat di tengah-

tengah masyarakat Minangkabau. Adapun dalam implementasinya, maka 

seluruh undang-undang dan hukum adat tersebut diperaktekkan dengan 

menyelaraskan kepada ketentuan-ketentuan syariat agama islam. Dengan 

demikian, cara memakai seluruh adat tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan hukum syariat agama islam. 

Seperti diketahui bahwa hukum tradisi adat dan undang-undang adat 

yang terdapat di dalam suku Minangkabau tersebut mencakup banyak aspek 

dan macam-macam adat. Untuk itu akan diaparkan beberapa adat berkenaan 

cara memakai atau menerapkan adat tersebut: 

1. Cara Menerapkan Adat Minangkabau Dalam Pembagian Waris 

Tanah 

Di dalam masyarakat Minangkabau perihal tentang harta pusaka akan 

diserahkan kepada ninik mamak sebagai orang yang berhak untuk 

membagikan harta pusaka. Sedangkan harta pencarian diwarisi oleh ahli 

waris sesuai dengan syariat agama islam. Dan untuk mengtur harta waris 

tersebut, diatur berdasarkan hukum faraidh. Untuk kedudukan harta pusaka 

sendiri di tegah-tengah masyarakat Minangkabau mengenal beberapa jenis 

harta pusaka, antara lain adalah: 

a. Harta Pusaka Tinggi 

Harato pusako tinggi atau harta pusaka tinggi merupakan hak miliki 

bersama dalam suatu kaum yang memiliki pertalian darah. Harta pusaka 

tersebut kemudian akan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang 
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yang dulu. Adapun proses pemindahan harta pusaka ini dipindahkan oleh 

mamak kepada kemenakannya. Maka dalam hal ini berlakulah ketentuan 

hukum adat ―tajua indak dimakan bali, tasandi indak dimakan gadai‖ arti 

dari pada hukum ini adalah harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual beli dan 

digadaikan. 

b. Harta pusako rendah 

Harta pusako rendah ini merupakan warisan yang ditinggalkan 

seseorang pada generasi pertama, dan statusnya masih dipandang rendah  

disebabkan oleh ahli warisnya masih sedikit. Hal ini disebabkan karena 

tidak diperoleh dari pewarisan kerabatnya. Untuk harta pusako rendah ini 

bisa dijual atau tidak, tergantung pada kesepakatan. Pusako rendah ini bisa 

juga diartikan sebagai harta pusaka dari hasil pencarian suami istri bisa 

berupa tanah dan harta benda lainnya. dan ini diperbolehkan untuk dijual. 

c. Sako 

Harta sako ini merupakan harta warisan dari sistem matrilineal yang 

bukan berbentuk benda dan materi. Tetapi ini adalah berbentuk gelar adat 

yang diwariskan pada kemenakan laki-laki saja, setelah mamak 

meninggaldunia  (Ulfa, Chaerani Nuriz Dkk, Law Jurnal, 6, 2017 3-5) 

Uraian ini merupakan contoh bagaimana tata cara penerapan adat 

minangkabau ditengah-tengah masyarakat Minangkabau. Bertolak dari pada 

uraian ini, tentu masih terdapat banyak adat dan undang-undang adat 

lainnya. Nampu pada implementasi dalam penerapan adat tersebut tetap 

mengedepankan pilosofi yang masih kental di Minangkabau dengan pepatah 

petitihnya yang menyebutkan adat basandi syarak syarak basandi kitabullah. 
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Khazanah Undang-Undang Dan Hukum Adat Minangkabau 

(Bagian Kedua) 

 

By: Bayu Diwanda 

 

A. Undang-Undang Adat Nan Ampek 

 Minangkabau adalah sebutan untuk salah satu etnis dari masyarakat 

Indonesia, yaitu etnis Minangkabau. Menurut Van Volenhoven 

Minangkabau adalah salah satu adatrechkring (wilayah hukum adat) yang 

terdapat di wilayah Hindia Belanda yaitu suatu wilayah yang terletak di 

Sumatera Tengah bagian Barat, sistim kemasyarakatan matrilineal, 

mempunyai bahasa pengantar bahasa Minang, sistim perkawinannya sistim 

sumando, menurut Nano Riswanto susunan kemasyarakatannya terdiri dari 

persekutuan hukum adat geneologis berbentuk suku, paruik, kaum yang 

terhimpun menjadi persekutuan hukum adat territorial yang disebut dengan 

nagari yang terhimpun pula kedalam luhak dan rantau. 

Jadi hukum adat Minagkabau adalah sebuah aturan prilaku 

masyarakat yang tidak tertulis yang diberi saksi jika melanggarnya yang 

berlaku di wilayah etnik Minangkabau. Jika kita lihat secara umum 

masyarakat Minangkabau hidup dengan tiga hukum yaitu hukum adat, 

agama dan negara. Inilah yg disebut dengan tali saalai bapilin tigo, indak 

buliah kandua tagang salampih. Jikok kandua tagang salampih tali putuih 

kabek baurak alamat kayu kabaserak. Hukum adat tersebut disebut juga 

dengan undang nan ampek. 

Undang- undang ini dijadikan prinsip hidup yang dijadikan pedoman 

dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menciptakan keamanan, 
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ketertiban serta memujudkan masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak 

mulia, talatak sesuatu pada tampeknyo, lamak di awak katuju di urang, 

―padi masak jaguang maupiah, taranak bakambang biak, bapak kayo 

mandeh batuah, mamak di hormati urang‖. 

Undang-undang adat nan ampek ini menurut Basa Bahar Dt. Nagari 

(Hukum dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau. Payakumbuh: 

Eleonora) terdiri dari empat macam, sesuai dengan namanya. 'Nan Ampek'. 

1. Undang -Undang Luhak dan Rantau 

Luhak merupakan wilayah asal pemukiman Minangkabau. Ia 

merupakan wilayah konfederasi dari beberapa nagari di Minangkabau yang 

terletak di pedalaman. Wilayah ini dikenal juga dengan istilah Darek. Luhak 

ada tiga yang dikenal dengan sebutan luhak nan tigo. Pertama, luhak nan tuo 

yaitu luhak Tanah Datar  lambangnyo kuciang nan kuniang tando batuah 

rang babanso, Kedua, luhak nan tangah yaitu luhak Agam lambangnyo 

harimau sirah tando urang bagak bapandirian. Terakhir, luhak nan bungsu 

yaitu luhak Limo Puluah Koto maskotnyo si kambiang hitam tando urang 

nan tabah bijaksano. 

Kemudian adapun rantau adalah suatu daerah atau negeri yang 

berada di luar dari daerah luhak nan tigo. Rantau bagi masyarakat Minang 

adalah bagian dari Alam Minangkabau dan memiliki hubungan saling 

ketergantungan dengan darek sebagai kawasan inti mereka. Selanjutnya 

kawasan rantau dibagi atas rantau di hilia dan rantau di mudiak, yang 

dikenal dengan istilah rantau nan duo. Berkaitan dengan ini, rantau oleh 

masyarakat Minang juga menjadi pintu gerbang menuju Alam 

Minangkabau, dalam istilah lainnya rantau dapat bermakna pelabuhan. 
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Kawasan rantau dalam sisi kehidupan merupakan tempat pencarian, 

kawasan perdagangan, maupun dapat menjadi saluran ke luar dari sejumlah 

kelebihan dari darek berupa tenaga, penduduk, kekecewaan, keingintahuan 

dan ambisi sehingga hal ini menjadi perluasan dan pengembangan kawasan 

rantau itu sendiri. 

Undang- undang luhak  dan rantau menyatakan "Luhak Bapangulu, 

Rantau Barajo". 

Mancapak sambia kahulu, kanailah pantau duo tigo. 

Dilatakan di dalam cupak, batungkuih jo daun taleh. 

Luhak nan bapanghulu, rantau nan barajo. 

Tagaknyo indak tasundak, malenggah indak tapampeh. 

Artinya dalam hidup bermasyarakat ketiga luhak tersebut dipimpin 

kepala adat yang disebut pangulu dengan 'lembaga' yang disebut niniak 

mamak. Kemudian berdirinya seorang pangulu itu merupakan hasil 

musyawarah kaum. Seorang pengulu tidak akan berdiri jika tidak disepakati 

oleh kaumnya. Kemudian penguasaan adat tiap nagari di luak berada di 

tangan pangulu sehingga sering disebut adat salingka nagari, pusako 

salingka kaum. 

Kemudian untuk daerah rantau masyarakat dipimpin oleh seorang 

rajo. Kedudukan rajo di rantau itu sederajat dengan pengulu di luak. 

Kemudian berdiri rajo sepakat alam. Seorang rajo tidak akan berdiri jika 

alam tidak sepakat. 

Daerah Minangkabau semakin bertambah luas dan masyarakat 

Minangkanbau semakin banyak maka agar diperoleh perdamaian dalam 

nagari dimana "nan lemah dilindungi dan keadilan bagi semua anak nagari 
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dibuatlah adat nan empat macam, dibuaan dikabek arek dipakuan katiang 

panjang. Yaitu, partama suri tuladan, kadua ukua dengan jangko yaitu 

ketentuan-ketentuan yang menjadi ukuran (ukua) dan hinggaan (jangko) 

yang harus diamalkan oleh setiap individu di Minangkabau , katiga barih jo 

balabeh (keputusan bersama yang telah dibuat oleh pemuka masyarakat), 

keempat cupak nan duo yaitu usali buatan.  

Cupak usali adalah peraturan-peraturan yang telah kita teima turun-

temurun tentang adat Minangkbau yang berhubungan dengan gelar pusako 

(soko), harta pusaka, undang-undang pergaulan di Minangkabau, tentang 

penyelesaian sengketa, soal sosial, keamanan, dan sebagainya, dan peraturan 

dalam adat yang kita sebut adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, 

adat nan kawi, syarat nan lazim. Cupak usali itu yang sebenarnya adalah 

kata kiasan, maksudnya peraturan-peraturan yang asli tentang adat dan 

syarak, yang tidak dapat ditambah dan dikurangi. 

Cupak buatan ialah peraturan adat dalam satu nagari. Menurut Urang 

Minang Peraturan itu memberikan kelazatan dalam pergaulan masyarakat, 

sebab kalau sudah dapat dilaksanakan akan membawa hasil yang baik dalam 

hubungan satu dengan yang lainnya. 

2. Undang-undang Nagari 

Nagari adalah kumpulan masyarakat hukum adat yang berada dalam 

kehidupan sosial masyarakat yang terdapat di Minangkabau. Sedangkan 

undang-undang nagari adalah seprangkat aturan adat yang mengatur tentang 

eksistensi serta syarat-syarat nagari sebagai suatu keutuhan kesatuan 

masyarakat hukum adat yang terdapat di Minangkabau. Undang-undang 

nagari itu sendiri menyatakan: 
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Anak gadih bakarek kuku, dikarek jo pisau sirawuik 

Parawuik batuang tuonyo, batuang tuonyo ambiak dijadikan lantai 

Nagari baampek suku, dalam suku babuah jo paruik 

Kampuang diagiah jo batuo, rumah diagiah  jo batungganai. 

Yang berarti setiap nagari sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 

adat dalam Minangkabau minimal harus terdiri dari empat suku, setiap suku 

dipimpin oleh seorang kepala suku. Setiap suku minimal terdiri dari 

beberapa buah paruik (keturunan menurut garis keturunan ibu) yang 

dipimpin oleh seorang ketua adat yang lazim disebut dengan penghulu dan 

dalam keseharian dipanggil dengan sebutan  datuak. Paruik sebagai kesatuan 

orang yang berketurunan darah menurut garis keturunan ibu mendiami 

beberapa daerah atau kampung, yang selanjutnya setiap kampuag terdiri atas 

beberapa buah rumah dan setiap rumah dipimpin oleh seorang pemimpin 

yang lazimdisebut tungganai . 

Dan telah menjadi ketentuan dalam adat di Minangkabau setiap 

nagari sebagai kumpulan kesatuan masyarakat hukum adat baru sah diakui 

menjadi nagari kalau sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh undang-undang nagari tersebut yang berbunyi : 

Basasok jo bajarami 

Bapandam bapakuburan 

Balabuah jo batapian 

Bakorong jo bakampuang 

Basawah  jo baladang 

Barumah dan batanggo 

Babalai jo bamusajik. 
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3. Undang-Undang di Dalam Nagari 

Undang-undang dalam nagari itu sendiri adalah seperangkat 

ketentuan-ketentuan adat yang mengatur berbagai hubungan antara anggota 

kelompok masyarakat yang menjadi warga suatu nagari itu sendiri, aturan 

tersebut harus dipatuhi dan di taati oleh anggota warga masyarakat dalam 

nagari tersebut. agar terciptanya situasi keamanan dan ketertiban serta 

kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Undang-undang di dalam nagari 

ini juga mengatur persoalan yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, 

keamanan/ketertiban, hukum dan juga  masalah keagamaan. 

a. Undang-undang  nagari yang berkaitan dengan bidang sosial 

contohnya : 

Sasek suruik talangkahkan kambali, salah ditimbang utang dibayia 

Salah cotok malantiangkan, salah ambiak bakumbalikan 

Utang babayia piutang batarimo 

Barek samo bapikua, ringan samo bajinjiang 

Kabukik samo didakii, kalurah samo dituruni 

Tatungkuik samo makan tanah, tacilantang samo minum ambun 

Tarapuang samo anyuik, tarandam samo basah. 

Alek bapanggia, mati bajanguak 

Kaba baiak baimbauan, kaba buruak bahamburan 

Panjang samo dikarek, senteang samo dibilai 

Singkek samo diuleh, kurang samo ditukuak 

Kok rusuah bapujuak, tagamang bajawek 

Kok mandapek samo balabo, kehilangan samo marugi 
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Nan tuo dihormati, nan ketek dikasihani, samo gadang baok 

bakawan 

Kamanakan saparintah mamak, mamak saparintah bana 

Kamanakan manyambah lahia, mamak manyambah bathin. 

Artinya dari pepatah adat diatas merupakan undang-undang dalam 

nagari, Adat sangat menjujung tinggi prinsip kebersamaan serta 

gotongroyong, saling menghormati, saling tolong-menolong, saling 

membantu diantara anggota masyarakat, sehingga adanya rasa 

ketergantungan satu dengan lain dalam terwujudnya kehidupan sosial 

masyaraka yangt aman, tertib, serta harmonis secara bersama. 

b. Undang-undang  nagari yang berkaitan dengan bidang ekonomi : 

Sasukek duo baleh taie, dicupak mangko digantang 

Nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek ladang 

Nan bancah palapeh itiak, ganangan katabek ikan 

Bukik batu katambang ameh 

Batanam nan bapucuak, mamaliharo nan banyawa 

Karimbo babungo kayu, kasungai babungo pasie 

Kalawik babungo karang, kasawah babungo padi 

Katambang babungo ameh jo basi 

Dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi 

Elok lenggang dinan data, rancak rarak dihari paneh 

Ilang rono dek panyakik, ilang banso tak barameh. 

Kok duduak marawik ranjau, kok tagak maninjau jarak 

Hari sahari diparampek, malam samalam dipatigo 

Namuah bajariah bausaho, namuah bapokok babalanjo 
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Asa lai angok-angok ikan, asa lai jio-jio patuang 

Nan indak dicari juo 

Artinya dalam kehidupan ekonomi memiliki peran yang sangat 

penting dalam terwujudnya kesejahteraan hidup, baik kehidupan pribadi 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 

c. Undang-undang nagari yang berkaitan dengan bidang keamanan 

serta ketertiban : 

Raso aia ka pamatang, raso minyak kakuali 

Nan babungkuih rasan daun, nan bakabek rasan tali 

Cadiak kampuang bapaga kampuang, cadiak suku bapaga suku 

Cadiak nagari bapaga nagari, cadiak suku bapaga suku 

Tarapuang samo anyuik, tarandam samo basah 

Parang pusako samo dilipek, parang samun samo diadoi 

Kok dianjak urang batu supadan, diubah urang kato pusako, dialiah 

urang kato nan bana. 

Busuangkan dado ang buyuang, caliakkan tando laki-laki 

Jan cameh darah taserak, jan takuik nyawa malayang 

Basilang tombak dalam parang, sabalun aja bapantang mati 

Baribu sabab mandatang, namun mati hanyo sakali. 

Artinya setiap warga masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan 

memiliki kewajiban serta tanggung jawab terhadap  keamanan serta 

ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat. 

d. Undang-undang dalam nagari  berkaitan dengan bidang hukum 

menyatakan : 

Kusuik disalasaikan, karuah dijaniahkan 
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Usua dipamain, cabua dibuang 

Hukum adia katonyo bana, indak buliah bapihak-pihak 

Indak buluih bakatian kiri, luruih bana dipegang sungguah 

Tibo dimato indak dipiciangkan 

Tibo didado indak dibusuangkan 

Tibo diparuik indak dikampihkan 

Bak maelo rambuik dalam tapuang, bak mamalu ula dalam baniah 

Baniah tak leco tanah tak lambang, panokok tak patah, namun ula 

mati juo 

Salah cotok malantiang, salah ambiak mangumbalikan 

Salah kamanusia minta maaf, salah ka Tuhan minta Tobat 

Kusuik bulu paruah manyalasaikan, kusuik banang dicari ujuang jo 

pangka 

Kusuik rambuik dicari minyak jo sikek, kusuik sarang tampuo api 

manyudahi. 

Artinya setiap anggota masyarakat tanpa kecuali harus tunduk dan 

taat terhadap hukum serta berkewajiban  untuk memeliharanya. Dalam 

prakteknya setiap permasalahan harus diselesaikan dengan adil sesuai 

dengan adat istiadat yang berlaku. 

e. Undang-undang dalam nagari yang berhubungan dengan bidang 

agama dan syarak mengatakan : 

Simuncak mati tarambau 

Kaladang mambaok ladiang 

Lukolah pao kaduonyo 

Adat jo syarak di Minangkabau 
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Umpamo aua jo tabiang 

Sanda manyanda kaduonyo 

Pariangan manjadi tampuik tangkai 

Pagaruyuang pusek tanah datar 

Tigo luak urang mangatokan 

Adat jo syarak kok bacarai 

Tampek bagantuang nanlah sakah 

Bakeh bapijak nan lah taban. 

Tasindorong jajak manurun, tatukiak jajak mandaki 

Adat jo syarak kok tasusun, bumi sanang padi manjadi 

Gantang dibodi caniago, cupak di koto rang piliang 

Dunia sudah kiamat tibo, labuah luruih jalan basimpang 

Limbago jalan batampuah, itu nan utang ninik mamak 

Sarugo di Iman taguah, narako dilaku awak. 

Artinya sedemikian pentingnya fungsi Agama dalam kehidupan 

masyarakat Minangkabau. Islam (Syarak) serta adat merupakan petunjuk 

dan pegangan hidup bagi masyarakat Minangkabau yang merupakan satu 

kesatuan yang tidak akan dapat dipisahkan, oleh karena itu setiap 

masyarakat  Minangkabau harus taat dan tunduk terhadap ketentuan adat 

dan agama. 

4. Undang-Undang Nan 20 (duo puluah) 

Undang-undang Nan 20(duo puluah) adalah undang-undang yang 

mengatur tentang pelanggaran, kesalahan dan juga kejahatan terhadap 

ketentuan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang dilakukan oleh 

masyarakat. seperti, mencuri, rampokdan pembunuhan dan sebagainya. 
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Undang-undang Nan 20 (duo puluah) ini menurut Munir Taher secara 

umum terbagi atas 2  yaitu : 

a. Tuduah Nan Bakatunggangan, 

Patut diduga seseorang telah melakukan pelanggaran hukum, namun 

belum dapat ditahan serta dihukum karena belum ada bukti yang 

menunjukkan tuduhan tersebut. Tuduah nan bakatunggangan ini terdiri dari 

12 macam, (tigo kali ampek) disebut juga dengan undang-undang nan 12 

yaitu : 

1. Anggang lalu atah jatuah, 

2. Pulang pagi babasa- basa 

3. Bajalanbacapek-capek 

4. condong mato rang banyak 

5. Dibaok ribuik  angin 

6. Dibaok pikek dibaok langau 

7. Bajua bamurah 

8. Batimbang jawab ditanyoi 

9. tadorong  jajak manurun 

10. Tatukiak jajak mandaki 

11. Bauriah bak sipasan 

12. Bajajak bak bakiak 

b. Cemoh Nan Bakaadan 

Seseorang patut diduga melakukan pelanggaran dan mengakui 

pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya dantelah jelas pula aturan 

adat yang dilanggara. Cemoh nan bakaadan ini ada 8 macam dikenal juga 

dengan undang-undang nan salapan, (dua kali ampek) yaitu : 
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1. Dago mambari malu 

2. Sumbang salah  parangai 

3. Samun saka tagak di dibateh 

4. Umbuak -umbuak i budi marangkak 

5. Curi maliang taluang di dindiang 

6. Tikam mambunuah padang badarah 

7. Sia baka sabatang  disuluah 

8. Upek racun batabuang sayak. 

 

B. Adat Nan Ampek 

Pada hakekatnyaa, di kebanykan masyarakat tidak terdapat 

perbedaan antara istilah ―adat‖ dan ―hukum adat‖. Jadi dengan mengatakan 

―adat‖ berarti telah mencakup ―hukum adat‖, baik adat tanpa adanya sanksi 

ataupun adat yang memiliki sanksi. Menurut Hilman Hadi Kusuma 

(Hadikusuma_Hilman. Pengantar Ilmu Hukum_ Adat Indonesia. 1992. 

Bandung : Mandar Maju. Hal 56-58) masyarakat di Minangkabau terdapat 

empat adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun. 

Adat Minang mencakup suatu spektrum dari yang paling umum 

hingga yang paling khusus, dari yang paling permanen dan tetap hingga 

yang paling mercurial dan sering berubah-ubah, bahkan ad-hoc. Di sini adat 

Minang disebut Adat nan Ampek. 

1.  Adat nan Sabana Adat 

Ialah adat yang paling stabil dan umum, dan sebenarnya berlaku 

bukan hanya di Minangkabau saja, melainkan di seluruh alam semesta ini. 

Disepakati bahwa adat yang sebenarnya adat adalah Hukum Alam atau 
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Sunnatullah, dan Hukum Allah yang tertuang di dalam ajaran Islam. Dengan 

mengambil Alam takambang menjadi guru adat Minang dapat menjamin 

kompatibilitasnya untuk segala zaman dan dengan demikian menjaga 

kelangsungannya di hadapan budaya asing yang melanda. Masuknya agama 

Islam ke Minangkabau, juga telah melengkapi Adat Minang itu menjadi 

kesatuan yang mencakup unsur duniawi dan unsur transedental. 

2. Adat nan teradat 

Yaitu kebiasaan berperilaku yang digunakan karena saling tiru-

meniru di antara masyarakat. Perilaku kebiasaan itu telah terbiasa 

digunakan, maka tidak layak untuk ditinggalkan. seperti bagi kalangan 

orang Minangkabau yang sudah teradat jika terdapat kaum kerabat yang 

meninggal, atau untuk menyambut adanya tamu agung, mereka datang 

dengan mengenakan pakaian berwarna hitam.  

3. Adat nan Diadatkan.  

Adat Minang menjadi adat Minang adalah karena suatu identitas 

dengan kesatuan etnis dan wilayah : adat Minang adalah adat yang 

diadatkan oleh Orang Minang, di Minangkabau. Jadi adat Minang itu sama 

di seluruh Minangkabau, dan setiap orang Minang be dan leluasa membuat 

penyesuaian-penyesuaian, maka adat itu akan bertahan dan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya akan sense of order. Tidak ada unsur paksaan 

yang akan terasa jika adat itu monolitik dan seragam di seluruh wilayah. 

4. Adat Istiadat 

Ialah adat yang terjadi dengan sendirinya karena interaksi antar 

anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan dunia luar. 

Dinamakan juga adat sepanjang jalan yang datang dan pergi, dan ditolerir 
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selama tidak melanggar adat yang tiga di atas. Pengakuan akan adanya adat-

sitiadat ini menjadikan adat Minang lebih komplit dan memberi ruang bagi 

anggota masyarakat untuk bereksperimen dengan hal-hal baru dan 

memperkaya budayanya. 

Empat macam adat diatas adalah adat Minang semuanya dan 

menjadi suatu kesatuan yang utuh. Keempatnya tidak dapat dipisahkan, dan 

tidak dapat dikatakan adat Minang kalau kurang salah satu: Bukanlah adat 

Minang jika hanya terfokus pada adat istiadat akan tetapi melawan Hukum 

Alam. Dan buknlah pula adat Minang jika hanya berbicara tentang 

pengangkatan Penghulu, tetapi tidak memberi ruang untuk berlakunya adat 

istiadat yang dipakai oleh orang kebanyakan. 

 

C. Hukum Nan Ampek, yaitu : 

1. Hukum Bajiniah 

2. Hukum kurenah 

3. Hukum Baijtihad 

4. Hukum Bailmu 

Dalam sistem peradilan Minangkabau tidak ditemukan adanya 

hukuman yang abersifat fisik, seprti kurungan bahkan hukuman mati. Dalam 

ungkapan-ungkapan yang ditemui, perbuatan salah atau kejahatan bukanlah 

dikarenakan kesalahan fisik atau badan tetapi adalah kesalahan yang 

diakibatkan fiil atau perangai. Jadi, yang pantas dihukum adalah fiil atau 

perangai itu. Fiil atau perngai bersumber dari jiwa, dan hukuman jiwa yang 

paling pantas dan berat adalah pengucilan dan permaluan.berdasarkan 

Undang-undang dan Plmbagaan Mahkamah Adat. 
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Namun, kesalahan atau kejahatan yang berakibat kepada kerugian 

orang lain, maka hukuman terhadap pelaku adalah hukuman ganti dan 

denda. Oleh sebab itu, beberapa jenis hukuman yang ditemukan adalah 

ganti, denda, kucil, dan buang.  

1. Hukuman ganti atau kompensasi adalah sebagaimana ungkapan: 

bangkak didamak, luko ditawaeh. Dalam konstruksi berbeda ditemui 

ungkapan bongkak didiang, luko diubek ‗bengkak didiang, luka diobat‘. 

Makna harfiah ungkapan tersebut adalah bahwa apabila kejahatan 

menimbulkan efek ―bengkak‖ terhadap korban maka harus dikompress 

dengan ramuan yang hangat, bila ―luka‖ maka diobati untuk memberikan 

efek tawar dan kesembuhan‘. Artinya, bila kesalahan mengakibatkan efek 

kesakitan fisik terhadap penderita atau korban, maka pelaku harus 

membiayai semua kebutuhan pengobatan. 

2. Hukuman denda. Denda adalah hukuman yang bersifat inmaterial. 

Ada dua ranah yang tercakup dalam kategori hukuaman ini, yakni sebagai 

pelengkap hukuman material (ganti atau kompensasi) atas kerugian material 

dan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran inmaterial (berupa 

pelanggara aturan adat dan ketentuan moral). Pada kasus perkelahian atau 

penganiayaan, setelah sanksi ganti atau kompensasi material telah dibayar 

lunas, sebagaimana poin satu di atas, adakalanya pelaku dibebani hukuman 

denda sebagai pengganti kerugian inmaterial karena tidak dapat berusaha 

selama menderita sakit. Di samping itu, hukuman denda dijatuhkan kepada 

pelaku kasus pelanggaran adat atau moral. Hukuman denda dilakukan 

sebagai pemenuhan unsur adat diisi, limbago dituang ‗adat disi lembaga 

dituang‘. Atau, dalam ungkapan yang berbeda kaki tataruang inai 
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padahannyo lidah tadorong ameh padanannyo ‗kaki tertarung inai obatnya, 

lidah tersilap emas tebusannya‘. 

3. Hukuman kucil atau pengucilan. Di Silungkang, hukuman 

pengucilan disebut hukuman takuruang di luah ‗terkurung di lar‘. 

Pelaksanaan atas hukuman ini meliputi tindakan tidak dibawa selihir 

semudik ‗tidak dibawa sehilir semudik‘, artinya tidak diajak serta dalam 

kegiatan dan aktivitas social bersama. Kegiatan dan aktivitas social 

dimaksud, di kaba baiak indak diimbauan di kaba buruak indak dihambauan 

‗saat ada kegiatan baik (seperti perhelatan, syukuran, dan sejenisnya) yang 

bersangkutan tidak diundang, dan saat ada berita buruk (musibah atau 

kemalangan) yang bersangkutan tidak diberi kabar beritanya‘. Bentuk sanksi 

lainnya adalah larangan yang bersangkutan menyelenggarakan kegiatan adat 

(perhelatan, perayaan, perjamuan, dan sejenisnya) dan tidak dipenuhi 

undangannya seagaimana ungkapan indak ditapuak banduenyo, indak 

ditingkek i janjang rumah gadangnyo ‗tidak dikunjungi dan tidak dinaiki 

tangga rumah gadangnya‘. Hukum pengucilan ini juga disebut hukum buang 

siriah, yakni pengucilan dari kaumnya sendiri, dengan konsekuensi hak dan 

kewajibannya terhadap kaumnya dicabut, dan sebaliknya. Bentuk 

pengucilan lebih berat disebut buang biduak, yakni dalam bentuk pengucilan 

oleh seluruh kaum atau penduduk nagari tempat kediamannya. 

4. Hukum buang. Hukuman buang dilakukan terhadap warga yang 

melakukan pelanggaran berulang atau pelanggaran sangat berat atau 

dianggap tidak mempan dengan hukuman pengucilan. Prinsip hukum adat 

Minangkabau adalah sebagaimana ungkapan baabu bagantiak kuma basasah 

‗berabu dijentik kumal (atau kumuh) dicuci‘. Artinya, kesalahan yang kecil 
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bisa diselesaikan dengan cara bermaafmaafan, tetapi kesalahan besar mesti 

dihukum berat. Ada beberapa tingkatan hukuman buang (Navis, 1984; 

Hasanuddin, 2013:168-169), yakni sebagai berikut. 

 a. Buang ba tingkarang, adealah tindakan pembuangan dari nagari 

asalnya. Adakalanya jenis hukuman ini disebut buang bidal. Tindakan 

pengusiran dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan sehabis masa 

buangnya dibolehkan kembali dengan terlebih dahulu ―mengisi adat‖ 

dengan cara menyembelih kerbau, sapi atau kambing. Hukum ini biasanya 

dijatuhkan kepada pelaku pelanggar adat, pembuat onar. Pelaku kadang kala 

juga dicabut haknya atas harta pusaka kaumnya.  

b. Buang Puluik, yakni pelaku diusir dari nagarinya dan tidak boleh 

kembali lagi. Proses pengusiran dengan cara diantar sampai ke batas nagari 

lengkap dengan kain dan harta yang dapat dibawanya serta diberi satu helai 

kain kafan. Hukuman jenis ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku zina 

terhadap anak kecil (pedophile), anak tiri atau kamanakan sendiri, atau istri 

orang lain.  

c. Buang badaki, merupakan pengusiran dari dari nagarinya sendiri; 

semua harta bendanya dirampas suntuk selanjutnya diberikan kepada 

penderita kejahatan. 
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Korelasi Antara Teori-Teori Hukum Adat Dengan Hukum Islam 

 

By: Al Muhfajri 

 

A. Politik Hukum Islam di Indonesia 

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari 

Istilah hukum Belanda rechtspolitiek yang tersusun dari kata recht dan 

Politiek. Dalam bahasa Indonesia kata recht berarti hukum. Sementara itu 

kata Politiek dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, 

mengandung arti beleid. Kata belied sendiri dalam bahasa indonesia berarti 

kebijakan (policy) (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2015: 21). Dari 

penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan 

hukum. 

Secara terminologis terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan 

oleh para ahli diantranya: 

1. Padmono Wahjono mendefinisikan politik hukum adalah 

kebijakan penyelenggara Negara yang bersifat mendasar dalam menentukan 

arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa 

yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.  

2. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan Politik Hukum adalah 

suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku 

diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.  

3. Soedarto mendifinisikan politik hukum adalah kebijakan dari 

negara melalui badan–badan negara yang berwenang untuk menetapkan 

peraturan–peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan 

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk 
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mencapai apa yang dicita–citakan. Pada Buku Soedarto yang lain 

dinyatakan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan 

peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2015: 25). 

4. Satjipto Rahardjo mendifinisikan politik hukum adalah aktivitas 

memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial 

dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurutnya terdapat beberapa 

pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: 

a. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada. 

b. Cara–cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa 

dipakai mencapai tujuan tersebut. 

c. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara–cara 

bagimana perubahan itu sebaiknya dilakukan. 

d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa 

membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara– cara untuk 

mencapai tujuan tersebut secara baik (Mahfud MD, 2014: 2).  

Dari beberapa defenisi tersebut dapat dipahami bahwa politik hukum 

adalah suatu kebijakan hukum yang diambil oleh penguasa disebuah negara 

mengenai hukum yang telah/sedang berjalan dan yang akan berlaku 

diwilayahnya termasuk mengenai arah perkembangan hukum yang hendak 

dibangun. 

Kebijakan hukum (legal policy) tersebut meliputi aspek-aspek hukum 

yang diperlukan dalam pembentukan hukum, yakni: Pertama, pembangunan 

hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap 

materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, 
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pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi 

lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sementara itu dalam Islam 

istilah politik hukum dikenal dengan al-Siyâsah al-Syar‘iyyah yang berarti 

upaya untuk mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang 

ketentuannya termuat dalam syara‘. Sebagian ulama mendefinisikan politik 

hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan 

dasar-dasar agama Islam (hukum Islam). (Muhsin Aseri, 2016: 143). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik hukum 

Islam di Indonesia adalah kebijakan hukum yang diambil oleh penguasa 

(pemerintah Indonesia atau kolonial) di Indonesia terkait dengan bagaimana 

hukum Islam akan dibentuk, difungsikan dan dijalankan sesuai kondisi 

politik nasional dan masyarakat Indonesia. 

 

B. Teori-Teori Hubungan Hukum Adat dan Islam di Indonesia 

Secara historis pembahasan mengenai teori pemberlakuan hukum 

Islam (hubungan hukum adat dan Islam) di Indonesia oleh Ismail Suny 

dibagi ke dalam dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik 

Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua 

periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Receptie In 

Complexu), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat 

(Receptie). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan 

hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode 

penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive (Persuasive-Source) 

dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritif 
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(Authoritative-Source) (Eddi Rudana Arif, 1991: 73-75). Untuk lebih 

jelasnya pembahasan terkait teori-teori pemberlakuan hukum Islam serta 

hubungan hukum islam dan hukum adat di Indonesia itu dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Teori Receptie in Complexu 

Teori ini dimunculkan oleh Van den Berg yang mengungkapkan 

bahwa hukum Islam secara penuh diterima oleh masyarakat dan menyatu 

dengan kebiasaan masyarakat. Menurut teori ini hukum Islam telah 

diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam 

kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia telah banyak 

berdiri lembaga peradilan agama. Lembaga peradilan agama ini didirikan 

oleh kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian 

masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam terutama 

dalam bidang perkawinan dan kewarisan (Sayuti Thalib 1980: 15-17)  

Di antara bukti-bukti yang dapat mendukung lahirnya teori Receptie 

in Complexu ini adalah:  

a. Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan bahwa: "Sengketa 

warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan 

dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh 

rakyat sehari-hari. 

b. Digunakannya kitab Muharrar dan Pepakem Cirebon serta 

peraturan yang dibuat oleh B.J.D. Clootwijk untuk daerah Bone dan Goa di 

Sulawesi Selatan.  

c. Nuruddin al-Raniri di Aceh menulis Buku Shirath al-Mustaqim 

(jalan lurus) tahun 1628 M. Kitab ini merupakan kitab pertama yang 
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disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat 

Islam. 

d. Kitab Shirath tersebut oleh mufti Banjarmasin, Syekh Arsyad al-

Banjari, disyarahkan dalam suatu kitab yang diberi judul Sabil al-Muhtadin 

(jalan orang yang mendapat petunjuk). Kitab ini kemudian dijadikan 

pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah 

Kesultanan Banjar. Diikuti Kesultanan Palembang dan Banten yang juga 

diterbitkan beberapa Kitab Hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam 

masalah hukum keluarga dan warisan. Hal yang sama juga dilakukan oleh 

Kerajaan kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel.  

e. Pada 25 Mel 1760 VOC mengeluarkan peraturan yang disebut 

dengan Resolutie der Indische Regeering. Peraturan ini merupakan 

kumpulan aturan mengenai hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam 

oleh pengadilan Belanda yang kemudian dikenal sebagai Compedium 

Freijher. 

       Kemudian disebabkan karena pengadilan Belanda tidak mampu 

menerapkan undang-undang agama bagi bumiputera, maka melalui Stbl. 

1882 No. 152 Belanda membentuk Pengadilan Agama dengan nama 

Priesterraad. Akan tetapi nama tersebut tidak tepat karena Priesterraad 

berarti pengadilan pendeta. Priesterraad ini dibentuk di setiap wilayah 

Landraad atau pengadilan negeri. Adapun wewenangnya meliputi perkara-

perkara yang terjadi di antara orang Islam dan diselesaikan menurut hukum 

Islam. Namun Belanda tetap berupaya untuk menyingkirkan hukum Islam 

dari hukum yang berlaku (Ahmad Rofiq, 2013: 13). 
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Dalam pasal 2 Stblt. tersebut juga dinyatakan bahwa wewenang Raad 

Agama adalah memeriksa perselisihan-perselisihan antar suami isteri yang 

beragama Islam termasuk di dalamnya perkara-perkara tentang, nikah, talak, 

rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang 

memerlukan perantara hakim agama yang berkuasa untuk memutuskan 

perceraian serta menyatakan jatuhnya talak, akan tetapi dalam perkara-

perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian denda-

denda atau barang-barang tertentu harus di periksa dan diputuskan oleh 

hakim biasa terlebih dahulu, kecuali tuntutan maskawin (mahar) dan 

nafkah.. 

Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152 tersebut, Belanda telah 

mencoba melakukan pengawasan terhadap jalannya hukum Islam, meski di 

sisi lain hal tersebut justru merupakan sebuah pengakuan sejarah terhadap 

eksistensi hukum Islam. Disebutkan oleh Munawir Sjadzali, bahwa langkah-

langkah pengawasan tersebut adalah: 

a. Pada bulan September 1808 pemerintah Hindia Belanda 

mengintruksikan kepada para bupatinya bahwa "Terhadap urusan-urusan 

agama orang Jawa tidak akan ada gangguan-gangguan, sedangkan pemuka-

pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara 

tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan dengan syarat bahwa tidak 

ada penyalahgunaan dan banding dapat dimintakan kepada hakim banding‖ 

b. Pada tahun 1820 melalui Stbl. No. 22 Pasal 13 dinyatakan bahwa 

bupati wajib memerhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga 

supaya para pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan 

adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam soal perkawinan, pembagian 
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pusaka, dan yang sejenisnya. Pasal ini kemudian dijelaskan melalui resolusi 

tanggal 7 Desember 1835 dalam Stbl. 1835 No. 58 yang menyatakan bahwa: 

"Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai 

soal soal perkawinan, pembagian harta, dan sengketa-sengketa yang sejenis 

yang harus diputus menurut hukum Islam, para pemuka agama memberi 

keputusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari 

keputusan para pemuka agama itu harus dimajukan kepada pengadilan 

pengadilan biasa". 

c. Pada tahun 1823 dengan Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 

Juni 1823 No. 12 diresmikan Pengadilan Agama di kota Palembang yang 

diketuai oleh Pangeran Penghulu. Sedangkan banding dapat dimintakan 

kepada Sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi:  

a) Perkawinas perceraian 

b) Pembagian harta 

c) Hadhanah 

d) Hak masing-masing orang tua terhadap anak tersebut,  

e) Pusaka dan wasiat 

f) Perwalian, serta perkara-perkara lainnya yang menyangkut agama 

(Ahmad Rofiq, 2013: 14). 

Dengan demikian tepat rasanya jika dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di 

Indonesia menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia pada hakekatnya 

telah menerima dan menjalankan hukum Islam sebagai hukum yang mereka 

sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah 

memeluk agama Islam dan berbaur dengan kebiasaan Islam. Walaupun 
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dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu 

muncullah teori yang dikenal dengan "Theorie Receptie In Complexu" 

(Kumedi Ja‘far, 2012: 2). 

2. Teori Receptie 

Setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah 

nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-

angsur posisi hukum Islam mulai lemah. Pada abad ke-19 gerakan yang 

berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam semakin kuat diantaranya 

dengan jalan antara lain adanya kristenisasi. Upaya ini didasarkan pada 

asumsi bahwa jika berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk 

agama Kristen, maka hal itu akan sangat menguntungkan kedudukan 

pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut karena mereka dianggap akan 

menjadi warganegara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial 

Belanda. 

Kemudian muncul Teori Receptie yang mengungkapkan bahwa 

hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh 

hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang 

telah berlaku sebelumnya, yaitu teori Receptie In Complexu. Teori ini 

dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936) seorang 

penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam dan Bumi Putera. 

Menurut Snouck, berdasarkan penelitiannya terhadap orang-orang Aceh 

Gajo di Banda Aceh, sebagaimana termuat dalam bukunya DE Atjehrs, dia 

berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu 

bukanlah hukum Islam, tetapi hukum (Islam) itu baru memiliki kekuatan 

hukum (berlaku) jikalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat.  
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Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda yang menerima teori 

Receptie In Compexu bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi 

masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. la berpendapat bahwa 

hal tersebut merugikan pemerintah Belanda sendiri, disamping itu Snock 

berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat jangan sampai kuat dalam 

memegang agama Islam, sebab mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh 

peradaban barat.  

Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan 

nasehat yang terkenal dengan sebutan "Islam Policy". Snouck menyarankan 

pada pemerintah Belanda bahwa dalam mengurus umat Islam di Indonesia 

dengan usaha menarik simpati rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada 

kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Inti dari nasehat ini 

adalah bahwa dalam masalah yang berhubungan ibadah, umat Islam harus 

diberikan kebebasan sepenuhnya. Kemudian pemerintah Hindia Belanda 

harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, 

dengan cara mengalakkannya agar semakin mendekati pemerintah Hindia 

Belanda. Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia 

Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal 

yang bisa membantu adanya gerakan Pan Islamisme (Aqib Suminto, 1985: 

12). 

Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberikan dasar hukum dalam 

Undang-Undang Dasar Hindia Belanda Wet Op De Staat Snrichting Van 

Nederlands Indie, yang disingkat Indische Staat Regeering (IS). Undang-

Undangan ini diundangkan pada tahun 1929. Lebih lanjut disebutkan pada 

pasal 134 ayat 2, yang berbunyi "Dalam hal terjadi perkara perdata antara 
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sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum 

adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu 

ordonansi". Aturan ini pada kenyataannya ingin meruntuhkan dan 

menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan tidak 

memasukkan hukuman hudud dan qisas dalam lapangan hukum pidana dan 

mulai dipersempit dan lain sebagainya (Ismail Suny, 1987: 5-6). 

Pada tahun 1931, keluar peraturan nomor 153 yang merinci 

pengalihan kewenangan Pengadilan Agama mengenai perkara-perkara hak 

milik dan warisan kepada Pengadilan-Pengadilan Sipil, sehingga membatasi 

wewenang Pengadilan Agama hanya pada persoalan-persoalan pernikahan 

saja. Kebijakan pemerintah belanda ini menimbulkan protes dari umat Islam 

sehingga peraturan tersebut baru dapat diberlakukan pada tahun 1937. Pada 

tahun yang sama keluar staatsblad Nomor 116 pasal 2 a ayat (1) tentang 

wewenang mengadili perkara kewarisan dicabut dan dialihkan menjadi 

kewenangan Pengadilan Negeri. 

Pada tahun 1937 kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan 

Madura diperkecil oleh Belanda melalui Staadsblad 1937 nomor 116. 

peradilan agama hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan bagi 

orang islam, sedangkan perkara waris, hadhanah, wakaf dan lainnya dicabut 

dan dialihkan menjadi wewenang peradilan negeri. Umat Islam hanya dapat 

sekedar meminta fatwa kepada peradilan agama. Lebih dari itu keputusan 

peradilan agama dianggap tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak 

mendapat legalitas dari peradilan negeri (Executoir varklering) (Asasriwarni 

dan Nuhasnah, 2008: 46-50)   
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Setelah masa penjajahan Belanda selesai Snouck Hurgronje dengan 

teori Receptie tersebut memicu munculnya reaksi keras dari umat Islam 

Indonesia. Hazairin menyebut teori Receptie tersebut sebagai ―teori iblis‖, 

karena menurutnya, teori ini tidak sejalan dengan iman orang Islam. 

Mengikuti teori itu berarti orang Islam diajak untuk tidak mematuhi Al-

Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Selain itu, teori Receptie itu bertujuan untuk 

merintangi kemajuan umat Islam di Indonesia. Maka sebagai antitesis 

terhadap teori Receptie tersebut, dimunculkan teori baru, yakni teori 

Receptie Exit oleh Hazairin. 

3. Teori Receptie Exit/A Contario 

Teori Receptie Exit/A contrario ini dikemukakan oleh oleh Hazairin 

dan Sayuti Thalib. Mereka menyebut teori ini sebagai pematah teori 

receptie. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat 

yang sama sekali berlawanan arah dengan toeri receptie Christian 

Hurgronje. Dalam teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah 

hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat 

baru dapat berlaku jika telah diterima oleh hukum Islam.  

Lebih lanjut dalam bukunya Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam 

masalah perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. 

Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, 

bahwa teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang 

Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian 

jelaslah bahwa teori Receptio A Contrario merupakan kebalikan dari teori 

Receptie (Sayuti Thalib, 1980: 65).  
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Secara historis pasca kemerdekaan dapat dilihat bahwa peranan 

hukum Islam dalam tata hukum negara republik Indonesia mulai membaik. 

Saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI) para pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya 

kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa adanya 

hubungan dengan hukum adat (Kumedi Ja‘far, 2012: 3). Pada tanggal 22 

Juni 1945 panitia sembilan BPUPKI berhasil mencetuskan suatu rumusan 

untuk Preambule UUD yang kemudian disebut dengan nama "Piagam 

Jakarta". Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang antara lain 

berdasarkan pada "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya". Akan tetapi disebabkan pertimbangan untuk 

mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menghindari terjadinya 

diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini dirubah pada 

tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". 

Berdasarkan pada hal tersebut, maka maka menurut Hazairin teori 

resepsi ini telah kehilangan dasar hukumnya. Hazairin mengemukakan 

bahwa setelah Indonesia merdeka dan dijadikannya UUD 1945 sebagai 

dasar negara meskipun terdapat aturan peralihan yang menyatakan bahwa 

hukum yang lama masih berlaku. Akan tetapi hal tersebut hanya dapat 

terjadi selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena 

itu seluruh peraturan perundangan pemerintah Belanda yang berdasarkan 

teori resepsi tidak berlaku lagi jika jiwanya bertentangan dengan UUD 1945 

yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.  
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Kemudian dengan dimasuknya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden 

tanggal 05 Juli 1959, maka hukum Islam telah menjadi Authoritative-Source 

(sumber otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar 

sumber persuasif belaka. 

Sebagaimana diketahui, bahwa Piagam Jakarta pada mulanya 

merupakan bagian dari pembukaan Rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh 

BPUPKI. Kemudian dalam konsiderans Dekrit Presiden dinyatakan bahwa 

―kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai 

UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi‖. 

Begitu juga konsiderans dan penjelasan peraturan perundangan adalah 

bagian integral dari suatu peraturan perundang-undangan. Selain ditetapkan 

dalam konsiderans, Piagam Jakarta ditetapkan pula dalam diktum 

"Penetapan UUD 1945 berlaku lagi ". Oleh karenanya Presiden Republik 

Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan 

merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi.  

Maksud dari kata "Menjiwai" secara negatif berarti bahwa tidak 

boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara Indonesia yang 

bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara 

positif berarti bahwa pemeluk-pemeluk Islam diwajibkan menjalankan 

syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan 

memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional (Kumedi Ja‘far, 2012: 

4). 

Berkanaan dengan hal tersebut Prof. Mahadi juga berkomentar 

bahwa ―Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya" mencakup dua aspek. Pertama, aspek individual, 
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yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Kedua, 

aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi 

pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya 

membiarkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat 

diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan 

ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti 

mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak 

dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-

peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam 

menjalankan syariat Islam. 

Kemudian untuk mendukung teorinya Hazairin juga berpendapat 

bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 29 batang tubuh UUD 

1945 ayat (1) hanya mungkin ditafsirkan dalam enam kemungkinan 

penafsiran, tiga di antaranya: 

a. Dalam negara indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu 

ketentuan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, 

atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat 

Nasrani atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali 

bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan 

agami Budha bagi orang Budha. 

b. Negara RI wajib menjalankan syariah Islam bagi orang Islam, 

syariah Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariah Hindu-Bali bagi orang 

Hindu Bali. Sekadar menjalankan syariah tersebut memerlukan perantaraan 

kekuasaan negara. 



 
 
 
 

 
98 

 

c. Syariah yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk 

menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap 

pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap 

Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya 

masing masing (Ahmad Rofiq, 2013: 18). 

Semua penjelasan tersebut menunjukan bahwa posisi hukum agama 

lebih tinggi dari hukum adat. Teori Hazairin ini sangat realistis sejalan 

dengan bukti-bukti historis yang ada. Di Aceh misalnya, masyarakatnya 

menghendaki agar soal soal perkawinan dan soal-soal mengenai harta 

mereka termasuk kewarisan diatur menurut hukum Islam. Ketentuan adat 

dalam upacara perkawinan, tetap ditolerir sejauh tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. Demikian juga di Minangkabau, Sumatera Barat. Meskipun di 

daerah ini dikenal sangat kuat adatnya, namun di sini sangat dikenal petitih 

Adat basandi syara, syara' basandi Kitabullah (Adat bersendi syara' dan 

syara' bersendi Kitabullah) (Ahmad Rofiq. 2013: 19). 

4. Teori Eksistensi  

Setelah teori resepsi exit muncullah teori eksistensi. Teori ini 

dikemukakan oleh Ichtiarto SA. Teori ini bertujuan untuk mempertegas dan 

mengeksplisitkan makna Receptie a Contrario dalam hubungannya dengan 

hukum nasional. Teori eksistensi ini mengokohkan keberadaan hukum Islam 

dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam :  

a. Ada (exist) sebagai bagian integral dari hukum nasional;  

b. Ada (exist) dalam arti, dengan kemandirian dan kekuatan 

wibawanya diakui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum 

nasional; 
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c. Ada (exist) dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring 

bahan- bahan hukum nasional; 

d. Ada (exist) sebagai bahan utama dan sumber utama hukum 

nasional (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 713). 

Argumentasi dari lahirnya teori ini didasarkan pada munculnya UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. lchtiarto mengutip Pasal l ayat (1) 

yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya‖. 

Dengan demikian, hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung 

tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah suatu perkawinan sah 

atau tidak. Jadi secara yuridis formal, hukum Islam dalam perkawinan dan  

segala akibat hukum yang ditimbulkannya telah berlaku. 

Terkait dengan posisi hukum Islam dalam tata hukum nasional Daud 

Ali menyimpulkan bahwa Pertama, sejak tahun 1974 secara yuridis formal 

hukum Islam telah berlaku langsung tanpa melalui hukum adat. Kedua, 

sejak saat itu hukum Islam sama kedudukannya (eksis) dengan hukum adat 

dan hukum barat, Ketiga, Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah 

sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi 

kebutuhan hukum khusus umat Islam dan berlaku hanya bagi umat Islam. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik hukum 

adalah kebijakan hukum yang diambil oleh penguasa dalam menetapkan 

suatu aturan hukum sesuai dengan kondisi dan kepentingannya dan politik 

hukum Islam secara sederhana dapat dipahami dengan kebijakan hukum 

penguasa yang terkait dengan hukum Islam. Kebijakan hukum tersebut 

secara langsung dapat mempengaruhi perkembangan hukum termasuk 
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hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup ditengah-tengah 

masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pasang surut penerapan hukum 

Islam dari masa ke masa sesuai dengan kebijakan hukum (politik hukum) 

yang ditetapkan oleh penguasa baik itu pemerintah kolonial ataupun 

pemrintah Indonesia. 
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Persentuhan Kewarisan Adat Minangkabau Dengan Kewarisan Islam 

Dalam Prespektif Hukum Islam (Bagian Kesatu) 

 

By; Ipunk Claudio Prasetyo 

 

A. Sistem Kewarisan Adat Minangkabau 

Masyarakat adat Minangkabau, pada dasarnya merupakan kaitan 

yang terikat dalam garis keturunan yang ditarik menurut garis dari 

keturunan ibu (perempuan) yang sering disebut dengan matrilineal. Sasuku 

merupakan sebuah kesatuan atas dasar keturunan ibu di Minangkabau. Hal 

ini dikarenakan keturunan yang lahir itu hanya dihitung dan ditelusuri 

menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan tersebut dinamakan 

kesatuan masyarakat matriakat. 

Di minangkabau dalam sebuah sistem kekerabatan matrilineal, harta 

warisannya diturunkan secara kolektif dengan garis keturunan ibu, dan harta 

tersebut tidak dibagi-bagikan kepemilikannya, tetapi dikuasai serta diatur 

pemakaiannya oleh mamak kepala waris. 

Adapun asas-asas yang terkandung dalam sistem kewarisan di 

Minangkabau adalah sebagai berikut (Edison, Nasrun, 2014:292): 

1. Asas Unilateral 

Asas unilateral adalah hak kewarisan yang hanya berlaku dalam 

suatu garis kekerabatan, yaitu garis kekerabatan melalui pihak ibu, atau 

yang disebut juga dengan asas kewarisan unilateral matrilineal. Harta 

pusaka yang diwariskan oleh nenek moyang hanyalah diterima melalui garis 

keturunan ibu dan diteruskan ke bawah kepada anak cucu juga melalui garis 
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keturunan ibu (perempuan), sama sekali tidak ada yang melalui garus 

keturuan ayah (laki-laki), baik ke atas, ke bawah maupun ke samping. 

2. Asas Kolektif 

Asas kolektif adalah asas yangmana yang berhak atas harta pusaka 

adalah bukanlah milik orang secara perorangan (individu), tetapi milik suatu 

kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan hal tersebut, maka harta 

warisannya tidak dibagi-bagikan dan disampiakan kepada kelompok 

penerima dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Penerusan harta 

warisan secara kolektif ini didasrkan kepada pokok pikiran sebagai berikut; 

a. Untuk menjaga adanya kekompakan dalam keluarga.  

b. Untuk menjaga keutuhan harta, karena Dengan sistem kewarisan 

ini mempersulit dalam melakukan pengalihan harta keluar dari kaum. 

3. Asas Keutamaan 

Asas keutamaan ini merupakan, bahwa seseorang dalam menerima 

sebuah peran sebagai seorang penghulu untuk mengurus kaum dan harta 

pusaka, dan terdapat beberapa tingkatan-tingakatan yang menyebabkan satu 

pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang 

berhak itu masih ada maka yang lain belum bisa untuk mendapatkannya. 

Adanya asas ini disebabkan oleh bentuk-bentuk dari lapisan kekerabatan 

yang terdapat dalam sistem kekerabatan matrilineal adat Minangkabau, 

sebagiamana telah diuraikan diatas bahwa kemenakan bertali budi, bertali 

air, bertali dasar dan bertali emas. 

Lapisan kekerabatan di Minangkabau yang paling dekat merupakan 

waris bertali darah. Hubungan ini antara pewaris dengan ahli waris yang 

disebabkan oleh kesamaan garis keturunan yang ditelusuri dari atas ke 
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bawah  masih melalui garis ibu. Selagi masih ada waris bertali darah, maka 

ahli waris bertali air belum bisa menggantikannya, demikian juga garis 

bertali budi belum bisa menerima waris apabila waris bertali air masih ada. 

Dan yang terakhir adalah ahli waris bertali emas yaitu waris bertali emas 

orang-orang yang tidak sedarah dan juga tidak sesuku, tetapi datang 

manapek/malakok untuk mendapatkan hak  dalam kekeluargaan dari kaum 

tersebut. 

 

B. Sistem Kewarisan Islam 

Istilah kewarisan ini berasal dari bahasa Arab dengan bentuk 

mashdarnya adalah al-irts dari kata waritsa, yaritsu, irtsan. Secara bahasa 

berarti pindahnya sesuatu dari seseorang yang sudah meninggal kepada 

orang lain (yang masih hidup). Secara terminologi, kewarisan adalah 

perpindahan kepemilikan dari sesorang yang sudah mmeninggal (mayit) 

kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang dimiliki tersebut harta 

atau hak-hak kebendaan dan non-kebendaan (M.Aly Ash Shabuni, 1338: 

34). Menurut istilah warist ialah:  

 علم يعرف به من يرث ومقدار كل وارث وكيفية التو زيع
―Ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan dan 

orang-orang yang tidak berhak meniramnya, bagiannya masing-masing ahli 

waris dan cara pembagiannya.‖ 

Atau juga bisa didefenisikan: 

 نكم انتركة يٍ انىاجة قدر يعرفة انً انًىصم انحساب ويعرفة تالارث انًتعهق انفقّ 

حق ذي  
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―Pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan pengihutangan 

untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada orang 

yang berhak.‖ 

Kewarisan ini dalam hukum Islam mengatur peralihan harta dari 

seseorang yang telah wafat/ meninggal dunia kepada orang yang 

ditinggalkan yang hidup dan memiliki hubungan dengan yang meninggal 

dunia. Aturan yang mengatur tentang peralihan harta ini disebut dengan 

beberapa istilah, dalam literatur Hukum Islam ditemui dalam beberapa 

istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti faraaidh, fiqh al-

Waris dan Hukm al-Waris (Amir S, 2015: 1). 

Dalam fiqh klasik, istilah hukum kewarisan atau segala sesuatu yang 

berhubungsn dengan hukum kewarisan dikenal dengan hukum faraidh, 

jamak dari lafaz faraidh dengan makna mafrudh (bagian-bagian yang telah 

ditentukan kepada alhi warist), sebagaimana dalam al-Qur‘an QS. an-Nisa‘ 

ayat 7: 

                            

                         

―Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bahagian yang telah ditetapkan‖. 

Hadist merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur‘an. Hadist 

juga memberikan dorongan dan motivasi menganai pelaksanaan waris. 

Rasulullah bersabda: 
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―Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut (ketentuan) Kitab 

Allah. (H.R Muslim dan Abu Daud)‖. 

Terdapat di dalamKompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa 

hukum mawaris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak 

kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa 

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa pembagiannya. 

Kata fara‘id merupakan bentuk jamak dari kata faridhlah, yang 

berasal dair kata farada yang artinya adalah ketentuan. Maksudnya adalah 

ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris dan berkah 

menerima waris, ahli warist yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa 

bagian dari masing-masing ahli waris (Suryati, 2017: 3). 

Dalam al-Qur‘an juga ditemukan lafaz waratsa yang natara lain 

diterjemahkan dengan menggantikan kedudukan, ini terdapat dalam al-

Qur‘an Q.S an-Naml ayat 16: 

                                    

                

―Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami 

telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. 

Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". 

Dalam al-Qur‘an diterjemahkan pula dengan kata menganugrahkan, 

sebagaimana dalam Q.S az-Zumar ayat 74: 

                                    

              
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―Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi 

janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang 

Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang 

Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang 

yang beramal". 

Begitupula terkadang diterjemahkan dengan menerima warisan, ini 

terdapat dalam Q.S Maryam ayat 6: 

                           

―Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan 

Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai". 

Golongan ahli waris berdasarkan fiqh sebagai berikut: 

1. Dzawul Furud, ialah ahli waris yang memperoleh bagian harta 

warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Maksud dari bagian tertentu 

sesuai dengan porsi yang diterima berdasarkan al-Qur‘an. Dalam keadaan 

tertentu yaitu ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.  

2. ‗Asabah, yaitu ahli waris yang berhak menghabiskan harta warisan 

setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada dzawul furud 

kalau masih ada sisa atau tidak memperoleh bagian dari dzawud furud yang 

tidak ada sisa. 

3. Dzawul arham, yaitu ahli waris dalam hubungan nasab (keluarga 

sedarah) yang tidak termasuk dzaul furud atau ‗asabah. Rukun pewarisan 

ada 3, yaitu: 

a. Pewaris 
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b. Ahli waris 

c. Harta yang diwariskan. 

Syarat-syarat terlaksananya pewarisan: 

a. Meninggalnya pemilik harta. 

b  Ahli waris yang hidup. 

c. Adanya harta waris yang ditinggalkan. 

Cara pembagian harta waris: 

a. Cara pembagian harta warisan sebelum Islam 

Sebelum agama Islam turun atau pada masa Jahiliyah orang-orang 

yang mendapatkan harta warisan adalah karena sebab-sebab sebgai berikut: 

a) Anak laki-laki terutama anak sulung dan lebih diutamakan lagi 

dan kuat berperang, anak perempuan tidak memperoleh harta warisan 

b) Anak angkat laki-laki 

c) Karena perjanjian, pada masa Jahiliyyah ada orang yang berjanji 

akan saling waris mewarisi walaupun tidak ada kaitan kekeluargaan. 

b. Cara pembagian harta warisan sebelum ayat-ayat mawaris turun 

Ayat-ayat mawaris diturunkan setelah nabi Hirah lebih belakang dari 

pada ayat-ayat perintah shalat, zakat dan puasa. Ini berarti belum ada 

pedoman pembagian harta warisan. Bahwa nabi sebidiri belum memberikan 

pedomannya, karena belum ada petunjuk dari Allah SWT. Maka pembagian 

harta warisan didasarkan kepada tradisi dan kesepakan diantara manusia. 

Diantara orang-orang yang mendapatkan warisan adalah sebagai 

berikut: 

a) Hubungan keluarga, yang berhak mendapat hanya pihak laki-laki 

saja dan perempuan tidak mendapatkan warisan. 
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b) Anak angkat atau anak adopsi laki-laki 

c) Adanya janji setia diantara 2 orang laki-laki atau lebih. 

d) Karena seseorang melakukan hijrah ke Madinah. 

e) Mu‘akah memiliki sebuah jalinan persaudaraan antara kaum 

muhajirin dan kaum anshar). 

Hijab merupakan penutup/ penghalang. Ini maksudnya adalah 

menutup atau menghalangi ahli warist yang seharsnya mendapatkan bagian 

menjadi tidak mendaptkan bagian, tetap dia mendapatkan bagian dan 

menerima bagian namun jumlahnya menjadi berkurang. Ini dikarenakan 

adanya ahli warist yang lebih dekat pertaliannya dengan yang meninggal 

dunia. Hijab terbagi kedalam 2 macam: 

a. Hijab Nuqshan 

b. Hijab Hirman 

Berikut beberapa asas-asas dalam hukum kewarisan Islam: 

1. Asas Ijbari. Dalam hukum Islam asas ijbari merupakan peralihan 

harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup 

berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau 

kehendak yang akan menerima. Peralihan harta seperti ini disebut dengan 

azaz ijbari (Amir S, 2015: 21-22). Hukum kewarisan Islam menjalakan asas 

ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal 

dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak 

Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur 

ijbari dalam kewarisan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah an-

Nisa‘ ayat 7. 
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2. Asas Bilateral. Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti 

bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak daris 

kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis 

keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah 

dalam surat an-Nisa‘ ayat 7,11,12 dan 176. 

3. Asas Individu. Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara 

individu, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki 

secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai 

tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudia jumlah tersebut dibagikan 

kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. 

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada 

ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan 

sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan 

menjalankan kewajiban, atau dalam istilah ushul fiqh disebut dengan 

ahliyah al-wujub (Amir S, 2015: 25-26). 

4. Asas Keadilan Berimbang. Asas keadilan berimbang dalam 

kewarisan menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama 

berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang 

ditinggalkan oleh pewaris (M. Daud. A, 20122: 142). Menurut Amir 

Syarifuddin, asas keadilan berimbang dalam kewarisan dapat diartikan 

dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara 

yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian 

itulah terlihatnya asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam 

hukum Islam (Amir S, 2015: 28). 
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5. Asas semata akibat kematian. Asas semata akibat kematian berarti 

peralihan peninggalan atau harta seseorang kepada orang lain dengan status 

kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris (Amir S, 2015: 28-29). 

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain 

dengan sistem waris selama pemilik harta masih hidup. Juga berarti bahwa 

segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara 

langsung maupun setelah dia meninggal dunia tidak termasuk ke dalam 

istilah warisan dalam sistem hukum Islam. 

C. Persintuhan Kewarisan Minangkabau Dengan Kewarisan Islam 

Dalam sistem kewarisan terdapat 2 sistem, yangmana bahwa kedua 

sistem kewarisan tersebut bertentangan satu sama lain. Dalam hukum Islam, 

kewarisannya bersifat individual, dimana harta warisan menjadi milik 

individu/perorang dari ahli waris dan bagiaanya telah ditetapkan. Asas 

individual ini menunjukkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris 

yang telah meninggal dunia harus dibagikan kepada ahli ahli waris yang 

ditinggalkan. Sebagiamana sistem kekerabantannya yang bilateral, maka 

hukum kewarisan Islam diturunkan berdasrkan garis keturuan ayah dan 

ibunya. 

Sebagaimana dalam sistem kewarisan di Minangkabau, sebagaimana 

pemaparan di atas diturukan secara kolektif, harta menjadi milik bersama 

dari pada ahli waris yang ditinggalkan. Dengan demikian harta warisan 

tersebut, merupakan milik bersama (kolektif) dari seluruh anggota kaum 

sebagai ahli waris di keluarga tersebut, dan berdasarkan sistem 

kekerabatannya yang patrilineal harta warisan diteruskan atau diturunkan 

berdasarkan garis keturuan ibu. 
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Pertautan/ Hubungan yang dapat ditarik dari dua sistem kewarisan 

tersebut adalah dengan adanya asas keadilan berimbang dalam sistem 

kewarisan, dimana tidak ada perbedaaan antara ahli waris laki-laki dan 

perempuan, kedua-duanya sama berhak dalam menjadi ahli waris. Pada 

dasarnya asas tersebut juga terkadung dalam sistem kewarisan adat 

Minangkabau, yangmana harta warisan diturunkan dalam garis keturunan 

matrilineal kepada anggota kaum yang menjadi ahli waris. Dalam hal ini 

tidak ada perbedaaan tentang ahli waris tersebut seorang laki-laki ataupun 

perempuan. 

Sepanjang ahli waris tersebut merupakan anggota kaum, maka ia 

adalah ahli waris dan memiliki hak dalam menggunakan harta warisan 

tersebut, karena ada dasrkan ia berkedudukan sebagai pemilik dari harta 

pusaka kaum yang bersangkutan. Meskipun sistem kewarisan Minangkabau 

mengandung asas keutamaan, namun hal tersebut lebih kepada jauh 

dekatnya hubungan antara pewaris dengan ahli waris. 

Namun demikian kedudukan seorang laki-laki sebagai ahli waris 

dalam sistem kewarisan Minangkabau tidak sama dengan kedudukan 

seorang laki-laki sebagia seorang ahli waris dalam sistem kewarisan Islam. 

Seorang laki-laki di Minangkabau berhak menggunakan dan mengolah harta 

pusaka kaumny, namun ia tidak bisa muwariskan harta tersebut kepada 

anakny, terkecuali dalam hal adanya niat seorang bapak menjadikan 

anaknya sebagai anggota kaumnya (waris bertali air). 

Pertautan/ hubungan yang mungkin dapat ditarik adalah dengan 

adanya azaz ijbari yang diatur dalam sistem kewarisan islam. Berdasarkan 

asas ijbari, peralihan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia 
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kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya, berdasarkan ketentuan 

Allah dan ahli waris yang ditinggalkan tidak dapat menentukn sekehendak 

hatinya. Ahli waris tidak dapat menolak peralihan harta tersebut kepadanya 

sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan, sebagaimana halnya pewaris 

yang tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. 

Mengenai asas ijbari yang mengandung unsur paksaan ini, pada 

dasarnya dapat diterpkan dalam sistem kewarisan di Minangkabau. 

Meskipun dalam kondisi yang tidak lagi sama. Karena walau bagaimanapun 

juga, meskipun seseorang tidak ikut mengolah atau menggunakan harta 

pusaka, namun dia tetap akan mempunyai haknya atas harta pusaka tersebut 

sebagai orang yang ikut memiliki harta pusaka, karena kedudukannya 

sebagai anggota kaum yang memiliki harta pusaka tersebut. 

Kedua sistem kewarisaan ini berlaku di dalam daerah di 

Minangkabau. Hal ini  disebabkan karena keduasistem hukum itu telah 

mendarah daging dalam masyarakat, sehingga terjadi sinergisme sistem 

hukum yang diantara hukum adat dan hukum islam. Orang minangkabau 

tidak ingin menggalkan ketentuan adat sebagaimana mereka juga tidak ingin 

mlepaskan islam sebagai agamanya. 

Agar kedua ketentuan hukum tersebut dapat tetap dilaksanakan, 

maka ditempuhlah upaya- upaya untuk menyesuaikan ketentuan-

ketentuanadat, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai waris, dengan 

ketentuan dan ajaran agama. Dilakukannya upaya-upaya agar ketentuan 

adattersebaut tidak bertetangan dengan ajaran agama, misanya dengan 

meninggalkan ketentuan adatyang bertentangan dengan ajaran agama, atau 

dengan melakukan perubahan-prubahan. Upaya-upaya tersebut misalnya 
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dengan dirumuskannya falsafah Minangkabau ―Adat Basandi Syara‘, Syara‘ 

Basandi Kitabullah‖, ini merupakan sebuah konsensud antara para tokoh 

adat dan tokoh agama di Bukit Marapalam, Batu Sangkar di awal abad ke-

19. 

Berdasarkan falsafah adat Minangkabau di atas, ini menunjukkan 

bahwa adat Minangkabau itu bersendikan syara‘ (agama), sementara syara‘  

itu sendiri berdasarkan kepada kitab Allah (Alquran). Oleh karena itu, 

ketentuan adat yang belaku di Minangkabau  mendasarkan ketentuan syara‘ 

yaitu  berdasarkan agama Islam. Pengukuhan falsafah adat ini memakan 

waktu yang cukup panjang, sebagai hasil dari kesepahaman tokoh-tokoh 

adat dan tokoh-tokoh agama (paderi dengan ajaran wahabi-nya). 

Ketika Islam masuk ke daerah Minangkabau, Islam menemukan adat 

Hindu dan Budha di daerah Sumatera Barat. Adat Minangkabau hanya 

mengenal hal-hal yang nyata saja sesuai dengan kenyataan yang terpampang 

di alam, juga mengambil pedoman dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam, ini sesuai dengan yang tergambar dari pepatah adat: 

Panakiek pisau sirauik 

Ambiak galah batang lintabuang  

Palapahnyo diambiak untuak ka niru; 

Nan satitiak jadikan lauik 

Nan sakapa jadikan gunuang 

Alam tambang jadikan guru. 

Hal ini sangat sesuai dengan ajaran Islam, yang mana kita 

diperintahkan untuk memperhatikan keagungan dan kebesaran Allah dengan 

melihat dengan melihat asal usul diri dan kebesaran Allah sebagai bukti 



 
 
 
 

 
115 

 

keberadaaan Allah, sebagai pencipta tumbuhan, gunung, siang dan malam, 

hujan dan panas, penciptaan binatang lainnya. Sebagaimana firman Allah 

dalam surat Ar-Ra‘du ayat 3 dan sebagainya.  

 Perbenturan antara ajaran Islam dan ajaran adat Minangkabau 

muncul dalam bidang sosial masyarakat. Terutama dalam bidang 

kekerabatan. Di Minangkabau menganut sistem kekerabatan  Matrinial, 

sementara ajaran Islam menurut para ulama mujtahid, ini menganut sistem 

kekerabatan bilateral. Hal seperti sangat berdampak kepada sistem 

perkawinan, perwalian dan kewarisan. 

Pada tahap pertama satu sama lain berjalan tanpa saling 

mempengaruhi. Masyarakat menjalankan agama Islam dengan taat, 

sementara dari pihak lain menjalani kehidupan sosial berdasarkan hukum 

adat: 

Adat basandi alua jo patuik 

Syarak basandi dalil.  

Artinya adat itu didasarkan kepada alur dan patut, sedangkan syarak‘ 

(agama) berdasarkan kepada dalil (yang terdapat dalam Alquran dan hadits). 

Atau dengan kata lain, adat dan syara‘ di Minangkabau berjalan sendiri-

sendiri, tidak adahubungan yang saling mempengaruhi. 

Tahap kedua, satu sama lain saling menuntut hak tanpa adanya 

menggeser kedudukan pihak lain. Pada masa ini lahirlah pepatah adat: Adat 

basandi syara‘, syara‘ basandi adat (adat bersendi syara‘, syara‘ bersendi 

adat), di mana hal ini menurut Taufik Abdullah mengandung arti bahwa adat 

dan syara‘ saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
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Walaupun secara berangsur-angsur adanya  pertalian  antara adat dan 

ajaran Islam ysng telah merata di Alam Minangkabau, tetapi rasa belum 

puas muncul pada diri sejumlah pemuka agama yang menimba ilmu tentang 

keislaman di Timur Tengah. Mereka ingin mengadakan mensyiarkan ajaran 

Islam secara murni tanpa ada campuran yang merusak kemurnian ajaran 

Islam itu sendiri. Pemuka-pemuka agama yang berpendapat demikian antara 

lain adalah Haji miskin Haji Sumanik, Haji Piobang. Mereka diilhami oleh 

gerakan wahabi, yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh 

pemurnian ajaran agama Islam dilaksanakan juga di Minangkabau. 

Konflik secara terbuka antara golongan agama dan golongan adat ini 

membawa hasil  yang sangat menentukan masa depan Adat Minangkabau, 

yang berakhir dengan suatu kesepakatan diantar akedua golongan ini di Buit 

Marapalam (Batusangkar). Isi kesepakatan mana dikenal dengan nama 

Piagam Bukit Marapalam, yang  isi dari piagam tersebut merupakan puncak 

penyebaran agama  Isalam tahap ketiga dalam masyaraka adat 

Minangkabau, yang melahirkan falsafah adat: Adat basandi syara‘, syara‘ 

basandi Kitabullah. Dengan rumusan ini dapat disimpulkan bahwa adat 

secara keseluruhan menyesuaikan diri dengan syara‘ (agama). 

Disamping itu falsafah ini menggambarkan dengan jelas bahwa adat 

adanya lebih dahulu dari pada syarak di Minangkabau ini, baru kemudian 

syarak datang atau masuk. Namun, walaupun adat lebih dahulu hadir di 

Minangkabau, harus menysuaikan diri degan syarak, sebagaimana kata 

basandikan atau bersendikan, walaupun batu sandi merupakan dasar dari 

suatu rumah gadang, namun batu tersebut  akan diletakkan setelah rumah 

gadang tersebut didirikan. 
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Pada zaman dahulu, rumah gadang yang dibangun dari kayu 

didirikan disuatu tanah yang lapang dan datar. Setelah rumah rumah bediri 

maka dicarikan batu yang datar pula sebanyak jumlah tonggak rumah ( 

disebut batu sandi), untuk mengokohkan berdirinya rumah gadang tersebut. 

Masing-masing batu ditempatkan di bawah masing-masing tiang rumah 

yang dibangun, untuk menghindarkan lapuknya tiang karena lembabnya 

tanah atau dibasahi air. 

Hal ini menggambarkan bahwa kedatangan syarak yang belakangan 

ke Minangkabau bukanlah untuk menghapuskan adat yang telah ada, 

melainkan untuk mengokohakan adat itu sendiri, agar todak lekang oleh 

panas dan tidak lapuk oleh hujan, sebagaimana pepatah adatitu sendiri: 

Si Muncak mati tarambau 

Ka lading mambaok ladiang  

Luko lah paho kaduonyo; 

Adat jo syarak di Minangkabau 

Ibarat aue jo tabiang  

Sanda manyanda kaduonyo. 

Dari filsafah adat ini juga terlihat bahwa adat dan agama seoromg 

sejalan dalam mengatur kehidupan social kemasyarakatan, sebagaimana 

dikatakan pepatah adat: 

Syarak mangato  

Adat mamakai 

Artinya adalah syara‘ memerintahkan adat melaksanakannya. 

Sebagai contoh dalam hal perkawinan, segala yang menyangkut sahnya 

perkawinan, seperti syrat dan rukunnya, semuanya sama menurut ajaran 
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agama Islam, tetapi cara pelaksanaannya dilakukan secar adat, ada aturan 

membawa sirih dan pinang dalam cerana untuk meminang bakal calon 

suami, serta rundingan dan alur sebagaimana diatur dalam tatacara adat. 

Seperti ketentuan menjadi wali untuk anak perepuan misalnya, untuk wali 

menurut ajaran Islam adalah bapak kandungnya, maka ajaran adat 

mewajibkan perempuan tersebut meminta izin kepada mamak kepala 

warisnya, karena menyangkut kedudukannya nanti sebagai penyambut harta 

pusaka jika ibunya meninggal nanti. 

Begitu juga dengan masalah pewarisan. Sebelum islam masuk ke 

Minangkabau, tidak dikenal adanya harta pusaka rendah (harta 

pencaharian), yang ada hanya harta pusaka tinggi, yang harus diwaiskan 

secara turun temurunnkepada anak perempuan sesuai dengan garis 

keturunan matrilineal, dengan Mamak kepala waris sebagai penguasanya .  

Setelah ajaran islam masuk ke Minangkabau, dikenallah ketentuan 

tentang harta pencaharian dalam keluarga, yang pewarisannya dilaksanakan 

berdasarkan Hukum Faraidh (Hukum Islam), walaupun dalam kenyataannya  

pada saat dilakukan pembagian harta tersebut terselip juga tata cara 

ketentuan adat, di mana para ahli waris sebelum membagi  harta tersebut 

menurut ketentuan hukum islam, biasanya mereka membagiakan terlebih 

dahulu sebagian yang mereka sepakati kepada kemenakan pewaris, baik 

dalam bentuk wasiat maupun dalam bentuk lainnya, dan sisanya baru dibagi 

berdasarkan hukum Islam. 

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalsam falsafah adat basandi 

syara‘, syara‘ basandi kitabullah ini, terlihat bahwa teori mengenai 

keberlakuan hukum adat dan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan 
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tersebut adalah Teori Receptio a Contrario, sebagaimana disampaikan oleh 

Sajuti Thalib. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam lah yang 

berlaku, sedangkan hukum adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. Dengan demikian, segala adat yang berlangsung selama ini 

yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dinyatakan tidak berlau lagi, sepert 

adat menyabung ayam, kenduri atas kematian penghulu, dan sebagainya. 

Namun demikian, masih terdapat pertentangan yang mendasar antara 

hukum adat yang berleku dengan ketentuan agama, terutama dalam hal 

sistem kekerabatan dan kewarisan. Menurut ketentuan Islam, ketentuan 

ditarik dari garis ayah dan ibu (perantal), sedangkan dalam adat 

Minangkabau garis keturunan ditarik dari garis ibu (Matrilinial). Begitu juga 

halnya dengan sistem kkewarisan, dalam islam sistem yang berlaku adalah 

sistem individual, sedangkan dalam ajaran adat Minangkabau sistesm 

kewarisan yag dipakai bersifat kolektif. Semoga hal ini menentukan titik 

temu dan jawaban yang diharapkan di kemudian hari, sebagai jawaban atas 

pemberlakuan falsafah Adat basandi syarak, syarak basandu kutabullah. 

Harta pusaka di Minangkabau merupakan milik bersama anggota 

kaum, harta ini  dikuasai oleh mamak kepala waris sebagai pengawas dan 

pengurus harta pusaka tersebut. Jadi, peran dari mamak kepala waris 

bukanlah pemilik dari harta pusaka tersebut, namun hanya pengawas dan 

pengurus harta pusaka. Dan ketika mamak kepala waris bukan diwarisi 

kepada anaknya, namun kepada kemenakannya, karena kemenakan 

merupakan anggota dari kaum mamak kepala waris yang bersangkutan.  

Menurut syech Abdul Karim Amarullah (Hamka, 1968: 33), harta 

pusaka dapat dianalogikan sebagai harta wakaf atau sebagai harta musabalah 
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yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada hartanya sendiri di 

Kahibar, yang boleh diambil atau dipanen hasilnya, tetapi tidak boleh 

ditasarrufkan tanahnya. 

Tindakan Umar bin Khattab tersebut disebutkan dalam sebuah hadist 

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari Ibnu Umar 

(M. Daud A, 1988: 81). Berdasarkan hadist tersebut, Umar bin Khattab 

mempunyai sebidang tanah di Khaibar, suatu daerah pertanian dekat dengan 

kota Madinah. Tanah tersebut sangat disukai oleh Umar. Pada suatu hari 

Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah sebaiknya ia 

melepaskan tanah yang disukainya itu sebagai sedekah dalam rangka 

memenuhi seruan Allah untuk berbuat kebaikan, upaya nanti bahagia. 

Kemudian Nabi menjawab, ―Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah 

hasilnya‖. 

Anjuran Nabi tersebut dituruti oleh Umar. Ditahannya tanah tersbut, 

dalam pengertian tidak dijualnya, tidak dihibahkannya dan tidak pula 

diwariskannya kepada orang lain. Kemudian tanah tersebut digarap dan 

diolah sehingga hasil dari tanah tersebut dapat di bagikan kepada fakir 

miskin, ibnusabil dan lain-lainnya. Dan juga bahwa orang yang mengurus 

tanah tersebut, dapat juga memakan dan memanfaatkan tanah hasil wakaf 

tersebut itu dengan sekedar untuk keperluan kehidupannya sendiri bersama 

keluarganya dalam batas-batas yang pantas dan wajar. 

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai wakaf, maka dapat 

ditarik garis perbandingannya dengan harta pusaka. Pemilik dari harta 

pusaka merupakan  nenek moyang yang tidak ingin hartanya pusakanya 

terjual atau berpindah tangan kecuali untuk anak kemenakannya dalam 
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kaum tersebut, untuk menunjang kehidupan generasi seterusnya, hanya 

boleh dipungut hasilnya untuk dipergunakan saja, tidak boleh dipindah 

tangankan ataupun dijual atau dihibahkan kepada pihak lain. 

Dari pemapaparan diatas dapat disimpulkan bahwa harta pusaka 

lebih identik dengan harta wakaf, dan sebagaimana menurut hukum Islam, 

tanah wakaf bukanlah hak milik perorangan yang diwariskan kepada anak-

anaknya, akan tetapi dipergunakan untuk kemaslahatan umat. 

Namun, ada juga yang mengganggap bahwa pelaksanaan kewarisan 

Minangkabau ini menyalahi dengan ketentuan hukum Islam, ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad 

Khatib mengatakan bahwa harta pusaka Minangkabau adalah harta syubhat, 

sehingga haram hukumnya dan proses pewarisannya bertentangan dengan 

ajaran agama Islam. Sywkh Ahmad Khatib sangat konsekuen dengan 

pendapatnya tersebut, dan meninggalkan Minangkabau untuk menetap di 

kota Mekkah, hingga beliau wafat pada tahun 1915M, Syekh Ahmad Khatib 

hingga wafatnya tidak pernah pulang lagi ke Minangkabau. 

Alasan Syekh Ahmad Khatib berkenaan dengan masalah haramnya 

pewaris oleh kemenakan, dituangkan dalam bukunya yang berjudul ―ad-

Da‘I al Masmu‘fi Raddi ‗ala Tawrisi al-‗ikwati wa Awladi al-‗akawati ma‘a 

wujudi al- Usuli wa al Furu‘I (Dakwah yang didengar tentnag penolakan 

atas pewarisan saudara dan anak saudara disamping ada orang tua dan anak) 

sebagia berikut : 

1. Adanya unsur perampasan, yaitu dengan merampas hak ahli waris 

yang telah ditetapkan di dalam hukum faraidh. 
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2. Memakan harta orang lain secara tidak sah, karena harta tersebut 

merupakan hak ahli waris yang sudah ditetapkan oleh hukum faraidh. 

3. Memakan harta anak yatim, dan hal tersebut merupakan perbuatan 

yang aniaya dan dosa yang besar. 

4. Khinat terhadap amanat Allah karena tidak menyampaikan harta 

tersebut kepada ahli waris yang berhak, dan hal tersebut perbuatan dosa 

besar, serta merupakan tanda orang munafik (karena dipercaya tetapi 

berkhianat). 

5. Merelakan perbuatan maksiat dengan tetap melakukan pewarisan 

harta pusaka secara adat, menghalalkan sesuatu yang haram atau meragukan 

sesuatu yang terang haramnya.  

Dalam menetapkan haramnya hukum pewarisan harta pusaka 

menurut adat adalah karena hanya melihat dari sisi masalahnya dari hal-hal 

yang lahir saja. Keseluruhan dalil yang dikemukakannya bertitik tolak 

bahwa harta pusaka yang berada di tangan seseorang adalah hak miliknya 

secara penuh, oleh karenanya harus diwarisi oleh anak secara hukum 

faraidh, ini menurut Amir Syarifuddin sebagai alasan yang dikemukakan 

oleh Syekh Ahmad Khatib. Penyimpangan dari hukum faraidh berarti 

perampasan terhadap hak seorang anak, memakan harta anak yatim atau 

orang lain secara tidak sah, menghianati Allah dan menghalalkan sesuatu 

yang diharamkan Allah. 

Harta prabadi diwariskan secara hukum Islam yaitu faraidh adalah 

benar, namun menyamakan harta pusaka sebagai hak pribadi adalah tidak 

benar. Timbulnya anggapan bahwa harta pusaka merupakan hal pribadi, 
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adalah karena Syekh Ahmad Khatib tidak memisahkan (tidak memilah-

milah) antara harta pusaka dengan harta pencaharian. 
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Persentuhan Kewarisan Adat Minangkabau Dengan Kewarisan Islam 

Dalam Prespektif Hukum Islam (Bagian Kedua) 

 

By: Zia Ulkausar Mukhlis 

 

A. Perpaduan Adat   Minangkabau   Dan Hukum Islam 

1. Adat Dalam Pandangan Hukum Islam 

Pada mula Islam berkembang dan pertama kali turun dan disebarkan 

Nabi Muhammad di jazirah Arab yang sudah memiliki aturan dan norma 

yang mengatur peri kehidupan masyarakat Arab bentuk hukum tidak tertulis 

disebut ―urf atau adat‖. Adat atau aturan yang berkembang pada masyarakat 

Arab merupakan buah pikir dan kesepakan yang berlangsung dari generasi 

ke generasi secara turun-temurun. Generasi pelanjut menganggap aturan 

atau norma itu baik, dalam artian baik untuk mengatur masyarakat serta 

telah dipraktekkan oleh generasi sebelumnya bahakan nenek moyang 

mereka sekalipun.  

Islam juga mengadopsi urf atau kebiasaan orang Arab seperti bay‘i 

salam dan mudarabah, dan juga meninggalkan kebiasaan seperti judi, mabuk 

dan zina.  Islam memiliki prinsip selagi sebuah perbuatan tidak bertentangan 

dengan wahyu dan maka perbuat tersebut sah dilakukan. Tak terkecuali itu 

adalah adat sekalipun yang sudah bertahan lama di masyarakat. agar sebuah 

adat dapat bertahan harus menyesuaikan dengan prinsip dan ajaran Islam. 

Adapun yang menjadi dasar atas diterimanya suatu adat adalah adakah pada 

adat tersebut prinsip ―maslahat umum‖. Maslahat dapat dilihat dari dua sisi, 

pertama mendatangkan manfaat bagi kehidupan umum, kedua menghidari 
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kemudharatan seperti kesulitan, kerusakan dan keburukan dari kehidupan 

umum.  

Atas dasar penilaian maslahat itu maka adat dan kebiasan arab 

sebelum Islam datang dapat dikelompokan pada : 

1. Segi prinsip dan sisi pelaksanaan terdapat unsur maslahat. Artinya 

perbuatan tersebuat terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur perusakan 

padanya, atau unsur anfaat lebih besar dari unsur perusak. 

2. Segi prinsisp yang tidak mengandung mudharat tapi pelaksanaan 

terdapat mudaharat. 

3. Segi prinsip dan pelasaan hanya terdapat unsur mudharat.  

Pada perbuatan atau adata yang terdapat unsur maslahat maka agama 

mengakui adat tersebut karena sesuai dengan prinsip dan nilai dari agama 

Islam. Jika perbuatan atau adat terdapat unsur perusak atau mudharat dengan 

tegas agama menolak adat tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa hubungan Islam dan adat sebagai berikut : 

a. Adat keseluruhannya diterima oleh Islam, dan seterusnya menjadi 

hukum Islam. Bentuk legalitas hukum adat menjadi hukum Islam dengan 

turunnya wahyu tentang perbuatan tersebut. Contohnya seperti ―diyat‖ yang 

harus dibayar bagi pelaku pembunuhan kepada keluarga pihak terbunuh. 

Hukum ini sudah berlaku dikalangan orang arab sejak Islam belum datang. 

di samping itu Al quran juga menetapkan hukum diyat sebgaimana yang 

termaktub dalam surat Al Baqarah ayat 178 atas pembunuhan yang 

disengaja, dan suarat An Nisa‘ ayat 92 dalam pembunuhan tersalah. 

b. Hukum Islam merubah hukum adat seluruhnya dengan arti Islam 

menggatikan adat dan hukumnya sehingga tidak berlaku lagi untuk 
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seterusnya. Karena jika dilihat dari segi prinsip maupun pelaksanaannya 

bertentangan dengan Islam. Dalam menghapuskan atau menggatikan hukum 

adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ada cara bijaksana yang 

diterapkan oleh Islam dalam proses penggantian hukum. Penggantian dan 

penghapusan lama disesuaikan dengan kondisi dan keadaan hingga tidak 

sampai menngoncang kehidupan masyarakat secara kasar. Contohnya 

adalah pelarangan minuman keras (khamar) yang dilakukan secara bertahap 

oleh ajaran Islam. Awalnya pengharaman khamar dimulai hanya dengan 

menyebutkan ada manfaat dan dosa minuman keras, termaktub pada surat 

Al Baqarah ayat 219. Larangan selanjurnya meningkat dengan dilarangnya 

bagi mereka yang sedang mabuk untuk mengerjakan sholat, ini termaktub 

pada surat An Nisa‘ ayat 43. Larangan selanjutnya adalah pengharaman 

minuman keras secara tegas bahwa itu adalah perbuatan setan yang harus 

ditinggalkan.  

c. Hukum Islam membiarkan hukum adat tanpa ada usaha untuk 

mengubahnya ke dalam hukum Islam. Ini banyak terjadi pada bidang 

muamalat tidak bidang aqidah karena aqidah adalah mutlak dan harus 

berdasarkan dalil yang kuat, tidak pula pada bidang ibadah karena juga 

harus bersumber kepada dalil. Contoh ini adalah bagaimana masyarakat adat 

berpakaian, berkomunikasi dan menjalankan kehidupannya sehari-hari. 

Penjelasan di atas adalah begaimana persinggungan antara Islam dan 

adat kebiasaan arab, bagaimana Islam beradaptasi, berproses dan mengubah 

secara bertahap sehingga nilai-nilai Islam dapat diterima oleh masyarakat 

arab bahkan mengakar hingga hari ini. Hal tersebut akan menjadi petunjuk 

dalam penyesuaian Islam dan adat di wilayah-wilayah lainnya. 
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2. Persentuhan Islam dan adat   Minangkabau   

Dalam periode setelah masuknya Islam ke   Minangkabau, adat   

Minangkabau   telah mengalami fase-fase pematangan selama 4 fase. Fase 

awal adalah dimana pengenalan Islam, dan orang   Minangkabau   menerima 

Islam sebagai tatanan yang mengatur peri kehidupan masyarakat   

Minangkabau   setelah berabad-abad menjalankan tatanan adat. Fase ini 

dinamakan sebagai fase Adaik jo syara‘ sanda manyanda kaduonyo. Fase 

kedua adalah masa pasca Ba‘iah Bukik Marapalam yang melahirkan adaik 

basandi syara‘-sayara‘ basandi kitabullah. Fase ketiga adalah fase penegasan 

syara‘ sebagai roh adat   Minangkabau, pada masa kejayaan ulama-ulama   

Minangkabau   yang dipelopori oleh syekh Sualaiamn ar-Rusuli yang 

dikenal dengan Inyiak Canduang (1871-1870). Fase ini disebut sebagai fase 

adaik nan bapaneh-syarak balinduang. Sedangkan fase terakhir adalah fase 

implementasi falsafah Adaik Basandi Syara‘-Syara‘ Basandi Kitabullah 

dalam semua aspek kehidupan masyarakat   Minangkabau. Fase ini disebut 

sebagai fase syara‘ mangato adaik mamakai.   

a. Fase adaik jo syarak sanda manyanda kaduonyo 

Pada fase pertama ini masyarakat minankabau masih menganggap 

agama Islam sebgai sesuatu yang setara dengan adat   Minangkabau   yang 

telah ada selama ini. Fase ini merupakan fase pengenalan ajaran Islam dan 

penyesuaian antara syara‘ dan adat   Minangkabau. Pada fase ini ditandai 

dengan kompromi dan tolerasnsi yang sangat tinggi di masyarakat   

Minangkabau   sejak masuk nya Islam ke   Minangkabau   diperkirakan pada 

abad ke-7 M. Walaupun Islam telah diterima di tengah masyarakat tapi 

masih menganggap Islam setara dengan adat   Minangkabau. Adat dan 
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syarak dianggap sebagai sesuatu yang saling sandar-menyandar satu sama 

lain, hingga disebut ―adaik jo syara‘ sanda manyanda kaduonyo‖. Keduanya 

adalah dua hal yang berbeda namun setara, sebagaimana tercermin melalui 

mamang berikut: 

Simuncak mati tarambau 

Ka ladang mambao ladiang 

Lukolah pao kaduonyo 

Adaik jo syara‘ di   Minangkabau   

Umpamo aua jo tabiang 

Sanda manyanda kaduonyo 

Adaik basandi ka alu jo patuik 

Syara‘ basandi ka kitabullah  

b. Fase Adaik Basandi Syara‘-Syara‘ Basandi Kitabullah 

Fase kedua ini ditandai dengan peristiwa besar bai‘ah (sumpah) yang 

dideklarasikan sebagai Sumapah Sati Bukik Marapalam. Meski belum 

ditemukan bukti fisik waktu, tempat, pelaku dan bagaimana peristiwa ini 

pernah terjadi, peristiwa ini diyakini telah melahirkan kesepakatan yang 

tegas bahwa adat   Minangkabau   berlandaskan syara‘ (syariat Islam). 

Dengan adagium Adaik Basandi Syara‘-Syara‘ Basandi Kitabullah. Pada 

fase ini adalah fase penegasan bahwa masyarakat Minangkabau dalam 

menjalankan adat tidak boleh bertentangan dengan syara‘, namun masih 

dipandang bahwa syara‘ dan adat setara kedudukannya. Seperti tercermin 

dalam pepatah : 

Si amaik mandi di luhak 

Parigi bapaga bilah 
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Samo dipaga kaduonyo 

Adaik basandi syara‘-syara‘ basandi kitabulah 

Sanda manyanda kaduonyo 

c. Fase adaik nan bapaneh- syara‘ balinduang 

Adaik nan bapaneh- syara‘ balinduang mengandung makna bahwa 

adat adalah wujud lahiriah yang berupa perilaku masyarakat, sedangan 

syara‘ merupakan roh yang mengendalikan dan mewarnai perilaku tersebut. 

Inyiak canduang mengungkapkan dalam catatannya bahwa, ― adat  

saumpamo tubuh dan syara‘ adalah jiwa di alam   Minangkabau  ‖. Dengan 

begitu dipahami oleh masyarakat   Minangkabau   bahwa tatanan perilaku 

tidak mungkin bertentangan dengan syariat Islam.  

d. Fase syara‘ mangato adaik mamakai 

Ini adalah fase terakhir dalam pengkristalan ajaran Islam dengan adat   

Minangkabau   yang telah melalui jalan panjang pada tiga fase sebelumnya. 

Masyarakat   Minangkabau   sudah cukup dewasa untuk menerima ajaran 

Islam secara utuh dan menyeluruh. Dimana segala sendi kehidupan harus 

berlandaskan kepada ajaran Islam. Sedangkan adata tidak boleh 

bertentangan dengan syariat, dan harus diaktualisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Rentetan fase-fase ini menjadi proses ajaran Islam untuk 

diterima di tengah masyarakat dan adat   Minangkabau. Pada dasarnya adat   

Minangkabau   hanya mnegatur masalah kehidupan, sedangkan ajaran Islam 

mengatur kehidupan setelah kehidupan dunia. Oleh sebab itu dapat 

dikatakan bahwa adat adalah tubuh dan syara‘ adalah ruhnya. Layaknya 

bangsa arab yang orang langsung beranggapan jika seseorang berasal dari 

arab maka dia adalah Islam, begitu juga orang   Minangkabau   jika dia 
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adalah orang minang maka dipastikan dia Islam, jika tidak maka dia telah 

keluar dari   Minangkabau.  

 

B. Kewarisan di   Minangkabau   

1. Harta pusaka 

a. Pengertain dan macam-macamnya 

Menurut kamus besar bahasa indonesia harta pusaka adalah harta 

yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris untuk dipelihara. Dalam 

pengertian umum menurut Dr. Amir Syarifuddin harta pusaka ialah sesuatu 

yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih 

kepada orang lain semata akibat kematiannya itu.  

Dalam pengertian harta pusako menurut Dr. Amir menyebutkan kata 

―materil‖ yang berarti itu benda, maka selain benda seperti gelar kehormatan 

tidak termasuk dalam kategori harta pusaka. Seperti gelar Dt. Rajo Endah 

yang diwariskan secara turun-temurun dalam persukuan Tanjung, ini tidak 

termasuk dalam harta pusaka karena tidak berbentuk benda yang tampak 

melainkan status atau gelar kehormatan. Lalu penggunaan kata ―semata 

akibat kematian‖ oleh Dr. Amir juga menyiratkan adanya pemisahan antara 

harta pusaka dengan pengertian hibah. Sebab hibab adalah harta yang 

diberikan ketika si pemilik harta masih hidup. 

Adapun macam-macam harta pusaka yang dapat diwariskan dari 

generasi ke generasi akan disebutkan dibawah dengan ditinjau dari beberapa 

segi. 

1. Dari segi wujud bendanya 
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Dari segi wujud bendanya harta pusaka terbagi kepada dua macam 

yaitu berbentuk tanah dan bukan tanah. Yang dimaksud tanah disini adalah 

tanah dengan segala yang terkandung di dalamnya dan segala yang ada 

diatasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan tanah adalah sesuatu 

yang tidak berwujud seperti tanah. Yang bukan tanah dipisah lagi menjadi 

dua macam, pertama yang tidak bergerak seperti rumah, dan yang bergerak 

seperti pakaian kebesaran beserta keris dan tonkatnya, dan ada pula seperti 

kendaraan dan ternak. 

Dari dua wujud benda harta pusaka maka tanah mendapatan posisi 

utama dalam harta pusaka. Sebab tanah dalam adat   Minangkabau   

serupakan salah satu unsur yang terdapat dalam organisasi matrilineal 

Minangkabau. Tanah di Minangkabau juga penentu martabat di masyarakat. 

seorang yang memiliki tanah pada nagari asalnya memiliki hak dan 

kebesaran dalam negeri tersebut. 

2. Dari segi bentuknya  

Dari segi bentuknya tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu hutan 

tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi adalah segala tanah yang belum 

pernah diolah dan belum pernah dijadikan lahan pertanian, dengan artian 

masih sebagaimana anugrah dari Allah. Walaupun dari tanah ini dapat 

dipungut dan diambil hasilnya akan tetapi itu bukan dari usaha manusia.  

Sedangkan hutan rendah adalah segala tanah yang sudah disentuh, 

digarap dan diusahakan menjadi tanah pertanian dan perumahan. Adapun 

tanah yang sudah didigunakan lalu ditinngal hingga menjadi hutan masuk 

kategori tanah hutan tinggi. 
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Dua tanah ini telah dimiliki oleh nenek moyang terdahulu ketika 

mereka baru menuemukan sebuah tempat baru. Sebagian tanah yang 

dimiliki nenek moyang terdahulu digunakan untuk kebutuhan harian seperti 

tempat tinggal dan bercocok tanam, sedangkan sebagian lainnya dibiarkan 

tidak terolah untuk cadangan bagi anak keturunan kelak.  

3. Dari segi asalnya 

Bagian ini adalah bagaimana cara harta atau tanah itu berada pada 

seorang yang mati dan akan beralih kepada ahli waris. Ada tiga: 

a. Secara dipusakai 

Pengertian harta yang dipusakai atau harta pusaka adalah harta yang 

didapatkan seseorang dari angkatan sebelumya sebagai akibat dari angkatan 

sebelumnya.  Menurut M. Rasyid Manggis DT. Radjo Pangulu, harta pusaka 

adalah : ―harta Pusaka adalah harta asal yang diwarisi menjadi harta kaum 

bagi yang berhak milik, maka tidak boleh dijual, malah tidak boleh 

disandokan‖. Dalam adat menyebutkan tajua indak dimakan bali, tasando 

indak dimakan gadai. (dijual tidak dimakan beli, disandra tidak dimakan 

gadai).  Harta pusaka dibagi kepada dua, petama pusaka tinggi, kedua 

pusaka rendah. Perbedan nama tinggi dan rendah dikarenakan waktu atau 

umur dari pusaka tersebut. 

Harta pusaka tinggi ialah harta yang sudah dimiliki kepemilikannya 

dan hak penggunaannya secara turun temurun dari generasi ke generasi 

hingga pihak pengguna terakhir tidak tahu asal usul pertama pemilik harta 

tersebut. Dibeberapa daerah harta ini disebut sebagai harta tua karena sudah 

tidak tahu lai garis kepemilikannya ke atas. Kekaburan asal-usul harta 

pusaka disebabkan oleh dua hal: 
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1. Sudah terlalu jauh jarak antara pemilik asal harta dengan pengguna 

terakhir 

2. Telah bercampurnya harta tersebut dengan sumber-sumber lain. 

Imbas dari bercampurnya harta pusaka dengan sumber-sumber lain 

menyebakan terjadinya ―pecah perut‖, yaitu harta yang ada pada generasi itu 

diadakan pemisahan, sehingga setiap belah dalam perut itu menadapatkan 

bagiannya. Namun di sisi lain pada saat terjadi pecah perut yang dilakukan 

oleh generasi akhir mereka tidak tahu secara pasti harta siapa sebenarnya 

yang dipusakai itu. Harta yang seperti itulah yang dinamakan harta pusaka 

tinggi, atau kadang-kadang disebut juga ―harta pusaka‖ saja sebagai 

imbangan dari harta pencarian. 

Dari penjelasan  di atas dapat sisimpulkan ciri-ciri harta pusaka 

tinggi : 

1. Tidak dapat secara pasti diketahui asal-usulnya. 

2. Kepemilikan harta pusaka adalah kepemilikan bersam dan untuk 

kepentingan bersama 

3. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya 

kecuali oleh kaum secara bersama-sama 

Harta pusaka rendah adalah harta yang dipusakai oleh seseorang atau 

kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal-usulnya. Ini dapat diketahu 

jika harta itu didapat dari ayah, mamak atau satu-dua angkatan di atasnya. 

b. Harta pencarian 

Ialah harta yang didapatkan seseorang dari dari hasil usahanya 

sendiri. Ini terbagi dua, pertama tembilang besi yaitu tanah yang ditapat 



 
 
 
 

 
135 

 

melalui hasil teruko tanah ulayat kaum. Kedua tembilang emas yaitu harta 

atau tanah yang didapatkan dengan cara niaga. 

c. Secara hibah 

Harta yang didapatkan seseorang dari pemberian orang lain bukan 

disebabkan kematian dari pemilik harta. Dan menjadi milik dari penerima 

hibah. 

4. Harta dari kehidupan suami istri 

a. Harta tepatan, yaitu harta yang telah ada di rumah istri sebelum 

terjadi perkawinan. 

b. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami ke rumah istri. 

c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan 

b. Fungsi harta pusaka 

1. Untuk memperbaiki rumah gadang 

2. Untuk perempuan yang belum bersuami 

3. Biaya penyelenggaraan jenazah 

4. Biaya kebutuhan mendesak 

Berkaitan dengan kewarisan di Indonesia, Hazairin berpendapat 

bahwa ada tiga sistem kewarisan, pertama, kewarisan dengan sistem 

individual, yaitu sistem dengan membagi harta peninggalan kepada 

perorangan (ahli waris) dengan pembagian yang sama antar satu sama lain. 

Sistem ini ditemukan pada masyarakat Jawa dan Batak.   

Kedua, kewarisan dengan sistem mayorat, ialah kewarisan tunggal 

yang didapat oleh anak tertua pada suatu keluarga atas harta yang 

ditinggalkan. Kewarisan ini bisa ditemukan pada masyarakat Bali dan 

Sumatera Selatan. Yang terakhir, kewarisan dengan sistem kolektif atau 
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kelembagaan. Maksud dari kelembagaan adalah keluarga kekerabatan. 

Warisan ini kebanyakan seperti benda atau tanah yang bisa digarap 

pertanian. Adapun hasilnya dibagi-bagi. Penerima warisan biasanya kaum 

perempuan (menjadi pemilik), sedangkan pihak laki-laki hanya bisa kuasa 

menggarap. harta atau tanah ini lebih dikenal dengan pusaka, yang dapat 

ditemukan di Minangkabau. 

Sistem kewarisan kolektiflah yang dipakai oleh masyarakat 

Minangkabau. Dimana yang berhak menerima harta warisan adalah keluarga 

yang ada pada suatu suku menurut garis matrilineal, bukan individu. 

Adat Minangkabau tidak mengenal istilah kepunahan dalam harta 

warisan. Karena pada sistem kewarisan ada nilai-nilai yang terkandung, 

waris yang bertali adat, bertali buek, bertali budi, dan berdasarkan 

kesepakatan suku (kaum). Dari suku harta warisan itu jatuh kepada anggota 

suku, dan jika sudah tidak ada lagi anggota suku maka harta itu 

dikembalikan kepada nagari, dalam artian harta itu dikelola oleh nagari. 

Ninik mamaklah yang berhak menentukan perkara tersebut. Menurut 

Kemal, jika tidak ada perut terdekat (anggota suku yang terdekat), anggota 

waris terakhir dapat memutuskan sendiri kemana harta itu akan diwariskan 

selagi masih dalam pertalian adat untuk menjalankan hak dan kewajiban 

atas harta  warisan tersebut. Sesudah benar-benar habis anggota suku baru 

kemudian harta pusaka (warisan) tersebut dibawa kepada musyawarah 

Kerapatan Adat Nagari (KAN).  

Setelah Islam masuk ke Minangkabau, Islam banyak meberikan 

pengaruhnya pada adat Minangkabau termasuk sistem 

kewarisannya.pengaruh yang diberikan Islam terjadi secara bertahap sesuai 
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tahapan perkembangan Islam di Minangkabau hingga mengakar kuat, 

tersimbol dari ‗Adaik basandi syara‘, syara‘ basandi kitabullah‘. Ketika 

hukum Islam telah memasuki aspek kewarisan, tak semata hukum Islam 

datang menghapuskan hukum adat yang telah berlaku. Karena jika ditinjau 

dari aspek maslahah kewarisan di Minangkabau memiliki tujuan yang mulia 

dan berpikiran jauh kedepan, seperti untuk menyelenggarakan jenazah 

anggota suku, dana untuk pernikahan gadis Minangkabau dan lainnya. 

Maka dengan adanya hukum kewarisan yang dibawa oleh Islam 

menjadikan adanya dua sistem kewarisan di Minangkabau sesuai dengan 

hartanya. Untuk harta pusako tinggi menerapkan sistem kolektif sebagimana 

sebelumnya. Sedangkan untuk pusaka rendah seperti harta pencarian 

dilakukan secara hukum Islam.  

Untuk asas kewarisan Minangkabau memiliki beberapa asas tertentu 

dalam sistem kewarisan. Asas-asas tersebut banyak bersandar pada sistem 

kehartabendaan dan sistem kekerabatan, disebabkan hukum kewarisan di 

Minangkabau ditentukan oleh struktur masyarakat. Adat Minangkabau 

memiliki pandangan dan makan sendiri tentang segala sesuatu seperti 

tentang keluarga dan perkawinan. Dari kedua sebab itu muncullah kekhasan 

pada struktur kekerabatan dalam adat Minangkabau yang berefek pada 

pembentukan hukum kewarisannya. 

Menurut Amir Syarifuddin ada 3 asas pokok hukum kewarisan di 

Minangkabau : 

(a) Asas unilateral, yaitu hak yang berlaku dalam garis kekerabatan. 

Dalam hal ini harta waris tak keluar dari garis kekerabatan. Kekerabtan yang 

dimaksud adalah kekerabatan melakui garis keturunan ibu. Harta pusaka 
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yang diterima dari neneng moyang terus diturunkan sesuai garis keibuan 

hingga cucu perempuan. 

(b) Asas kolektif, yaitu harta pusaka yang ditinggalkan diberikan 

bukan kepada individu melainkan kelompok. Dalam hal ini tidak ada 

kepemilikan individu seperti halnya sistem kewarisan Islam melainkan 

diwariskan secara kolektif. 

(c) Asas keutamaan, yaitu dalam menerima harta pusaka memiliki 

tingkatan-tingkatan dengan tujuan untuk mengurus harta pusaka, tingkatan 

ini juga menyebabkan satu pihak lebih diutamakan dari pihak yang lain, dan 

ketika pihak yang berhak masih ada perannya tak dapat digantikan oleh 

pihak yang lain. 

3. Konsep Harta Warisan  Adat   Minangkabau  Dan Konsep Warisan 

Islam Pada Kompilasi Hukum Islam  

Konsep harta kewarisan itu sendiri sebagaimana yang terdapat di 

Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki beberapa 

kesamaan dan perbedaan, kesamaan dan perbedaan tersebut kan 

memberikan titik terang tentang kedudukan harta warisan di Minangkabau 

menerut ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. 

Pertama, pertama dilihat dari sumber harta warisan itu didapatkan. 

Dari sana mulai terlihat perbedaan yang sangat mendasar dari sumper harta 

yang didapat dalam adat Minangkabau dengan sistem Kompilasi Hukum 

Islam. Di dalam adat Minangkabau sumber perndapatan harta warisan ada 

dua, yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang (pusako 

tinggi). Dan yang kedua melaui pecaharian pribadi atau individu (pusako 

rendah). Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam sumber warisan adalah 
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dari pencaharian, dan harta gono-gini yaitu harta bersama suami istri yang 

diperoleh ketika keduanya hidup bersama dalam rumah tangga.  

Kedua, apabila dilihat dari jenis harta warisan, harta warisan di 

Minangkabau terbagi dua yaitu pusako tingggi dan pusako rendah. 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pusako tingggi tidak 

dimiliki individu dan perolehannya secara turun-temurun tanpa diketahui 

siapa pemilik asalnya. Sedangkan harta pusako rendah adalah kepemilikan 

individu yang jelas siapa pemiliknya dan cara pewarisannya tidak kolektif 

tapi ada ketentuannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta warisan adalah 

harta yang dimiliki sepenuhnya oleh pewaris baik bersumber dari dirinya 

sendiri (usahanya sendiri sebelum menikah) ataupun gono-gini (harta 

bersama suami-istri setelah menikah). Penjelasan ini dapat ditemukan pada 

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e. 

Dalam konsep fiqih warisan (faraid) ada syarat dari harta yang 

bisadiwariskan oleh pewaris kepada alhi warisnya yaitu harta yang dimiliki 

secara sempurna (Milk Attam). Harta itu dimiliki oleh pewaris baik itu 

zatnya sekaligus manfaat yang terkandung pada zat tersebut (harat benda), 

dan pemiliknya bebas menggunakannya. Senada dengan Kompilasi Hukum 

Islam pasal 171 huruf e yang berbunyi : harta warisan adalah harta 

bawaanditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 

keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal dunia, termasuk biaya 

tanjiz (pengurusan jenazah), pembayaran utang pewaris dan pemberian 

untuk kerabat.   

Jelaslah bahwa syarat harta warisan ialah harta yang bersih dari 

biaya-biaya pembayaran ketika pewaris sakit, penyelenggaraan jenazah, dan 
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wasiat kepada karib-kerabat. Atau dalam artian lain syarat haerta warisan 

menurut Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang terlepas atau bebas dari 

kewajiban-kewajiban terhadap hak orang lain. Atau harta yang tidak boleh 

diwariskan kecuali telah dimiliki penuh oleh pewaris (Milk Attam).   

Ketika syarat ini diberlakukan dalam membahas harta warisan di 

Minangkabau maka harta pusako tinggi tidak bisa dikategorikan dalam harta 

warisan dalam Kompilasi Hukum Islam.. dikarenakan harta pusako tinggi 

bukan milik perorangan melainkan bersama secara kolektif oleh suatu kaum, 

dan manfaatnya juga dimiliki bersama oleh kaum tesebut. Dengan kata lain 

harta pusako tinggi bukanlah harta yang dimiliki secara sempura (Milk 

Attam). Pihak laki-laki juga tidak memiliki hak atas harta tersebut kecuali 

hanya sebatas pemeliharaan saja, begitu juga keponakan perempuan hanya 

menikmati manfaat atau hasil dari harta tersebut tanpa bisa memilikinya. 

Ditambah lagi harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak boleh dijual, 

digadai, ataupun diwarisis secara individu tanpa persetujuan dari semua 

anggota kaum (suku).  

Sehingga untuk kasus harta pusako tinggi dalam adat Minangkabau 

tidak bisa dikategorikan sebagai harta warisan yang masuk konsep warisan 

Islam yang ada di Kompilasi Hukum Islam. Karena pusako tinggi bukanlah 

harta seperti yang dijelaskan dalam ilmu warisan (faraid) dan Kompilasi 

Hukum Islam. Maka, harta pusako tinggi dibiarkan tetap ada sebagaimana 

aturan adat Minangkabau, yaitu pemanfaatan dan pengelolaaanya 

diwariskan secara kolektif sesuai garis keturunan ibu. 

Sedangkan harta pusako rendah disebutkan tadi adalah harta yang 

didapat berdasarkan usaha pencarian seseorang yang kepemilikannya 
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sempurna dan utuh, dan dialah yang menguasai penuh harta tersebut (Milk 

Attam), sehingga konsep harta ini sesuai dengan konsep faraid atau syarat 

harta warisan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Dan juga ini 

sudah menjadi kesepakan oleh para pemuka adat dan alim ulama 

Minangkabau setelah melaukan baiat di Bukik Marapalam di awal abad 19. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa konsep harta warisan yang terdapat 

pada adat Minangkabau dengan konsep warisan (faraid) yang terdapat pada 

Kompilasi Hukum Islam meiliki perbedaan dan persmaan. Perbedaanya 

pada harta pusaka tinggi yang bukan termasuk dalam definisi dan harta 

warisan sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 17 huruf e, karena tidak 

dimiliki secara sempurna (Milk Attam) oleh perorangan dalam suatu kaum 

(suku). Maka proses pewarisannya tidak dibagikan sesuai konsep pewarisan 

dalam Islam melainkan sesuai hukum adat masyarakat yang berlaku di 

Minangkabau selama ini, yaitu diwariskan secara kolektif kepada keponakan 

menurut jalur ibu. 

Adapun persamaaanya adalah terdapat pada harta pusako rendah di 

Minangkabau., karena harta pusako rendah di Minangkabau sesuai sengan 

syarat yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e dimana 

harta pusako remdah dimiliki oleh pewaris secara uruh dan sempurna (Milk 

Attam), maka pewarisannya menggunakan sistem pewarisan Islam atau 

konsep faraid yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. 

4. Harta pusaka menurut ulama Minangkabau 

Sejarah Minangkabau erat kaitannya dengan Islam. Telah banyak 

harna yang ditorehkan oleh Islam untuk perubahan masyarakat 

Minangkabau. Perubahan itu dilakukan secara bertaham dan perlahan oleh 
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para ulama. Ulama menjadi pondasi yang kokoh dalam menjaga masyarakat 

Minangkabau dari ketimpangan, kesesatan, dan salah jalan, juga dari bahaya 

yang tampak secara fisik ataupun non fisik. 

Yang fisik seperti penjajahan belanda dan jepang. Belanda beberapa 

kali ingin menguasai masyarakat Minangkabau tapi selalu terkendala oleh 

kehadiran ulama. Meletusnya perang Padri sebagai klimaks pertentangan 

antara ulama Minangkabau dengan penjajah belanda. Disana ada harimau 

nan salapan, dan ditutup oleh kegigihan Tuanku Imam Bonjol dalam 

memimpin perang melawan penjajahan. 

Perang itu bukanlah antara kaum adat dan agama, fakta sejarah telah 

membantah itu, ketika belanda berhasil menangkap 14 orang Padri di Pandai 

Sikek dan menghukum gantung mereka, 12 orang di antaranya adalah datuk 

penghulu adat, dan hanya 2 di antaranya yang merupakan Tuanku (guru 

agama).  

Dan di nagari Bonjol, Tuanku Imam Bonjol memimpin perang Padri 

tidak seorang diri, tapi dikiri kanannya ada dua orang kepala adat, Datuak 

Bandaro dan Datuak Sati. Begitu eratnya perstuan antara adat dan Islam di 

Minangkabau. Sangat nyata pepatah ‗adat basandi syara‘, syara‘ basandi 

kitabullah‘, memang pemandangan itu pernah dengan jelas terjadi di bumi 

Minangkabau dan terukir oleh sejarah hingga hari ini. 

Maka tidak sopanlah jika sesuatu yang telah berjalan beriringan 

antara adat dan Islam di Minangkabau, tidak dikutip pendapat ulama 

Minangkabau itu sendiri tentang adat Minangkabau yang telah dibahas di 

atas. 



 
 
 
 

 
143 

 

Hamka menyebutkan pada bukunya (1984:103) tentang pendapat dan 

fatwa ulama-ulama Minangkabau berkaitan dengan harta pusaka. Dimulai 

dari setelah agama Islam masuk ke Minangkabau baik sebelum dan sesudah 

perang Padri ajaran Islam tidak ada mengusik harta pusaka tinggi adat 

Minangkabau.  

Perang Padri yang hebat dan besar bagi sejarah Minangkabau itu 

berhasil mengubah sendi-sendi adat menjadi syariat Islam seperti pahlawan 

Padri Haji Miskin, Haji Abdurrahman Piombang, dan Tuanku Lintau tidak 

ada yang mengusik harta pusaka tinggi di Minangkabau. Bahkan pahlawan 

paderi yang paling keras dan radikal menurut Hamka, Tuanku Nan Renceh 

yang sampai-sampai membuhuh uncunya ( adik perempuan ibunya) karena 

tidak mau mengerjakan sholat, tapi malah tak menggubris harta pusaka 

tinggi. Bahkan kuburan Tuanku Nan Renceh sendiri terdapat di tanah 

pusako tinggi milik sukunya Tanjuang yang berada di daerah Kamang, 

Agam, tepatnya di Surau Koto Samik. 

Setelah itu ada Syekh Abdul Karim Amrullah ayahnya Hamka yang 

banyak mengkritik penulis-penulis adat Minangkabau seperti Datuak 

Sangguno Dirajo dan Syamsul Hidayah dicela dengan amat keras kecuali 

pada bagian pusako tinggi. Syekh Abdul Karim Amrullah malah berbeda 

fatwa dengan gurunya Syekh Khatib Al Minangkabawi yang mengarang 

sebuah buku tentang Harta Pusaka Minangkabau adalah harta syubhat. 

Syekh Abdul Karim Amrullah berfatwa bahwa harta pusaka tinggi 

adalah harta waqaf, atau sebagai harta mussbalah yang pernah dilakukan 

Umar bin Khattab pada hartanya sendiri di perang Khaibar, boleh diambil 

isinya tapi tidak boleh ditransaksikan tanahnya. Dia mengemukakan kaedah 
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ushul fiqih, ‗Al ‗adatu muhakkamatun, wal ‗urufu qadin‘ artinya adat adalah 

diperkokoh, dan uruf (tradisi) adalah berlaku. 

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum harta pusaka tinggi 

oleh ulama Minangkabau terbagi pada dua : 

1. Menurut Syekh Khatib Al Minangkabawi dalam bukunya tentang 

harta pusako tinggi di Minangkabau adalah syubhat. Itulah yang 

menyebabkan beliau tidak mau lagi pulang menginjakkan kakinya di bumi 

Minangkabau hingga akhir hayatnya. 

2. Kebanyakan ulama tidak mengomentari masalah pusako tinggi 

walaupun ini tak kalah pentingnya dengan ibadah dalam Islam. Syekh Abdul 

Karim Amrullah berpendat bahwa harta pusaka tinggi adalah seperti harta 

waqaf atau harta Mussabalah yang dilakukan oleh Umar pada perang 

Khairbar. 
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Eksistensi Perempuan Di Dalam Hukum Adat Minangkabau 

 

By: Hidayatul Azizah 

 

Perempuan dalam bahasa minang disebut dengan padusi yang secara 

bahasa berasal dari padu dan isi yang artinya adalah kepribadian yang kuat 

dengan unsur kepemimpinan dan mulia. (Zulkarnain, 2005) Padusi juga 

diartikan sebagai perempuan yang memiliki posisi yang sangat istimewah 

kerena pengambilan keputusan berada ditangannya. Perempuan 

diminangkabau disebut juga dengan Bundo Kanduang. 

Secara etimologi bundo berarti ibu sedangkan kanduang berarti 

sejati, jadi bundo kanduang adalah ibu sejati yang memiliki sifat keibuan 

dan kepemimpinan. Secara harfiahnya bundo kaduang merupakan penerus 

keturunan yang dituntut mampu memelihara diri serta memposisikan diri 

sesuai dengan aturan adat dan agama. Bundo kanduang juga dijelaskan 

sebagai seorang pemimpin non formal yang menggambarkan sosok 

perempuan bijaksana yang membuat adat minangkabau lestari semenjak 

sejarah minanga tamwan hingga zaman adat minangkabau. Gelar ini 

diwariskan secara turun-temurun serta dipilih dalam lembaga Bundo 

Kanduang Sumatera Barat. 

Dalam level klan/ suku yang disebut sebagai bundo kanduang adalah 

istri seorang datuak dalam suku/ klan tersebut (Muhammad Jamil Labai 

Sampono, 2016: 9. Sebagai seorang senior atau yang dituakan dalam sebuah 

kaum seorang bundo kanduang diharapkan memiliki sifat yang bijaksana, 

kuat, dan sebagai pemegang kunci kewenangan dalam rumah ataupun dalam 



 
 
 
 

 
147 

 

kaumnya sendiri. Tidak hanya itu bundo kanduang juga harus bisa 

membedakan baik dan buruk, serta halal dan haram.  

Sosok bundo kanduang dilukiskan dalam ungkapan minangkabau 

sebagai berikut:  

Bundo kanduang 

Limpapeh rumah nan gadang 

Amban puruak pegangan kunci 

Amban puruak aluang bunian 

Pusek jalo kumpalan tali 

Sumarak di dalam kampuang 

Hiasan dalam nagari 

Nan gadang basa batuah 

Kok hiduik tampek banasa 

Kok mati tampek baniek 

Kau dang-undang ka madinah 

Kapayuang panji ka sarugo 

Dari ungkapan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bagitu 

mulianya posisi bundo kanduang di ranah minangkabau. Minangkabau 

memberi banyak keutamaan kepada kaun perempuan yang harus dijaga 

martabat dan keturunannya (Muhammad Jamil Labai Sampono, 2016: 12). 

Dalam sejarah mengatakan bahwa bundo kanduang merupakan 

seorang ratu yang berkedudkan di Gundam Balai Janggo, Pagaruyuang. 

Beliau merupakan keponakan dari Datuak Parpatiah nan Sabatang dan 

Datuak Katumangguangan, anak dari Aditiawarman yang menikahi 

perempuan minangkabau yaitu Puti Jamilan. Dalam sebuah hikayat cindua 
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mato menceritakan bundo kanduang merupakan seorang ratu yang 

memerintah kerajaan Pagaruyuang yang memiliki seorang putra yang 

bernama Sutan Rumanduang yang dibri gelar Rajo Mudo (Muhammad Jamil 

Labai Sampono, 2016: 13).  

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo (2009: 278-288)mdalam Tambo 

Alam Minangkabau, padusi atau perempuan jika dilihat dari prilaku dan 

perbuatannya diklasifikasikan kepada tiga sebutan, yaitu:  

a. Pertama, Simarewan  adalah: ―mano nan padusi simarewan, 

bapaham sarupo gatah cayia, iko elok itu katuju, bak cando pimpiang di 

lereang, baparangai sarupo pucuak aru, ka mano angin inyo ka kian, alun 

dijujai inyo lah galak, alun diimbau inyo lah datang‖ dalam artian padusi 

Simarewan memiliki sifat yang negatif yaitu disifati sebagai orang yang 

tidak mempunyai pendirian, mudah digoda dan dirayu, mudah didekati laki-

laki, terlampau lincah dan genit, banyak ketawa daripada bicara, kurang 

sopan dan tidak punya malu. Oleh sebab itu perempuan ini disebut sebagai 

Simarewan karena prilakunya jelek dan tidak menampakkan diri sebagai 

perempuan Minangkabau. 

b. Kedua, Mambang Tali Awan. Dalam titah adat dikatakan: ―kok 

dibincang si Mambang Tali Awan, kalau mangecek samo gadang, atau 

barundiang di nan rami, sagalo labiah dari urang, tasambia juo bapk si 

buyuang, basabuik juo bapak si upiak, nan sagalo labiah dari urang, baiak 

tantang pambalinyo, atau tantang kasiah sayangnyo, siang jo malam jarang 

di rumah, naiak rumah turun rumah‖ dalam artian perempuan Mambang Tali 

Awan hampir sama dengan perempuan Simarewan bahwa ketika dalam 

berbicara dan berunding selalu menunjukkam bahwa dia lebih hebat dari 
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yang lain termasuk suami, anak, menantu, saudara maupun karibkerabat. 

Selain itu, perempuan Mambang Tali Awan juga suka bertandang ke rumah 

orang, bergunjing, suka menyebut aib orang, suka duduk dipinggir jalan, 

berlagak mampu tapi sebaliknya, tidak bisa memasak pun kurang rasa malu 

dan sopan serta suka membuat keonaran di tengah masyarakat. 

c. Ketiga, Perempuan atau padusi terbaik yang diingini dan sesuai 

dengan titah adat Minangkabau adalah parampuan atau perempuan, sebab 

mempunyai sifatsifat dan prilaku terpuji, baik budi pekerti dan tingkah laku 

maupun kecakapan, kemampuan dan ilmu pengetahuannya. Sifat-sifat dan 

prilaku perempuan tersebut dikatakan dalam titah adat yang berbunyi: 

―mano nan disabuik parampuan, mamakai taratik sarato sopan, nan mamakai 

baso jo basi, tau diereng saroto gendeng, mamakai raso jo pareso, manaruah 

malu sarato sopan, manjauahi sumbang sarato salah, muluik manih baso 

katuju, kato baiak kucindan murah‖ Itulah klasifikasi perempuan menutut 

titah adat Minangkabau, di mana perempuan yang baik dan terbaik itu 

adalah parampuan atau perempuan mengingat ia adalah limpapeh rumah nan 

gadang sehingga dia harus memiliki laku dan perangai yang baik dan sopan. 

Dari tiga kepribadian diatas dapat disimpulkan seorang perempuan 

minangkabau atau seorang bundo kanduang harus memiliki kepribadian 

yang baik, sopan santun dan memahami tatanan adat yang berlaku serta 

harus berpakai secara pantas. Perempuan dalam adat Minang memiliki 

kedudukan yang sangat penting. Tingginya kedudukan perempuan ini 

dilambangkan sebagai ―limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan 

tinggi‖. 
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Dari tiga perumpamaan perempuan minang kabau diatas, dapat 

dilihat pada prinsipnya sifat baik atau sebagai teladan yang harus dimiliki 

perempuan minang kabau adalah bersifat sabar dalam mematuhi kata dan 

nasehat suami, orang tua serta niniak mamak dan saudara. Selain itu seorang 

perempuan minangkabau harus memiliki rasa malu, teguh pendirian, serta 

berilmu pengetahuan.  

 

A. Perempuan Sebagai Waris 

Sebagai pemeluk sistem kekerabatan matrilineal posisi perempuan di 

Miangkabau sangatlah diperhitungkan, begitu pun dalam hal pewarisan 

harta pusako. Sebagai pewaris harta keluarga dan pembawa nama keluarga 

perempuan minang juga memiliki hak yang sangat besar atas rumah gadang 

dan pelaksanaan perkawinan. 

Kedudukan harta pusako/ warisan di minangkabau terbagi atas dua, 

yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako randah. Pewarisan harta pusako 

tinggi memiliki kaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal serta 

pengelolaan harta/ kewarisannya tergolong pada : ―adaik nan sabana adaik‖ 

(harus dijalankan). Pengelolaan serta kewenangan untuk mengatur harta 

pusako tinggi dipegang langsung oleh perempuan tertinggi dalam adat 

berdasarkan garis keturunan ibu yang disebut ― amban pruik‖ (suatu 

keluarga besar). Dalam perlindungan, pemeliharaan serta pengembangan 

harta tersebut berada dibawah wewenang mamak panghulu atau kepala suku 

di Minangkabau (Amir Syarifuddun, 1984: 226). Pewarisan harta pesako 

tinggi yang merupakan sistem pewarisan kolektif sehingga setiap ahli 

warisnya hanya berhak untuk mengusahakan, menggunakan, dan 
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mendapatkan hasil dari harta tersebut (Hilman Hadikusuma, 1989: 26). 

Perempuan sebagai penerima harta pusako tinggi di Minangakabau wajib 

menjaga harta pusaka tersebut agar tetap utuh untuk menjaga keutuhan 

kaum kerabat. 

Berdasarkan pewarisan harta pusako tinggi yang jatuh kepada 

perempuan secara turun temurun membuat posisi perempuan menjadi 

mendominasi. Hamka dalam buku beliau (1984: 23) mengenai kedudukan 

dan perempuan adalah yang menjadi didalam rumah adalah nenek 

perempuan. Harta benda yang dicari gunanya adalah untuk harta kepunyaan 

suku. Orang laki-laki takluk pada hukum ibu, sebagaimana hukum adat asal 

suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam suatu daerah 

yang kuat adatnya amat malu ketika seorang istri meminta belanja kepada 

suami karena akan memberikan malu kepada mamak dan kaumnya. Begitu 

juga dengan memberikan belanja anak bukan hanya ayah namun mamak 

juga mempunyai andil.  

Proses peralihan harta pusaka tinggi dilakukan melalui pewarisan 

yang terus menerus yakni dengan cara saat pewaris telah meninggal dunia 

maka mamak Kapalo Waris meneruskan kedudukan atau jabatan adat, 

kewajiban dan hak-hak, serta harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris 

jatuh kepada ahli warisnya yaitu kamanakan (Dt. Maruhun Batuah dan D.H. 

Bagindo Tanameh, 1978: 236). Dalam pengaturan pewarisan pusako, semua 

harta yang akan diwariskan harus ditentukan dulu kedudukannya. 

Kedudukan harta pusako ini terbagi dalam pusako tinggi dan pusako randah 

(A.A Navis, 1982: 193-194). Adapun harta pusaka rendah dalam sistem 

pembagiannya adalah berdasarkan faraid anak laki-laki dan perempuan 
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sama-sama memiliki hak atas harta warisan dari orang tuanya dengan bagian 

laki-laki dua kali bagian perempuan.  

Fungsi harta pusako dalam kaum tidak lain dan tidak bukan adalah 

agar kaum tidak melarat dan memiliki bekal ketika ahli waris meninggal, 

―Ganggam bauntuak‖, hiduik bapangadok‖. Pewarisan harta kepada 

perempuan diminangkabau bertujuan untuk memberikan perlindungan 

kepda kaum perempuan, dalam hal ini berkaitan dengan istilah ―limpapeh 

rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi‖.  

Sebagai seorang pewaris dan pengelola harta pusako seorang 

perempuan harus memeliharanya jangan sampai habis dan berpindah tangan 

ke kaum atau nagari lain. Perempuan nerkewajiban melarang kaum laki-laki 

menggadaikan harta pusako diluar ketentuan adat apalagi menjualnya. Harta 

pusaka harus dijaga keutuhannya karena kelak akan diteruskan kepada 

generasi yang akan datang (Muhammad Jamil, 2016: 61).  

Jika dilihat dari sudut pandang hukum islam mengenai pewarisan 

harta pusaka tinggi yang merupakan hak penuh dari seorang perempuan 

minang secara khusus al- Qur‘an maupun sunnah tidak ada mengaturnya 

secara khusus. Islam hanya mengatur pembagian harta pasako randah yang 

dalam konteks ini adalah harta mencaharian dari suami istri yang wajib 

dibagi kepada setiap ahli waris. Oleh karena itu sistem pewarian serta 

pembagian harta pusako tinggi tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu 

juga pemberian harta terh adap perempuan berkaitan dengan tuntutan 

perkembangan zaman melihat saat ini perempuan juga mengambil bagian 

dalam tatanan memenuhi kebutuahan dan tanggangan hidup. Oleh 

karenanya pemberian harta pusako tinggi terhadap perempuan tidak 
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bertentangn dengan syariat dan ini menyangkut mu‘amalah dan tidak ada 

dalil yang menegaskan tentang larangan ini. 

 

B. Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan 

Pola perkawinan orang Minangkabau bersifat eksogami. Kedua belah 

pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum 

kerabat pasangannya sehingga menurut struktur masyarakat Minangkabau 

setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak 

dapat dialihkan. Jadi setiap orang tetap menjadi anggota kaumnya masing-

masing (A.A Navis, 1982: 193-194). Dengan adanya perkawinan eksogami 

di Minangkabau, memosisikan status istri sama dengan suaminya. Hal ini 

tidak terlepas dari sistem matrilineal bahwa perempuan berkuasa penuh atas 

dirinya serta pola tidak tergantung pada laki-laki atau suaminya.  

Bundo kanduang memiliki sifat ideal dalam kepemimpinanannya 

sebab ia adalah ―nan gadang basa batuah, pai tampek batanyo, pulang 

tampek babarito‖ dalam artian bundo kanduang adalah orang yang akan 

diteladani serta ditiru dalam kaumnya (Muhammad Jamil Labai Sampono, 

2016: 31). Walau kepemimpinan di Minangkabau harus berada pada laki-

laki namun dari segi hak suara dalam setiap musyawarah perempuan 

memiliki hak yang sama dengan laki-laki terutama dalam setiap persoalan 

yang bersangkutan dengan kaum, misalnya saja baralek, harta kaum yang 

digunakan untuk pelebaran jalan serta hal yang menyangkut pada pagang 

gadai, dan lain sebagainya (Muhammad Jamil, 2016: 28). Keperkasaan 

perempuan Minangkabau juga mempengaruhinya ketika pengambilan 

keputusan dalam keluarga. Karena perempuan di Minangkabau memiliki 
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tampuk kekuasaan yang berefek kepada segala keputusan yang ada dalam 

rumah tangga harus diputuskan oleh perempuan, sebab perempuan adalah 

bundo kanduang; limpapeh rumah gadang. Suara perempuan didengar ketika 

ia sudah menjadi istri dan ibu, namun ketika belum menikah perempuan 

minangkabau masih dalam pengawasan seorang mamak.   

Oleh karenanya bundo kanduang merupakan pemilik hak suara 

dalam musyawarah menunjukkan bahwa setiap ucapan dari seorang bundo 

kanduang berpengaruh terhadap hasil atau keputusan musyawarah. Pendapat 

yang diutarakan olehnya menjadi sebuah pertimbangan dan tidak jarang juga 

pengambilan keputusan tersebut diserahkan kepada bundo kanduang 

seutuhnya. Pendapat yang diberikan oleh bundo kanduang dijunjung tinggi 

dan dilaksanakan oleh masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan kedudukan 

bundo kanduang lebih tinggi dari laki-laki bahkan dari seorang penguhu 

ketika duduk dirumah gadang. Posisi duduk panghulu lebih rendah dari 

posisi duduk saudara perempuan dan bundo kanduang, karena bundo 

kanduang adalah kunci yang memiliki peranan sebagai aktor intektual. 

Ketika ada sebuah permasalahan pun panghulu harus bertanya terlebih 

dahulu kepada bundo kanduang dan ketika permasalan tersebut telah selesai 

maka panghulu juga harus melaporkannya kepada bundo kanduang di rumah 

gadang. Begitu pentingnya peranan dan kedudukan bundo kanduang dalam 

adat minangkabau, tidak hanya sebagai penerima warisan, namun ia juga 

sebagai pemegang kunci pengambil keputusan.  
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C. Perempuan Sebagai Pendidik Dalam Keluarga 

Garis keturunan minangkabau yang mengikuti garis keturunan ibu 

atau matrilineal merupakan sebuah bentuk perwujudan dari kemuliaan 

kepada kaum perempuan terlebih seorang ibu, karena seorang ibu adalah 

orang yang melahirkan, serta membesarkan bahkan mendidik setiap anak 

(Muhammad Jamil, 2016: 20). Keunik dan istimewaan perempuan 

Minangkabau lainnya selain memiliki kedudukan penting dalam kaumnya ia  

juga berperan penting dalam pola mengurus anak. Dalam adat 

Minangkabau, anak diurus oleh perempuan. Bahkan peran ayah dapat 

dikatakan hampir tidak ada. Melalui naluri keibuannya kaum perempuan 

lebih mudah untuk memberikan pengajaran kepada seorang anak. Dalam 

mendidik anak kemenakan seorang bundo kanduang memiliki tugas dan 

kewajiban layaknya seorang panghulu yang memimpin suatu kaum.  

Manampuah jalan nan pasa yang dalam hal ini adalah tugas serta 

tanggung jawab bundo kanduang dalam membimbing anak kemenakan 

menuju jalan yang diridhoi Allah. Sebagaimana islam menjelaskan bahwa 

pendidikan dalam keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan seorang 

anak. Mustahil akan lahir anak yang alim, baik dan hebat tanpa binaan dan 

didikan dari seorang ibu (bundo kanduang) (Muhammad Jamil, 2016: 25).  

Hal ini berkaitan dengan kandungan dalam kiasan manampah jalan nan pasa 

adalah jalan yang akan dilalui oleh seorang manusia guna mencapai 

kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat.  

Jadi, dalam kehidupan sehari-hari seorang bundo kanduang harus 

menunjukkan perbuatan yang bisa diteladani oleh anak kemenakan. Dalam 

sebuah kiasan menjelaskan bahwa seorang ibu dapat menentukan watakanak 
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yang dilahirkannya, ― kalau karuah aia di hulu, sampai ka muaro karuah juo, 

kalau kuriak induaknya rintiak anaknya, tuturan atuk jatuah kapalambahan‖. 

Demikian juga dengan berperilaku, serta menjaga silaturrahmi yang baik 

dengan sesama masyarakat. Tidak hanya itu bundo kanduang juga 

bertanggung jawab dalam membentuk karakter anak kemenakan, diasuh 

dengan kasih sayang, diajari berbagai kecakapan sebagai bekal ketika 

dewasa, diajari pengetahuan agama islam, adat istiadat, serta pengetahuan 

umum lainnya. 

Berdasarkan uraian mengenai peran dan kedudukan perempuan 

minangkabau diatas, ternyata peran perempuan dalam mingkabau begitulah 

istimewa dan kuat baik dalam rumah, kaum maupun dalam sebuah 

kelembagaan. Selain tiga peran perempuan minangkabau sebagai bundo 

kanduang juga terdapat peranan lain, sebagaimana pepatah minang 

mengatakan ― iduik batampek mati bakuburan, kukuran hidui di rumah 

gadang, kuburan mati ditangah padang‖ adapun maksud dari pepatah 

tersebut bahwasanya rumah untuk kediaman diminangkabau diutamakan 

untuk perempuan dan bukan untuk laki-laki. Seorang laki-laki dalam atian 

seorang ayah akan merusaha untuk membuatkan rumah untuk anak 

perempuannya. 

Selain itu seorang bundo kanduang juga memiliki keutamaan sebagai 

sumber ekonomi dimana ladang, sawah dan banda buatan yang merupakan 

salah satu sumber ekonomi diperuntkan untuk perempuan, sedangkan laki-

laki hanya bertugas untuk mengurusi dan mengawasi guna kepentingan 

bersama. Dalam hal penyimpanan hasil dari perekonomian tersebut juga 

ditugaskan kepada perempuan sesuai dengan istilah ―umbun puruik 
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pagangan kunci, umbun puruak aluang bunian‖ istilah ini sesuai dengan sifat 

alamiyahnya perempuan yang sengat ekonomis. Begitulah kedudukan dan 

peran perempuan minangkabau yang sangat istimewa serta selaras dengan 

syariat islam karena pada dasarnya adat minangkabau yang selalu 

mengistilahkan Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah‖.  

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan, ketika dilihat peranan dan 

kedudukan serta keutamaan perempuan dalam pewaris harta pusako tinggi 

dilihat dari sudut pandang adat dan agama tidak lah bertentangan. Begitu 

juga peranan perempuan dalam pengambilan keputusan serta peranan 

penting dalam mendidik anak dan kemenakan dalam kaumnya. Hal ini 

melihatkan bahwa begitu kuatnya kedudukan dan peranan perempuan 

minangkabau sehingga adanya sebuah kelembagaan bundo kanduang guna 

mengingatkan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan minangkabau.  
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Urgensi Hukum Keluarga Adat Minangkabau Dalam Sistem 

Kekerabatan Dan Rumah Gadang (Bagian Kesatu) 

 

By: H. Reviko 

 

A. Falsafah Adat Basandi Syara‘ Syara‘ Basandi Kitabullah  

Filsafat adat masyarakat Minangkabau didasarkan pada realita yang 

ada dan hidup dalam masyarakat dan kenyataan  yang didapati dari alam. Di 

antara filsafat adat Minangkabau adalah Adat Basandi Syara‘ Syara‘ 

Basandi Kitabullah dan sering disingkat menjadi sebutan istilah  ABS SBK. 

Falsafah ini merupakan cara orang Minangkabau dalam memandang hidup 

dalam dalam sinerginitas pemaknaan relasi antara manusia, tuhan dan alam 

semesta. Konsepsi nilai  ABS SBK muncul melalui proses pergulatan 

sejarah yang panjang dan menjadi jati diri masyarakat Minangkabau. 

Orang Minangkabau melihat bahwa antara agama dan adat adalah hal 

yang saling menyatu, saling terhubung sebagai jalinan yang berkelindan. 

Ada sebuah pepatah yang berbunyi:  

Si Muncak mati tarambau  

Kaladang mambaok ladiang  

Lukolah pao kaduonyo  

Adaik jo syara‟ di Minangkabau  

Ibaraik aua dengan tabiang  

Sanda manyanda kaduonyo 

Menurut Yelmi Eri Fardius (2017:62), dasar pemikiran adat basandi 

syara‟, syara' basandi kitabullah, syara‟ mangato adat mamakai, semejak 

lama telah dimiliki oleh masyarakat Minangkabau secara kuat dan dinamis. 
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Hal inilah yang menjadi motivasi masyarakat Minangkabau untuk berlaku 

dalam tindakannya dalam kehidupan.  

Sejauh ini pembuktian secara ilmiah yang kuat yang dapat 

dipertanggung jawabkan mengenai sejarah awal lahirnya konsepsi falsafah 

Adat Basandi Syara‘ Syara‘ Basandi Kitabullah di Minangkabau belum 

ditemukan. Baik itu mengenai kapan, dimana dan siapa yang mencetuskan 

falsafah Adat Basandi Syara‘ Syara‘ Basandi Kitabullah ini. Namun begitu, 

ada beberapa cerita seperti; Surat Kabar Harian Singgalang yang 

menukilkan pendapat Sutan Mahmud, seorang ahli sejarah Minangkabau. 

Menurutnya, jauh sebelum Perang Paderi falsafah adat Adat Basandi Syara‘ 

Syara‘ Basandi Kitabullah telah ada semenjak tahun 1640. Falsafah ini 

merupakan hasil musyawarah  golongan fuqaha dan golongan kaum tasawuf 

yang sering berbeda pendapat mengenai berbagai persoalan (Yelmi Eri 

Fardius 2017:64). 

Sumber lain menyebutkan bahwa falsafah Adat Basandi Syara‘ 

Syara‘ Basandi Kitabullah muncul saat Syeikh Burhanuddin dan Penghulu 

Duo Baleh Ulakan membuat sebuah konsensus dengan Yang Dipertuan 

Pagaruyung di Tanah Rajo di Bukit Marapalam di tahun 1680. Dalam 

makalahnya, Syafinir Abu Naim  kelahiran ABS-SBK merupakan hasil 

gagasan Tuanku Nan Tuo tentang reformasi beragama melalui gerakan 

kembali ke syariat sekitar tahun 1720- 1830.  Menurut Syekh Sulaiman 

Arrasuli (1871-1970), Perjanjian di Bukik Marapalam pada tahun 1820-an 

merupakan kesepakatan antara kaum adat dan kaum agama.  

Dalam sejarah masuk dan tersebarnya Islam di Minangkabau 

diketahui bahwa di awal pertama abad Hijriyah, kota-kota dagang di 
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sebagian wilayah Minangkabau, terutama daerah rantau sekitar selat Malaka 

Islam telah tersebar. JC. Van Leur menyokong teori ini dalam bukunya 

Indonesian Trade & Society (1955). Ia menyatakan bahwa koloni Arab telah 

menghuni Pantai Barat Sumatera di permulaan tahun 674 M (Yelmi Eri 

Fardius 2017:64). 

Kesepakatan Bukit Marapalam dihadiri oleh golongan alim ulama, 

ninik mamak dan cerdik pandai. Kesepakatan yang dibuat adalah adat 

Minangkabau berdasarkan kepada agama Islam. Hasil musyawarah ini 

dituangkan dalam kalimat kesepakatan ―Adat basandi syarak, syarak basandi 

kitabullah. Syarak mangato adat mamakai‖. Mulai semenjak itu dasar sendi 

adat Minangkabau dibina di atas agama Islam. 

Sejak Islam diterima oleh masyarakat Minangkabau dan masuk ke 

dalam sendi-sendi kehidupan, maka ketika itu ajaran tradisi  Minangkabau 

dengan Islam bertemu dan berpadu sehingga melahirkan sistem nilai dan 

norma yang pada tahap selanjutnya menghasilkan sebuah falsafah adat. 

Konsep ABS SBK ini mempertegas jati diri masyarakat Minangkabau. 

Falsafah adat ini merupakan ruh yang menjadi motivasi kehidupan dan 

semangat orang Minangkabau dalam berbagai tatanan kehidupan. 

Masuknya Islam di Minangkabau menemukan wilayah yang sudah 

tertata dalam bentuk adat kebiasaan masyarakat, yang memberikan 

pengaturan terhadap semua sisi hidup masyarakat yang menghendaki 

masyarakatnya dalam sebuah ikatan dan patuh pada aturan ini. Dasar yang 

membentuk adat adalah budi.  Yang dipadukan dengan akal pikiran dan 

ilmu sehingga menghasilkan alur dan patut.  Alur dan patut adalahsebuah 

instrumen jiwa untuk memberikan pertimbangan baik dan buruk. Islam 
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kemudian menawarkan sebuah sistem aqidah sebagai keyakinan dan syariah 

sebagai sistem berkehidupan. 

Sebagai sebuah sistem nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat 

dan bersifat normatif, adat istiadat memberikan pengaruh terhadap tingkah 

laku seseorang sehingga tercipta pola tingkah laku yang ideal. Adat dan 

syarak bertemu melalui perspektif teologis mengenai alam semesta.  

Cara masyarakat Minangkabau memandang alam dapat terlihat 

melalui cara mereka memandang dunia dan cara mereka memandang hidup 

yang tertuang dalam pepatah-petitih, petuah, sebagai hasil penyerapan 

mereka terhadap berbagai sisi alam. Nilai yang paling mendasar dari 

falsafah Adat Basandi Syara‘ Syara‘ Basandi Kitabullah adalah nilai 

ketuhanan dan nilai kemanusiaan yang menjadikan Islam sebagai sumber 

dan Adat sebagai bentuk pengejawantahannya. Nilai-nilai ini muncul 

sebagai pembacaan mereka  terhadap alam melalui konsep Alam 

Takambang Jadi Guru. Ayat kauniyah yang ditunjukkan Allah melalui 

penciptaan alam semesta menjadi pengajaran hidup bagi orang 

Minangkabau. Dan hasil kontemplasi terhadap alam kemudian melahirkan 

nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan yang terpadu dalam falsafah Adat 

Basandi Syara‘ Syara‘ Basandi Kitabullah. Prinsip-prinsip mendasar ABS 

SBK yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di 

Minangkabau antara lain : 

a. Prinsip kebenaran,  

Sebagai nilai paling mendasar bersifat absolut dalam menata hidup 

manusia.  Tauhid merupakan bentuk penghambaan diri dan pembebasan 

manusia dari ketergatungan dengan selain Allah. Alurnya adalah 
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―kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka 

mufakat, mufakat barajo ka nan bana. Nan ‗bana tagak dengan sendiri‖. 

b. Prinsip keadilan.  

Adil mempunyai makna meletakkan sesuatu pada tempatnya. 

Maukua samo panjang, mambagi samo banyak. Panjangnya sesuatu tentu 

tidak sama, banyaknya sesuatu juga tidak sama. Maka konsep alur dan patut 

menjadi bahan pertimbangan dalam prinsip keadilan ini. 

c. Prinsip kebajikan. 

Kolaborasi antara prinsip kebenaran dan keadilan kemudian 

melahirkan prinsip kebajikan sehingga membuat hidup manusia menjadi 

lebih bermakna.  

Ketiga prinsip ini; Kebenaran, keadilan dan kebajikan adalah ―tali 

tigo sapilin, tungku tigo sajarangan‖. Kebenaran adalah  pondasi dasar, 

keadilan merupakan nilai pelaksanaannya dan kebajikan adalah hasilnya. 

Konsep ABS SBK mengandung nilai dan norma yang sudah 

mendarah daging dalam masyarakat Minangkabau: 

a.Adab dan budi,  

b. Kebersamaan. 

c. Keragaman masyarakat. 

d. Kearifan. 

e. Responsibilitas bermasyarakat, satu pendapat dalam tidak 

berselisih dalam  suatu hal serta menjunjung tinggi gotong royong. 

f. Keseimbangan jasmani dan ruhani. 

g. Toleransi. 

h. Kesetaraan. 
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i. Kerjasama. Mendahulukan kepentingan orang banyak. 

j. Memiliki nilai empati yang tinggi. 

k. Sikap meenggang rasa dan saling hormat. 

l. Satu padu dalam rasa. 

Aktifitas masyarakat dalam pengejawantahan konsep ABS SBK 

dipusatkan di surau. Surau pertama didirikan oleh Syekh Burhanuddin di 

Ulakan Pariaman. Keberadaaan surau saat itu disamping sebagai tempat 

pelaksanaan shalat, juga  dimanfaatkan  untuk pengajaran ilmu agama, 

terutama ilmu tarekat yang mengajarkan suluk dala prakteknya. Institusi ini 

mempunyai peran yang besar dalam melahirkan tokoh-tokoh ulama 

Minangkabau pada masa selanjutnya. Sebahagian  kemudian ada yang 

melanjutkan pelajarannya di Makkah beberapa tahun lamanya kemudian 

kembali ke kampung halaman. Kemudian mereka di kampung halaman 

masing-masing membina surau yang baru untuk mengembangkan agama 

Islam. 

Surau merupakan simbol kesakralan sebagai cerminan religiusitas, 

akhlak dan kepatuhan kepada Tuhan, di sisi lain lapau sebagai cerminan 

kehidupan duniawi yang profan. Perkembangan anak di Minangkabau 

ditentukan oleh seringnya mereka menghabiskan waktu sebagai bagian dari 

keseharian mereka di tempat ini. 

Jika seseorang kebanyakan menghabiskan waktunya di lapau tanpa 

mengaji di Surau, maka ia disebut seorang parewa. Di sisi lain, dari segi 

mental religius, bagi masyarakat adat Minangkabau, khususnya kaum laki-

laki, fungsi surau sanagt berperan penting dalam pembentukan karakter di 

masa mendatang. Di samping untuk mendapatkan ilmu agama, juga 
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digunakan sebagai sarana bersosialisasi. Sejak usia 6 tahun, seorang laki-

laki sudah lekat dengan lingkungan Surau. Struktur rumah adat masyarakat 

Minangkabau tidak memberikan kamar untuk ditempati oleh laki-laki. Oleh 

sebab itu, saat ia menginjak usia 6 tahun, anak laki-laki di Minangkabau 

seolah diusir dari rumah gadang. Pada siang hari saja lah mereka bisa 

tinggal di rumah untuk membantu kebutuhan sehari-hari. 

Saat malam hari anak laki-laki di Minangkabau harus tinggal di 

surau. Di samping ketidak ketersediaan kamar , mereka diajarkan rasa malu 

jika berdiam dan tinggal bersama urang sumando (suami dari kakak/adik 

perempuan) dan akan dicemooh oleh orang lain karena tidur masih bersama 

ibu. 

Aktifitas anak laki-laki di Minangkabau di surau tidak hanya untuk 

menginap di malam hari. Di surau inilah mereka diajarkan bersilat, belajar 

tentang adat, seni barandai, ba saluang, ba indang dan lain sebagainya. 

Sebagaimana juga mereka diajarkan mengaji, belajar ilmu-ilmu agama 

seperti al Quran, hadits, pekah (fiqh), tafsir, ilmu tasawuf, akhlak, dan lain 

sebagainya. Di surau inilah keterpaduan adat dan agama dilekatkan pada 

pertumbuhan jiwa seorang anak laki-laki di Minangkabau. 

 

B. Ruang Lingkup Kekerabatan Matrilineal  

Dalam Ensiklopedi Indonesia, (Anonimus,1984:2173), dinyatakan 

bahwa sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau 

adalah system matrilineal yang berarti susunan garis keturunan yang 

didasarkan pada garis ibu. Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, 

budaya Minangkabau merupakan kebudayaan yang menganut sistem 
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kekeluargaan yang berbeda. Hal ini umumnya dianggap sebagai pemberi 

identitas bagi kebudayaan Minangkabau; apalagi sering populer dalam karya 

sastra Balai Pustaka. (Hajizar,1988:46).  

Masyarakat Minangkabau mengadopsi prinsip matrilineal descen 

dimana suku anak sesuai dengan suku yang digunakan oleh ibunya. 

Pengambilan suku seseorang ditentukan oleh suku sang ibu. Ini juga berarti 

bahwa pewarisan harta suku juga ditentukan oleh suku ibu. Harta yang 

dimaksud adalah harta pusaka tinggi; yaitu harta warisan milik suku secara 

kolektif yang berasal dari suku ibu. Bukan harta pusaka rendah; yaitu harta 

warisan yang berasal dari pencarian orang tua kandung selama masa 

pernikahan mereka.(Umar Yunus, 2002:39).  

Sistem warisan harta pusaka tinggi mengakibatkan setiap harta 

warisan milik suku ibu akan diterima hanya oleh kaum perempuan saja, 

sementara kaum laki-laki tidak ada hak untuk mendapatkan harta tersebut. 

Hak yang diperbolehkan hanya mengolah dan mengusahakan harta tersebut. 

Ia diperbolehkan mengambil manfaaat dari pusaka tinggi yang ia kelola 

namun tidak dapat meneruskan warisan kepada anaknya. Hanya kaum 

perempuan dari sukunya yang memiliki hak memiliki dan mewarisi 

sekaligus mewariskan kepada anak perempuannya. Seandainya anak laki-

laki yang mengelola pusaka tinggi meninggal dunia, maka harta tersebut 

akan dikelola oleh kaum perempuan dalam sukunya tersebut, missal ibu, 

saudara perempuan, atau anak dari saudara perempuannya. (Umar Yunus, 

2002:40). 

Bentuk kekerabatan ini juga memberlakukan aturan penempatan satu 

keluarga yang menempati satu rumah gadang. Rumah ini digunakan untuk 



 
 
 
 

 
167 

 

aktifitas adat dan sebagai hunian keluarga. Penghuni rumah gadang adalah 

orang-orang yang secara kolateral disebut saparuik (berasal dari perut yang 

sama) atau matrilineal setali darah. Yang termasuk dalam kategori saparuik 

ini adalah ibu, anak lelaki dan anak perempuan dari ibu, saudara lelaki ibu, 

saudara perempuan ibu termasuk anak-anaknya, cucu yang merupakan anak 

dari anak perempuan. Di sisi lain, ayah tidak masuk dalam kategori keluarga 

di rumah gadang suku istri namun ia adalah anggota suku dari paruik rumah 

gadang ibunya. (Hajizar,1988:46-47). 

Salah satu identitas utama masyarakat Minangkabau adalah system 

kekerabatan matrilineal yang memberikan tempat bagi perempuan untuk 

mewarisi harta pusaka tinggi dan juga mewarisi suku. System ini identic 

dengan penggarisan keturunan yang bersifat satu ibu atau samandeh. Ayah 

disebut dengan sumando dan dianggap seperti tamu di dalam rumah gadang. 

Bundo Kanduang, sebuah julukan bagi perempuan Minangkabau 

memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan putusan adat yang 

disepakati oleh kaum lelaki. Mereka mempunyai posisi yang spesial dalam 

rumah gadang sehingga disebut sebagai Limpapeh Rumah Nan Gadang 

(Anita Julita, 2000:54). 

Kekuasaan pada umumnya sangat terpengaruh oleh penguasaan harta 

benda, walaupun perempuan sebagai pemegang otoritas harta waris, namun 

lelaki juga dihitung sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat. 

Menurut Dt. Sanggoeno Diradjo Ibrahim (2009:332-333), pola 

berperilaku dalam masyarakat diatur dalam Tambo Alam Minangkabau 

melalui sistem pewarisan menurut garis ibu yang masih dipegang teguh 

komunitas Minangkabau. Kaum perempuannya lah yang pemilik rumah 
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gadang dan tanah. Seorang anak perempuan mendapatkan hak waris dari 

harta warisan suku ibunya dengan mendapatkan bagian yang sama dari 

tanah ibunya. Sawah atau lading  tidak boleh dijual melainkan dengan 

persyaratan tertentu dan wajib mendapatkan persetujuan dari mamak kepala 

waris. 

Dapat dipahami bahwa ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal 

Minangkabau dapat disimpulkan antara lain 

1) Keturunan didasarkan pada garis ibu, setiap orang Minangkabau 

mendapatkan garis keturunan sesuai dengan garis darah ibunya. 

2) Suku didasarkan pada garis ibu. Pewarisan suku di minangkabau 

tidak didapatkan dari garis ayahnya melainkan dari ibu. Oleh karena itu 

kalau ketiadaan anak perempuan dalam satu rumah gadang maka rumah 

gadang tersebut disebut sudah punah. 

3) Keharusan pernikahan dengan orang luar sukunya/ sistem 

eksogami. Sebuah ketentuan adat yang sangat ketat bahwa seorang lelaki 

tidak boleh menikahi perempuan yang sama sukunya. Pelanggarannya akan 

kena sanksi adat. 

4) Walaupun perempuan sebagi pemegang semua harta, namun 

hakikatnya yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan adalah 

saudara lelaki paling tua dalam rumah gadang, disebut mamak. Kaum 

lelakilah yang menjalankan kekuasaan sedangkan kaum perempuan 

memiliki posisi sebagai orang yang mengikat, memelihara, dan menyimpan 

harta pusaka. 

5) Pernikahan mempunyai sifat matrilokal, dimana suami datang ke 

rumah istri dan tinggal di sana. 
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6) Pewarisan berlangsung dari mamak kepada kemenakannya dan 

dari saudara lelaki ibu kepada anak dari saudara perempuan. 

Hukum adat perkawinan  

Dalam budaya Minangkabau suatu perkawinan kekerabatan 

berdasarkan garis keturunan ibu yang lazim disebut dengan perkawinan 

semenda (sumando) yang tujuannya untuk melestarikan garis keturunan 

matrilineal. Semenda ini berarti bahwa lelaki yang berasal dari luar suku 

yang datang ke rumah gadang perempuan, oleh sebab itu ia dianggap 

sebagai tamu di rumah gadang. 

Di dalam perkawinan semenda ini tidak ada pembayaran oleh pihak 

pria, namun sebaliknya pihak wanita lah yang melakukan adat peminangan. 

Kedua pihak melakukan tukar tanda yang menandakan pengikatan 

kesepakatan peminangan. (Nazif Basir dan Elly Kasim, 1997:21). Ketika 

pernikahan telah terlaksana maka status laki-laki tersebut berada di bawah 

kekuasaan kerabat istri namun masih berada garis suku keluargannya 

asalnya. Pergaulannya di rumah gadang istrinya disebut urang sumando. 

Pihak perempuan menjemput pengantin laki-laki dari rumahnya dalam 

sebuah upacara  adat. 

Acara manjapuik ini merupakan sarana pelepasan mempelai dimana 

sang suami selanjutnya akan tinggal di rumah gadang istrinya. Namun si 

suami tetap berada di luar suku keluarga istrinya sebab ia masih masuk 

dalam suku ibunya, sementara keturunannya masuk ke dalam keluarga 

istrinya. Ayah pada dasarnya tidak memiliki kekuasaan atas anak-anaknya. 

Kehidupan rumah tangga suami istri dan anak-anaknya dibiayai dari harta 

kerabat istri. 
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Dalam budaya Minangkabau suami merupakan urang sumando yang 

menurut peribahasa ―urang sumando seperti abu di atas tunggul‖. Prof. 

Hazairin, S.H.menyatakan, kawin semenda dalam budaya Minangkabau 

dikategorikan dalam tiga tahapan yaitu : 

1. Kawin semenda bertandang; Pada tahap ini suami istri pada 

dasarnya tidak tinggal dalam satu rumah. 

2. Kawin semenda menetap; Pada tahap ini, suami istri tinggal 

bersama secara tetap dalam satu rumah, yaitu di rumah istrinya. 

3. Kawin semenda bebas; Pada tahap ini maka suami istri sudah 

merupakan kesatuan rumah tangga yang berdiri sendiri dalam arti ekonomi 

yaitu bebas dari pengaruh warisan. 

Hukum Adat Waris  

Hukum adat Minangkabau memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam 

pewarisan. Prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada sistem 

kekerabatan dan harta benda, sebab hukum pemerintahan lahir dari struktur 

masyarakatnya (Iskandar Kamal , 1988:153). Sistem pewarisan berdasarkan 

pengertian warisan keluarga karena merupakan peralihan, baik benda 

berwujud maupun bukan obyek lintas generasi. Defenisi keluarga 

didasarkan pada pernikahan, sebab pembenukan keluarga adalah dari 

pernikahan. Karena itu bentuk sistem sosial ditentukan oleh keluarga dan 

perkawinan (Hazairin , 1976:14). 

Secara praktis pemegang harta adalah kaum perempuan sebab 

kaumnya adalah pusat kekerabatan dan kewarisan keturunan berdasarkan 

garis ibu (DH. Bagindo Tanameh, 1990:48). Hukum Waris Adat 

Minangkabau terkenal sebagai sistem pewarisan kolektif yang mencirikan 
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bahwa harta warisan yang diwarisi oleh sekelompok ahli waris bersama 

seolah olah sebagai badan hukum, di mana harta tidak dapat dibagi di antara 

para ahli waris dan hanya dapat dibagikan pemanfaatannya. Dalam kondisi 

harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan ini dengan alasan sebagai 

berikut: 

a. Harta warisan itu bersifat tidak mungkin untuk dibagikan. 

b. Harta warisan itu mempunyai kedudukan hukum yang terikat 

kepada tempat tertentu atau suatu jabatan. 

c. Harta warisan itu belum lepas dari kekuasaan persekutuan hukum. 

d. Harta warisan itu ada penundaan pembagian untuk sementara. 

Tradisi Minangkabau tidak memberikan pengakuan terhadap warisan 

istri dari harta mendiang suaminya dan sebaliknya (Ter Haar, 1989: 197). 

Hal ini berdasarkan pada kondisi bahwa harta tidak dapat dipindahkan ke 

luar rumah, sedangkan suami atau istri berada di luar rumah oleh lingkungan 

eksogami perkawinan. Setelah Islam mulai masuk ke Minangkabau maka 

hak waris para janda atau duda diakui, namun terbatas pendapatan harta 

benda tertentu sebagai warisan rendah. 

Semula dalam hukum adat waris Minangkabau harta benda 

pendapatan dari seorang suami tak dapat diwarisi oleh anak kandungnya 

sendiri tetapi oleh saudara perempuannya  dan kemenakannya. Bahkan 

dalam pelaksanaan, seorang suami yang memiliki harta mewasiatkan 

hartanya untuk anak anaknya ketika ia masih hidup. Sehingga harta 

peninggalan tidak menjadi polemic bagi anak kemenakannya. Ini merupakan 

salah satu bentuk koreksi terhadap hukum adat yang dilakukan oleh seorang 

ayah. 
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C. Bentuk Bentuk Kekerabatan  

Dalam budaya adat Minangkabau silsilah keluarga dihitung 

berdasarkan keturunan ibu. Sehingga seorang anak dibangsakan dengan 

suku keluarga ibunya. Laki-laki yang menjadi urang sumando dalam rumah 

gadang tidak masuk menjadi anggota suku istrinya. Ia masuk keluarga asal 

rumah gadangnya, tetap menjadi keluarga dari saudara perempuannya. 

Dengan kata lain, keberadaan suami, istri dan anak-anak dalam sebuah 

keluarga inti tidak menjadi suatu keluarga yang menyatu utuh sebagaimana 

yang sering dipahami secara umum, namun secara praktis keluarga dalam 

terminology ini sangat berperan dalam mendidik dan kehidupan masa yang 

akan datang bagi keturunannya. (Koentjaraningrat, 2004: 254). ). Unit 

keluarga yang paling kecil dalam budaya minangkabau disebut paruik 

(perut). Dalam sebuah jorong atau dusun, terdapat beberapa paruik yang 

berada dalam suku yang sama, namun dipisah-pisahkan dari satu kesatuan 

secara kedekatan talian darah. Kondisi ini menunjukkan paruik merupakan 

unit garis silsilah yang paling dekat. 

Dalam sebuah rumah gadang, peran seorang laki-laki adalah sebagai 

pemimpin keluarga sukunya. Ia disebut dengan ninik mamak yang 

mempunyai tanggung jawab dalam mengurus kepentingan kemenakannya di 

dalam sebuah keluarga yang saparuik atau yang lebih tinggi dari saparuik 

yaitu sa payuang panji. Semakin dituakan ninik mamak itu maka semakin 

tinggi pula tingkat pertimbangan mereka mengenai berbagai hal yang terjadi 

dalam rumah gadang. (Koentjaraningrat, 2004:255).   

Dalam pernikahan, seseorang tidak boleh menikah dengan orang 

yang sama sukunya. Bahkan beberapa daerah mewajbkan untuk menikah 
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dengan orang di luar kampungnya. Hal ini berkemungkinan disebabkan 

karena di kampong tersebut hanya ada satu suku.  

Kecendrungan masyarakat minangkabau zaman yang lampau adalah 

menikah dengan anak mamaknya; yang diistilahkan dengan pulang ke anak 

pusako, atau menikah dengan anak saudara perempuan ayahnya; yang 

diistilahkan dengan pulang ke bako. Pola perkawinan seperti ini 

dilaksanakan karena kekerabatan dengan  kerabat lain yang dibolehkan ini 

seolah akan semakin menguatkan kekerabatan dalam sebuah sistem 

endogami local. Namun saat ini, kondisi seperti ini berangsur mulai hilang 

dan konsep pilihan jodoh akan lebih luas. (Koentjaraningrat, 2004:256). 

Pola perkawinan dengan sistem pulang ke anak pusako merupakan 

bentuk paling asli dalam konsep endogami local di minangkabau. Hal ini 

paling praktis dilakukan karena dalam pemilihan jodoh dilakukan 

pengaturannya  antar mamak laki-laki dan perempuan. Sehingga seorang 

ayah yang akan mencarikan jodoh bagi anaknya akan menyerahkan 

kewenangan pemilihan jodoh kepada mamak dari anak perempuannya. Di 

sisi lain, ia juga menjadi mamak dari kemenakannya yang akan dijodohkan 

dengan anaknya tersebut, sehingga pembicaraan tentang pernikahan tersebut 

akan berlangsung antara ia dan iparnya. Ini merupakan pembukaan jalan 

yang mudah dalam menegosiasikan perkawinan. (Koentjaraningrat, 

2004:257).  

Konsep kekerabatan dalam budaya Minangkabau ada empat bentuk 

yaitu ; 

a) Mamak Kemenakan 
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Bentuk ini adalah hubungan timbal balik antara laki-laki yang sa 

paruik dalam satu rumah gadang dengan perempuan yang ada dalam rumah 

gadang tersebut. Dalam konsep hubungan ini pola tata pergaulan adalah 

melereng ke bawah dari mamak dan melereng ke atas dari kemenakan. 

(Muhammad Hasbi, 1980:51). 

Fungsi utama mamak selaku tokoh di sukunya secara intern adalah 

memelihara keutuhan hubungan personal kemenakannya dan secara ekstern 

menjaga kewibawaan dan nama baik sukunya. Terkait dengan harta benda 

adalah untuk menjaga, mengembangkan dan menambah kuantitas harta 

benda yang diwarisi. Terkait dengan kemenakan ia mempunyai fungsi 

strategis dalam mendidik dan membimbing kemenakannya. (Muhammad 

Hasbi, 1980:52). 

Tugas mamak dalam membimbing kemenakannya yang perempuan 

termasuk menyiapkan kemenakan perempuan sebagai panjawek warih 

(penerima waris). Terkait dengan kemenakan laki-lakinya, mamak 

melaksanakan bimbingan dalam rangka menyiapkan kemenakannya untuk 

menjadi ninik mamak dalam sebuah paruik, dalam suku, berkorong ba 

kampuang dan masyarakat luas. (Tasrif Aliumar dan Faisal Hamdan, 

1978:40). 

b) Suku Sako 

Bentuk ini adalah hubungan timbal balik antar penduduk se lingkung 

masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dimana antar 

satu orang dengan yang lain merupakan satu kesatuan keturunan. Dalam 

lingkup yang lebih kecil mereka merupakan orang yang sa paruik, se rumah 

gadang. Tahapan selanjutnya mereka merupakan kesatuan beberapa paruik 
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atau beberapa rumah gadang yang berasal dari nenek yang sama, yang 

asalnya dari satu rumah gadang yang sama. Namun karena mereka makin 

berkembang maka keluarga asal yang sa paruik pecah menjadi beberapa 

paruik yang baru, dengan membuat rumah gadang yang baru pula. (Tasrif 

Aliumar dan Faisal Hamdan, 1978:41). 

Dalam skala yang lebih luas, mereka memiliki suku yang sama. 

Dimana antar satu orang dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang 

diikat dalam pertalian kepada ninik yang membangun kampong itu. Antar 

individu mungkin tidak satu rumah gadang lagi, atau tidak satu kampong 

lagi, tapi lebih kepada tanggung jawab secara moril; sehina semalu. (Tasrif 

Aliumar dan Faisal Hamdan, 1978:42). 

c) Induk Bako Anak Pisang 

Bentuk ini adalah hubungan timbal balik antara bibi (saudara 

perempuan ayah) dengan keponakannya (anak saudara laki-lakinya). 

Saudara perempuan ayah bagi seseorang di Minangkabau disebut induk 

bako. Sedangkan anak saudara laki-laki bagi perempuan di Minangkabau 

disebut anak pisang. Sifat hubungan ini adalah malereng (Tasrif Aliumar 

dan Faisal Hamdan, 1978:42-43). 

d) Sumando Pesumandan 

Bentuk ini adalah hubungan timbal balik yang muncul dari 

pernikahan salah satu anggota keluarga dalam rumah gadang. Sistem 

eksogami yang dijalankan di Minangkabau pada dasarnya adalah 

perkawinan antar dua keluarga atau dua rumah gadang. Sifat hubungan ini 

adalah mendatar. (Amir Syarifuddin, 1984: 203). Hubungan kekerabatan 

mempunyai beberapa bentuk:  
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(1) Hubungan seorang laki-laki dengan individu yang ada dalam 

rumah gadang istrinya. Laki-laki tersebut disebut orang sumando. 

Sedangkan saudara laki-laki istrinya bagi suami disebut bisan-nya dan 

saudara istri disebut ipar. 

(2) Hubungan seorang perempuan dengan individu yang ada dalam 

rumah gadang suaminya. Perempuan tersebut bagi keluarga di rumah 

gadang suami disebut sumandan dan saudara suami disebut ipar. 

(3) Hubungan antar keluarga rumah gadang istri di satu sisi dengan 

keluarga rumah gadang pihak suami di sisi lain. Hubungan ini disebut bisan. 

(4) Hubungan antara orang tua dengan suami anak perempuannya 

atau istri anak laki-lakinya dinamakan menantu sepanjang syara‘. Sementara 

Hubungan antara seorang mamak dan istrinya, suami dari kemenakan 

perempuannya atau istri dari kemenakan laki-lakinya dinamakan menantu 

secara adat. (Amir Syarifuddin, 1984: 203) 

D. Rumah gadang 

Bagi masyarakat Minangkabau, rumah gadang bukan hanya sekedar 

tempat tinggal, tetapi rumah gadang merupakan simbol keberadaan kaum di 

bawah payung adat yang dipimpin oleh seorang penghulu. Adat istiadat 

yang mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagian ditampilkan 

melalui ikon-ikon seni yang dibangun pada rumah gadang, melalui 

konstruksi dan bagian-bagian rumah serta melalui ukiran-ukiran dekorasi 

rumah gadang (Agusti Efi Marthala, 2013:12). 

Dalam upacara adat, rumah gadang memiliki arti yang sangat penting 

terutama dalam upacara batagak penghulu, karena rumah gadang merupakan 

simbol yang mengandung makna nilai filosofis adat Minangkabau yang 
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harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila suatu suku tidak 

lagi memiliki rumah gadang karena sudah punah, maka untuk melaksanakan 

upacara adat tersebut rumah gadang yang masih ada di negara tersebut 

dipinjam, tentunya rumah gadang tersebut terlebih dahulu dipinjam dari 

masyarakat yang ada. masih terkait dengan adat istiadat. Karena rumah 

gadangmempunyai arti penting bagi masyarakat Minangkabau, sebagai 

tempat tinggal, tempat musyawarah, ritual dan sebagai simbol perwujudan 

nilai-nilai budaya Minangkabau. 

Konsep Rumah Gadang 

Rumah gadang sebagai rumah adat merupakan perwujudan dari 

budaya masyarakat Minangkabau. Rapoport telah melakukan penelitian 

berdasarkan hubungan antara arsitektur dan budaya. Beberapa penelitian 

menghasilkan indikasi bahwa ada beberapa faktor yang saling 

mempengaruhi. Ia meyakini bahwa pemahaman tentang makna merupakan 

esensi untuk mengetahui bagaimana hubungan makna dengan lingkungan. 

Makna arsitektur hanya dapat digali jika budaya masyarakat dan lingkungan 

pendukungnya diketahui atau dikenali. Sehingga dari segi budaya 

lingkungan binaan merupakan konstruksi fisik dari penataan ruang, waktu, 

komunikasi dan maknanya. Pendapat ini didukung oleh Waterson yang 

menekankan pada bentuk rumah dan hubungannya dengan budaya yang 

mendukungnya. Rumah gadang mewakili dan mengkomunikasikan identitas 

budaya penghuni rumah dengan dua cara melalui lambang representatif dan 

melalui penataan ruang rumah atau biasa disebut dengan lingkungan binaan 

(Agusti Efi Marthala, 2013:12). 
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Eksistensi rumah gadang sebagai tempat tinggal telah melalui proses 

yang panjang, dari yang sederhana sampai menjadi rumah tinggal. Hal ini 

sejalan dengan perkembangan sosial budaya mereka. Mereka membuat 

rumah yang layak untuk ditinggali sekaligus sebagai tempat berkumpul dan 

bermusyawarah antar anggota suku. Rumah gadang juga menjadi identitas 

sebuah suku yang dipimpin oleh seorang pemimpin adat. Sebagai rumah 

adat, rumah gadang bukan hanya kebanggaan masyarakat nagari, oleh 

karena itu dikatakan rumah gadang adalah cahayo nagari (cahaya nagari) 

atau hiasan nagari. Dt. Rajo Panghoeloe (1971) menguraikan, yang 

termasuk ke dalam cahayo nagari iaitu, rumah gadang, rumah adat 

beranjuang, lumbuang berpereng, rubuang berukir, emas perak, sawah 

ladang, banda buatan, ternak dan tanaman. Pendapat ini disokong oleh 

Ibenzani Usman (1985), ― Secara simbolis rumah gadang sebagai salah satu 

rumah adat Minangkabau, merupakan salah satu elemen yang disebut 

cahayo nagari 'cahaya nagari' atau hiasan nagari. Hal tersebut bisa diartikan 

karena kemegahan sebuah rumah gadang akan memberikan semangat 

nagari. Sebagai cahayo nagari, rumah gadang dibangun sesuai dengan tradisi 

dan kepercayaan masyarakat, misalnya tanah yang digunakan untuk 

perumahan dan arah pembangunan rumah gadang (Agusti Efi Marthala, 

2013:14). 

Tata letak bangunan rumah panjang disesuaikan dengan kepercayaan 

dan kebiasaan yang berlaku. Bagian timur rumah disebut pangkal rumah dan 

bagian barat disebut ujung rumah. Pintu dan jendela menghadap ke utara 

dan ke selatan selalu berada di belakang. Erzin Arbi mengatakan bahwa tata 

letak rumah gadang yang mengarah dari timur ke barat bila dikaitkan 



 
 
 
 

 
179 

 

dengan alam melambangkan bahwa sebelah timur adalah awal dari 

kehidupan, sedangkan sebelah barat adalah ujung dari suatu kegiatan atau 

perjalanan atau dengan kata lain, pergerakan radar kehidupan hingga akhir 

perjalanan. . Simbol seperti itu memberi makna agar perjalanan hidup 

diberkati. Pandangan ini lebih terkait dengan kepercayaan masyarakat 

Minangkabau tentang alam  (Agusti Efi Marthala, 2013:15). 

Bila dilihat dari konsep perencanaan tata ruang di rumah gadang, itu 

berkaitan erat dengan fungsi rumah itu sendiri yang biasanya digunakan 

sebagai tempat tinggal, tempat untuk musyawarah dan tempat untuk 

melaksanakan berbagai upacara adat. Tata ruang ini secara konvensional 

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya.  

Untuk melihat tata letak rumah gadang, pertama-tama dilihat desain 

arsitektur rumah gadang. Awalnya arsitektur rumah gadang ada dua macam, 

yaitu desain rumah gadang Koto Piliang dan desain rumah gadang Bodi 

Caniago. Perkembangan di berbagai luhak dan nagari melahirkan bentuk 

rumah gadang, antara lain, desain Rajo Babandiang, desain Gajah Maharam, 

desain rumah gadang Sarambi Papek dan desain rumah gadang Bapaserak. 

Rajo Babandiang dan jenis Bapaserak tidak memiliki bentuk yang berbeda, 

tetapi memiliki jumlah tiang yang berbeda (Agusti Efi Marthala, 2013:17). 

Dengan demikian rumah gadang bukan sekedar tempat tinggal. 

Sebaliknya, rumah gadang merupakan benda budaya yang merupakan 

simbol yang mengandung makna nilai-nilai adat dan filosofi yang 

diterapkan masyarakat melalui desain dan penataan fraktalnya. Simbol-

simbol dalam rumah gadang banyak dipengaruhi oleh jenis rumah gadang 
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itu sendiri. Desain Rumah Gadang Koto Piliang memiliki anjuang di ujung 

kiri dan kanan serta lantainya setingkat, sedangkan Rumah Gadang Bodi 

Caniago tidak bergerak di kedua ujungnya dan lantainya rata. 

Fungsi Rumah Gadang 

Rumah gadang di samping fungsi utamanya sebagai tempat tinggal 

bagi keluarga inti juga mempunyai banyak fungsi diantaranya tempat tinggal 

untuk perawatan jika ada keluarga yang sakit dan tempat penyelenggaraan 

kegiatan adat. Muchtar Naim 1984, A.A. Navis 1993 dan Hidrus Hakimy, 

menyatakan bahwa fungsi rumah gadang Minangkabau, tidaklah hanya 

sekedar sebagai tempat kediaman keluarga, namun sebagai lambang 

identitas suatu kaum, pusat kehidupan dan kerukunan, separti tempat 

permufakatan dan melaksanakan berbagai upacara adat, bahkan tempat 

perawatan keluarga yang sakit. Tanggung jawab penghulu sebagai 

pemimpin adalah mendidik dan membimbing, menunjuk ajari anak 

kemanakannya dalam kehidupan sosial dan adat-istiadat Minangkabau 

(Agusti Efi Marthala, 2013:20). 

Fungsi rumah gadang sebagai tempat tinggal untuk perawatan bagi 

keluarga yang sakit. Jika ada anggota kaum  yang sakit di rumah isterinya 

maka mereka akan dijemput oleh dunsanak / saudara perempuannya 

kemudian dirawat di rumah gadang mereka. Di samping itu rumah gadang 

sebagai tempat untuk menyelenggarakan upacara kematian bagi anggota 

kaum dan sebagai tempat untuk tempat melaksanakan berbagai upacara adat 

terkait dengan kaum tersebut. Dalam budaya matrilineal, rumah gadang 

merupakan milik ibu atau kaum perempuan, tempat kediaman keluarga 

besar, yang ditinggali oleh beberapa generasi mulai dari ibu dari nenek, 
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nenek, ibu, anak dan cucu. Itulah sebabnya rumah gadang mempunyai 

panjang sekurang-kurangnya lima ruang. Jika dilangsungkan perkawinan, 

maka pengantin pria akan tinggal di rumah isterinya. Rumah gadang juga 

dapat dihuni oleh beberapa keluarga, yaitu perempuan-perempuan yang 

menikah bersama suami dan anak-anaknya, saudara perempuan lainnya 

yang janda dan yang belum menikah. 

Menurut Revian Body (1997: 36),. Rumah gadang yang ditempati 

oleh beberapa keluarga kecil dengan status sosial ekonomi yang berbeda-

beda, kemungkinan besar menjadi penyebab ketidaksesuaian antar sesama 

penghuni. Rumah gadang yang dihuni beberapa keluarga pada periode 

berikutnya akan ramai, karena ada keluarga yang tumbuh dan berkembang 

biak, sedangkan mereka belum bisa membuat rumah pribadi, dia 

membangun rumah gadang baru bersama-sama jika ada kapasitas untuk 

membangunnya. Jadi bagi seorang wanita Minangkabau yang telah 

bersuami, tinggal di rumah gadang adalah tempat tinggal sementara sebelum 

dia mampu secara ekonomi untuk membangun rumah pribadi. Keluarga 

yang semula saparuik akan berkembang menjadi paruik-paruik lain dan 

akhirnya akan membangun rumah gadang baru, hal inilah yang awalnya 

mendorong tumbuh kembangnya rumah gadang di Minangkabau (Agusti Efi 

Marthala, 2013:21). 

Fungsi rumah gadang yang lain adalah untuk penyelenggaraan 

musyawarah kaum, apabila timbul berbagai masalah keluarga dalam 

menghadapi kesulitan atau keberuntungan maka musyawarah selalu 

dilakukan di rumah gadang. Berbagai permasalahan keluarga diselesaikan 

secara bersama-sama mengenai hubungan antar anggota keluarga di bawah 
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satu payung atau antara anggota keluarga dengan komunitas lain di luar 

payung. Begitu juga antara anggota keluarga dan masyarakat nagari. 

Di samping itu, fungsi rumah gadang adalah tempat pelaksanaan 

upacara-upacara adat termasuk upacara batagak penghulu. Dalam upacara 

adat, pengaturan tempat duduk menjadi penting, peran lanjar disini sangat 

menentukan untuk menampung para tamu. Para penghulu atau ninik mamak 

pada Laras Koto Piliang pengulu pucuk atau orang-orang yang berstatus 

tinggi dalam adat akan duduk di ruang anjuang sedangkan di tong Bodi 

Caniago penghulu duduk di tepi lanjar yang membelakangi jendela (Agusti 

Efi Marthala, 2013:22). 

Dalam upacara baralek gadang dengan jumlah tamu yang banyak, 

lanjar kedua juga diperuntukkan bagi para penghulu dan tokoh adat lainnya 

yang statusnya lebih muda dalam adat, sedangkan sipangka pada lanjar 

ketiga. Semenda dari alek atau suami kaum yang melakukan alek duduk di 

barisan belakang atau baris ketiga duduk di belakang ruangan. Jika Semenda 

menjadi penghulu dan hadir mewakili kaumnya maka dia duduk di tempat 

penghulu yang merupakan tempat duduk yang layak. 
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Urgensi Hukum Keluarga Adat Minangkabau Dalam Sistem 

Kekerabatan Dan Rumah Gadang (Bagian Kedua) 

 

By: Rahmad Hidayat 

 

A. Falsafah Adat Basandi Syara‘ Syara‘ Basandi Kitabullah 

Pepatah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah merupakan 

sebuah produk hukum dalam falsafah adat Minangkabau. Sumatera Barat 

yang mayoritas penduduknya adalah orang Minangkabau, ABS-SBK 

dianggap sebagai acuan yang dimiliki oleh masyarakatnya dan dituangkan 

sebagai konsideran produk hukumnya. Adapun dasar penggunaan falsafah 

ini yaitu adanya kesadaran masyarakat bahwa masyarakat Minangkabau 

adalah mayoritas pemeluk agama Islam mendapatkan tempat yang baik 

dalam kehidupan masyarakatnya. 

Jika ditinjau lebih dalam, istilah ABS-SBK tidak hanya berlaku di 

Sumatera Barat saja. Akan tetapi masyarakat di luar Sumatera Barat pun 

menggunakan istilah ini seperti Jambi dan Riau, bahwa hukum adat mereka 

didasarkan pada hukum agama (syarak) dan Syarak didasarkan pada Al-

Qur'an. Misalnya Propinsi Jambi pepatah ini juga dapat ditemukan. Sebagai 

contoh, dalam Perda Jambi No 2 tahun 2014 tentang Lembaga Adat melayu 

Jambi terdapat: 

Adat Melayu Jambi merupakan sistem pandangan hidup masyarakat 

yang kokoh seperti yang terdapat dalam seloko; Titian teras bertanggo batu, 

cermin yang tidak kabur, lantak yang tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak 

lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersandi syara‘, syara‘ bersandi 

kitabullah, syara‘ mengato, adat mamakai. Demikian juga Perda Propinsi 
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Kepulauan Riau No 1 tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu 

mengungkapkan:  

Adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan 

syara' bersendikan Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan secara nyata 

dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran 

kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 

memperkuat ketahanan nasional. 

Yulizar Yunus (2015: 261) Menegaskan Kenyataan tersebut dapat di 

terima, karena secara umum propinsi di atas satu dengan yang lainnya saling 

memiliki keterikatan yang sama-sama yaitu  Melayu. Bahwa Melayu 

mayoritas penganut agamanya adalah Islam. Ajaran agama Islam ini masih 

kental pada masyarakat melayu yang ada di Indonesia, begitu juga 

pemahaman masyarakat Melayu di Singapura, Malaysia, Philipina, 

Thailand, dan Brunei Darussalam. Negara Brunei misalnya, punya filosofis 

MIB (Melayu Islam Beraja). Subkultural Minangkabau yang di Indonesia 

punya filosofis ABS-SBK (Adaik Basandi Syara‘ Syara‘ Basandi 

Kitabullah), dilaksanakan dengan semboyan SM-AM (Syara‘ Mangato 

Adaik Mamakai) dan ATJG (Alam Takambang Jadi Guru). maksudnya 

identitas orang Minang seperti Brunei Darussalam adalah Islam. Tidak 

dinamakan orang Melayu kalau dia tidak Islam. 

Menurut Chris Barker (2004: 170-171) Meskipun terdapat kesamaan 

struktur pepatah dan maksudnya, akan tetapi secara historis serta dinamika 

ABS-SBK di tiga propinsi itu tentu berbeda, identitas yang sebenarnya 

merupakan suatu gambaran konstruksi sosial budaya. 
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Beberapa hal yang perlu dipahami untuk memaknai ABS-SBK ini 

adalah: 

a. ABS-SBK sebagai Landasan fundamental Adat Minangkabau 

Jefrey Hadler (2010: 31) berpandangan bahwa ABS-SBK adalah 

pengakuan yang menjadi ideologi masyarakat Minangkabau. Sedangkan 

Yulizal Yunus (2015: 149) memahaminya sebagai doktrin orang 

Minangkabau. yaitu suatu gagasan yang mana orang Minangkabau sudah 

merumuskan diri mereka sebagai masyarakat yang beradat dan beragama 

Islam.   

Dalam pengertian ini, dapat dipahami bahwa ABS-SBK dijadikan 

sebagai tolak ukur peraturan adat yang dibentuk dan perbuatan adat yang 

dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan mempertimbangkan 

pandangan hidup, dan cita-cita  hukum serta falsafah yang bersumber dari 

agama Islam (syarak). Edwar Jamaris (1991: 3) menyatakan, filosofi ABS-

SBK sebenarnya masyarakat Minangkabau telah berupaya memperkokoh 

hubungan manusia dalam keberadaannya dan mengabstraksikan tingkah 

lakunya dengan tuhan yang maha Esa 

b. ABS-SBK sebagai Identitas Kultural  

M. Sanusi Latief (1988: 39), meyebutkan sebelum Islam datang 

sebagai agama yang dianut, masyarakat Minangkabau sebelumnya dikenal 

kuat keterikatannya dalam beradat. Ketika kedatangan Islam, masyarakat 

Minangkabau sudah dalam tataran adat yang teratur dan kuat. walaupun 

masyarakat Minang pernah mengalami masa dinamisme, animisme, Budha 

dan Hindu, namun orang Minangkabau ternyata bukanlah sosok penganut 

agama Hindu Budha yang taat. Mereka justru lebih patuh terhadap  aturan 
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adatnya dari pada aturan Hindu-Budha. Dengan demikian, tidak banyak 

ditemukan jejak-jejak  Hindu-Budha dalam aturan adat Minangkabau. 

Bahkan saat ini orang Minangkabau sudah menyatakan diri mereka sebagai 

masyarakat yang menjadikan agama Islam sebagai identitas budayanya. 

c. ABS-SBK sebagai Integrasi Islam dan Adat Minangkabau 

Agusti Efi Marthala (2014:10) menyebutkan masuknya islam ke 

Minangkabau ternyata ajaran tersebut sudah menyatu dengan kultural 

budaya masyarakatnya. Antara agama dan adat telah berpadu dan sulit untuk 

dipisahankan, hal ini dapat di lihat dengan adanya pepatah, Adaik Basandi 

Syara‘, Syara‘ Basandi Kitabullah. Pepatah ini mercerminkan bagaimana 

hubungaan antara agama dan budaya masyarakat. Hubungan antara adat dan 

agama ini terdapat dalam pantun adat Minangkabau sebagai berikut: 

Simuncak pai kaladang  

Kaladang mambao ladiang  

Luko pao kaduonyo  

Adaik jo syarak di Minangkabau 

Ibaraik aua jo tabiang  

Sanda manyanda kaduonyo  

 

B. Sejarah Lahirnya ABS-SBK 

Prof Mestika Zed seorang sejarawan mengatakan bahwa filosofis 

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) adalah 

maklumat dari masyarakat Minangkabau di Bukit Marapalam yang lebih 

dikenal dengan Sumpah Sati Bukik Marapalam, ia menegaskan meskipun 

secara metodologi belum ditemukan dokumen yang menyatakan peristiwa 
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ini benar-benar terjadi, tetapi peristiwa ini diyakini benar-benar ada. Ia 

mengatakan bahwa bukti sejarah tidak semata-mata tentang teks, akan tetapi 

sejarah juga diyakini sebagai bukti sosial. Dalam kehidupan masyarakat 

Minangkabau Saat ini, sintesis adat dan Islam, tumbuh, berkembang, bahkan 

dipakai dan mengakar serta diakui sebagai identitas diri masyarakat 

Minangkabau. 

Ada beberapa pendapat tentang asal usul terbentuknya falsafah ABS-

SBK.  

1. Asbir Dt Rajo Mangkuto menyebutkan bahwa konsep ABS-SBK 

lahir tahun 1403 Masehi.  Menurut Asbir Dt Rajo Mangkuto Mantan Wali 

Nagari Baso, Agam menceritakan bahwa ia memiliki buku yang bertuliskan 

Arab Melayu tentang sejarah Bukik Sati Marapalam yang diperoleh saat 

menjadi Wali Nagari Baso tahun 1958. Peristiwa Sumpah Sati Bukik 

Marapalam, katanya, terjadi tahun 1403 M yang merupakan bentuk 

peralihan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau. 

Dr. Sheiful Yazan Tk. Mangkudun (2016: 29) menuliskan terkait 

Naskah yang disebutkan oleh Asbir Dt. Tajo Mangkuto di atas, bahwa 

peristiwa lahirnya Sumpah Sati Bukit Marapalam terjadi pada bulan Sya‘ban 

tahun 804 H (Maret tahun 1403 M). Pada saat itu Tuangku Maharajo Sakti 

keturunan keempat Adityawarman bersama dengan Pamuncak adat Dt 

Bandaro Putiah di Sungai Tarab mengundang seluruh pemuka adat, pemuka 

agama, dan ilmuwan umum di seluruh wilayah dataran tinggi gunung 

Singgalang, Merapi, dan Sago mengadakan pertemuan permusyawaratan 

untuk menyatukan pendapat mereka terkait  masyarakat di wilayah Kerajaan 

Minangkabau ini di atas bukit Marapalam.  
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Hamka (1950: 28) menyebutkan, bahwa Tuangku Maharajo Sakti 

memulai pembicaraan dalam musyawarah itu dengan ungkapan; ―Sudah 

waktunya kita sebagai pemuka wilayah inti kerajaan Minangkabau 

memikirkan kesatuan dan kemajuan kerajaan Minangkabau. Marilah kita 

bersama-sama memikirkan hal itu. ―Tuangku Maharajo Sakti 

menyampaikan pertanyaan tentang pedoman apa yang dapat dijadikan 

sebagai dasar hukum Kerajaan Minangkabau. Golongan ahli adat, dan Kaum 

Tua mengusulkan agar tetap berpedoman pada adat yang telah lama 

diterapkan, yaitu: adat Basandi Alua Jo Patuik Alam Takambang Jadi Guru. 

Sedangkan kelompok Penguasa Militer berpendapat bahwa mereka 

mengikuti suara yang terbanyak. Sedangkan Umat Islam memberikan usulan 

yaitu Adaik Basandi syara‘ syarak basandi kitabullah, sarak mangato adaik 

mamakai, sarak nan kawi adat nan lazim. 

2. Menurut Syekh Sulaiman al Rasuly dalam bukunya Saripati 

Sumpah Satie Bukit Marapalam (1964:27)  Sumpah Sati Bukik Marapalam 

terjadi pada tahun 1644 M berita itu ia peroleh dari Tuanku Laras Kapau nan 

Tuo, Kakek dari mertua beliau di Ampang Gadang dan Angku Canduang 

nan Tuo. Penjelasan Syekh Sulaiman Arrasuli ini di sebutkan juga oleh 

Azwar Datuk Mangiang (1991: 12). Azwar Datuk Mangiang menjelaskan 

peristiwa Sumpah Sati Bukik Marapalam terjadi sekitar tahun 1644, 

sebelum adanya revolusi perkembangan Islam di alam Minangkabau oleh 

kaum Padri.  

3. Gusti Asnan (2003: 339)  menyebutkan bahwa Sumpah Sati Bukik 

Marapalam terjadi pada tahun (1803-1819) bertepatan dengan revolusi Padri 

gelombang pertama. Piagam ini dibentuk sebagai jalan alternatif mengakhiri 
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perselisihan pendapat kaum adat dengan kaum ulama. piagam ini 

menghasilkan Adaik Basandi Syara‘, Syara‘ Basandi Kitabullah. Akan 

tetapi untuk membuktikan adanya kesepakatan perdamaian ini sulit untuk 

diterima, dalam berbagai  literatur di ketahui bahwa pada tahun tersebut, 

Bukit Marapalam justru tempat yang tengah terjadi kontak senjata antara 

Padri dengan kaum adat. Kontak senjata ini terjadi karena adanya adu 

domba pihak Belanda kepada kaum adat  

4. Hadler, Jefrey ( 2010: 12). Piagam Bukik Marapalam terjadi masa 

perang Paderi gelombang ke dua, yaitu setelah kekalahan Belanda tahun 

1824. Ada juga yang menyatakan setelah runtuhnya benteng pertahanan 

kaum Paderi di puncak Bukit Marapalam bulan Agustus 1831.  

 

C. Sistem kekerabatan Minangkabau 

Menurut Hazairin bahwa orang Minangkabau memiliki cara 

tersendiri dalam menentukan keluarganya, yaitu setiap laki-laki dan 

perempuan Minangkabau menarik garis keturunan mereka keatas hanya 

melalui garis perempuan saja sebagai saluran darah. Dengan pengertian  

setiap orang menarik garis keturunannya hanya melalui jalur ibu kemudian 

ibunya ibu (nenek) dan seterusnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa garis keturunan di 

Minangkabau hanyalah dari pihak perempuan saja sehingga setiap anak 

yang lahir maka akan di nisbahkan hubungannya hanya kepada perempuan 

seperti dalam persoalan suku yang ada di Minangkabu bahwa suku yang 

dipakai oleh anak yaitu di nisbahkan kepada suku sang ibu anak bukan 

kepada ayahnya. Adapun anak laki-laki yang telah dewasa dan sudah 
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menikah maka anak yang lahir dari keturunannya maka anak tersebut 

sukunya dari garis ibunya bukan ayahnya tadi. Sebagai gambaran jika A 

(laki-laki) menikahi si B (perempuan) kemuadian mereka punya anak maka 

anak yang lahir gen sukunya adalah dari garis B bukan dari garis A. 

Meskipin laki-laki dianggap tidak mempunyai keturunan di kaumnya 

akan tetapi dia adalah seorang yang berkuasa di atas kaumnya yaitu sebagai 

mamak. Sistem ini memberikan tanggung jawab penuh terhadap dirinya atas 

pemeliharaan kemenakannya dan terhadap harta kaum yang turun temurun 

diwarisi oleh keluarga ibu. Maka seorang mamak tidak boleh menjual dan 

menggadaikan harta tersebut, sebab perannya adalah menjaga bukan untuk 

menghabiskan. 

Dalam sistem ini kedudukan perempuan begitu juga hubungan antara 

ibu dan anak-anaknya dianggap kuat, karena perempuan dilindungi sistem 

pewarisan Materilinial, dimana rumah dan tanah diperuntukan untuk 

perempuan. Setelah menikah seorang perempuan tetap tinggal di rumah 

ibunya atau dilingkungan kerabatnya. 

Helmy Panuh  (2012: 41) menjelaskan bahwa ciri-ciri masyarakat 

adat Minangkabau dengan sistem Materilinial adalah sebagai berikut: 

1. Keturunan di tarik dari garis ibu 

2. Suku anak menurut suku ibu 

3. Setiap orang di larang menikah dengan orang yang sama dalam 

persukuannya. 

4. Kekuasan dalam pengelolan harta kaum terletak pada pihak 

perempuan 

5. Kekuasaan dalam pemeliharaan harta terletak pada pihak laki-laki. 
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6. Perkawinan sifatnya matrilokal yaitu pihak laki-laki yang datang 

keperempuan. 

7. Harta pusaka hanya dapat di wariskan oleh mamak kepada 

keponakan bukan kepada anak dan isterinya. 

Perkawinan dalam masyarakat minangkabau sifatnya exogomi, yaitu 

perkawinan yang terjadi dalam suku tidak diperbolehkan sebab mereka 

semua adalah satu suku yang bertalian darah. Suami tidak masuk kepada 

suku kaum isteri dan anak-anaknya, dengan perkawinan itu lelaki tetap 

menjadi anggota kaumnya. 

Pada saat sekarang ilmu pengetahuan telah maju seperti adanya alat 

transportasi dan komunikasi yang canggih, sistem kekerabatan Materilinial 

sudah semakin bergeser. Mamak dan kemenakan sebagai salah satu unsur 

dalam sistem Materilinial sudah makin terlihat terjadinya penyimpangan 

karena terimbas pengaruh dari luar. 

Beberapa pendapat para ahli tentang Materilinial 

Pertama, Yoke Van Reenan seorang peneliti  berasal dari  Jerman 

mengadakan penelitian di akhir tahun 1990 an di Kecamatan Sungai Tarap 

Kabupaten Tanah Batusangkar kenagarian Rao-Rao dan didampingi oleh 

peneliti Indonesia yaitu Irfan, khusus meneliti mengenai kehidupan sistem 

kekerabatan Materilinial dan sistem pertanian dataran rendah, adapun 

kesimpulan dari penelitian mereka tersebut adalah: Perubahan sistem 

Materilinial di Rao-Rao hampir sama dengan yang terdapat di Nagari lain di 

Minangkabau. Salah satu dari pengaruh Islam yang menekankan pentingnya 

kedudukan dan tanggung jawab laki-laki, merantau telah menyebabkan laki-

laki mempunyai pendapatan sendiri, harta pencarian yang didapatkannya 
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diuntukkannya bagi isteri dan anak-anaknya. Perobahan yang terpenting 

dalam sistem kekerabatan Materilinial Minangkabau ialah kedudukan suami 

semakin kuat, dan keluarga inti menjadi kesatuan sosial dan ekonomi yang 

semakin penting, mengakibatkan pula peranan mamak kepala waris menjadi 

semakin tipis atau kurang. 

Dia menyimpulkan bahwa memang banyak tulisan dan seminar 

menyangkut soal perubahan dalam peranan mamak. Banyak kalangan 

peneliti dan tokoh adat berpendapat bahwa perubahan sosial budaya telah 

menyebabkan mamak tidak begitu berperan.  

Kedua, Menurut Tsuyoshi Kato (1977). Kehidupan sosial di rumah 

gadang hanya berpusat pada perempuan, merekalah yang menghuni rumah 

tersebut bersama denga anak-anaknya, sementara anak laki-laki yang sudah 

dewasa dia tidak mempunyai kamar tersendiri di rumah tersebut 

sebagaimana layaknya seorang perempuan, begitu juga dia tidak mempunyai 

harta pusaka yang ada dalam rumah itu meskipun dari satu sisi sia memiliki 

tanggung jawab untuk memelihara harta tersebut akan tetapi hak untuk 

memiliki tidak ada pada tangannya. Bahwa harata itu semuanya hanya untuk 

saudara-saudara perempuan dan kemenakannya saja. 

Pola berpikir orang Minangkabau sudah berubah, meskipun demikian 

perubahan tidak berarti bahwa sistem Materilinial menjadi kabur atau 

diperlemah atau akan digantikan sama sekali dengan sistem lain, keturunan 

tetap juga menurut garis ibu dan harta pusaka tetap merupakan milik kaum 

Materilinial yang pada perinsipnya tidak boleh dijual. Meskipun pola 

menetap sudah bergeser kepola baru namun hal ini belum berarti 

Materilinial diperlemah. Banyak suami/ayah yang mampu membangun 
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rumah untuk keluarga intinya, tetapi rumah itu biasanya dibangun ditanah 

kerabat isterinya, dan sebagaimana halnya dengan harta pencaharian lainnya 

akhirnya akan diwarisi oleh anak perempuannya dan selanjutnya akan 

mengikuti aturan pewarisan menurut sistem Materilinial. 

Meskipun anak laki-lai tidak mempuyai harta pusaka akan tetapi dia 

tetap bisa memanfaatkan harta pusaka tinggi. Hukum adat Minangkabau 

tidak membedakan hasil yang diperoleh kedua jenis anak-anak ini, akan 

tetapi dalam pelasanaanya anak perempuan punya kamar di rumah gadang 

sedangkan anak laki-laki mulai semenjak kecil tidak lagi tidur dirumah 

ibunya ia hanya tidur di surau-surau sepesukuan dengan teman-temannya. 

 

D. Rumah Gadang 

Rumah adat minangkabau, disebut juga dengan Rumah Gadang 

(besar) penamaan ini tidak hanya karena kondisi bangunannya yang bsesar 

akan tetapi karena fungsinya selain sebagai tempat tinggal keluarga, Rumah 

Gadang merupakan lambang kehadiran satu kaum dalam satu nagari, serta 

sebagai tempat musyawarah. Bahkan sebagai tempat merawat anggota 

keluarga yang sakit. Rumah adat Minangkabu disebut juga Rumah 

Bergonjong karena atapnya yang runcing berbentuk tanduk kerbau dan 

bahannya terbuat dari ijuk. 

Dalam tambo di sebutkan bahwa Minangkabau berdasarkan 

wilayahnya terbagi kepada dua bagian dengan sistem pemerintahan yang 

berbeda yaitu luhak sebagai wilayah inti masyarakat Minangkabau dan 

rantau yang merupakan wilayah pengembangan dari luhak. Penyebutan 

wilayah rantau yaitu wilayah yang berada diluar luhak yang tiga ( Tanah 
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Datar, Agam dan 50 Kota). Kedua sistem perwilayahan ini, terbagi atas 

beberapa teritori yang merupakan bagian dari luhak atau rantau yang disebut 

nagari.  

Secara umum masyarakat Minangkabau hidup berkelompok 

bardasarkan keluaga besarnya atau sering disebut suku, yaitu; Bodi, Piliang 

dan Caniago sertidaknya terdapat dua sistem dalam masyarakat ini, yang 

disebut dengan lareh, yaitu lareh Koto Piliang dan lareh Bodi Caniago setiap 

suku memiliki bentuk rumah gadang yang khas dan bentuk yang 

ditampilkannya mampunyai ciri khas tertentu. Perbedaan ini diakibatkan 

perbedaan pola dan tatanan budaya yang dianut setiap suku berdasarkan 

keselarasan yang dianut. 

Keselarasan Koto Pillian dan Bodi Caniago, dapat diceritakan, bahwa 

minangkabau dulunya merupakan satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang 

raja dan berpusat di Pariangan, raja ini mempunyai seorang panglima yang 

bernama Cati Bilang Pandai. Raja mempunyai seorang anak yang bernama 

Datuk Kutumanggungandan setelah raja wafat, tampuk pimpinan diserahkan 

kepada Cati Bilang Pandai dan memperistri permaisurinya. Dari permaisuri 

ini Cati Bilang Pandai mempunyai anak yang diberi nama Datuk Perpatih 

Nan Sabatang. Kedua anak ini nantinya berpisah dan memiliki daerah 

kekuasaan masing-masing dari kerajaan. Kedua anak ini mempunyai 

karakter yang berbeda, yang satu demokrat dan satunya lagi aristokrat, dan 

akhirnya kelak memunculkan dua aliran politik yang ternyata 

mempengaruhi tatanan sosial budaya pengikutnya. Kedua aliran politik atau 

disebut keselarasan tersebut ialah: 
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1) Koto Piliang, dipimpin oleh Datuk Ketumangungan, 

kepemimpinanya berdasarkan azaz Aristokrat, dimana segala sesuatunya itu 

harus berdasarkan perintah pimpinan (top-down). 

2) Bodi Caniago, dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang, 

berdasarkan azas demokrat, dimana segala sesuatunya dimusyawarahkan 

dulu untuk mencapai mufakat (bottom-up), tak terdapat lapisan-lapisan 

seperti kasta dalam masyarakat, karena memang semua kita mempunyai hak 

sama.  

Pendapat lain mengatakan, ada satu keselarasan lagi yaitu 

keselarasan Lareh Nan Panjang yang berasal dari Pariangan. Analisa 

sementara kemungkinan keselarasan ini merupakan yang pertama, setelah 

sekian lama akhirnya keselarasan ini terbagi dua sebagaimana diuraikan di 

atas. Kerajaan Pariangan yang di Batusangkar, diperkirakan masih 

merupakan salah satu daerah otonomi dari kerajaan di Pariangan. Azas yang 

dipakai bukan seperti Koto Piliang dan Bodi Caniago, tetapi sepertinya 

merupakan gabungan kedua keselarasan tersebut.  

Ragam hias Minangkabau memiliki seni ukir hampir di seluruh muka 

bagian Rumah Gadang. Setiap ukiran membicarakan tentang kehidupan dan 

perkembangan seni ukirnya sejak dulu. Berkembangnya zaman membuat 

ukiran Rumah Gadang memiliki ratusan motif yang dibuat oleh para 

pengukir melalui penghayatan dan kreasi motif-motif rumah adat yang asli. 

Minangkabau memiliki falsafah alam takambang jadi guru, cancang taserak 

jadi ukia, yang memiliki makna bahwa alam yang luas dapat dijadikan guru 

atau contoh/ teladan dan setiap cercahan pahatan akan menjadi elemen 

ukiran yang bersifatmenghias. Pada dasarnya ukiran bangunan tradisional 
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Minangkabau merupakan ragam hias yang mengisi bidang atau dinding 

yang umumnya terbuat dari papan kayu, yang terdapat pada dinding, 

pinggang tiang di tengah ruangan. 

Gonjong atap Rumah Gadang terdiri dua pola, yaitu gonjong Pola 

Koto Piliang terdiri dari 3 gonjong, 3 gonjong di kanan , 1 gonjong depan 

dan 1 gonjong belakang , kebanyakan pola rumah ini terdapat di Luhak 

Tanah Datar. Sedangkan Rumah gadang Pola Budi Caniago terdiri 2 

gonjong sebelah kanan, 2 gonjong sebelah kiri,1 gonjong depan dan 1 

gonjong belakang, model rumah ini terdapat di Luhak Agam Dan Luhak 50 

Kota.  

 

E. Fungsi Rumah Gadang 

Rumah Gadang berfungsi sebagai pusat pertemuan keluarga, seperti 

acara adat dan acara keluarga. Selain itu, berfungsi sebagai tempat 

bermusyawarah bagi keluarga di Rumah Gadang itu. Dengan musyawarah 

Rumah Gadang menjadi tempat pengambilan keputusan dalam keluarga. 

Sebagaimana ungkapan dari para pemuka adat Minangkabau yang 

menyatakan bahwa: ―Rumah Gadang basa batuah, Tiang banamo kato 

hakikat, Pintunyo banamo dalil kiasan, Banduanyo sambah-manyambah, 

Bajanjang naik batanggo turun, Dindiangnyo panutuik malu, Biliaknyo 

aluang bunian.‖ 

Ungkapan tersebut mengartikan bahwa fungsi Rumah Gadang, 

memiliki lingkup fungsi dari keseluruhan bagian kehidupan maupun 

keseharian masyarakat Minangkabau. Seperti tempat tinggal keluarga, 

merawat keluarga yang sakit, pusat melaksanakan berbagai upacara adat, 
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tempat bermufakat bagi seluruh anggota kaum dalam membicarakan 

masalah mereka bersama dalam sebuah suku, sebagai tempat pendidikan 

adat, agama dan budaya kaum maupun nagari, dan sebagainya. Ada 

beberapa fungsi Rumah Gadang sebagai berikut: 

1. Tempat Tinggal Bersama 

2. Tempat Musyawarah  

3. Tempat Merawat Keluarga 

4. Tempat Melaksakan Upacara Adat  
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Kawin Sesuku Dalam Adat Minangkabau Ditinjau Dari 

Prespektif Hukum Islam 

 

By: Ahmad Syarkawi Pulungan 

 

A. Konsep pernikahan dalam Islam 

Kehidupan berkeluarga cerminan semua makhluk ciptaan Allah 

SWT, sehingga keberlangsungan hidup manusia akan terus berkembang. 

Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna dibandingkan 

dengan makhluk lainnya. Karean pada dasarnya manusia adalah khalifah 

yang ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan.  

Jalan yang ditempuh untuk mengimplementasikan sisi 

kemanusiannya tersebut ialah melalui jalan pernikahan. Nikah adalah fitrah 

setiap manusia yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai 

makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sehat jasmani dan rohaninya pasti 

membutuhkan teman hidup yang akan menjadi partner dalam mengarungi 

bahtera kehidupan, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, 

yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta 

yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan 

kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. 

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya urusan keluarga dan 

masalah budaya, bukan pula sekadar urusan perdata semata, akan tetapi 

pernikahan juga masalah agama, dalam Al-Quran Allah Swt menybeutnya 

dengan istilah Mistaqon Ghaliza (ikatan yang kuat). oleh karena itu 

pernikahan hendaknya dilakukan dalam rangka memenuhi perintah Allah 

yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-Nya. 
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1. Nikah Secara Etimologi 

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku kepada semua 

mahluk-Nya , baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah  SWT untuk berkembang biak dan 

melestarikan kehidupan. Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut 

bahasa Al-Wat‘u, Al-Aqdu dan al-dhamu  yang artinya kumpul dan 

senggama. Nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya 

akad nikah, nikah juga bisa diartikan wath‘u al-zaujah artinya menyetubuhi 

istri Definisi lain mengemukakan bahwa nikah berasal dari bahasa arab 

nikahun yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja nakaha, 

sinonimnya tazawwaja dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

sebagai perkawinan.  

2. Nikah Secara Terminologi 

Adapun pernikahan menurut istilah ilmu fiqih (terminologi) para 

fuqaha mendefinisikan nikah sebagai suatu akad perjanjian yang 

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) 

dengan memakai kata-kata (lafaz) nikah atau tazwij.  Kemudian para ahli 

fiqih lintas mazhab memiliki perbedaan dalam mendefinisikan nikah atau 

kawin itu sendiri:  

a. Golongan Hanafiyah mendefinisikan kawin adalah akad yang 

dapan memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (istimta‘) dengan 

pasangannya.  

b. Golongan Syafi‘iyah mendefinisikan kawin adalah akad yang 

mengandung ketentuan hukum bolehnya wati‘ (bersenggama) dengan 
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menggunakan lafaz nikah, atau tazwij dan lafaz-lafaz semakna dengan 

keduanya.  

c. Golongan Malikiyah mendefinisikan bahwa kawin adalah akad 

yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan 

wati‘(bersenggama), bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri 

seorang wanita yang boleh dikawininya (bukan mahram).  

d.  Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan 

menggunakan lafaz nikah atau tazwij guna untuk memperoleh kesenangan 

dengan seorang wanita.   

Dalam konsep kontemporer, seperti yang terlihat dalam Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan didefinisikan 

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Sedangkan di dalam 

Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalizha untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.   

Dari definisi tersebut difahami bahwa menikah bukan saja bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan rohani dan naluri manusia semata, akan tetapi 

menikah juga dapat membangun keluarga yang sakinah mwaddah 

warahmah, yang pada gilirnnya akan berimplikasi terhadap tentramnya 

kehidupan dalam beragama, berabangsa dan bernegara. 
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B. Tujuan Pernikahan 

Seperti yang telah disebutkan pernikahan bukan hanya memenuhi 

kebutuhan naluri seorang manusia, akan tetapi sekaligus melaksanakan 

perintah agama. Berikut beberapa hikmah atas disyariatkannya pernikahan. 

a. Dalam rangka memuhi kebutuhan fitrah manusia  

Pernikahan adalah fitrah manusia, karena pernikahan adalah fitrah 

maka semestinya fitrah tersebut harus disalurkan melalui jalan yang 

dibenarkan oleh syariat, bukan dengan cara yang tidak bermoral, seperti 

kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan hal-hal yang menyimpang 

dari firah manusia itu sendiri.  

b. Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan Menundukkan 

Pandangan  

Sasaran utama dari disyari‘atkannya pernikahan dalam Islam di 

antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor 

dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia itu 

sendiri. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai 

sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan 

melindungi masyarakat dari kekacauan. 

c. Investasi akhirat 

Anak yang diperoleh dari sebuah pernikahan akan menjadi investasi 

kedua orangtuanya. Hal itu karena anak yang sholeh dan sholehah akan 

memberikan peluang bagi kedua orangtuanya untuk memperoleh surga di 

akhirat kelak. Dan yang menjadi tolak ukur adalah doa dan bekal ilmu 

agama.  

d. Melaksanakan Sunnah Rasul 
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 Tentu saja tujuan pernikahan yang utama ialah menjauhkan dari 

perbuatan maksiat. Namun disisi lain pernikahan dolakukan dalam rangka 

melaksanakan perintah dan sunnah Rasulullah Saw. Beliau bersabda: 

―Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan 

sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku 

bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)."  ((HR. Ibnu Majah no. 

1846). 

 

C. Rukun Pernikahan 

Seperti yang telah diketahui, rukun adalah bagian pokok dari suatu 

perbuatan yang membuat perbuatan tersebut dinyatakan sah. Contohnya, 

shalat tidak akan sah tanpa takbiratul ihram, karena takbiratul ihram 

merupakan bagian pokok dari shalat tersebut. Sementara dalam bab nikah, 

rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah 

satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Rukun 

nikah ada lima seperti yang diungkapkankan Syaikhul Islam Zakariya Al-

Anshari: 

―Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, 

yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.‖  

a. Mempelai pria 

Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang 

memenuhi persyaratan. Syaratnya sebagai berikut.  

‖Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan 

mahram), tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri 

baginya‖  
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b. Mempelai wanita 

Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi 

oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang 

masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian 

darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.  

c. Wali  

Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek 

maupun pamannya dari pihak ayah (‗amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara 

berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak 

ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, 

paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah. 

d. Dua saksi 

Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu 

Suja‘ mengatakan: ―Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, 

yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.‖   

e. Shigat  

Shighat di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali 

atau perwakilannya dengan mempelai pria.  

 

D. Konsep Mahram Dalam Islam 

Dari pemaparan di atas salah satu syarat bagi seorang mempelai pria 

yang akan melangsungkan pernikahan adalah perempuan yang akan dinikahi 

tidak memiliki hubungan mahram. Yang dimaksud mahram disini adalah 

pihak-pihak atau orang-orang yang haram dinikahi. Dalam kamus Al-

Munawwir mahram berasal dari kata Haruma – Yahrumu – Haraman – 
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Mahraman, yang memiliki arti mencegah. Sedangkan Mahram sendiri 

bermakna yang haram atau yang terlarang. Adapun menurut terminologi 

mahram adalah laki-laki yang haram bagi wanita karena sebab nasab seperti 

bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak 

suami (mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, 

saudara sesusuan dan karena sebab yang lain.  Maksud haram dalam konteks 

ini ialah larangan untuk menikahi (kawin) antara seorang pria dan wanita. 

Menurut syara‘ larangan tersebut dibagi dua: yaitu halangan abadi dan 

halangan sementara. Mahram abadi ada tiga penyebab  :  

1. Nasab. 

Diantara yang diharamkan sebab nasab ialah, Ibu, nenek, buyut 

sampai ke atas. Anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Semua saudara, baik 

saudara kandung, seayah atau seibu. Paman pihak ayah dan ibu. 

2. Rada‘ah (persusuan). 

Yang diharamkan sebab persusuan ialah sama seperti kemahraman 

disebabkan nasab. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:  

―Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti 

mahram karena nasab.‖ (HR. Bukhari dan Muslim). 

3. Musaharah (kemertuaan). 

Diantara mahram disebabkan kemertuaan ialah; istri ayah (ibu tiri). 

Termasuk juga di dalamnya istri kakek baik dari pihak ayah dan ibu. Istri 

anak (menantu), istri cucu dan cicit. Ibu dari istri (mertua), dan termasuk di 

dalmya semua Ushul-nya dari pihak perempuan  . 

Hal tersebut secara keseluruhan difirmankan Allah Swt dalam Al-

Quran: 



 
 
 
 

 
209 

 

                                          

                                  

                                          

                                  

                             
―Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu 

yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, 

saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-

anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari 

istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 

istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 

(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 

(menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. 

Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.‖. (QS. Annisa: 23).  

Sedangkan yang kedua adalah kemahraman sementara. Yang 

dimaksud dengan kemahraman dengan sifat semntara ialah kemahraman 

yang tidak bersifat abadi, artinya jika penyebab kemahraman tersebut hilang 
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maka orang tersebut otomatis menjadi ajnabi yang boleh dinikahi. Berikut 

mahram dengan sifat sementara:  

1. Mengumpulkan sesama saudari dalam satu rumah tangga, baik 

saudari kandung atau disebabkan persusuan. 

2. Mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, atau dengan 

anak saudara dan saudarinya, begitu juga dengan anak perempuan dari anak-

anaknya di  dalam satu rumah tangga. 

3. Menikahi perempuan ke lima bagi seseorang yang sudah memiliki 

empat istri 

4. Perempuan Musyrik 

5. Menikahi Istri orang lain 

6. Menikahi perempuan yang sedang dalam masa Iddah 

7. Menikahi perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya sebelum 

tahlil. 

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan 

mahram adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi dengan sebab-sebab 

tertentu. Sebab tersebut bisa berupa nasab, persusuan dan kemertuaan. 

 

E. Kawin Sesuku Dalam Adat Minangkabau 

Perkawinan dalam tradisi minagkabau adalah pembentukan sebuah 

ikatan ruamah tangga antara pria dan wanita dengan catatan telah mendapat 

persetujuan dari keluarga atau famili.   

Upacara pernikahan dalam tradisi minangkabau tergolong sangat 

unik dan identik dengan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenk moyang 

mereka, karena orang minang dikenal masih sangat kental memegang erat 



 
 
 
 

 
211 

 

tradisi dan budayanya, hal tersebut dilandasi karena tatanan garis keturunan 

yang mereka anut ialah matrelinial (garis keturunan melalui ibu), dalam adat 

mereka, pernikahan yang dilakukan antara  suku yang sama adalah hal yang 

terlarang,  pernikahan itu mereka sebut sebagai pernikahan yang masih 

dalam setali darah atau saparuik (seperut).  

Pada awalnya dalam adat minangkabau hanya mengenal 4 buah suku 

asal, yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago. Namun setelah perkembangan 

masa, manusia juga berkembang, suku-suku tadi bercabang hinga sekitar 

lebih dari 40 suku.   

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pernikahan sesuku dalam 

budaya minangkabau adalah sesuatu yang terlarang, karena akan dapat 

memecah garis keturunan mereka, namun sesuku yang dimaksud dalam 

konteks ini ialah jika masing-masing calon suami dan istri berada di bawah 

kepala datuk yang sama (Kepala Suku). Dalam sistem matrilinal, jika ada 

yang akan melangsungkan pernikahan sesuku, biasanya sanak famili dan 

pemangku adat akan memberi nasehat agar pernikahan tersebut tidak 

dilangsungkan. Disamping iru pernikahan sesuku dalam adat mingakabau 

akan mengakibatkan kerancuan dalam hal membagi harta pusaka tinggi 

yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. 

Pernikahan sesuku ini juga akan menjadi buah bibir di dalam 

masyarakat, karena hal tersebut digolongkan sebagai aib yang harus 

dihindari. Jika ada yang melanggar konsekwensinya akan dikeluarkan dari 

kampung dan tidak diikut sertakan dalam uapacara-upacara adat. 
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F. Pernikahan sesama kerabat dekat menurut Islam 

Dari uraian di atas setidaknya kita mengambil benang merah bahwa 

agama Islam telah melarang perkawinan antara sesama kerabat dekat 

(Mahram), seperti ibu, nenek, anak, saudari dan sebagainya. Karena 

menurut akal sehat perkawinan tersebut dapat membawa kemudharatan. 

Bagaimana mungkin seseorang menikahi perempuan yang telah 

melahirkannya, menyusui dan merawatnya. Disamping itu perkawinan 

model semacam ini menurut sains modern sangat tidak baik dan beresiko 

terhadap kesehatan.   

Tapi ternnyata dismping itu Islam juga tidak menganjurkan 

pernikahan anatara sesama kerabat dekat yang tidak memiliki hubungan 

Mahram. Diriwayatkan dalam sebuah hadis: 

 ―Janganlah kalian nikahi wanita kerabat yang dekat karena anak kelak 

tertitahkan kurus‖. 

Hal tersebut terjadi akibat lemahnya syahwat pada wanita yang masih 

memiliki hubungan kerabat. Dalam berbagai literatur fikih klasik kita 

banyak menemukan anjuran-anjuran untuk menikahi wanita yang tidak 

memiliki hubungan kekerabatan . Meskipun hadis tersebut sejatinya masih 

diperdebatkan tentang kesahihannya, bahkan Ibnu Salah menilai hadis 

tersebut sebagai hadis dhaif. Namun pendapat-pendapat tersebut merupakan 

hasil ijttihad par fukaha yang disandarkan kepada maslahat, dan sebuah 

maslaaht tentu berbeda-beda satu dengan yang lain, bisa jadi dengan 

menikahi kerabat dekat hal tersebut merupakan bentuk penjagaan kepadanya 

atau akan mempererat persaudaraan.  
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Jika dilihat dari hukum asal menikahi kerabat dekat yang tidak 

memiliki hubungan mahram adalah sah-sah saja. Rasulullah Saw telah 

menikahi Zainab binti Jahsy dia adalah anak perempuan dari bibi beliau dari 

jalur bapak, beliau juga menikahkan Zainab putri beliau dengan Abul ‗Ash 

dia adalah anak dari bibinya dari jalur ibu, beliau juga menikahkan Ali 

dengan Fatimah, dia adalah anak pamannya dari jalur bapak. 

 

G. Konsep Sadduzzari‘ah Dalam Konteks Kawin Sesuku 

Salah satu dari sumber hukum islam yang mukhtalaf fihi   ialah 

konsep Sadduzzari‘ah . Sadduzzariah dalam definisi umum ialah 

pencegahan terhadap sesuatu kemudharatan, dengan tercegahnya 

kemudharatan tersebut akan mendatangkan kemaslahatan.  

Jika dilihat dalam konteks pernikahan dalam adat minangkabau, 

kawin sesuku memang akan mengakibatkan kemudharatan dan kerusakan, 

mulai dari pergunjingan dalam masyarakat, dikeluarkan dari kampung 

sendiri dan tidak diikut sertakan dalam upacara-upacara adat. Namun perlu 

juga dianalisis apakah jenis kemudharatan dalam konteks sadduzzariah bisa 

diterapkan dalam pelarangan kawin sesuku tersebut.  

Imam Ibnul Qayyim mengelompokkan kemudharatan yang 

ditimbulkan dalam konteks Sadduzzariah pada empat tempat: 

1. Dzariah yang membawa kemudharatan kepada sesuatu yang 

terlarang dalam agama, seperti minuman keras, narkoba dan perzinaan. 

2. Dzariah yang menolak kepada sesuatu yang mubah, namun 

kebolehan tersebut dinilai mengakibatkan kerusakan. Seperti nikah Tahlil, 
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pernikahan ini pada dasrnya dibolehkan, namun jika tujuannya untuk 

menghalalkan yang haram akan menjadi tidak boleh. 

3. Dzariah yang pada dasarnya mubah, namun kemubahan tersebut 

akan membawa kerusakan, yang mana kerusakannya lebih besar dibanding 

maslahatnya. Seperti berhiasnya seorang perempuan dalam masa Iddah yang 

baru ditinggal mati suaminya, berhias pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi 

jika berhias dalam kondisi tersebut menjadi terlarang karena akan 

menyebabkan mudharat yang lebih besar.  

4.  Dzariah yang pada dasarnya mubah, namun kemubahan tersebut 

akan membawa kerusakan, yang mana kerusakannya tidak lebih besar 

dibanding dengan maslahatnya. Seperti dibolehkannya memandang wajah 

perempuan saat terjadi khitbah.  

Dari uraian di atas, ternyata ada hal-hal mubah yang boleh dihindari 

dalam konteks Sadduzzariah, seperti yang tertuang dalam poin 4. Kawin 

sesuku dalam adat minangkabu sebenarmya bukan hal yang terlarang dalam 

arti diharamkan, akan tetapi perkawinan sesuku adalah hal yang tidak 

disukai, karena hal tersebut dinilai akan merusak garis keturunan mereka 

yang menganut sistem matrilinial. Dan kawin sesuku dalam islam juga 

bukan hal yang diwajibkan, kawin sesuku dan satu kabilah masih dalam 

konteks mubah. Dalam konsep Sadduzzaiah boleh saja kemubahan dihindari 

jika akan mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah 

agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur antara tuhan dengan 

hamba, akan tetapi mengatur seluk beluk kehidupan penganutnya, seperti 

muamalat, munakahat dan jinayat. Dalam hal Munakahat islam telah 
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mengatur tentang siapa saja orang-orang yang boleh dinikahi. Mereka 

adalah kerabat-kerabat dekat yang mesih memiliki pertalian darah dan 

musaharah. Sedangkan perkawinanan sesama kerabat jauh yang tidak 

memiliki hubungan mahram, seperti satu kabilah, satu marga, satu klan dan 

satu suku islam tidak melarang perkawinan tersebut, karena yang menjadi 

tolak ukur adalah hubngan mahram sebagaimana yang tertuang dalam Al-

Quran dan Assunnah.  

Namun ada sebuah Atsar ditemukan atas tidak dianjurkannya 

pernikahan anatara sesama kerabat dekat yang bukan Mahram, karena 

pernikahan semacam ini membuat anak yang dilahirkan tidak begitu sehat 

dan kuat.  Meskipun hadis tersebut masih dipertentangkan tentang status 

kesahihaannya, namun setidaknya makna yang tersirat dari hadis tersebut 

mengamini temuan sains modern bahwa perkawinan sesama kerabat dekat 

tidak dianjurkan karena beresiko terhadap kesehatan.  

Dalam ilmu kesehaan atau ilmu biologi, pernikahan senasab atau 

yang masih memiliki kerabat dekat  akan menimbulkan berbagai macam 

kelainan pada anak saat dilahirkan. Secara genetis, jika satu gen masih 

berasal dari keturunan yang sama melangsungkan perkawinan akan 

mengakibatkan terjadinya mutasi. Mutasi tersebut kelak akan menimbulkan 

masalah pada anak yang dilahirkan, misalnya cacat, debil, idiot dan ambisil 

(penyakit mental). Maka dari itu sains tidak menganjurkan manusia 

melangsungkan pernikahan dengan sesama kerabat dekatnya, karena hal 

tersebut bisa mengakibatkan konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan di 

kemudian hari.  
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Disamping itu pernikahan sesuku dalam adat minagkabau akan 

menimbulkan gejolak di masyarkat, mulai dari pergunjingan dan diusir dari 

kampung, tentu hal tersebut adalah sesuatu yang harus dihindari, dalam 

kontek sadduzzariah sesuatu yang mubah dalam hal ini kawin sesuku boleh 

saja dihindari, jika benar-benar akan menimbulkan keruskan dan 

kemudharatan, meskipun kemudhartannya tidak lebih besar dibanding 

dengan maslahatnya. 
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Analisis Pengangkatan Anak  Dalam Tradisi Minangkabau Ditinjau 

Dalam Prespektif Hukum Islam (Bagian Kesatu) 

 

By: M Yanis Saputra 

 

Pernikahan merupakan dambaan setiap manusia. Di dalam agama 

islam, pernikahan bukan hanya sekedar media untuk menyatukan antara 

laki-laki dengan perempuan dalam bingkai rumah tangga. Namun agama 

islam juga memposisikan pernikahan sebagai sebuah ibadah yang bernilai 

tinggi di hadapan Allah SWT. Meskipun pernikahan kerap dianggap sebagai 

jalan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan. Namun 

pernikahan bukan hanya sebatas itu. Tetapi pernikahan juga berorientasi 

untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Setiap pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, 

tentunya mempunyai harapan dan impian besar agar dikarunia dengan anak. 

Namun tidak bisa dipungkiri juga, bahwa tidak semua keluarga dikaruniai 

anak. Hal tersebut tentu saja bukan wilayah manusia, sebab Allah lah yang 

mempunyai otoritas atas segala-galanya. Deminiakn halnya dengan anak, 

ada dan tidak adanya anak di dalam keluarga adalah wilayah Allah. Manusia 

hanya bisa sebatas berdoa‘a dan berikhtiar. 

Akibat tidak adanya anak, tidak sedikit pasangan suami istri yang 

mencari jalan alternatif lain agar mereka bisa mengasuh dan membesarkan 

anak di dalam keluarga mereka. Adapun alternatif yang sering dilakukan 

oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak adalah dengan 

mengadopsi anak, atau dalam istilah lainnya mencari anak angkat. Dan saat 
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ini mengadopsi anak di Indonesia sudah semacam tradisi, dan mudah 

dijumpai hampir di semua wilayah Indonesia. 

Melihat begitu banyaknya tradisi pengangkatan anak di Indonesia. 

Sampai-sampai pemerintah memformulasikan sejumlah aturan tentang tata 

cara peraturan pengangkatan anak. Aturan tersebut terdapat di dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat juga di dalam Surat Edaran dari 

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 dan No. 6 Tahun 1983 jo dan No. 4 

Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.    

Kemudian mengenai pedoman pemberian izin, pembuatan laporan 

social, serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak diatur dalam 

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/ HUK/ KEP/ VII/ 

1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.  Dalam 

rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan 

anak pada tahun 2002 disahkan pula Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak.  Beserta Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007.  Kemudian Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan diubah 

menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  

Kendatipun pengangkatan anak sudah diatur oleh Negara melalui 

peraturn perundang-undangannya. Maupun surat edaran yang dikeluaran 

oleh Mahkamah AgungR Republik Indonesia. Namun tradisi pengangkatan 

anak yang terjadi di Indonesia diatur juga melalui hukum agama islam, 

yakni aturan hukum dari Al-Qur‘an. Selanjutnya di atur pada aturan hukum 

adat di masing-masing suku yang ada di Indoensia ini.  

Pengaturan adat mengenai tata cara pengangkatan anak pada satu 

suku dengan suku lainnya yang ada di Indonesia ini berbeda-beda. Maka 
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harus disesuikan dengan tata cara adat yang berlaku pada masing-masing 

masyarakat adat setempat, sesui denga kepercayaan dan sistem hukum 

adatnya masing-masing. Hal itu disebabkan bahwa sistem hukum keluarga 

adat di Indonesia ini cukup beragam, ada yang menggunakan Patrilineal, 

Parental, dan ada juga Matrilneal. Istilah pengangkatan anak pada masing-

masing daerah tersebut juga mempunyai istilah yang berbeda-beda. 

Adapun salah satu suku yang ada di Indonesia ini yang menarik 

untuk dikaji berkenaan dengan pengangkatan anak adalah suku 

Minangkabau yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang melatar 

belakangi kajian tulisan pengangkatan anak pada suku Minangkabau 

menjadi menarik, adalah karena pada satu sisi hukum adat Minangkabau 

tidak pernah mendirikan lembaga pengangkatan anak. Sedangkan pada sisi 

lainnya, tidak sedikit masyarakat Minangkabau yang melakukan 

pengangkatan anak. 

Ruang lingkup kajian khazanah keilmuan yang berkaitan dengan 

eksistensi anak angkat tentunya mempunyai kajian yang sangat luas. Maka 

fokus kajian yang dilakukan di dalam tulisan ini akan dibatasi pada beberapa 

hal saja. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pengertian anak angkat 

2. Alasan pengangkatan anak 

3. Anak angkat menurut hukum adat minangkabau dan islam 
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A. Pengertian dan Alasan Pengangkatan Anak, Anak Angkat Menurut 

Hukum Adat Minangkabau serta perspektifnya dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Anak Angkat 

Tradisi pengangkatan anak bukanlah sesuatu hal yang baru terjadi di 

atas seantero semesta ini, namun sudah ada sejak dahulu. Seiring dengan 

perubahan zaman dan pergantian masa. Istilah anak angkat kemudian lebih 

dikenal dengan sebutan mengadopsi anak, atau adopsi anak. Adopsi sendiri 

jika ditelisik dari asal katanya adalah berasal dari ―adoptie‖. Sedangkan 

dalam bahasa Belandanya disebut ―adoption‖. 

Dari bahasa Belanda kemudian dicangkok ke dalam bahasa Inggris 

menjadi ―adoption‖. Meskipun pengistilahannya berbeda-beda pada masing-

maing Negara, namun semua istilah tersebut dapat diartikan dengan makna 

yang serupa. Yakni pemungutan, pengangkatan atau adopsi anak. Adapun 

istilah populernya kalau di luar negeri sering juga disebut dengan adoption 

of child yang artinya adalah pengangkatan anak.  Adapun pengertian anak 

angkat menurut hukum adat adalah mengangkat anak orang lain lalu 

kemudian dijadikan sebagai anak sendiri, diperlakukan layaknya seperti 

anak kandung.  

Sementara itu pengertian anak angkat di Indonesia dapat ditemukan 

di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak pada pasal 1 ―Suatu perbuatan hukum yang 

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang 

sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, 

dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua 

angkatnya‖.  
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Jika ditelusuri dengan pendekatan prespektif sejarah, pengangkatan 

anak sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan pengangkatan anak ini 

pernah dilakukan sendiri oleh Nabi Muhamad Saw. Pada saat itu Nabi 

Muhammad Saw mengangkat seorang anak sebagai anak angkatnya, anak 

itu bernama Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah kemudian diasuh oleh 

Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Sampai-sampai Nabi mencantumkan 

nama Beliau di belakang Nama Zaid, menjadi Zaid bin Muhammad Saw. 

Atas kejadian itu, maka turunlah Firman Allah yang terdapat di dalam Surat 

Al-Ahzab. 

                                        

                                             

          

Artinya ―Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar 

itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai 

anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di 

mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 

menunjukkan jalan (yang benar)‖ (Al-Ahzab: 4) 

Setelah turunnya ayat tersebut Nabi Muhammad Saw kemudian 

melepaskan namanya dari belakang nama Zaid. Sejarah pengangkatan anak 

yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw beriringan turunnya ayat 

tersebut mengisaratkan kepada orang-orang beriman, bahwa anak angkat 

tidak sama posisinya dengan anak kandung yang lahir dari rahim istrinya. 
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Meskipun demikian, Allah SWT tidak melarang untuk mengadopsi anak. 

Tetapi Allah hanya melarang untuk melabelkan anak angkat sebagai anak 

kandung, dan tidak diperbolehkan untuk meletakkan label bin di belakang 

nama anak angakt tersebut. 

Adapun jika dilihat melalui regulasi atau Undang-undang Negara. 

Maka pengangkatan anak boleh dilakukan dengan ketentuan-ketentuaan 

yang telah diatur di dalam Undang-undang tersebut. Ketika sebuah keluarga 

mengadopsi anak, maka tanggung jawab pasangan suami istri adalah 

memenuhi seluruh kebutuhan anak yang diangkat. Dan tidak ada pelarngan 

anak angkat di dalam Undang-undang yang berlaku di Negara ini. 

Selanjutnya jika dilihat dari pendapat Nasroen dkk, mereka 

mendepenisikan anak angkat menjadi dua pengertian. yakni: 

1. Mengambil anak orang lain kemudian diasuh dan dididik dengan 

penuh perhatian serta memberikan kasih sayang. Status pengangkatan anak 

ini dibatasi, tanpa diberikan status anak kandung. Meskipun demikian, 

perlakuan kepada anak angkat tidak boleh berbed dengan anak kandung; 

2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi 

status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan 

(nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta 

hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua 

angkat.  

Jika kedua pengertian di atas disandarkan kepada firman Allah SWT 

yang terdapat di dalam Surat Al-Ahzab. Maka pengertian anak angkat yang 

lebih tepat adalah defenisi anak angkat yang pertama yang diketengahkan 
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oleh mereka. Sebab anak angkat tidak sama posisinya dengan anak kandung, 

meskipun anak angkat telah menjadi tanggung jawab orangtua angkatnya. 

Sebab Islam tidak membenarkan untuk memberikan label bin 

dibelakang nama anak angkat. Karena status anak angkat hanya sebatas 

pemeliharaan tanpa mempunyai kepemilikan seperti anak kandung. Dengan 

demikian anak angkat tidak bisa memakai nama ayah angkatnya. Dan harta 

waris yang dimiliki oleh ayah angkat tidak bisa diwariskan oleh anak 

angkat. Demikian halnya orangtua angkat tidak berhak mewarisi harta anak 

angkatnya. 

Adapun ketentuan pengangkatan anak angkat di dalam agama islam 

harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh aturan hukum islam. 

Adapun ketentuan pengangkatan anak tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah 

antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. 

2. Anak angkat tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua 

angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. 

Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak berhak berkedudukan 

sebagai pewaris dari anak angkatnya. 

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 

angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal saja. 

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya.  

Bertolak dari pada itu. Ternyata di dalam hukum adat minangkabau 

tidak terdapat aturan tentang pengangkatan anak. Karena ketika 
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pengangkatan anak terjadi, maka akan berimplikasi kedasa sistem kewarisan 

yang ada di dalam hukum adat Minangkabau.  Meskipun demikian 

pengangkatan anak pernah juga terjadi di antara masyatak Minangkabau. 

Kendatipun demikian, aturan adat Minangkabau selaras dengan hukum 

islam sesuai dengan filosofisnya adat basandi syara‘ syara‘ basandi 

Kitabullah. 

Itu artinya ketentuan-ketentuan pengangkatan anak yang terjadi di 

masyarakat Minangkabau sama halnya dengan ketentuan dari agama islam. 

Meskipun masyarakat Minangkabau melakukan pengangkatan anak, namun 

anak yang diangkat tidak bisa mewarisi harta dari orangtua angkatnya. 

Demikian halnya, orangtua angkatnya tidak mempunyai kedudukan sebagai 

penerima harta waris dari anak angkatnya. 

Namun di dalam adat Minangkabau ada sebuah aturan tentang 

pengangkatan urang bainduak. Urang bainduak sendiri merupakan 

mengangkat anak yang diatur di dalam Undang-undang adat Minangkabau, 

tepatnya pada Undang-undang adat nan taradat. 

2. Alasan Dari Pengangkatan Anak 

Setiap pasangan suami istri, baik yang baru menikah maupun yang 

sudah lama menikah. Tentu saja mempunyai keinginan untuk memiliki 

keturunan anak. Hal tersebut merupakan sebuah naluri alamiah setiap 

pasangan suami istri. Maka tidak heran, tenpa adanya anak di dalam sebuah 

keluarga. Maka pada umumnya keharmonisan di dalam sebuah rumah 

tangga tidak terasa. Bisa-bisa akan menyebabkan pertengkaran, atau seorang 

suami menikah lagi dengan harapan agar mempunyai keturunan. 
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Kendatipun demikian, tidak sedikit juga pasangan suami istri yang 

bersabar meskipun keluarga mereka tidak dianugrahi oleh Tuhan berupan 

anak. Saat ini, kalau di dalam sebuah rumah tangga tidak mempunyai anak, 

merka bisa mencari anak adopsi untuk mereka jadikan sebagai anak angkat 

di dalam rumah tangga mereka. Di Indonesia sendiri tidak bisa dipungkiri, 

bahwa pengangkatan anak sudah banyak dilakukan di berbagai tempat dan 

wilayah yang ada di Indonesia. 

Pengangkatan anak atau anak adopsi yang terjadi di Indonesia, 

biasanya dilatar belakangi banyak hal. Antara lain, ada yang dilatar 

belakangi disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Ada juga 

disebabkan karena belas kasihan, disebabkan orangtua si anak tidak sanggup 

membiayai kehidupan si anak.  Selain itu ada juga yang telah mempunyai 

anak, hanya saja semua anaknya laki-laki atau perempuan. Sehingga 

diambillah anak angkat atau anak adopsi dengan tujuan sebagai pemancing 

agar kelak anaknya lahir dengan jenis kelamin yang berbeda dari yang sudah 

ada. 

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebuah keluarga bersamaan 

dengan memikul tanggung jawab yang besar kepada orangtua angkatnya. 

Anak angkat harus mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih dari orngtua 

angkatnya. Orangtua angkatnya juga bertanggung jawab untuk menjaga 

anak angkatnya dari sekeliling lingkungannya, anak angkat tidak boleh 

didiskriditkan dari kehidupan sosial, dan tidak boleh mempersoalkan ras, 

warana kulit dan kesukuannya.  Sederhananya anak angkat merupakan 

tanggung jawab penuh orangtua angkatnya, anak angkat harus benar-benar 

dijaga dan dilindungi. 
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Adapun motif yang melatar belakangi terjadi pengangkatan anak di 

berbagai tempat biasanya dilatar belakangi banyak hal, antara lain adalah: 

1. Merasa kasihan terhadap anak yang terlantar, atau disebabkan 

orangtua kandung si anak tidk sanggup untuk memeliharanya 

2. Karena tidak mempunyai anak, sementara pasangan suami istri 

berharap akan ada yang menjaganya kelak ketika usia mereka sudah tua. 

3. Munculnya tradisi kepercayaan yang meyakini, bahwa dengan 

adanya anak walaupun anak angkat di dalam rumah maka kelak akan 

mempunyai anak kandung sendiri. 

4. Karena hanya mempunyai satu anak, sehingga orangtuanya 

menagngkat anak angkat agar anak kandungnya mempunyai teman bermain. 

5. Untuk menambah tenaga kerja 

6. Untuk mempertahankan kebahagiaan di dalam rumah tangga.  

Motif pengangkatan anak dengan uraian di atas secara eksplisit 

memang sangat rasional. Itu artinya, bahwa pengangkatan anak yang terjadi 

di berbagai tempat memang mempunyai motif secara tersendiri-sendiri. 

Sebagian ada yang merasa kasihan atas dasar kemanusiaan, di lain hal ada 

juga yang termotivasi agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga secara 

harmonis meskipun mereka tidak mempunyai anak kandung. 

Bertolak dari pada pendapat tersebut, ada juga yang mengatakan 

bahwa pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia termotivasi karena hal-

hal sebagai berikut. 

1. Mempunyai keinginan yang besar untuk memperoleh anak, sebab 

di dalam rumah tangganya tidak dikaruniai anak. 
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2. Sebagai pemancing untuk melahirkan anak, karena sudah lama 

menikah namun tidak mempunyai anak. 

3. Ingin menambah jumlah bilangan anak dengan berlainan jenis 

kelamin. 

4. Akibat belas kasihan terhadap anak-anak terlantar, miskin atau 

yatim piatu. 

Dari sekian banyak pendapat yang diutarakan maka dapat 

pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia dapat diambil benang 

merahnya. Bahwa pengangkatan anak yang semakin kerap terjadi di 

Indonesia dilatar belakangi karena merasa belas kasihan (kemanusiaan). Ada 

juga dilatar belakangi karena tidak mempunyai keturunan sama sekali. 

Untuk mempertahankan kelanggengan hubungan suami istri di dalam 

sebuah rumah tangga yang tidak dikaruniai anak. Adanya kepercayaan 

bahwa rumah tangga yang tidak mempunyai anak akan segera mempunyai 

anak, kalau di rumah tangga mereka ada anak kecil meskipun anak itu 

adalah anak angkat. 

Dengan demikian, maka pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia 

adalah bertujuan positif. Dari pengangkatan anak tersebut, juga akan 

memperoleh kebaikan bagi anak itu sendiri. Sehingga anak-anak yang 

terlantar akan mendapatkan perlindungan dari orangtua angkatnya. 

Meskipun demikian, pengangkatan anak haruslah berdasarkan kepada 

ketentuan-ketentuan aturan baik aturan adat setempat maupun aturan 

perundang-undangan Negara. Sehingga pengangkatan anak tersebut tidak 

menyalahi peraturan yang berlaku.  
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Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak No. 54 Tahun 2007, pasal 2 mengatakan 

―Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang 

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dn ketentuan-ketentuan  

perturan perundang-undangan.  

3. Anak Angkat Menurut Hukum Adat Minangkabau 

Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa pengangkatan anak di 

Indonesia merupakan sebuah tradisi yang lazim dilakukan di berbagai 

tempat dan wilayah. Adapun motif yang melatar belakangi pengangkatan 

anak tersebut, banyak hal motif yang melatar belakanginya. Berkenaan 

dengan itu pula maka, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang 

mengatur tata cara pengangkatan anak di Indonesia. Begitu juga dengan 

ketentuan hukum islamya. 

Meskipun demikian, tidak bisa dinafikan juga bahwa masing-masing 

daerah mempunyai aturan adat yang cukup ketat mengenai tata cara dan 

aturan pengangkatan anak sesuai dengan adat yang berlaku di masing-

masing daerah yang ada di Indonesia. Seperti di dalam adat Minangkabau 

yang memiliki sistem kekeluargaan Matrilineal. Oleh karena itu perlu 

ditelisik, bagaimana kemudian aturan adat di Minangkabau terkait dengan 

pengangkatan anak, atau mengadopsi anak. 

Hukum adat Minangkabau pada prinsifnya tidak memiliki perangkat 

hukum adat tentang mekanisme dan tata cara pengangkatan anak. Hal 

tersebut dapat diketahui, bahwa masyarakat Minangkabau sama sekali tidak 

memilliki Lembaga pengangkatan anak. Demikian halnya dengan agama 
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islam, hukum islam juga tidak memiliki Lembaga aturan yang mengatur 

bagaimana mekanisme pengangkatan anak. Hanya saja di dalam hukum 

islam terdapat sejumlah aturan yang harus diperhatikan ketika ingin 

mengangkat anak. 

Anak angkat dalam Hukum Adat Minangkabau, sebagaimana halnya 

hukum Islam, hanya memandang anak angkat sebagaimana definisi anak 

asuh sekarang, yakni memelihara anak orang lain untuk dijaga, dirawat dan 

dididik agar menjadi manusia yang mandiri, namun akar kehidupannya tidak 

tercabut dari uratnya, artinya hubungan antara anak asuh dengan orangtua 

kandungnya tidak putus, tetap seperti semula, dan hubungan dengan 

orangtua angkatnya pun tidak tercipta, artinya si anak angkat tidak serta 

merta menjadi ahli waris dari orangtua asuhnya, hubungan bersifat sosial 

semata. 

Maka dengan demikian aturan hukum mengenai pengangkatan anak 

di dalam adat Minangkabau dan dalam hukum islam sebenarnya tidak jauh 

berbeda. Hal tersebut dapat diketahui, karena hukum adat Minangkabau 

sejatinya selaras dengan hukum islam. Sesuai dengan filosofi yang begitu 

kental dengan nuansa religi yang terdapat dalam aturan Hukum adat Minang 

kabau. Atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum basandi syara‘ syara‘ 

basandi kitabullah. 

Apabila hukum pengangkatan anak ini ditinjau dalam prespektif 

hukum islam, maka dapat dijumpai pada beberapa ayat di dalam Al-Qur‘an 

yang membicarakan tengang pengangkatan anak. Antara lain, ayat-ayat 

yang membahas pengangkatan anak angkat yang terdapat di dalam Al-

Qur‘an sebagai berikut. (Q.S Al-Ahzab 4-5). 
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―Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 

sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu 

saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan 

(yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka 

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada 

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang‖. (Q.S Al-Ahzab 4-5) 

Dari ayat tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas, bahwa 

mengangkat anak atau mengadopsi anak orang lain tidak sama posisinya 

dengan anak kandung. Meskipun demikian, dalam hal kebutuhan dan kasih 

sayang. Tidak boleh dibedakan antara anak kandung dengan anak angkat. 

Kedua-duanya sama, artinya kebutuhan yang harus diberikan kepad mereka 

harus sama. Kendati pun demikian, bahwa salah satu hal yang membedakan 

adalah bahwa nasab anak angkat tidak bisa dinasabkan dengan orangtua 

angkatnya. Dan anak angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkat, 

sebagaimana halnya pula bahwa orangtua angkat tidak boleh mewarisi harta 

anak angkatnya. 

Walaupun hukum islam dan hukum Adat Minangkabau tidak 

mengenal lembaga pengangkatan anak. Namun tidak ada larangan bagi 

anggota masyarakat Minangkabau untuk melakukan pengangkatan anak. 
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Karena anak angkat tersebut dalam hukum adat Minangkabau tidak 

mengubah posisi apapun terhadap kewarisan adat.  Dan posisi anak angkat 

tidak bisa memakai nasab ayah angkatnya. Adapun hubungan anak yang 

diangkat, tetap mempunyai hubungan seperti semula dengan orangtua 

kandungnya. Mewarisi harta orangtua kandungnya, namun tidak mewarisi 

warisan orangtua angkatnya. Anak angkat atau menjadi tanggung jawab 

sepenuhnya dari suami istri yang mengangkatnya, dan kaumnya yang lain 

terlepas dari kewajiban untuk mengasuh atau memelihara anak angkat 

sendiri. 

Dan anak angkat dalam pengertian hukum adat Minangkabau, hanya 

dapat menikmati hasil dari harta pencaharian orangtua angkatnya saja, dan 

itupun berlaku selama orangtua angkatnya masih hidup. Apabila orangtua 

angkatnya meninggal dunia maka harta warisan jatuh kepada ahli waris 

menurut hukum adat Minangkabau. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), konsekuensi yuridis dari pengangkatan anak melalui Penetapan 

Pengadilan dapat dilihat pada pasal 209 ayat (1) dan (2). Pasal ini 

memberikan hak kepada anak angkat (demikian juga sebaliknya) untuk 

mendapatkan wasiat wajibah sepertiga dari warisan orangtua angkatnya, 

apabila sebelumnya tidak menerima wasiat dari orangtua angkatnya 

tersebut. 
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Analisis Pengangkatan Anak  Dalam Tradisi Minangkabau Ditinjau 

Dalam Prespektif Hukum Islam (Bagian Kedua) 

 

By: Rahmatul Insan 

 

A. Pengangkatan Anak dalam Adat Minangkabau. 

Perundang-undangan di Idonesia sampai saat ini belum ada  yang 

secara khusus mengatur tentang pengangkatan urang bainduak, namun 

paham dan praktiknya dalam kehidupan, sudah dilakukan dalam kehidupan 

bermasyarakat tidak terkecuali di minangkabau sendiri. Menurut Amir 

Sjarifuddin Tj.A (1984:68-69), mengatakan bahwa adat Minangkabau 

terbagi pada 4 (empat) kategori: 1). Adat nan sabana adat; 2) Adat nan 

diadatkan; 3) Adat nan teradat; dan 4) adat istiadat.    

Pertama, Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku tetap 

di alam, tidak pernah berubah oleh keadaan tempat dan waktu. Kenyataan 

itu, mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Di dalam ungkapan 

Minangkabau dinyatakan sebagai adat: ―Nan indak lakang dek paneh, indak 

lapuak dek hujan, diasah indak layua, dibubuik indak mati‖, atau ―Adat 

babuhua mati‖. Adat nan sabana adat bersumber dari alam.  

Pada hakikatnya, adat ini adalah kebiasaan yang berjalan sesuai 

dengan ajaran kepada Allah. Dengan demikian, ajaran-ajaran ini tidak 

bertentangan dengan hukum agama Islam.   Sehingga terlahirlah  konsep 

dasar praktik adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni ―adat 

basandi syarak, syarak basandi kitabullah‖ dan ―syarak mangato, adat 

mamakai‖. Dari konsep itu juga telahir sebuah falsafah dasar orang 

Minangkabau, yakni ―alam takambang jadi guru‖. 
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Dari empat jenis adat di Minangkabau,  Semua hukum adat, 

ketentuan adat, norma kemasyarakatan, dan peraturan-peraturan yang 

berlaku di Minangkabau, bersumber dari ―Adat nan sabana adat‖. 

Kedua, Adat nan diadatkan adalah adat yang dirancang dan 

diberlakukan dari zaman nenek moyang orang minangkabau untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan dalam  Adat nan 

diadatkan disampaikan dalam syair, pantun , pepatah dan petitih orang 

minagkabau. Sebagai pedoman dan pemangku terdahulu dalam membuat 

dan menetapkan  ―adat nan diadatkan‖, masyarakat  minangkabau 

berpedoman kepada titah dan aturan yang dibuat oleh dua orang tetua 

(datuak) yang dirujuk sebagai sumber utama segala peraturan adalah Datuak 

Katumangguangan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. 

Inti dari ―adat nan diadatkan‖, yang dirancang Datuak 

Katumangguangan adalah bentuk kepemimpinan yang otoriter atau segala 

aturan berasal dari satu titah pemimpin.  Sedangkan adat yang disusun 

Datuak Parpatiah Nan Sabatang, intinya demokrasi, berdaulat kepada rakyat, 

dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sekilas terlihat bahwa  

kedua konsep adat itu berlawanan. Namun, dalam pelaksanaannya kedua 

konsep itu bertemu, membaur, dan saling mengisi. Gabungan keduanya 

melahirkan demokrasi yang khas di Minangkabau. Diungkapkan dalam 

ajaran adat Minangkabau sebagai berikut: ―Bajanjang naiak, batanggo turun. 

Naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh. Titiak dari 

langik, tabasuik dari bumi‖. Penggabungan kedua sistem ini, seperti 

hubungan  legislatif dan eksekutif di sistem pemerintahan saat ini.  
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Ketiga, Adat nan taradat adalah ketentuan adat yang disusun di 

nagari untuk melaksanakan ―adat nan sabana adat‖ dan ―adat nan diadatkan‖ 

sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nagarinya. Adat ini disusun oleh para 

tokoh dan pemuka masyarakat nagari melalui musyawarah dan mufakat. 

Dari pengertian itu, lahirlah istilah ―adat salingka nagari‖. 

Adat nan taradat disebut juga ―adat babuhua sentak‖, artinya dapat 

diperbaiki, diubah, dan diganti. Fungsi utamanya, yakni sebagai peraturan 

pelaksanaan dari adat Minangkabau. Contoh kegiatan yang terjadi di 

masyarakat adalah seperti upacara batagak pangulu, turun mandi, sunat 

rasul, dan perkawinan, yang selalu dipagari oleh ketentuan agama, di mana 

―syarak mangato adaik mamakaikan‖.  

Adat nan taradat merupakan kebiasaan setempat yang dapat berbeda-

beda pada setiap nagari. Kebiasaan ini pada awalnya, dirumuskan oleh ninik 

mamak pemangku nagari yang bertujuan untuk mewujudkan adat nan 

diadatkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

setempat. Seperti kata pepatah: ―Lain padang lain belalang, lain lubuk lain 

ikannyo. Cupak sapanjang batuang. Adat salingka nagari‖.  

Keempat, Adat istiadat merupakan aturan adat yang dibuat dengan 

mufakat ninik mamak dalam suatu nagari. Peraturan ini, menerima segala 

aspirasi dari mayarakat minangkabau yang patut untuk dimusyawarahkan 

atau sering disebut dengan  alua jo patuik, patuik jo mungkin. Aspirasi yang 

disalurkan ke dalam adat istiadat ialah aspirasi yang sesuai dengan adat jo 

limbago, manuruik barih jo balabeh, manuruik ukuran cupak jo gantang, 

manuruik alua jo patuik. 
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Penerapan Hukum Adat Minangkabau sebagai dasar hukum 

pengangkatan urang bainduak, hal ini bersandarkan kepada tingkatan ketiga 

dari kategori adat Minangkabau yaitu Adat nan taradat yang telah 

dikemukakan di atas. 

Hukum adat Minangkabau dapat diartikan sebagai aturan (perbuatan 

dan sebagainya) dimana masyarakat terbiasa dalam menjalankannya. 

Kehidupan masyarakat minangkabau sejak dahulu kala atau cara (kelakukan 

dan sebagainya) sudah diatur dalam peraturan adat yang diciptakan olh 

nenek  moyang, dan sebagai perwujudannya gagasan kebudayaan yang 

terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan 

lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dalam masyarakat Minangkabau ( 

Amir Syarifudin 1984: 58).  

Secara umum, dapat pula dikatakan bahwa Adat Minangkabau 

merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya dan kebudayaan 

Minangkabau. Ia juga sekaligus merupakan suatu aturan dan tata cara 

kehidupan masyarakat Minangkabau yang disusun berdasarkan musyawarah 

dan mufakat serta diturunkan secara turun temurun secara alamiah. 

1. Urang Bainduak yang Diangkat dengan Upacara Adat 

a. Hubungan Urang Bainduak dengan Induak 

Hubungan urang bainduak dengan induaknya sama seperti hubungan 

orang tua kandung dengan anak kandung.  Hak dan kewajiban yang dimiliki 

anak angkat, akan sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki anak 

kandung. demikian juga sebaliknya termasuk hubungannya dengan seluruh 

anggota keluarga orang tua yang mengangkatnya. 
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Apabila induak mempunyai anak perempuan sedangkan urang 

bainduak adalah anak laki-laki maka menurut hukum adat di antara mereka 

tidak boleh menikah, karena sudah satu suku (badunsanak atau sakaum). 

Meskipun menurut Hukum Islam mereka boleh menikah, namun menurut 

adat Minangkabau kawin satu suku tidak diizinkan karena melanggar adat 

istiadat. Apabila hal ini tetap terjadi, maka pelaku akan menerima saksi 

secara adat. 

b. Hubungan Urang Bainduak dengan Orang Tua Kandungnya, 

Keluarga dan Suku Orang Tua Kandungnya Setelah Adanya Pengangkatan 

Anak 

Urang bainduak yang masih mempunyai orang tua kandung, 

hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, keluarga dan suku 

orang tua kandungnya sama sekali tidak terputus meskipun anak tersebut 

sudah menjadi anggota keluarga dari suku ibu yang mengangkatnya. Anak 

angkat laki-laki dan diangkat menjadi pemangku adat dalam keluarga ibu 

angkatnya maka anak tersebut tidak boleh memangku adat dalam keluarga 

ibu kandungnya, kecuali anak angkat melepaskan jabatannya atau masa 

jabatannya telah berakhir. Apabila anak perempuan akan menikah, maka 

segala kegiatan dan keperluan selama acara pernikahan sudah menjadi 

tanggung jawab pihak bako (keluarga ayah) dari keluarga angkatnya.  Tetapi 

tidak ada larangan apabila bako dan pihak bapak kandungnya ikut 

membantu. 

2.  Urang Bainduak yang Diangkat Tidak Melalui Upacara Adat 

a. Hubungan Urang Bainduak dengan Induak, Keluarga dan Suku 

Induaknya  
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Apabila urang bainduak adalah kemenakan dari perempuan yang 

mengangkat dan diangkat tanpa upacara adat, anak ini tetap diterima oleh 

keluarga dan suku ibu angkatnya karena sudah satu suku. Namun kalau yang 

diangkat adalah kemenakan dari laki-laki yang mengangkat harus melalui 

prosedur pengangkatan anak karena beda suku dengan ibu yang 

mengangkat. 

Anak orang lain tidak mempunyai hubungan dengan orang tua yang 

mengangkat, apabila  proses mengangkat anak dilaksanakan tanpa upacara 

adat , maka anak ini hanya diterima orang tua yang mengangkatnya. 

Keluarga dan suku ayah angkat (bako) belum tentu bisa menerima anak 

angkat tersebut sebagai anak/kemanakan/cucunya. Sekalipun  statusnya 

diterima oleh keluarga bako, apabila anak angkat (perempuan) akan 

menikah/kawin (baralek), maka anak angkat tidak bisa memakai sunting.  

Karena syarat memakai sunting dalam minangkabau harus menyembelih 

kambing terlebih dahulu.  

Anak angkat laki-laki boleh memakai ―saluak‖ (pakaian adat 

pengantin laki-laki Minangkabau) karena untuk memakai  saluak tidak harus 

menyembelih  kambing terlebih dahulu. Namun setelah proses pernikahan, 

maka laki-laki tersebut  tidak boleh turun dari rumah induak bako nya. 

Urang bainduak laki-laki ini tidak dibenarkan diberi jabatan 

pemangku adat. Anak angkat akan dianggap orang lain atau asing oleh 

masyarakat meskipun ia sudah dianggap anak oleh keluarga yang 

mengangkat.  Jika suatu saat nanti sesuatu hal yang baik ataupun yang buruk 

menimpa anak angkat ini, maka  ninik mamak tidak dapat bertanggung 

jawab atas perkara tersebut, hal ini dikarenakan ketika proses  anak itu 
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diangkat tidak diberitahukan pada ninik mamak dalam suku ibunya ataupun 

ninik mamak suku- suku lain. Ini berarti ninik mamak tidak mau disangkut 

pautkan  dengan perkara anak angkat tersebut. 

b. Hubungan Urang Bainduak dengan Orang Tua Kandungnya, 

Keluarga dan Suku Orang Tua Kandungnya 

Setelah terjadinya pengangkatan anak,  maka hubungan anak angkat 

dengan orang tua angkat, keluarga dan suku keluarga angkat akan sama 

dengan hubungannya terhadap orangtua dan keluarga kandungnya. 

Hubungan urang bainduak dengan induaknya sama seperti hubungan orang 

tua kandung dengan anak kandun. apa yang menjadi hak dan kewajiban 

anak kandung maka menjadi hak dan kewajiban urang bainduak demikian 

juga sebaliknya termasuk hubungannya dengan seluruh anggota keluarga 

orang tua yang mengangkatnya. 

Apabila orang tua yang mengangkat anak mempunyai anak 

perempuan sedangkan anak yang diangkat adalah anak laki-laki maka antara 

mereka tidak boleh menikah, karena sudah satu suku, demikian sebaliknya. 

Meskipun menurut Hukum Islam mereka boleh kawin, namun menurut adat 

kawin satu suku tidak boleh karena melanggar adat istiadat, apabila terjadi 

perkawinan satu suku dapat dikenakan sanksi berupa membayar denda dan 

dibuang dari tempat tinggal.  

 

Tentang harta warisan menguraikan sistem hukum waris adat dalam 

suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem 

kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian 

pula halnya dengan sistem hukum waris adat dalam masyarakat matrilinial 
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Minangkabau, ini berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang 

mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Hukum waris menurut hukum adat 

Minangkabau  merupakan masalah yang cukup rumit  dalam berbagai 

pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasan dan keunikannya 

bila dibandingkan dengan sistem hukum waris adat dari daerah-daerah lain 

di Indonesia ini.  

Seperti telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di 

Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang 

dihitung menurut garis ibu. Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak 

hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka 

tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta 

pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi . 

Berikut ini adalah para ahli waris di dalam masyarakat matrilineal. 

Pada masyarakat matrilineal yang bertindak sebagai ahli waris adalah anak-

anak perempuan sedangkan anak-anak laki-laki bukan ahli waris. Ahli waris 

perempuan menguasai dan mengatur segala harta warisan dari ibu dengan 

dibantu saudara laki-lakinya. Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem 

hukum waris adat dalam masyarakat matrilineal (seperti dalam masyarakat 

Minangkabau) terdiri dari dua macam, yaitu: 

1. Waris bertali darah  

Waris bertali darah merupakan ahli waris kandung atau ahli waris 

sedarah yang terdiri dari waris satampok (waris setampuk), waris sejangka 

(waris sejengkal), dan waris saheto (waris sehasta). Masing-masing ahli 

waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran, 

artinya selama waris bertali sedarah setampuk masih ada, maka waris bertali 
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darah sejengkal belum berhak mewaris. Demikian pula waris seterusnya 

selama waris sejengkal masih ada, maka waris sehasta belum berhak 

mewaris 

2. Waris bertali adat  

Waris bertali adat merupakan waris yang sama neneknya.  Walaupun 

tidak ada lagi pertalian drah langsung.  Setiap nagari di Minangkabau 

mempunyai nama dan pengertian tersendiri untuk waris bertali adat 

sehingga waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut: 

a) Menurut caranya menjadi waris: waris batali ameh, waris batali 

suto, waris batali budi, waris tambilang basi, dan waris tambilang perak;  

b) Menurut jauh dekatnya terdiri dari: waris di bawah daguek, waris 

didado, waris di bawah pusar, waris di bawah lutut;  

c) Menurut datangnya, yaitu: waris orang datang 

Berkaitan dengan harta warisan, urang bainduak bukanlah ahli waris 

dari orang tua (induak) yang mengangkatnya akan tetapi ahli waris dari 

orang tua kandungnya (asal). Urang bainduak akan mendapatkan harta 

peninggalan dari Urang bainduak setelah mendapatkan harta peninggalan 

dari induaknya melalui hibah atau pemberian atau wasiat yang dilakukan 

sebelum induaknya meninggal dunia dengan dihadiri serta disetujui oleh 

anak kandungnya (apabila ada) apabila tidak ada disaksikan oleh ninik 

mamaknya.  

 

B. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam 

 Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., 

pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat 
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Arab yang dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat. 

Secara terminologis tabanni menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah 

pengangkatan anak (tabbani) ―Pengambilan anak yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan 

kepada dirinya‖. 

Syekh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak 

angkat yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang 

mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, 

kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, 

baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang 

perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai 

anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak 

kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut 

mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki 

anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, 

padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu 

menjadikan sebagai anak sah. 

Definisi yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, 

bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharan 

nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi 

sebagai anak lainnya. Tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status 

anak kandung. Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak 

sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah, dan pengangkatan anak 

yang dikenal pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak 

angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan 
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orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli 

waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh 

anak kandung. 

Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa, Rasulullah pernah mengangkat 

Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan memanggilnya dengan nama 

Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa 

dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW telah 

menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian 

memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad 

SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang 

artinya : 

 . . . dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu ( sendiri ). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut 

saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan 

yang benar. Panggillah mereka ( anak-anak angkat itu ) dengan memakai 

nama bapakbapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka ( panggillah mereka ) 

sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada 

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi ( yang ada 

dosanya ) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang‖.  

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah 

mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak 

kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua 
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kandungnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah 

angkatnya. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengangkatan urang bainduak pada masyarakat Minangkabau 

berdasarkan hukum adat Minangkabau yang telah berlangsung lama secara 

turun temurun yang bersumber dari adat nan taradat. 

2. Akibat hukum pengangkatan urang bainduak pada masyarakat Adat 

Minangkabau  adalah urang bainduak bukanlah ahli waris dari orang tua 

angkatnya akan tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya (asal); urang 

bainduak tidak putus hubungannya (nasab) dengan keluarga kandungnya 

(asalnya) setelah pengangkatan; urang bainduak yang belum menikah 

dilarang untuk menikahi saudara/i angkatnya. 

3. Jika dilihat dari Perspektif hukum Islam maka sistem pengangkatan 

anak dalam adat Minangkabau tidaklah bertentangan dengan hukum Islam 

karena tidak merubah nasab anak angkat. 
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Analisis Tradisi Pelaksanaan Uang Japuik Pada Adat Perkawinan 

Minangkabau Dalam Hukum Islam 

 

By: Nia Marleni 

 

A. Pengertian Uang Japuik dan Uang Hilang  

Berdasarkan tambo adat minagkabau, penggunaan uang japuik atau 

uang hilang dalam acara pernikahan hanya di pakai di beberapa daerah saja 

dan aturan serta hukum nya berbeda pula. Uang japuik adalah nilai tertentu 

yang akan dikembalikan lagi kepada pihak perempuan di saat berkunjung 

kerumah mertua (manjalang). Sedangkan uang hilang kompesasi sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dikembalikan lagi.  Di 

beberapa daerah minangkabau, uang japuik disebut juga dengan uang jujur, 

uang hilang, uang keduri dan uang dapur (Riza, M, (2000: 22). Uang japuik 

dan uang hilang ini dilakukan sejalan, namun yang lebih tersohor ialah uang 

japuik. 

Besar kecilnya uang japuik dan uang hilang ini ditentukan oleh status 

sosial laki-laki tersebut, semakin tinggi  status sosial pendidikannya maka 

semakin tinggi juga uang japuik dan uang hilannya. Berdasarkan adat 

masing-masing daerah, tujuan digunakan uang jampuik tersebut ialah untuk 

memenuhi syarat pernikahan berdasarkan adat daerah tersebut. Uang japuik 

tersebut diberikan dengan maksud membeli pengantin wanita oleh pengantin 

pria maupun membeli pengantin pria oleh pengantin wanita.  

 Tradisi uang japuik ini mengadung tujuan dimana adanya sifat 

saling harga- menghargai antara pihak perempuan terhadap pihak laki-laki, 

berupa sifat menghargai dalam bentuk uang . kemudian untuk pemberian 
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uang japuik ini dilakukan pada saat manjapuik calon mempelai laki-laki 

untuk melaksanakan pernikahan dirumah pihak perempuan. Sedangkan uang 

hilang tidak dikembalikan lagi kepada pihak perempuan, sebagai kerelaan 

dan keikhlasan pihak perempuan untuk membantu pihak laki-laki tersebut.  

Di beberapa wilayah minangkabau, penggunaan uang japuik tersebut 

sangat penting khusunya daerah tapanuli selatan, karena berdasarkan 

adatnya pihak pria yang memberikan uang japuik kepada wanita dan jika 

seseorang pria menyangupi uang japuik si wanita tersebut maka, si wanita 

akan di bawa tinggal dengan si pria karena si wanita telah dibeli oleh si pria. 

Kemudian apabila dalam pernikahan tersebut terjadi perceraian maka si 

wanita tidak diperbolehkan untuk pulang kerumah sanak dan sanak 

saudaranya karena berdasarkan adat nya dia telah dibeli oleh si pria. 

Dalam pelaksanaannya uang japuik ini juga sama halnya dengan 

uang jujur dan uang hilang. Adapun dibeberapa daerah lainnya seperti 

payakumbuah, uang japuik tersebut diistilahkan dengan isi sasuduik, yaitu 

alat atau benda-benda yang dibelikan atau diberikan pihak laki-laki kepada 

perempuan sebagai salah satu syarat pernikahan didaerah tersebut. Di daerah 

payakumbuah ini berdasarkan adatnya, apabila terjadi perceraian maka isi 

sasuduik tersebut tetap menjadi milik si wanita tersebut tetap bisa pulang 

kembali kepada keluarga dan sanak saudaranya serta kepada ninik 

mamaknya. 

Adapun beberapa daerah mengistilahkan uang japuik menjadi uang 

dapur. Uang dapur ini sendiri diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini juga 

berdasarkan silsilah minang yakni, kurang ditukuk (ditambah), singkat di 
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ulas. Hal ini sering dipakai oleh masyarakat sungai roka berdasarkan 

musyawarah dan mufakat.  

 Keberagaman istilah serta cara pelakasanaan uang japuik ini sendiri 

ialah kekayaan adat minangkabau. Walaupun begitu tujuan penggunaan 

uang japuik, uang hilang, uang dapur, uang jujur serta isi sasuduik ini pun 

sama. Yakni sebagai salah satu syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Hal 

ini pun bertujuan baik yaitu sebagai tanda kesiapan dan kemampanan orang 

yang akan menikah untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam 

berumah tangga. Serta untuk menjaga tradisi yang telah ada semenjak 

zaman nenek moyang serta dilakukan secara turun temurun sampai saat 

sekarang ini. 

Hal ini juga berdasarkan silsilah yang di pakai oleh orang minang, 

yakni: keluk paku kacang blimbing, dibawa menurun ke suruasa, tanamlah 

sirih dengan uratnya, anak dipangku kamanakan di bimbiang, tngang nagari 

jan binasa, tnggang serta dengan adatnya (Datoek, T, tt). 

Pada dasarnya uang japuik ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh 

orang minangkabau asli. Faktor yang mempengaruhi besarnya uang japuik 

dan uang hilang dalam masyarakat adalah status sosial yang disandang oleh 

calon mempelai laki-laki yang akan dijadikan menantu oleh pihak 

perempuan, yang meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan atau 

kemapanan ekonomi. 

Salah satu contoh yang terjadi di daerah padang pariaman, uang 

japuik dan uang hilang pihak perempuanlah yang  mengasih terhadap pihak 

laki-laki berupa, uang, emas atau bentuk barang lainnya, setelah itu baru 

dilakukan pesta pernikahan. Kata uang japuik tersendiri bisa disebut dengan 
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istilah memberi berupa uang atau benda lain kepada pihak laki-laki yang 

dimana masyarakat pariaman dalam penyebutannya dibeli. 

Masyarakat padang pariaman pada dasarnya sangat berpegang pada 

tradisi adat budaya mereka tersebut. Uang japuik memiliki arti tersendiri 

bagi masyarakat padang pariaman sebagai pedoman untuk mengatur 

kehidupan bermasyarakat dalam berbagai bidang yang tergolong dalam 

pernikahan. Pernikahan di padang pariaman saat ini berlaku adalah ketika 

ada pernikahan maka pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau 

benda lainnya kepada pihak laki-laki yang mana disebut uang japuik. Maka 

dari itu tidak bisa dikatakan bahwasannya adat yang seperti ini negatif 

dikarenakan posisi suami merupakan pendatang, ketika telah terjadi 

pernikahan maka suami nantiknnya akan tinggal bersama pihak keluarga 

istri apabila belum mempunyai rumah sendiri.   

Berdasarkan hal tersebut dalam proses uang japuik dalam hal 

melansungkan pernikahan, asal mulanya tradisi uang japuik itu sendiri 

terinspirasi dari cerita pernikahan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika itu 

bekerja dengan salah satu pedagang kaya, dulunya Rasulullah merupakan 

pemuda miskin. 

Rasulullah bekerja dengan siti khadijah. Nabi Muhammad sangat 

memiliki karakter sifat yang mulia dan beliau dijuluki dengan gelar Al-

Amin yaitu orang terpercaya. karena sifat Nabi Muhammad tersebut siti 

khadijah sangat mengagumi Nabi Muhammad tersebut sampai siti khadijah 

ingin menikah dengan Nabi Muhammad, kemudian siti khadijah minta 

bantuan kepada salah satu temannya untuk menanyakan pada Nabi 

Muhammad SAW apakah beliau bersedia menikah dengan siti khadijah. 
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Akan tetapi Nabi Muhammad merasa sangat tidak pantas menikah 

dengan siti khadijah, di karenakan Nabi Muhammad merasa dirinya hanya 

pemuda miskin, dan tidak ada memiliki apapun, sedangkan siti khadijah 

ialah seorang sodagar yang kaya raya. Dengan demikian agar Nabi 

Muhammad merasa dirinya terhormat siti khadijah inisiatif untuk 

memberikan beberapa jumlah hartanya terhadap Nabi Muhammad SAW, 

tujuannnya agar Nabi Muhammad mendapatkan derajatnya menjadi pemuda 

yang sekufu dengan siti Khadijah. Kemudian siti khadijah dan Nabi 

Muhammad pun menikah, siti khadijah pun sangat menghormati sang suami 

dan memanggilnya berdasarkan dengan gelar Nabi Muhammad tersebut. 

Kemudian tradisi adanya uang japuik dan uang hilang memiliki unsur 

yang dimana adanya saling menghargai antara pihak perempuan kepada 

pihak laki-laki, dimana dalam bentuknya berupa uang japuik (babali) dan 

uang hilang. Selanjutnya ada yang berpendapat unsur dari kenapa wanita 

Padang Pariaman memberikan uang japuik (mambali) dan uang hilang 

terhadap laki-laki, dikarenakan adanya sifat meghargai terhadap perempuan 

yang memiliki derajat lebih terhormat. Dikarenakan tradisi yang ada di 

minangkabau, terkhususnya daerah Padang pariaman yang memposikan 

perempuan tidak hanya cukup dibeli dengan bentuk uang saja, kemudian 

dari pada itu maka perempuanlah yang akan nantinya memberikan berupa 

uang japuik (mambali) atau uang hilang terhadap pihak laki-laki. Akan 

tetapi tidak terlepas dari syariat Islam, tradisi minangkabau sangat 

memposisikan syariat Islam terhadap uang japuik dan uang hilang. Pepatah 

minang mengatakan ―Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah‖  

dapat kita lihat bahwasannya masyarakat minang sangat berpedoman pada 
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ajaran Islam dan tidak ada tradisi masyarakat minang yang bertentangan 

dengan ajaran syariat Islam. 

Realitanya terjadi saat ini pada adat pernikahan di padang pariaman 

ini sudah disalah gunakan terhadap orang-orang yang tidak betanggung 

jawab. Dari sisi family laki-laki  berniat menetapkan tarif pada adat uang 

japuik dan uang hilang terhadap keluarga perempuan. Di buat seolah-olah 

semakin tinggi pangkat atau kerjaan laki-laki maka semakin mahal uang 

japuik dan uang hilang nantiknya yang akan diperoleh pihak laki-laki itu. 

Maka akibat yang mungkin terjadi berdampak pada gagalnya perkawinan, 

akibat tarif uang japuik dan uang hilang yang di ajukan oleh pihak laki-laki 

terhadap pihak perempuan sangat besar. Walaupun demikian dengan 

keinginan menikah yang sangat kuat, maka pihak laki-laki inisiatif untuk 

membantu pihak perempuan untuk memenuhi adat babali tersebut, sehingga 

bisa terjadinya resepsi pernikahan. 

 

B. Pelaksanaan Uang Hilang dan Uang Jemputan Pada Adat Perkawinan 

Minangkabau.  

Sebelum kita membahas tentang pelaksanaan uang jemputan dan 

uang hilang, alangkah baiknya sepintas kita mulai dulu dari sejarah tradisi 

uang jemputan dan uang hilang. Dari berbagai literatur yang penulis dapat 

bahwasannya uang jemputan dan uang hilang itu sendiri didasari atas 

adanya keluarga yang kaya-raya yang memiliki banyak harta namun anak 

perempuan mereka tak kunjung menikah, dan adapula yang megatakan 

bahwa tradisi uang jemputan dan uang hilang terispirasi dari kisah Nabi 
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Muhammad SAW yang dinikahi oleh seorang sodagar yang kaya-raya yaitu 

Siti Khadijah.(Welhendri, A (2001:57). 

Namun pada dasarnya tidak ada sumber pasti yang dapat dijadikan 

petunjuk mengenai asal-usul dari tradisi uang jemputan dan uang hilang di 

Pariaman ini, sebab pasa zaman dahulu segala informasi jarang sekali 

tercatat dan biasanya di dapat mulut ke mulut saja. Akan tetapi, tidak 

terlepas benar tidaknya sejarah uang jemputan dan uang hilang tersebut, 

namun, kalau kitalihat dari sisi filosofis awalnya, maka sebenarnya tradisi 

uang jemputan dan uang hilang ini sangat baik dan mengandung banyak 

mashlahat sebab tergolong memudahkan bagi terjadinya pernikahan yang 

memang suatu sunah Nabi. Seorang laki-laki yang takut akan memulai 

sebuah pernikahan disebabkan atas finansial akan tetapi terbantu dengan 

adanya uang jemputan dan uang hilang itu sendiri. 

Adapun proses dari pelaksanan uang jemputan dan uang hilang yang 

terjadi di Padang Pariaman ialah: 

a. Pinang Meminang 

Untuk melakukan peminangan sebelumnya dilakukan pemufakatan 

perkawinan yang dilakukan oleh niniak mamak, karib kerabat, dan urang 

sumando yang dalam suatu kaum. Salah satu pelaksanaan uang jemputan 

yang dilakukan di daerah Pariaman, yaitu sebelum dilansungkan pernikahan, 

pada kurun waktu 1-2 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan, diadakanlah 

acara pertemuan atau pemufakatan antara niniak mamak, karib kerabat dan 

urang sumando yang berada di suatu kaum. Apabila telah terjadi kata 

sepakat, maka diutuslah seseorang berkunjung ke rumah orang tua pihak 
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laki-laki untuk menyampaikan maksud dari pihak keluarga perempuan. 

(Hilman, A (1977:26). 

b. Melamar  

Jelang beberapa hari setelah didapat kata mufakat, maka pihak 

keluarga perempuan, datang berkunjung ke rumah orang tua laki-laki 

dengan membawa kampir sirih seperti yang biasa dilakukan secara adat. 

Pada pertemuan ini, pada dasarnya ditanyakan apakah keluarga yang 

menunggu sudi melepas anak kemenakan mereka untuk dijadikan menantu 

bagi keluarga yang datang. 

Nah sebelum pernikahan dilaksanakan, maka biasanya pihak 

keluarga perempuan seringkali menanyakan terlebih dahulu apa gelar dari 

calon mempelai laki-laki tersebut. Selanjutnya keluarga laki-laki biasanya 

menjawab apa gelar anak kemenakannya tersebut, minsalnya ada yang 

bergelar bagindo, sidi, sutan. Gelar tersebut merupakan panggilan kepada 

suami yang disebutkan oleh semua keluarga pihak istri. (Departemmen, PB 

(1985:43).    

c. Batimbang Tando (Pertunangan) 

Pada tahapan pertunangan inilah yang selanjutnya dari prosesi adat 

pernikahan di Pariaman, setelah disepakati, maka dibuatlah sebuah 

perjanjian. Jika calon mempelai laki-laki adalah begelar sutan, sidi dan 

bagindo, nah disinilah mulai ditanya berapa uang jemputan dan uang hilang 

yang mesti dibayar oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Akan 

tetapi jumlah atau nominal disesuaikan dengan martabat keluarga dan juga 

profesi dari calon mempelai laki-laki tersebut. 
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Dahulunya, penentuan jumlah uang jemputan dan uang hilang 

didasarkan pada gelar/gala yang disandang calon pengantin laki-laki, namun 

dengan seiring perkembangan zaman, kini lebih cenderung melihat kepada 

profesi dari calon pengantin laki-laki, semakin tinggi profesi yang disandang 

oleh laki-laki tersebut maka semakin tinggi pula uang japuik dan uang 

hilang yang akan diterima.(Chairul, A (tt:79).) 

Pada saat pertunangan ini, seminsalnya ada dari salah satu pihak 

yang membatalkan perkawinan, maka ia akan menganti/ membayar denda 

adat. 

d. Malam Bainai 

Malai bainai ialah mengiasi kuku pengantin perempuan dengan 

memakaikan inai atau daun pacar merah pada malam sebelum pernikahan.  

e. Pernikahan 

Upacara pengikraran janji akad nikah yang di ucapatkan oleh 

pengantin laki-laki di hadapan saksi pihak pengantin perempuan. Upacara 

akad nikah biasanya dilaksanakan di rumah perempuan atau di mesjid 

terdekat dari rumah perempuan. Biasanya sebelum menikah laki-laki 

dijemput oleh  pihak perempuan untuk melansungkan akad pernikahan, lalu 

pihak laki-laki bersama karib kerabatnya datang ke rumah perempuan untuk 

menyaksikan akad pernikahan terssebut.  

f. Basandiang 

Basandiang dilakukan ketika pada sore hari pas pengantin laki-laki 

datang kerumah pengantin perempuan yang di namakan menjalang, akan 

tetapi seiring berkembangnya zaman pada saat sekarang, pihak pengantin 
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perempuan biasanya meminjam pengantin laki-laki untuk bersanding 

dengan pengantin perempuan di malam setelah akad pernikahan. 

g. Perjamuan  

Perjamuan ialah dimana nantiknya tamu undangan datang melihat 

anak daro(pengantin perempuan) sambil menyantap hidangan yang sudah di 

siapkan oleh karib kerabat perempuan, pengantin perempuan yang sudah 

memakai pakaian adat tersebut. 

h.  Manjalang  

Majalang dilaksanakan oleh pihak pengantin perempuan yang 

mendatangi rumah pengantin laki-laki, pihak penganten perempuan 

nantiknya membawa jodah atau konji, manjalang biasanya dilaksanakan 

pada malam hari. (Bustamal, A (1987).  

Tujuan dari manjalang, maupun maataan konji ialah agar terjadinya 

silaturahmi antara pihak keluarga pengantin perempuan terhadap pihak 

keluarga perempuan.  Hal tersebut tidak pernah terlepas dari sistem 

matrilineal dimana garis keturunan justru berasal dari tali darah perempuan. 

(Amir, S, (2011: 478).  

Demikianlah prosesi  pelaksanaan pemberian uang jampuik dari 

pihak keluarga pengantin perempuan kepada pihak keluarga pengantin laki-

laki. Uang japuik yang diberikan oleh keluarga anak daro ini merupakan 

bentuk penghargaan pula bagi keluarga marapulai yang telah melahirkan, 

membesarkan dan merawat marapulai dengan sangat baik sampai dewasa. 

Akan tetapi berbeda dengan uang hilang, kalau uang japuik nantiknya akan 

dikembalikan lagi pada pihak anak daro dalam bentuk lain biasanya 
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berbentuk perhiasan di saat acara manjalang mintuo, sedangkan uang hilang 

tidak akan dikembalikan lagi kepada pihak anak daro. 

Sedangkan uang hilang adalah uang yang diberikan oleh 

keluargapihak pengantin perempuan kepada pihak keluarga pengantin laki-

laki. Uang hilang ini berbeda dengan uang japuik ia tidak akan 

dikembalikan kepada pihak perempuan melainkan akan menjadi milik 

pribadi keluarga pengantin laki-laki. Uang hilang ini disepakati pada saat 

perundingan uang japuik, jadi kesepakatan yang dibuat pada prosesi 

tersebut, selain menentukan uang japuik juga menentukan uang hilang. 

Uang hilang dan uang jemputan yang diberikan oleh pihak keluarga 

calon pengantin perempuan ini merupakan bentuk keikhlasan dan kerelaan 

yang telah menjadi tradisi dan juga merupakan perlambangan putih hati 

serta rasa puas pihak keluarga perempuan mendapatkan menantu yang 

sesuai dengan pilihannya. Namun, dalam pelaksanaanya orang Pariaman 

melaksanakannya dengan ikhlas hati tanpa paksaan dan merupakan 

kebanggaan tersendiri dapat menjemput menantu dengan uang atau barang 

yang pantas. Hal ini justru menjadi kebangaan timbale balik bagi kedua 

keluarga. (Riza Mutia, (200:23). 

Uang hilang ditentukan nominalnya ketika berbarengan dengan 

penentuan jumlah uang japuik yaitu pada prosesi marisiak/meresek batin. 

Jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

berunding. Uang hilang ini nantiknya akan diserahkan pada pihak keluarga 

laki-laki sebelum acara baralek biasanya dua atau tiga minggu sebelum 

acara baralek dilaksankan. Bedanya dengan uang japuik, uang hilang ini 
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nantiknya tidak akan dikembalikan dalam bentuk apapun dan menjadi milik 

pribadi keluarga pihak pengantin laki-laki. 

 

C. Uang Hilang dan Uang Jemputan Perspektif Hukum Islam 

Terlepas dari adanya pro dan kontra masyarakat mengenai tradisi 

uang jemputan dan uang hilang dalam adat perkawinan masyarakat 

pariaman, baik muncul dari masyarakat pariaman sendiri ataupun dari luar, 

namun jika ditinjau dari sisi hukum Islam, maka tradisi uang jemputan dan 

uang hilang ini menurut penulis dekat sekali kaitannya dengan 

khitbah/pertunangan.  

Kemudian, apabila tradisi bajapuik ini dianalogikan kepada proses 

khitbah, menurut penulis tradisi ini dibolehkan dalam hukum Islam. Sebab, 

jika diperhatikan sesuai dengan nilai-nilai filosofisnya, maka sebenarnya 

adanya uang jemputan dan uang hilang ini adalah untuk mempermudah 

terjadinya pernikahan dan menolong pihak laki-laki dalam finansialnya. 

Oleh sebab itu, jika didasarkan pada nilai-nilai filosofis dari adanya uang 

jemputan dan uang hilang ini tentu ada mashlahah dibaliknya. Adapun jika 

merujuk pada ketentuan khitbah dalam Islam, maka Islam tidak mengatur 

secara rinci bagaimana khitbah harus dilakukan. Terhadap pelaksanaanya, 

Islam menyerahkannya pada ‗urf. 

 Apabila dipahami lebih lanjut, maka tradisi uang jemputan dan 

uang hilang tergolong kepada al-‗urf al-khas yaitu suatu adat yang hanya 

bagi masyarakat Padang Pariaman saja. Dalam Islam, tradisi memberikan 

sejumlah uang kepada pihak keluarga atau kepada calon pengantin laki-laki 

tidaklah terlarang. Pemberian ini dapat disamakan dengan hibah dalam 
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Islam. Pada tradisi bajapuik ini, maka pihak keluarga pengantin perempuan 

menghibahkan sejumlah uang atau sejumlah barang bernilai ekonomis 

kepada pihak pengantin laki-laki, dan setelah akad nikah dilansungkan dan 

acara pesta/baralek selesai, saat prosesi manjalang mintuo uang ini akan 

dikembalikan dalam bentuk biasanya perhiasan. (Efendi, (2005: 154)   

Namun apabila kita lihat dari sudut pandang ‗urf maka menurut 

penulis tradisi uang jemput dan uang hilang dalam adat perkawinan di 

Padang Pariaman ini telah sesuai dengan ketentuan ‗urf shahih dalam Islam. 

‗urf shahih ialah kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sah dan berlaku 

ditengah kehidupan masyarakat bisa juga dikataka dengan adat yang ada di 

dalam masyarakat, yang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam nash (al-Qur‘an dan Sunnah) serta tidak menghalangi 

terlaksananya mashlahah dan tidak pula membawa masyarakat kepada jalan 

kemudharatan. Namun, tardi si atau kebiasaan yang berkembang di 

masyarakat ini, haruslah tradisi yang tidak lari dari ajaran syariat.(Roni, ZP, 

(2016:54). 

Adapun yang terdapat nilai-nilai Islam yang ada pada tradisi uang 

jemputan dan uang hilang ialah:  

a. Ta‘aruf 

Di dalam ta‘aruf di jumpai ‗urf dalam tradisi uang jemputan dan uang 

hilang, ta‘aruf dilakukan dengan jalannya antara silaturahmi pihak 

perempuan dan pihak laki-laki. Pihak perempuan tidak diperkenankan untuk 

mencari jodoh sendiri melainkan di carikan oleh niniak mamak dari 

keluarga perempuan tersebut, tujuannya agar menghindari yang namanya 

pacaran. Pada saat terjalinnya ta‘arufan disanalah nantinya perempuan dan 
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laki-laki tersebut mengenai bagaimana sifat dan karaktek masing-

masing.dari masyarakat khusnya Pariaman dulunya tidak  mengenal adanya 

pacaran.   

b. Silaturrahim 

Melalui adanya tradisi uang jemputan dan uang hilang, tidak saja 

menyatukan antara dua belah pihak melainkan menyatukan antar desa. 

Namun dengan adanya uang japuik dan uang hilang tersebut bisa menjalin 

silaturahmi antara dua belah pihak.   

c. Adanya nilai saling menghargai  

Dengan adanya tradisi uang jemputan dan uang hilang juga terdapat 

di dalamnya nilai-nilai saling menghargai berdasarkan apa pekerjaan/profesi 

yang disandang oleh laki-laki. Namun perempuan juga dihargai dalam 

bentuk aigiah jalang yang nantiknya perempuan akan diberikan berupa emas 

dari mertua (ibu laki-laki) tersebut.  

 d. Adanya unsur saling tolong menolong 

Ketika akan melaksanakan tradisi bajapuik, masyarakat yang ada 

dilingkungan sekitar yang akan mengadakan perkawinan untuk membantu 

proses perkawinan. Hal ini senada dengan pemaparan informan yang di 

dapat bahwa, pihak keluarga perempuan menghantarkan tando (tukar cincin) 

dengan membawa buah tanggan seperti kue, ayam, juadah dan lain 

sebagainya bersamaan dengan warga desa, pemuka adat untuk dating 

kerumah pihak calon mempelai laki-laki. Kemudian, pihak calon mempelai 

laki-laki juga bersiap menanti di rumah bersama niniak mamak (paman) 

calon mempelai laki-laki, tokoh adat, pemuka agama, dan juga warga desa 
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untuk menyambut kedatangan keluarga pihak perempuan (manunggu 

basamo) (Ririyanty, Y (2012). 

 Namun tradisi uang jemputan dan uang hilang ini sebenarnya sudah 

memenuhi unsur ‗urf shahih yaitu: 

a. Adat/tradisi yang akan dijadikan hukum haruslah berlaku secara 

umum dan sifatnya merata di kalangan masyarakat yang mendiami 

lingkungan adat tersebut. Adapun tradisi uang jemputan dan uang holing di 

masyarakat pariaman, telah dipegang dan di praktikan secara luas sejak 

dahulunya oleh orang pariaman pada umumnya. 

b. ‗Urf yang dijadikan sebagai sandaran, haruslah sudah berlaku pada 

saat ini, bukan ‗urf  yang datangnya kemudian. Namun adapun tradisi 

bajapuik yang mensyaratkan adanya uang jemputan dan uang hilang di 

pariaman, tradisi ini sudah ada sejak dahulunya dan bahkan sebelum Islam 

datang ke Minangkabau. 

c. ‗Urf  yang dijadikan sandaran hukum itu haruslah sesuatu yang 

dipandang baik oleh masyarakat atau dengan kata lain mengandung 

kemashlahatan. Adapun dikaitkan dengan tradisi uang jemputan dan uang 

hilang di Pariaman ini masyarakat memandang adanya mashlalah yang 

terkandung di dalamnya. Dimana pasangan suami istri yang memanfaatkan 

uang ini sebagai modal untuk membina rumah tangga sehingga kehidupan 

setelah berumah tangga dapat berjalan dengan baik dari sisi finansial. 

Berdasarkan beberapa paparan mengenai ‗urf shahih diatas, maka 

dapat penulis katakana bahwa pada dasarnya tradisi berupa uang jemputan 

dan uang hilang yang berlaku dalam pernikahan masyarakat pariaman, 

tergolong kepada ‗urf yang shahih. Tradisi uang jemputan dan uang hilang 
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merupakan adat lama yang secara subtansial memiliki nilai filosofis yang 

baik dan mengandung unsur kemaslahatan.   
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Pelaksanaan Tradisi Budaya Tabuik Dalam Prespektif Hukum Islam 

 

By: Annisa Ummul Husni 

 

A. Sejarah Budaya Tabuik 

Upacara tabuik atau lazim disebut batabuik (pesta tabuik), 

sebagaimana diketahui, batabuik merupakan salah satu tradisi yang dimiliki 

oleh masyarakat Pariaman. Kata tabuik berasal dari bahasa arab yakni at-

tabut yang oleh masayrakat Minangkabau khususnya masyarakat Pariaman 

disebut batabuik. Ini dikarenakan dialek Minangkabau yang menyebut 

konsonan akhir dari ―t‖ akan dilafazkan menjadi ―ik‖ seperti dari tabut 

menjadi tabuik. Menurut beberapa sumber, pengertian dari tabut ini berasal 

dari bahasa Arab (ibrani) berarti peti atau keranda. Menurut orang-orang 

Mesir kuno, tabuik ini didefenisikan  sebagai sebuah peti yang terbuat dari 

batu dan kayu, atau bisa disebut tempat meletakkan mayat. Diatas peti 

diimbuhi relief dan gambar-gambar perihal kesedihan orang-orang Mesir 

serta keyakinan kepada alam lain (Zulkifli Z, 2005: 1). 

Tabuik adalah suatu warisan budaya yang berbentuk ritual upacara 

atau perayaan mengenang maninggalnya husein, akan tetapi seiring 

perkembangan waktu dan zaman, tabuik menjadi pertunjukan budaya khas 

Pariaman setelah masuknya unsur-unsur budaya Minangkabau. Bagi 

masyarakat Pariaman upacara ini tidak menjadi aqidah (kepercayaan yang 

meyangkut ketuhanan atau suatu hal yang dipuja), pelaksanaannya hanya 

semata-mata merupakan upacara memperingati kematian Husein.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadirminta menuliskan bahwa 

tabuik adalah sebuah peti yang dibuat dari anyaman bamboo yang diberi 
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kertas berwarna, kemudian dibawa berarak-arak pada hari peringatan Hasan 

dan Husein tanggal 10 Muharram (Poerwadirman, 1997). Sedangkan 

pengertian tabuik di Pariaman melambangkan sebuah keranda yang 

diibaratkan sebagi usungan mayat Husein bin Ali yang terbuat dari bambu, 

kayu, rotan yang dihiasi dengan bunga ―salapan‖. 

Upacara seperti ini mulanya juga dilakukan oleh pantai Barat 

Sumatera, yaitu Bengkulu, Maolaboh, Barus, Natal dan Pariaman. Namun 

sekarang ini, tradisi upacara ini hanya dilakukan dan digemari oleh 

masyarakat Pariaman dan Bengkulu, sementara daerah-daerah lainnya tidak 

melakukkan tradisi ini lagi. Sebagaiman alas an yang sama melandasi 

adanya tabuik karena memperingati syahidnya Husein bin Ali bin Abi 

Thalib (cucu nabi Muhammad) di padang Karbela yang ditandai dengan 

usungan keranda tabuik sebagai symbol jasad dari Husein. 

Perayaan tabuik di Pariaman berasal dari daerah Bengkulu, yang 

dibawa oleh bangsa Cipei atau Keling (Tamil Islam). Bangsa Cipei itu 

adalah sisa dari pasukan Inggris (Gurkha) di Bengkulu yang kemudian 

masuk ke daerah Pariaman setelah adanya perjanjian antara Inggeris dan 

Belanda yang dikenal dengan Traktat London tahun 1824. Belanda 

mengambil alih daerah Bengkulu dari tangan Inggris dan menukarnya 

dengan Singapura. Sebagian bangsa Cipei itu masuk dan menetap di 

Pariaman yang kemudian mengembangkan budaya tabuik. Di Pariaman, 

menurut Hamka (Zulkifli Z, 2005:2), orang Cipei itu berprofesi sebagai 

tukang patri. Upacara tabuik dianggap sebagai peristiwa sakral (terbunuhnya 

seorang Imam yang sangat dikagumi) bagi kaum Syi‘ah khususnya dan 

umat Islam lain umumnya. Peristiwa itu sangat menyedihkan terutama bagi 
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pengikut kaum Syiah yang sangat fanatik terhadap Imam Husein, sehingga 

dimanapun mereka berada tetap memperingati peristiwa tersebut dengan 

batabuik atau menyelenggarakan upacara tabuik. Pengikut Syi‘ah pada 

umumnya terdapat di Irak dan Iran, dan budaya tabuik mulanya berasal dari 

Irak, terus ke Iran, India, Aceh, Bengkulu dan Pariaman. 

Adanya tradisi atau upacara tabuik itu erat kaitannya dengan suatu 

peristiwa di masa lampau, tepatnya kisah terbunuhnya Husein bin Ali bin 

Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad di Padang Karbela yang terjadi pada 

tahun 681 Mesehi. Dia terbunuh dalam peperangan melawan tentara Yazid 

bin Muawiyah yang menjadi khalifah di Syam (Syria). Meninggalnya 

Husein bin Ali adalah dengan cara dipancung dan jasadnya dicincang oleh 

tentara Yazid, kepalanya dipisahkan dari badannya. Peperangan antara 

kedua belah pihak berlangsung selama 10 hari yakni dari tanggal 1 sampai 

10 Muharam. Setelah hukuman bunuh selesai dilakukan pada Husein, tiba-

tiba datanglah arak-arakan dari langit yang dibawa oleh serombongan 

malaikat. Mayat Husein diambil beserta semua bagian badan yang terbelah 

dan dimasukkan kedalam arak-arakkan yang kemudian dibawa terbang oleh 

seekor burak dan seterusnya naik keatas (langit). 

Pada saat itu ikut pula bergantung pada keranda atau arak-arakan itu 

seorang dari bangsa Cipei (Sipaki) yang tidak diketahui oleh malaikat pada 

mulanya. Orang Cipei merupakan pendukung setia dari Husein bin Abi 

Thalib dan ingin ikut bersama jasad Husein dalam arakarakan itu. Setelah 

pertengahan perjalanan, barulah disadari oleh malaikat bahwa ada seorang 

manusia yang hidup ikut bersama mereka dan bergantung pada keranda 

jasad Husein. 
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Malaikat tidak membenarkan orang Cipei itu untuk ikut dan 

menyuruhnya turun kembali ke tanah (bumi), tetapi orang tersebut 

bermohon agar diizinkan ikut terbang karena ia sangat ingin sekali pergi 

bersama arak-arakan yang membawa jasad Husein itu kemana saja. Namun, 

malaikat tetap tidak mengizinkannya dan menurunkannya kembali ke atas 

tanah (bumi). Sebagai pengobat hatinya, malaikat menyuruh orang Cipei itu 

untuk membuat arak-arakan sebagaimana dia lihat pada hari itu. Orang 

Cipei itu akhirnya menuruti anjuran malaikat dan membuat arak-arakan 

seperti yang dia lihat ketika jasad Husein dibawa ke langit. Akhirnya, pada 

tiap-tiap awal bulan Muharam bangsa Cipei menyelenggarakan arak-arakan 

dalam wujud tabut yang dibawa berkeliling kampung. Dalam perkembangan 

kemudian, penyelenggaraan upacara yang dikenal sebagai upacara tabuik 

oleh masyarakat Pariaman menjadi suatu tradisi turun temurun (Rafisrul, 

2016: 538). 

Pelaksanaan tradisi atau upacara tabuik ini di Pariaman dimulai pada 

tahun 1824 Masehi dan menjadi permainan anak nagari (masyarakat). 

Perayaan tabuik ini didukung oleh Belanda yang pada intinya memanfaatkan 

untuk kepentingan politiknya mengadu domba masyarakat, mengingat 

dalam upacara ini terjadi cakak (perkelahian) sesama peserta tabuik. Jumlah 

tabuik yang ditampilkan mencapai 8 buah antara lain tabuik Pauh, tabuik 

Pasar, tabuik Cimparuh, tabuik Kampung Jawa (Subarang), tabuik Sungai 

Batan, tabuik Padusunan dan tabuik Karan Aur. 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan tabuik tidak lagi 

secara rutin diselenggarakan, bahkan pada tahun 1969 sampai 1980 

perayaan tabuik sempat terhenti. Hal ini disebabkan situasi yang tidak 
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memungkinkan untuk diadakan, disamping tidak adanya keinginan 

masyarakat untuk melaksanakan, karena adanya perkelahian massal yang 

mengganggu ketenteraman kota. Perayaan tabuik dihidupkan kembali tahun 

1980, yaitu semasa Pariaman di bawah pimpinan Bupati Anas Malik. 

Semenjak tahun 1967, tabuik yang ditampilkan hanya 2 buah yakni Tabuik 

Pasar dan Tabuik Subarang (Kampung Jawa) yang pada dasarnya 

merupakan tabuik induk (asal) bagi tabuik lainnya. 

Pembuatan dan pembinaan tabuik di Pariaman dikembangkan oleh 

Mak Sakarana dan Mak Sakaujana. Merekalah yang mempelopori Tabuik 

Pasar dan Tabuik Kampung Jawa. Tabuik Pasar melahirkan Tabuik 

Cimparuh, Bato, dan Karan Aur, sedangkan Tabuik Kampung Jawa 

melahirkan Tabuik Pauh, Jati, Sungai Rotan. Pada masa kolonial Belanda 

perayaan tabuik digalakkan sehingga tabuik yang tampil sampai 12 buah. 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tabuik masih rutin dilaksanakan. 

Hanya saja pada tahun 1969 sampai dengan 1980 perayaan tabuik terhenti, 

hal ini disebabkan situasi yang tidak memungkinkan untuk diadakan, 

disamping tidak adanya keinginan masyarakat untuk melaksanakan, karena 

adanya perkelahian masal yang menggangu ketentraman kota. 

Tabuik, adalah suatu warisan budaya berbentuk ritual upacara yang 

berkembang di Pariaman sejak sekitar dua abad yang lalu. Tabuik 

merupakan upacara atau perayaan mengenang kematian Husain, tetapi 

kemudian berkembang menjadi pertunjukan budaya khas Pariaman setelah 

masuknya unsur-unsur budaya Minangkabau.  

Upacara tabuik hanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman, 

sedangkan masyarakat Minangkabau di luar Pariaman tidak melakukan 
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upacara tabuik ini. Bagi masyarakat Pariaman, peneyelenggaraan upacara 

tabuik merupakan warisan budaya yang tetap sipelihara hingga sekarang, 

dan menjadi andalaan di badang pariwisata yang dieplihara hingga saat 

sekarang ini. Bagi masyarakat Pariaman khususnya, upacara tabuik 

merupakan aktraksi yang sangat digemari, disamping kesenian tradisional 

lainnya seperti zikir, indang, gendang tambur dan sebagainya. Pada acara 

tabuik inilahidentitas budaya yang dimilki oleh masyarakat Pariaman, 

sebagaimana tercermin dari ungkapan sebagai berikut: 

Pariaman tadanga langang  

Batabuik mangkonyo rami 

Dek sanak tadanga sanang 

Baolah tompang badan diri 

Pariaman terdengar lengang 

Batabuik makanya ramai 

Mendengar sanak sudah senang 

Bawalah menumpang badan diri 

Masyarakat daerah Pariaman merupakan  masyarakat yang menganut 

Islam Sunni. Bagi masyarakat yang menganut Islam Sunni, mencintai 

keluarga Rasulullah bukan saja menjadi hak para penganur syi‘ah, akan 

tetapi berlaku bagi semua umat Islam, tanpa terkecuali namun cara 

melakukannya saja yang masing-masing berbeda. Oleh karena itu, 

masyarakat Pariaman tidak pernah mempermasalahkan mengenai asal usul 

dari tabuik Piaman dari kalangan syi‘ah. Yang sangat terpenting bagi 

masyarakat muslim Pariaman adalah  bagaiaman tabuik tersebut dijaga dan 

dilestarikan sebagai warisan budaya. 
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Tradisi ritual batabuik Piaman ini sudah diwarisi secara turun 

temurun oleh nenek moyang masyarakat Pariaman sejak sekitar 2 abad yang 

lalu. Perayaan pesta tabuik ini dilakukan secara meriah dan kolosal yang 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berjumalah ratusan bahkan 

ribuan orang. Keunikan dan kemegahan dari tradisi ini membuat orang-

orang banyak terhipotis dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para 

pengunjung untuk menyaksikan tradisi tersebut. Para pengunjung yang 

datang untuk menyaksikan tabuik tidak hanya masyarakat Pariaman saja, 

namun juga dari luar pariaman dan tidak tertinggal juga dari masyarakat 

Pariaman perantauan juga ikut serta dalam tradisi ini. 

Unsur-unsur utama dari tabuik seperti: bungo salapan, tonggak atam, 

tonggak serak, jantuang-jantuang, pasu-pasu dan ula Gerang yang berjumlah 

delapan merupakan gambaran perpaduan antara adat dan agama. Adapun 

kaitannya dengan agama Islam nilai-nilai adat yang ada pada tabuik yaitu: 

aturan adat nan ampek. Ini mencakup prilaku bertutur kata dalam 

masyarakat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Pariaman seperti: 

kato mandaki, kato mandata dan kato manurun. Unsur-unsur yang terlibat 

dalam pelaksanaan tabuik adalah niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai 

dan tokoh masyarakat lainnya, pemuda, sumando dan anak-anak. Dari 

sinilah unsur-unsur terlibat sehingga diperlukannya mempedomani kato nan 

ampek. 

Kata yang empat (kato nan ampek) dimaksud dalam agama dapat 

dikaitkan dengan beberapa hal yaitu berpedoman pada dasar hukum yang 

empat yaitu : al-Qur‘an, hadist, ijma‘ dan qiyas. Bahkan bisa juga dikaikan 

dengan empat pemimpin umat Islam setelah Rasulullah yang disebut dengan 
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khulafaurrasyidin yaitu: Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khattab, Usman 

bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dengan  mazhab Imam yaitu: 

Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi‘I dan Imam Malik. Dan juga 

prinsip yang ditekankan dalam beribadah yaitu syari‘at, tarikat, hakikat dan 

ma‘rifat. 

A.A Navis menyebutkan bahwa orang Minangkabau adalah suku 

bangsa yang masih setia kepada adat-istiadat nenek moyangnya. Kesetiaan 

mereka pada adat diungkapkan dalam ―Hiduik dikanduang adaik, mati 

dikanduang tanah‖ (Hidup dikandungan adat, mati berada dalam kandungan 

tanah) (Asril M, 2014: 68). 

 

B. Pelaksanaan Budaya Tabuik 

Bagian terpenting dalam tradisi Tabuik adalah pelaksanaan pestanya 

yang oleh masyarakat Pariaman disebut Batabuik atau Mahoyak Tabuik. 

Perayaan Tabuik atau tradisi Tabuik ini terdiri dari ritus-ritus atau rangkaian 

upacara yang dimukai dari ritus maambiak tanah ka sungai, 

maambiak/manabang batang pisang, maatam, marandai, maarak jari-jari, 

maarak sorban, tabuik naiak pangkek lalu mahoyak tabuik, hingga ditutup 

dengan membuang tabuik ke laut. Ritus-ritus ini diwujudkan dalam bentuk 

arak-arakan, dengan kisaran waktu 1-10 hari di awal bulan Muharram.  

Pada masa dahulu pemimpin atau penyelenggara upacara tabuik 

adalah orang dari bangsa Cipei dan keturunannya. Seiring berjalannya 

waktu dan zaman keturunan dari bangsa Cipei ini bisa diaktakan tidak ada 

lagi, meskipun ada mereka juga juga berbaur dengan masyarakat Pariaman. 

Lagi pula, tidak ada masyarakat setempat yang menyatakan dirinya sebagai 
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keturuna dari orang Cipei tersbut. Sehingga penyelenggaraan upacara tabuik 

sekarang ini dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman bekerjasama denga 

pemerintah. 

Beberapa penyebutan yang lazim bagi masyarkarat Pariaman dalam 

tradisi Batabuik: 

a. Tuo tabuik; orang yang menjadi pemimpin dalam upacara Tabuik. 

b. Anak tabuik atau anak bijunu; orang-orang yang menjadi 

pekerja/membantu biasanya ini para pemuda-pemuda. Mereka berjumlah 40 

orang dan menggunakan pakaian seragam yang berwarna kuning. Karena 

warna kuning adalah pakaian kebesaran dari anak tabuik. Para anak tabuik 

nantinya pada waktu maarak panja menjadi pemegang (pembawa) bendera 

sebagai pertanda bagi masyarakat akan batabuik. 

c. Tukang tabuik ; orang yang bertugas memimpin pembuatan tabuik, 

sekaligus menentukan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan tabuik. 

d. Pawang Tabuik; orang yang ahli dan mengetahui tentang tata cara 

penyelenggaraaan upacara tabuik. 

e. Urang siak; merupakan orang yang ahli atau banyak mengetahui 

tentang ajaran islam. Pawang tabuik dan urang siak adalah orang yang 

sangat penting dalam penyelenggaraan tabuik. 

f. Anak nagari; orang-orang atau masyarakat Pariaman yang terlibat 

dalam penyelenggaraan upacara tabuik. 

g. Pamain musik; orang-orang yang mengiringi tabuik nanti dengan 

tambua dan alat musik tabuik lainnya. 

Tabuik yang disiapkan oleh masyarakat Pariaman akhir-akhir ini 

sebanyak 2 buah, ini berarti 2 buah pula rumah tabuik dan 
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penyelenggaraanya. Pada masa dahulu tabuik berjumlah 12 tabuik, tetapi 

dalam pelaksannya memerlukan biaya yang besar dan disamping itu sering 

terjadinya perkelahian besar antara pendukung satu tabuik dengan tabuik 

lainnya. Oleh karena itu, sekarang hanya ada 2 tabuik yaitu tabuik pasa dan 

tabuik subarang, yang pada dasarnya 2 tabuik ini menjadi tabuik induk pada 

masa dahulunya. Urutan dari pelaksanaan tabuik, sebagai berikut:  

1. Mambiak Tanah (mengambil tanah) 

Dalam pengambilan tanah ini yang terlibat adalah orang tua-tua dan 

pemuda-pemuda yang semuanya ini adalah laki-laki. Pengambilan tanah, 

dilakukan pada tanggal 1 Muharram. Waktu pelaksanaannya pada sore hari 

sekitar pukul 17.00 WIB atau menjelang maghrib. Pada saat pengambilan 

tanah dimulai dan diakhiri dengan do‘a oleh orang siak. 

Mengambil tanah ini dilakukan di sungai yang terletak diperbatasan 

wilayah dengan tabuik lawan. Masing-masing kelompok tabuik (tabuik pasa 

dan tabuik subarang) mengambil tanah di tempat yang berbeda dan 

berlawanan arah. Tabuik pasar mengambil tanah di aia galombang, 

sedangkan tabuik subarang mengambil tanah di Pauh. Jarak masing-masing 

dari rumah tabuik sekitar 1.000 meter. 

Perlengakapan yang dibutuhkan saat pengambilan tanah adalah: 

a. Kain putih (ukuran 1 meter sebanyak 2 helai). 

b. Belanga 1 buah (sejenis periuk yang terbuat dari tanah liat). 

c. Kemenyan secukupnya. 

d. Tabuik lenong 1buah. 

e. Alat musik tabuik 1 set. 
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Belanga (periuk) menjadi tempat tanah yang telah diambil dan kain 

putih menjadi penutupnya. Kemenyan merupakan bahan bakar yang diasapi 

oleh pawang tabuik . tabuik lenong dan alat musik mengiringi arakan dan 

rombongan saat pengambilan tanah. 

2. Pengambilan Batang Pisang 

Dalam pengambilan batang pisang ini yang terlibat adalah sama 

dengan halnya orang-orang yang terlibat ketika mengambil tanah ditambah 

dengan parewa. Mengambil batang pisang, dilakukan pada tanggal 5 dan 6 

Muharram. Tanggal 5 Muharram dilakukan penanaman batang pisang secara 

simbolis pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB dan pada tanggal 6 

Muharram keesokan harinya baru dilakukan pengambilan sekaligus 

pemancungan batang pisang yang pelaksanaannya pada sore hari sekitang 

pukul 17.00 WIB. 

Mengambil batang pisang ini dilakukan disuatu tempat sebagai 

symbol tempat (Padang Karbela) terjadinya peristiwa tragis terhadap 

Husein. Sama halnya dengan pengambilan tanah, pengambilan batang 

pisang dilakukan diwilayah lawan atau tabuik lain. Perlengkapan yang 

dibutuhkan saat pengambilang batang pisang adalah kemenyang dan sebuah 

pedang yang sudah diasah tajam yang sudah diperkirakan tajam untuk 

memotong batang pisang tersebut, karena batang pisang harus putus dengan 

sekali putus. Dan juga pemain musik tabuik juga mengiringi rombongan saat 

pengambilan batang pisang. Kemenyan juga dibakar oleh pawang tabuik. 

3. Maatam atau menetap. 

Maatam ini dilakukan pada tanggal 7 Muharram kira-kira pada pukul 

12.00 WIB siang menjelang zuhur, dan ini berlangsung di rumah tabuik. 
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Maatam dilakukan dirumah tabuik dengan mengelilingi panja tempat 

symbol jari-jari husein itu diletakkan. 

4. Maarak panja/jari-jari 

Maarak panja dilakukan pada malam hari 7 Muharram setelah pada 

siang harinya dilakukan acara maatam. Maarak panja/ jari-jari dilakukan 

sekeliling kampung. Panja yang berisi jari-jari (dari lempengan 

seng/tembaga) diarak oleh anak tabuik dengan didiringi musik gendang dan 

tasa. Perlengkapan yag dibutuhkan saat maarak panja/jari-jari adalah: 

a. 1 buah panja. 

b. Lima pasang jari-jari yang terbuat daru seng tipis. 

c. Lima untai bunga kenanga. 

d. 1 buah baki yangterbuat dari papan. 

e. Beras kuning. 

f. Bunga rampai. 

g. Perasapan dari sabut. 

h. 2 buah lampu damar. 

Panja yaitu sejenis karanda mini yang terbuat dari bilah (bamboo 

yang dibelah) berbentuk setengah lingkaran, tingginya lebih kurang 75 cm 

dan lebarnya lebih kurang 650 cm. Bagian atasnya ditutupi dengan kain 

putih sedangkan bagian dindingnya dengan ditutupi dengan plastik putih. Di 

dalam panja tersebut terdapat 5 pasang tiruan jari-jari tangan dan lima untai 

bunga kenanga. Dibagian depan panja terdapat sebuah baki berisikan beras 

kuning, bunga rampai, parasapan dan lampu damar.   

5. Maarak sorban 
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Maarak sorba dilakukan pada waku malam 8 Muharram, sehari 

setelah acara maarak jari-jari. Sama halnya dengan maarak jari-jari yakni 

diarak di sekeliling kampung dan sorban yang diarak tersebut diletakkan di 

dalam panja. Perlengkapan untuk maarak sorban adalah sorban yang juga 

digunakan sebagai tempat uang sumbangan dari masyarakat. Sorban 

disimbolkan sebagai sorbannya Husein itu dibawa dengan panja seperti 

halnya pada maarak jari-jari. 

6. Tabuik naiak pangkat 

Tabuik naik pangkat ini dilakukan pada waktu dini hari menjelang 

subuh pada tanggal 10 Muharram. Tabuik naik pangkat dilakukan di rumah 

tabuik (daraga), dengan kegiatan menyatukan bagian-bagian tabuik yang 

telah disipakan sebelumnya. 

7. Maoyak tabuik 

Maoyak tabuik dilakukan atau dimulai sekitar pukul 10.00 WIB pada 

tanggal 10 Muharram dan berangsung sampai menjelang tabuik dibuang ke 

laut. Maoyak tabuik biasanya dilakukan di tempat yang cukup luas dan 

biasanya di daerah terbuka seperti pasar, sehingga pengungjung mudah 

untuk menyaksikan di sepanjang jalan menuju pantai. 

8. Membuang tabuik ke laut 

Membuang tabuik, dilakukan sore menjelang magrib sekitar pukul 

18.00 WIB pada tanggal 10 Muharram. Mambuang tabuik dilakukang di 

pantai Gondoriah yang terletak tidak jauh kira-kira sejauh 500 meter dari 

pasar Pariaman. Pantai Gondoriah merupakan pantai yang terdekat dari 

pasar Kota Pariaman. 
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Pembuatan fisik (keranda) tabuik pada hakikatnya telah dimulai 

beberapa hari sebelum tanggal 1 Muharram yaini dengan membuat daraga. 

Sedangkan kerangka dari tabuik memerlukan waktu berhari-hari yang harus 

siap menjelang tabuik naik pangkat pada tanggal 10 Muharram. Dalam 

pembuatan kerangka tabuik setelah dilakukannya pengambilan tanah sampai 

dengan tabuik naik pangkat, ini berlangsung mulai dari tanggal 2 muharram 

hingga tanggal 9 muharram.  

Kira-kira 2 minggu sebelum masuknya bulan Muharram untuk 

penyelenggaraan upacara tabuik, para tokoh masyarakat, pemilik rumah 

tabuik bersama pemerintah setempat mengadakan musyawarah untuk 

mempersiapkan segala sesuatu guna penyelenggaraan tabuik. Tempat 

terjadinya musyawarah tersebut biasanya dilakukan di masjid atau surau-

surau. Semua kegiatana yang bersangkutan dalam kegiatan upacara tabuik, 

penyelenggaraannya bermula dari rumah tabuik. Rumah tabuik adalah suatu 

tempat yang dijadikan pusat kegiatan upacara dan temapt pembuatana 

kerangka tabuik. 

Pada masa dahulu, peneyelenggaraan upacara tabuik murni oleh 

masyarakat/anak nagari yang dengan istilah membosek dari dari bumi 

(berasal dari masyarakat). Artinya, upacara tabuik ini terlaksana atas dasar 

partisipasi masyarakat secara bergotong royong. Dan biasanya dana yang 

digunakan dalam penyelenggaraan tabuik berasal dari sumbangan dan 

bantuan dari masyarakat yang dilaksanakan secara jalan memungutnya door 

to door ke setiap rumah-rumah. Acara minta sumbangan ini ditandai dengan 

membawa tabuik lenong (kecil) itu dinamakan dengan maradai. Oleh 

karenanya, tabuik yang diselenggarakan oleh anak nagari (masyarakat) 
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secara bergotong royong rakyat itu dikenal dengan sebutan tabuik adat 

(tabuik anak nagari). Oleh karena itu dapat dikatakan secara umum 

penyelenggaraan upacara tabuik ini dapat terlaksana berkat kerjasama warga 

masyarakat, dimana semua unsur masyarakat bahu membahu demi 

suksesnya upacara tersebut. 

 

C. Budaya Tabuik Perspektif Hukum Islam 

Adat (‗adah), dalam bahasa Arab kata ‗adah merupakan sinonim dari 

kata ‗urf. Secara leteral, kata ‗addah berarti kebiasaan, adat atau praktek, 

sementara arti kata ‗urf adalah ―sesuatu yang telah diketahui‖. ‗Urf juga 

didefenisikan sebagai praktek yang berlangsung secara berulang-ulang yang 

dapat diterima oleh akal. Oleh karena itu, menurut arti ini ‗urf lebih merujuk 

kepada suatu kebuasaan dari sekian banyak orang dalam suatu msyarakat, 

sementara ‗addah lebih berhubungan dengan kebiasaan sekelompok kecil 

saja (Ratno L, 1998: 5). 

‗Urf atau adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh 

masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun 

perbuatan (Asis dan Hasbiyallah, 2012: 102. ‗Urf juga diartikan sebagai 

sesuatu yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat baik berupa 

perkataan, perbuatan atau meninggalkan perbuatan. ‗Urf menurut Imam 

Ghazali adalah  (Abdullah S, 2018: 159): 

تانقثىل انسهيًة انطثاع وتهقتّ انعقىل جهة يٍ انُفىس استقرفي يا  

Sesuatu yang sudah melekat di dalam jiwa manusia karea sejalan dengan 

akal sehat dan diterima pula oleh tabi‘at sejahtera (kebiasaan yang benar)‖ 
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Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya ‗Urf terdiri dari dua 

macam: 

a. ‗Urf umum/ عاو عرف   merupakan sebuah kebiasaan yang mana 

kebiasaan ini telah umum berlaku dimana-mana, ini berlaku hampir 

diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang dari mana asal Negara, bangsa 

dan agamanya. 

b. ‗Urf khusus/ خاص عرف  merupakan sebuah kebiasaan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau di waktu tertentu, 

tidak berlaku di semua tempat dan disembarangan waktu. 

‘Urf terdiri dari segi baik buruknya : 

a. ‗Urf sahih/ صحيح عرف  merupakan sebuah kebiasaan yang oleh 

dilakukan manusia, yangmana kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan 

dalil syara‘, tidak menghalalkan yang haram tidak pula membatalkan yang 

wajib. 

b. ‗Urf fasid/ فاسد عرف   merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan 

oleh manusia/masyarakat akan tetapi bertentangan dengan syara‘.  

Bagi masyarakat di Pariaman melakukan tradisi tabuik merupakan 

tradisi yang selalu dilakukan meskipun pernah dahulu tidak dilakukan tradisi 

tabuik, namun hingga saat sekarang ini masyarakat Pariaman tidak pernah 

meninggalkan tradisi tabuik dan selalu melestarikannya. Sebagaimana 

makna yang tersimpan dalam tradisi tabuik yaitu banyaknya masyarakat 

saling tolong menolong dalam berbagai aspek. Baik itu aspek pelaksanaan 

tabuik hingga pemungutan dana untuk pelaksanaan tradisi ini.  

Bukan hanya menimbulkan jiwa tolong menolong antara sesama 

umat Islam, makna tabuik juga menjadikan tradisi ini sebagai sarana untuk 



 
 
 
 

 
281 

 

bersilaturrahmi antar umat muslim. Karena yang berpartisipasi dalam 

menyaksikan acara tabuik bukan saja masyarakat yang berada di Pariaman 

namun para perantau Pariaman pun datang menghadiri acara tabuik. Dan 

juga daerah di luar Pariaman juga datang manyaksikan tradisi tersebut. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat  al-Maidah ayat 2: 

وانتقىي انثر عهً وَىا وتعا ...... 

 ―…Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengejakan 

kebaikan dan taqwa….‖ 

 Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 22: 

يكى ارحا تقطعىا و الارض في تفسدوا اٌ تىنيتى اٌ عسيتى فهم  

“Maka apakah kiranya kamu berkuasa kamu akan membuat 

kerusakan dimuka bumi Allah dan memutus hubungan kekeluargaan 

(silaturrahmi)‖. 

  Hadist Nabi Muhammad S.A.W juga menganjurkan untuk 

menjalin silaturrahmi sesama muslim, sebagaimana hadist Nabi Muhammad 

sebagai berikut: 

 وصهىا انطعاو واطعًىا لاوأفشىاانس انُاس أيها يا:  صهعى الله رسىل قال:  قال سلاو تٍ الله عثد عٍ

ريي واندا أحًد,ياجّ اتٍ رواِ) تسلاو انجُة تدخم َياو وانُاس تانيم ) 

“Dari Abdullah bin Salam dia berkata, bahwa Rasulullah S.A.W 

bersabda: ―Wahai manusai, tebarkanlah salam, barilah makan, sambunglah 

tali persaudaraan, shalatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, 

niscaya kalian masuk surga dengan selamat.‖ (H.R. Ibnu Majah, Ahmad dan 

ad-Darimi).  

Karena apabila memutus silaturrahmi akan ada akibat buruk yang 

timbul kemudian harinya : 
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 عًرقال اتٍ قال قاطع انجُة لايدخم: ل قا, صهعى انُثي عٍ اتيّ عٍ يطعى تٍ جثير تٍ محمد عٍ

)يسهى رواِ) رحى طع قا يعُي سفياٌ  

“Dari Muhammad bin Jubair bin Muth‘im dari bapaknya dari 

Nabi Shallahu ‗alaihi wasallam bersabda: ―Tidak masuk surge orang yang 

memutuskan, Ibnu Abu Umar berkata; Sofyan berkata: yaitu yang 

memutuskan silaturrahmi‖. (H.R Muslim). 

Dalil-dalil di atas menerangkan bahwa, saling tolong menolong dan 

menghubungkan tali silaturrahmi sesama muslim akan menumbuhkan 

hubungan erat dan akan membawa ke dalam syurga. Karena dengan niat 

menghubungkan silaturrahmi ini merupakan salah satu bentuk syukur atas 

nikmat Allah sehingga kita bisa berbagi saat pemungutan dana tabuik, 

mengeluarkan sedikit harta guna kelangsungan tradisi yang hingga kini 

masih terus dilestarikan. 

Berdasarkan dengan demikian, maka tradisi batabuik yang 

dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Pariaman termasuk kepada 

‗urf yang bersifat perbuatan, yaitu kebiasaan yang saling pengertian dan 

meridhoi (antara orang yang ikut andil dalam pembuatan tabuik dan 

penyumbangan dana tabuik). Dilihat dari segi cakupannya tradisi tabuik 

merupakan ―urf khas/khusus yaitu kebiasaan yang berlaku khusus di daerah 

tertentu saja yaitu daerah Pariaman. Sedangkan dilihat dari segi 

keabsahannya tradisi tabuik, pada dasarnya bisa dikatakan sebagai ‗urf 

shahih karena nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi ini mengandung 

kemaslahatan bersama.  
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Analisis Tradisi Balimau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Adat Minangkabau 

 

By: M. Riski 

A. Pengertian Balimau 

Balimau ini adalah suatu tradisi dan kebiasaan yang di lakukan 

sebagian besar masyarakat Minangkabau ketika hendak memasuki bulan 

suci Ramadhan. Tradisi dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Minang 

ini hampir mirip juga dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Batak 

(Medan) yaitu Marpangir dan masyarakat Jawa yaitu Padusan yang 

memiliki kesamaan makna dan arti adalah mensucikan diri sebelum 

memasuki bulan puasa. 

Secara tekstual balimau ini bisa maknai dengan mandi menggunakan 

limau atau jeruk. Sedangkan secara literal balimau ini adalah serangkaian 

tradisi masyarakat dalam mensucikan dirinya dengan menggunakan limau 

atau jeruk sebagai pengganti sabun yang dilakukan ketika menyambut 

datangnya bulan Ramadhan. Tradisi dan kebiasaan balimau ini dilakukan 

sebagai wujud syukur seorang hamba khusus nya umat muslim dengan 

datangnya bulan Ramadhan. Kebiasaan mandi balimau inipun terus 

berkembang turun temurun dikalangan masyarakat Minangkabau. 

Maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa tradisi balimau ini 

adalah suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau 

dalam penyambutan bulan suci Ramadhan dengan mandi menggunakan 

limau atau jeruk ditepian sungai. 
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Secara historis dan sejarah memang diyakini bahwa tradisi balimau 

ini sudah ada atau dilakukan pada abad ke 19. Pada awalnya diyakini bahwa 

ritual balimau ini dilakukan di akhir bulan sya‘ban. Seseorang diharuskan 

mandi keramas dengan menggunakan limau atau jeruk, ada juga balimau ini 

dilakukan dengan menggunakan berbagai macam bunga atau dalam bahasa 

minangnya disebut bunga rampai atau kasai. Tentu balimau ini dahulunya 

dilakukan untuk membersihkan jiwa baik secara lahir maupun bathin 

sebelum memasuki bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadhan. 

Tradisi dan kebiasaan mandi balimau ini biasanya dilakukan oleh 

masyarakat minangkabau di tepian sungai atau tempat pemandian umum. 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan tidak hanya sekedar membersihkan 

fisik secara zhahir tetapi momen ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat 

minangkabau untuk membersihkan jiwa secara bathin. Hal ini bisa kita lihat 

bahwa pada zaman dahulu itu tradisi balimau ini di manfaatkan untuk saling 

bersilaturrahmi dan saling memaafkan sebelum memasuki bulan suci 

Ramadhan. 

Menurut (Idrus Hakimi, 2001) menyebutkan bahwa tradisi balimau 

ini dilakukan dalam rangka membersihkan hati dan diri manusia dalam 

rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan yang mulia, dimana tradisi 

ini dilakukan supaya masyarakat dan umat agar lebih khusyu‘ dalam 

melaksanakan rangkaian ibadah seperti shalat tarawih, witir dan pengajian 

atau siraman rohani oleh ulama-ulama. 
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B. Pelaksanaan Tradisi Balimau di Minangkabau 

Sebagaimana yang telah kita paparkan dan jelaskan bahwa balimau 

ini adalah sebuah tradisi yang istimewa bagi masyarakat Minangkabau 

dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Balimau ini dilakukan di 

tepian sungai, danau, tabek/kolam dan tempat pemandian umum lainnya. 

Pelaksanaan tradisi balimau ini dilakukan layaknya mandi pada biasanya, 

namun yang membedakannya adalah seseorang mandi dengan menggunakan 

limau atau jeruk baik itu mereka gunakan diawal maupun diakhir. Dan ada 

juga sebagian masyarakat merendam atau melakukan siraman dengan bunga 

rampai/bunga tujuh rupa. 

Pelaksanaan balimau ini dahulunya dilakukan ditepian sungai, danau 

atau tempat pemandian umum karena pada waktu itu memang masyarakat 

kita di Minangkabau tidak memiliki kamar mandi atau wc di rumah mereka 

masing-masing. Mereka biasanya mandi di tepian sungai atau di pincuran.  

Dengan berkembangnya zaman, tradisi balimau yang masih melekat pada 

masyarakat Minangkabau mulai adanya pergeseran nilai. Balimau yang 

dahulunya dimaknai sebagai penyucian diri secara lahir maupun bathin 

mulai bergeser kearah negatif. Ini dikarenakan balimau ini diminati atau 

disukai oleh kaum muda-mudi. Kegiatan ini dijadikan kegiatan huru hara 

yang tidak mendapatkan manfaat seperti mereka gunakan untuk berpacaran 

dan kesenangan semata. 

Maka timbullah pertanyaan dan perbedaan pendapat apakah 

kebersihan yang sifatnya lahiriyah atau badan akan berdampak kepada 

kebersihan ruhaniyah/hati. Namun balimau yang dahulunya memiliki nilai 

positif seperti terjalinnya silaturrahmi dikalangan masyarkat berubah drastis 
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pada zaman sekarang yang dijadikan untuk kesenangan dan huru hara 

semata. Dan tradisi balimau ini hanya dijadikan acara bertamasya ketempat-

tempat pemandian dan tidak ada lagi unsur agama yang di dapatkan bahkan 

banyak masyarakat setelah melakukan kegiatan balimau ini yang 

meninggalkan ibadah yang seharusnya dilakukan seperti shalat isya, 

tarawih, witir dan baca Al-Qur‘an dikarenakan sudah letih seharian 

bertamasya. Dan balimau pada saat sekarang ini hanyalah tinggal simbol 

saja. 

Perubahan dan pergeseran yang terjadi pada tradisi balimau ini 

disebabkan berubahnya keadaan sosial dan perilaku masyarakat dalam 

merayakannya. Bahkan setiap tahun dengan adanya tradisi balimau ini tidak 

jarang SATPOL PP atau Kepolisian mengadakan razia-razia di tempat-

tempat pemandian guna untuk mengawasi dan mengkondisikan masyarakat 

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Banyak acara balimau ini 

yang dahulu dimaknai sebagai wujud mensucikan diri dan hati tetapi 

berubah menjadi balunau (berlumpur) karena melakukan perbuatan maksiat 

yang jauh dari nilai-nilai islam. 

Balimau jika dilihat dari sisi kebudayaan dan didalami merupakan 

bentuk yang datang dari modrenisasi. Sehingga muncul kerinduan kepada 

tradisi masa lampau baik itu yang bernafaskan agama ataupun tidak (A.A. 

Nafis, 1994). Selanjutnya beliau berpendapat bahwa tidak semua tradisi 

yang tidak bernafas agama harus di buang, karena masyarakat Minangkabau 

punya falsafah ―adat basandi syara‘, syara‘ basandi kitabullah‖, maka 

bersiap-siaplah membuang ―adat nan di adatkan‖ dan ― adat istiadat‖ yang 

tidak ada tuntunanya dalam agama. 
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Menurut (Idrus Hakimi, 2001) balimau ini hanyalah kebiasaan yang 

diciptakan oleh sebagian masyarakat Minangkabau, yang secara hakikat 

balimau ini dilakukan untuk mensucikan diri dari segala bentuk perbuatan 

tercela atau buruk, mensucikan diri dari penyakit hati seperti sakit hari, 

dendam, iri dengki yang nota benenya balimau ini bertujuan untuk menjaga 

hati agar lebih siap menghadapi bulan suci Ramadhan. 

Upacara "Balimau" ini bertujuan untuk membersihkan diri, adapun 

pelaksanaan "Balimau" sudah diatur oleh adat. Akan tetapi seiring dengan 

perkembangan yang modernisasi nilai-nilai yang terkandung dalam upacara 

"Balimau" berubah, sehingga upacara "Balimau" ini memiliki pandangan 

yang negatif di kalangan masyarakat. Namun sebagian besar masyarakat 

masih percaya dengan upacara "Balimau" ini sehingga mereka masih 

melestarikan budaya ini hingga sekarang. 

 

C. Balimau dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Thaharah) 

Balimau dalam perspektif hukum islam bisa kita kaitkan dengan 

konsep bersuci dalam fiqh. Dimana dalil untuk balimau sebelum 

melaksanakan ibadah puasa ini tidak kita temukan di dalam Al-Qur‘an atau 

Hadits. Dalam hukum Islampun suatu tradisi itu boleh dilakukan apabila 

tidak bertentangan dengan Al-Qur‘an dan Hadits dan kita lihat lebih banyak 

manfaatnya tau mudharatnya. Dalam tinjauan Maqashid Syari‘ah (Busyro, 

2017) bahwa dalam penetapan hukum tujuannya itu adalah untuk 

mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan seseorang dari 

kemudharatan. 
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Persiapan sebelum memasuki Ramadhan yang diajarkan Islam, 

antara lain: 

1. Persiapan nafsiyah, yakni menyucikan jiwa (tazkiyatun nafsi) 

sehingga mempunyai sifat ikhlas, sabar dan tawakal. 

2. Persiapan tsaqafiyah, yakni mendalami fiqih puasa sehingga paham 

bagaimana berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw dan paham apa 

saja yang membatalkan puasa. 

3. Persiapan jasadiyah, karena aktifitas Ramadhan memerlukan 

kekuatan fisik seperti melakukan puasa, shalat tarawih dan ibadah lainnya, 

fisik yang lemah/tidak sehat tentu akan mengurangi kekhusyukan dalam 

beribadah. 

Tradisi balimau yang menjdi problem atau masalah pada saat ini bisa 

kita lihat sebagai suatu potensi untuk meningkatkan syiar islam dan dakwah. 

Tentu saja apabila tokoh agama, tokoh adat mau bekerja keras megislamkan 

atau memasukkan nilai-nilai islam kedalam tradisi tersebut. Seperti dengan 

cara membuang segala bentuk praktek buruk dan menyimpang dalam 

balimau ini yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Diantaranya yang perlu 

diperhatikan adalah kaum muda-mudi yang berpacaran dan memisahkan 

tempat mandi laki-laki dan perempuan.  

Dan jikalau kita kaitkan untuk zaman sekarang, dimana balimau ini 

ditafsirkan untuk kegiatan bertamasya dan huru hara saja yang tidak 

memilki manfaat maka lebih baik kita tinggalkan saja karena akan banyak 

mendatangkan kemudharatan kepada masyarakat. 

Pada zaman Rasulullah SAW, tatkala menjelang datang nya bulan 

Ramadhan Nabi SAW menyambut dengan ucapan marhaban bil muthahhir, 
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artinya Nabi mengatakan selamat datang wahai pembersih. Maka sahabat 

bertanya: siapa yang dimaksud pembersih itu wahai Rasulullah? Rasulullah 

menjawab: pembersih itu adalah ramadhan, dia membersihkan kita dari dosa 

dan maksiat. Dan Rasulullah SAW pun menuntut kita agar menyambut 

bulab Ramadhan dengan rasa bahagia, karena bulan Ramadhan adalah bulan 

yang mulia. Bulan yang penuh berkah, semua pahala kita dilipat gandakan. 

Maka tidak bisa juga kita salahkan sebagian tokoh agama melarang 

melakukannya karena tradisi balimau ini akan menodai Ramadhan itu 

sendiri karena tidak ada dalam ajaran agama islam. Tradisi balimau yang 

dilaksanakan pada saat ini tidak memberikan dampak apa-apa atau tidak ada 

manfaatnya yang didapatkan masyarakat. Dan dalam balimau ini sebagian 

tokoh agama juga mengharamkan mandi yang bercampur antara laki-laki 

dan perempuan karena itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi 

di dalam ajaran agama islam tidak mempermasalahkan juga seseorang untuk 

bersuci dan bahkan agama Islam sangat menganjurkan agar umat muslim 

saling memaafkan sebelum memasuki bulan Ramadhan supaya sempurna 

salam menjalankan ibadah. 

M. Sayuti Datuak Rajo Panghulu (Padang kita.com, 2017) sebagai 

ketua Kerapatan Adat Alam Minangkabau pernah mengatakan dalam adat 

Minangkabau tidak ada aturan atau kewajiban adat untuk menjalankan 

balimau ke sungai atau tempat terbuka, sebaiknya dirumah saja karena bisa 

memulainya dengan niat dan pelaksanaan yang khusu‘. 

Oleh karena itu, hendaknya kita kembalikan makna dari tradisi 

balimau ini kepada awalnya sebagaimana yang sudah dilakukan oleh orang-

orang terdahulu yaitu sebagai ajang membersihkan diri secara lahiriyah 
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dengan menggunakan limau atau jeruk dan membersihkan jiwa (bathiniyah) 

dengan cara saling memaafkan antar sesama.   

Tradisi balimau ini bertujuan untuk membersihkan tubuh baik dari 

segi lahiriyah ataupun bathiniyah. Pelakasanaannya dilakukan di sungai dan 

tempat-tempat pemandian umum lainnya. Akan tetapi seiring dengan 

perkembangan zaman  nilai-nilai yang terkandung dalam upacara "Balimau" 

berubah, sehingga upacara "Balimau" ini memiliki pandangan yang negatif 

di kalangan masyarakat Namun sebagian besar masyarakat masih percaya 

dengan upacara "Balimau" ini sehingga mereka masih melestarikanbudaya 

ini hingga sekarang. Tentu tradisi balimau ini jika dilakukan harus dalam 

pengawasan petugas keamanan seperti SATPOL PP dan Kepolisian agar 

tidak terjadi penyelewengan dari nilai-nilai islam. Tidak dapat kita pungkiri 

bahwa kemajuan zaman hari ini secara langsung maupun tidak memberikan 

dampak terhadap kehidupan kita dalam kerangka adat istiadat, banyak 

terjadi distorsi sejarah, salah interpretasi terhadap nilai-nilai adat yang telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, termasuk 

mandi "Balimau". 
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Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pagang Gadai Minangkabau 

By: Aswir 

A. Pengertian Pagang Gadai 

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia, istilah gadai dikenal dengan 

sebutan yang berbeda-beda, seperti adol sende (Jawa), nganjual akad atau 

gande (Sunda), pagang (Minangkabau), dan lain sebagainya. Gadai menurut 

hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan 

untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang 

menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara 

membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang 

belum lunas, maka selama itu pula tanah menjadi hak pemegang gadai.  

Pagang gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan 

memberikan jaminan kepada penerima gadai, di mana penggadai akan 

menyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima 

sejumlah uang tertentu dan selama utang belum dibayar maka barang 

jaminan akan tetap berada di tangan si penerima gadai. Atau salah satu 

bentuk transaksi atau pemerliharaan hak atas harta pusaka yang telah diatur 

oleh adat Minangkabau.  

Adapun gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 

1150 merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu 

barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang 

atau seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan 

kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian 

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan 
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untuk menyelamatkannya setelah barang gadai itu digadaikan, biaya-biaya 

mana yang harus didahulukan.  

Pada ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai 

adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berutang yang 

diserahkan ke tangan si penerima utang sebagai jaminan pelunasan utang si 

berutang tadi. Jaminan dengan benda tidak bergerak disebut hipotek (hak 

benda terhadap suatu benda tidak bergerak yang memberikan hak preferensi 

kepada seseorang yang berpiutang atau pemegang hipotek untuk memungut 

piutang dari hasil penjualan tersebut).   

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan dalam KHU perdata dan 

ensiklopedia Indonesia di atas, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan 

gadai yang dimaksud adalah, pemegang gadai hanya berkuasa dan 

berkewajiban menyimpan serta menjaga benda yang dijadikan jaminan 

tanpa hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, apalagi sampai 

melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Gadai diadakan dengan 

persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan piutang. Si 

pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya 

selama utang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda 

tersebut. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tidak mau 

membayar utangnya. Jika hasil penjualan barang gadai tersebut lebih besar 

dari utang yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut dikembalikan 

kepada si penggadai.  

Hal ini berbeda dengan apa yang diterapkan di Minangkabau yang 

dikenal dengan istilah pagang gadang. Pada pagang gadai, barang gadaian 

yang dipegang oleh orang yang berpiutang, boleh dimanfaatkan sedemikian 
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rupa sehingga menghasilkan bagi si berpiutang. Selama pihak yang berutang 

belum mampu melunasi hutang pokok yang dipinjamnya, maka selama itu 

pula pihak berpiutang boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Bahkan 

terkadang, hasil dari pemanfaatan barang gadai tersebut justru telah 

melampaui utang pokok yang dipinjam si pemilik barang. Maka, dalam hal 

inilah Islam memandang pagang gadai yang dilaksanakan di tradisi 

Minangkabau berbeda dengan apa yang diatur dalam Islam tepatnya dalam 

bidang fiqh muamalah. 

 

B. Gadai dalam Perspektif Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, istilah gadai lebih dikenal dengan rahn yang 

bermakna ketetapan dan kelanggengan, disebut juga dengan al-habsu yang 

artinya menahan.  Adapun menurut istilah syara‘ yang dimaksud dengan 

rahn adalah menjadikan sesuatu benda berharga dalam pandangan 

syara‘sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk 

mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.  

Menurut ulama Syafi‘iyyah, gadai adalah menjadikan sesuatu harta 

pegangan (jaminan) bagi suatu utang yang boleh digunakan untuk melunasi 

jika pengutang gagal melunasinya. Adapun defenisi gadai menurut ulama 

Maliki adalah suatu barang yang bernilai yang diambil dari pemiliknya 

sebagai pegangan atau jaminan bagi sesuatu utang yang lazim yaitu suatu 

akad yang membolehkan memegang harta seperti harta tak alih, binatang, 

barang dagangan atau yang lainnya.  
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Pada dasarnya gadai menurut Islam hukumnya adalah boleh (jaiz). 

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 283 yang 

berbunyi: 

                                           

                                     

                      

Artinya: ―Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 

Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.‖ (QS. Al-Baqarah: 283). 

Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak 

secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang 

akan menuliskannya. 

Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam 

perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka 

hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan 

kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling 
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mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu 

boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. 

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan 

dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak 

ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan 

tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi 

yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang 

diriwayatkan al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan 

baju besinya kepada orang Yahudi di Medinah.Pada ayat yang lalu Allah 

memperingatkan bahwa manusia jangan enggan menjadi juru tulis atau 

memberikan persaksian bila diminta. Kemudian pada ayat ini Allah 

menegaskan kembali agar jangan menyembunyikan kesaksian. Penegasan 

yang demikian mengisyaratkan bahwa penulisan dan kesaksian itu 

menolong manusia dalam menjaga hartanya, dan jangan lengah melakukan 

keduanya. Demikian pula pemilik harta tidak disusahkan karena 

meminjamkan hartanya, dan tidak dibayar pada waktunya. 

Dengan keterangan di atas bukan berarti bahwa semua perjanjian 

muamalah wajib ditulis oleh juru tulis dan disaksikan oleh saksi-saksi, tetapi 

maksudnya agar kaum Muslimin selalu memperhatikan dan meneliti 

muamalah yang akan dilakukannya. Bila muamalah itu muamalah yang 

biasa dilakukan setiap hari, seperti jual beli yang dilakukan di pasar dan 

tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari serta 

dilandasi rasa saling mempercayai, maka muamalah yang demikian tidak 

perlu ditulis dan disaksikan. Sebaliknya bila muamalah itu diduga akan 
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menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka 

muamalah itu wajib ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi. 

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa baik bagi 

yang berutang maupun bagi yang memberi utang apabila dalam kondisi 

bepergian dan tidak menemukan juru tulis yang dapat menuliskan perjanjian 

utang piutang, maka jalan yang dapat diambil adalah dengan mengambil 

barang sebagai gadaian yang harus disaksikan oleh saksi. Maka berdasarkan 

perjanjian utang-piutang ini, keduanya berkewajiban menjalankan amanat 

masing-masing. 

Adapun rukun yang harus terpenuhi dari akad rahn (gadai) ini di 

antaranya adalah:  

1. Adanya lafaz atau sighat berupa pernyataan adanya perjanjian 

gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang pentng 

di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para 

pihak. 

2. Aqid yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima 

gadai (murtahin). Adapun syarat yang berakad adalah ahli tasharruf, yaitu 

mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi‘iyyah ahliyah 

adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, 

tetapi tidak disyaratkan harus baligh. 

3. Barang yang dijadikan jaminan (marhun). Syarat pada benda yang 

dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang 

harus dibayar. 

4. Ada hutang. Disyaratkan keadaan hutang adalah tetap. 
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Menurut ulama Hanafiyah, disyaratkan marhun (barang yang 

dijadikan jaminan pada saat akad), antara lain: 

1. Dapat diperjual belikan 

2. Bermanfaat 

3. Jelas 

4. Milik rahin 

5. Bisa diserahkan 

6. Tidak bersatu dengan harta lain 

7. Dipegang oleh rahin 

8. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.  

Di antara syarat sahnya akad rahn adalah sebagai berikut: 

1. Aqidain adalah orang yang berakal 

2. Baligh (dewasa)  

3. Wujud marhun (barang yang dijadikan jaminan pada saat 

terjadinya akad). 

4. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang 

gadaian atau wakilnya.  

Demikianlah beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam 

transaksi rahn agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah dan berlaku 

mengikat. Tidak terpenuhinya seluruh ataupun salah satu dari rukun dan 

syarat yang ditetapkan atas transaksi rahn ini, akan mengakibatkan status 

hukum transaksi tersebut menjadi tidak sah. 

Para fuqaha sepakat mengatakan bahwa perbelanjaan atau biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan gadai 

ditanggung oleh pemilik barang gadai tersebut, karena syara‘ telah 
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menetapkan segala untung rugi menjadi tanggungan penggadai. Adapun 

mengenai jenis perbelanjaan yang mesti ditanggung oleh rahin, maka ulama 

Hanafiah berpendapat bahwa tagihan perbelanjaan yang mesti ditanggung 

oleh rahin, sebagai pemilik barang gadai dan oleh murtahin sebagai orang 

yang bertanggung jawab menjaganya adalah segala perbelanjaan yang 

diperlukan untuk kepentingan barang gadai hendaklah ditanggung oleh 

rahin, karena barang tersebut hak miliknya dan segala perbelanjaan untuk 

memelihara barang gadaian ditanggung oleh murtahin karena ia berhak 

memegangnya maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan.  

Dalam hal ini penggadai (rahin) bertanggung jawab untuk 

menyediakan atau membayar biaya makanan, minuman dan penggembala 

jika barang gadaiannya berupa binatang ternak dan juga bertanggung jawab 

atau membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai jika 

barang jaminan berupa tanah karena semua itu merupakan biaya dan 

perbelanjaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang.  

Penggadai juga bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan 

biaya upah menjaga, dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa 

tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah 

tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, pegadai tidak 

ada hak untuk mengenakan syarat dalam akad gadaian bayaran upah mesti 

kepadanya untuk memelihara barang gadaian, karena tanggung jawab 

tersebut adalah kewajibannya. Tidak ada bayaran upah dikenakan pada 

perkara yang diwajibkan. Ulama Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali (Jumhur) 

berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang 
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berkaitan dengan barang gadaian mestilah ditanggung oleh penggadai 

(rahin). 

 

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pagang Gadai Minangkabau 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pagang gadai di 

Minangkabau pada praktiknya adalah menggadaikan suatu barang bernilai 

sebagai jaminan untuk mendapatkan sejumlah dana/uang tunai. Pada 

pelaksanaannya, seringkali tanah yang digadaikan oleh seseorang kepada 

yang memberi utang dimanfaatkan oleh orang yang memberi utang tersebut 

sehingga mendapatkan hasil yang begitu besar bagi dirinya pribadi. 

Terkadang hasil dari pemanfaatan barang gadai tersebut, jika dihitung-

hitung bahkan sudah melampaui utang pokok si penggadai.  

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik 

oleh pemilik barang maupun penerima gadai. Hal ini disebabkan status 

barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi 

penerimanya. Status rahin dala transaksi akad gadai adalah pemilik barang 

namun kepemilikan itu dibatasi oleh hak habsu (hak menahan barang gadai) 

oleh murtahin. Oleh karena itu dalam perjanjian gadai, rahin tidak 

mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah 

digadaikan.  

Secara garis besar, mengenai pemanfaatan barang gadai ini, ulama 

memiliki pendapat yang berbeda-beda sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan rahin atas barang gadaian 

a. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh 

memanfaatkan barang tanpa seizin murtahin, begitu pula murtahin tidak 
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boleh memanfaatkan tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada dengan 

pendapat ulama Hanabilah. 

b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika barang gadaian sudah 

berada di tangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkannya. 

c. Ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk 

memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang gadaian menjadi 

berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, 

menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi bila menyebabkan barang 

berkurang seperti sawah, kebun atau barang lain, rahin harus meminta izin 

terlebih dahulu pada murtahin.  

2. Pemanfaatan murtahin atas barang gadaian 

a. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 

memanfaatkan barang gadaian sebab ia hanya berhak menguasainya dan 

tidak boleh memanfaatkannya. 

b. Ulama Malikiyyah berpendapat membolehkan murtahin 

memanfatkan barang gadaian jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan 

ketika akad dan barang tersebut merupakan barang yang dapat 

diperjualbelikan serta ditentukan waktu secara jelas.  

c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan Jumhur ulama lainnya. 

mereka berpendapat jika barang gadaian berupa hewan, murtahin boleh 

memanfaatkan seperti mengendarai atau mangambil susunya sekedar 

mengganti biaya meskipun tidak seizin rahin. Adapun barang gadai lainnya 

selain hewan tidak boleh memanfaatkannya kecuali atas izin rahin.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka jelas bahwa ulama 

fikih berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadaian ini. Namun 
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jika dianalisa lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa pada pemanfaatan 

murtahin (yang berpiutang) atas barang gadaian, maka intinya murtahin 

tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin rahin, 

apalagi jika memanfatkannya dengan terus-menerus selama pihak rahin 

belum mampu melunasi hutangnya. 

Ulama fikih sepakat bahwa di samping telah memenuhi 

persyaratannya, akad rahn (gadai) baru dianggap sempurna apabila secara 

hukum barang jaminan itu berada di tangan (qabadh) pemberi utang dan 

uang yang dipinjamkan telah berada di tangan yang berutang. Jika barang 

yang dijaminkan itu berupa barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, atau 

kolam, maka penerima jaminan cukup menerima surat atau sertifikatnya 

yang diterima oleh pemberi utang sebagai pelunasan utangnya.  

Menurut ketentuan fikih muamalah, akad rahn bersifat mengikat, 

artinya jika suatu barang telah dijadikan sebagai jaminan utang maka ia 

berada di bawah kekuasaan yang berpiutang sampai utang tersebut dilunasi 

oleh yang berutang. Menurut ulama Jumhur pemegang barang jaminan tidak 

boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena barang itu bukan 

miliknya secara penuh. Hak pemegang jaminan adalah menahan barang 

jaminan itu dan ia dapat menjual harta itu untuk pelunasan piutangnya jika 

yang berhutang tidak mampu membayarnya pada waktu yang telah 

disepakati. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan 

oleh Abu Hurairah, ―Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari 

pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas 

barang itu) menjadi tanggung jawabnya.‖   
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Dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa mengambil manfaat 

lebih dalam pelaksanaan hutang-piutang termasuk kepada riba. Riba 

termasuk yang diharamkan oleh Allah dan pelakunya diancam dengan 

pelaku dosa besar. Berdasarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi 

yang artinya, ―setiap utang-piutang yang melebihi manfaat (dari jumlah 

hutang) adalah riba.‖  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa 

diperbolehkan melakukan pagang gadai dalam hukum Islam, dengan syarat 

pagang gadai yang dilakukan tidak menyalahi dan tidak melanggar 

perjanjian berlakunya akad. Jika suatu barang telah dijadikan sebagai 

jaminan utang maka ia berada di bawah kekuasaan yang berpiutang sampai 

hutang dilunasi oleh yang berhutang. Menurut ulama Jumhur, pemegang 

barang jaminan tidak boleh memanfatkan barang jaminan itu, karena barang 

itu bukan miliknya secara penuh. 

Jika menganalisa pagang gadai yang dipraktikkan di Minangkabau, 

kita mendapati kenyataan bahwa kebanyakan pada pagang gadai tersebut 

barang gadaian terutama tanah dimanfaatkan oleh si pemegang gadai, 

bahkan pemanfatan terus dilakukan hingga pihak yang berhutang benar-

benar mampu melunasi hutangnya. Jika dihitung-hitung, maka nilai 

pemanfaatan yang dilakukan terkadang justru melebihi hutang pokok pihak 

yang berhutang. Hal ini, maka tentu terkesan sangat zalim mengingat akad 

pokok dari transaksi gadai adalah utang, utang sendiri dalam hukum Islam 

merupakan jenis akad ta‘awun (tolong-menolong) yang di dalamnya tidak 

boleh ada unsur pengambilan manfaat. Apabila terdapat unsur tersebut di 
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dalamnya, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan ke dalam transaksi 

riba yang sangat diharamkan oleh Allah SWT. 

Maka sekali lagi penulis tegaskan, praktik pagang gadai di 

Minangkabau pada dasarnya tetap bisa dilaksanakan, hanya saja dengan 

syarat bahwa tidak boleh ada pemanfaatan barang gadai terutama tanah atau 

lahan yang dilakukan oleh pihak murtahin. Apabila syarat yang demikian 

dilakukan oleh masyarakat Minang, maka praktik gadai yang dilakukan 

dapat dikatakan telah sesuai sebagaimana tuntunan hukum Islam. 

Setelah melakukan pembahasan mengenai pagang gadai di 

Minangkabau dan setelah menganalisanya melalui tinjauan hukum Islam, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pagang gadai merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan 

memberikan jaminan kepada penerima gadai, di mana penggadai akan 

menyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima 

sejumlah uang tertentu dan selama utang belum dibayar maka barang 

jaminan akan tetap berada di tangan si penerima gadai. Atau salah satu 

bentuk transaksi atau pemerliharaan hak atas harta pusaka yang telah diatur 

oleh adat Minangkabau. 

2. Kebanyakan pagang gadai yang dipraktikkan di Minangkabau 

adalah pagang gadai di mana barang gadaian terutama tanah dimanfaatkan 

oleh si pemegang gadai, bahkan pemanfatan terus dilakukan hingga pihak 

yang berhutang benar-benar mampu melunasi hutangnya. Jika dihitung-

hitung, maka nilai pemanfaatan yang dilakukan terkadang justru melebihi 

hutang pokok pihak yang berhutang. Hal ini, maka tentu terkesan sangat 

zalim mengingat akad pokok dari transaksi gadai adalah utang, utang sendiri 
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dalam hukum Islam merupakan jenis akad ta‘awun (tolong-menolong) yang 

di dalamnya tidak boleh ada unsur pengambilan manfaat. Apabila terdapat 

unsur tersebut di dalamnya, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan ke 

dalam transaksi riba yang sangat diharamkan oleh Allah SWT. Maka sekali 

lagi penulis tegaskan, praktik pagang gadai di Minangkabau pada dasarnya 

tetap bisa dilaksanakan, hanya saja dengan syarat bahwa tidak boleh ada 

pemanfaatan barang gadai terutama tanah atau lahan yang dilakukan oleh 

pihak murtahin. Apabila syarat yang demikian dilakukan oleh masyarakat 

Minang, maka praktik gadai yang dilakukan dapat dikatakan telah sesuai 

sebagaimana tuntunan hukum Islam. 
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Sinopsis 

 

Secara sederhana buku ini menjabarkan tentang Hukum Adat dan 

hukum Islam yang memiliki dua pendekatan berbeda, hukum adat 

cenderung lahir dari interaksi dan kesepakatan-kesepatan sosial manusia 

dalam kerangka bermasyarakat, sedangkan hukum Islam lahir dari titah atau 

wahyu Allah SWT yang bersumber kepada al-Qur`an dan Sunnah. 

Meskipun demikian, sifat dinamis dan universal yang dimiliki hukum Islam 

sangat aplikatif bila dihubungkan dengan hukum adat Minangkabau. 

Kedepan harmonisasi pendekatan hukum Islam dan hukum adat 

merupakan salah satu aspek penelitian hukum yang diharapkan mampu 

melahirkan peradaban yang rahmatan lil `lamin. Memiliki kekayaan 

pemahaman yang sifatnya di tengah (washatiyah). Tentu saja kompetensi 

kajian tersebut dimiliki oleh akademisi hukum Islam. 

Oleh karena itu, kesadaran manusia tentang pentingnya sebuah 

aturan telah bertransformasi pada lahirnya formulasi berbagai macam 

produk hukum adat, yang kemudian difungsikan sebagai instrumen untuk 

mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat. Falsafah hukum adat 

Minangkabau tersebut kemudian diidentikkan dengan “Adat Basandi 

Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
309 

 

PROFIL EDITOR 

 

Dr. Endri Yenti, M.Ag, lahir di Indragiri Hilir pada 

tanggal 22 juni 1970. Jenjang pendidikan diawali 

dengan menempuh Sekolah Dasar, kemudian 

dilanjutkan di madrasah DMP Diniyyah Putri 

tamatan tahun 1987, serta menempuh KMI Diniyyah 

Putri tamat tahun 1990. Di Perguruan Tinggi 

pendidikan penulis tempuh dengan jenjang S1 pada 

Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol tamat Tahun 

1994, S2 Program Pasca Sarjana  IAIN Imam Bonjol 

Padang tamat tahun 2006, dan S3 Program Doktor 

PPS UIN Imam Bonjol   tamat tahun 2019. 

Pengalamam kerja, penulis mulai dengan mengabdi sebagai Dosen 

pada Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang dari tahun 1997 sampai 

2016 bertepatan beberapa tahun setelah penulis menyelesaikan pendidikan 

S1, sejak tahun 2017 pengabdian tersebut dilanjutkan di IAIN Bukittinggi, 

dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam 

Program Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi. Di samping itu penulis juga 

diberikan amanah sebagai  Kepala Rumah Tahfiz Taluak tahun 2020, dan 

Kepala SSR TB HIV Care Aisyiyah dari tahun 2019 sampai sekarang.  

Karya penulis sebagai Dosen dapat diaplikasikan dengan 

diterbitkannya beberapa jurnal, diantaranya “Bahasa Arab dan Teks 

Dakwah” (Jurnal Ijtihad Hukum Islam dan Pranata Sosial 2008), “Islam dan 

Ekonomi” (Jurnal al-Irsyad Ilmiah Dakwah & Konseling Islam IAIN Imam 

Bonjol Padang 2010), “Kontroversi Vaksin Meningitis” (Jurnal al-Irsyad 

Ilmiah Dakwah & Konseling Islam IAIN Imam Bonjol Padang 2010), 

“Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender” (Jurnal Kafaah of 

Gender Studies 2011), “Menuju Sistem Ekonomi Bebas Riba” (Jurnal al-

Irsyad Ilmiah Dakwah & Konseling Islam IAIN Imam Bonjol Padang 2012), 

“Al-Mabsuth” (Jurnal al-Irsyad Ilmiah Dakwah & Konseling Islam IAIN 

Imam Bonjol Padang 2015), “Berobat Dengan Benda Haram Dalam 

Perspektif Hukum Islam” (Proceding of The International Conference of 

Islamic Fundamental on Integration of Aqli and Naqli (ICon): University 

Sains Islam Malaysia 2018), “Discrimination of Mahar Pivilages for 

Women Based on The `Urf Reality in Arcipelago`s Fiqh”, (Jurnal Ar-

Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 2020), “The 



 
 
 
 

 
310 

 

Draq Addicts Rehabilitation on Profpective of The Maqashid Shari`ah adn 

Law Basic Principle” (Inrenational Journal of Advanced Science and 

Technology 2020). 

Dibidang organisasi, penulis aktif sebagai Sekretaris Yayasan 

Arraudah, DPD GUPPI Sumatera Barat tahun 2020, DPD Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM) Sumatera Barat tahun 1993 sampai 1995, DPD 

KNPI tk I Sumatera Barat tahun 1995 sampai 1999, Pimpinan Wilayah 

Nasyiatul Aisyiyah tahun 1995, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat 

tahun 2015 sampai 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
311 

 

PROFIL TIM PENULIS 

 

 Mita Septia Ningsih, kelahiran Baso 13 September 

1996. Berasal dari Koto Hilalang, kecamatan Ampek 

Angkek, Kabupaten Agam. Setelah menamatkan 

Sarjana di IAIN Bukittinggi dengan Prodi Hukum 

Keluarga, sekarang kembali melanjutkan pendidikan 

masih dengan kampus yang sama dengan Prodi Hukum 

Islam. 

 

 Nono Kurnia Fajri, S.H. kelahiran Koto Tinggi, Kec. 

Gunuang Omeh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera 

Barat pada tanggal 17–11-1994. Menyelesaikan studi 

strata satu di kampus Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Bukittinggi pada tahun 2019, dengan penulisan 

skripsi terbaik. Saat ini kandidat Magister Hukum di 

IAIN Bukittinggi dengan konsentrasi di bidang Hukum 

Islam. 

 

 Irwansyah, lahir pada 7 Maret 1995 di Parmompang, 

Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten 

Mandailing Natal, Sumatera Utara.  Berasal dari 

keluarga sederhana. Melanjutkan Pendidikan Pondok 

Pesantren Musthafawiyah Purba-Baru. Selanjutnya 

meneruskan sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. Dengan mengambil Jurusan Ilmu 

Pemerintahan dan Lulus pada akhir tahun 2019 dengan 

Lulusan Terbaik. Aktivitas di dunia tulis menulis 

merupakan salah satu aktivitas fardhu (wajib) bagi 

penulis. Hal itu dapat dibuktkan dengan sederet tulisan 

yang telah diterbitkan baik dalam bentuk Buku, Jurnal, 

artikel ilmiah. Dan puluhan tulisan opini yang 

diterbitkan di berbagai surat kabar lokal dan nasional, 

media online dan media cetak koran. 

 

 

 



 
 
 
 

 
312 

 

 Bayu Diwanda, S.H.I, Putra Sulung kelahiran Sungai 

Tanang, Kec.Banuhampu Kab. Agam. Menempuh 

jenjang pendidikan formal pada pendidika dasar dan 

melanjutkan pada Ponpes Sumatera Thawalib Parabek-

Bukittinggi, Alumni Perbandingan Mazhab dan Hukum 

Fak.Syariáh UIN Imam Bonjol Padang ini sedang 

melanjutkan pendidikan pada program Pasca Sarjana di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. 

Rutinas keseharian suami dari Mitra Yenti, S.H.I.,M.A, 

pada Pengadilan Agama Solok. 

 

  

Al Muhfajri, lahir di Lubuk Alung Kabupaten Padang 

Pariaman pada 10 Mei 1997. Saat ini sedang 

melanjutkan proses belajar di Pascasarjana IAIN 

Bukittinggi konsentrasi Hukum Islam. Aktifitas sehari-

hari adalah sebagai Pengajar. 

 

 

 Ipunk Claudio Prasetyo, kelahiran Bukittinggi 17 

Maret 1996. Berasal dari Kayu Tanam, Kecamatan 2 X 

11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah 

menamatkan S1 di IAIN Bukittinggi dengan Prodi 

Hukum Keluarga Islam, sekarang kembali melanjutkan 

pendidikan Pascasarjana IAIN Bukittinggi dengan 

Prodi Hukum Islam. 

 

 Zia Ulkausar Mukhlis, Lc, kelahiran Padang Panjang, 

Sumatera Barat pada tanggal 3 juli 1996. Pendidikan 

sarjana di Universitas Al Azhar, Mesir dengan jurusan 

Hukum Islam (Syariah Islamiyah). Saat ini melanjutkan 

studi pasca sarjana di Institut Agama  Islam Negeri 

(IAIN) Bukittinggi. Aktivitas saat ini adalah pendidik 

di Perguruan Islam Darul Muwahidin dan MAN-PK 2 

Kota Padang Panjang. Juga menjadi penulis lepas di 

media mainstream. 

 



 
 
 
 

 
313 

 

 
 

Hidayatul Azizah, kelahiran Padang 27 Oktober 1996. 

Asal Anak Aru, Jorong Batang Silasiah, Kenagarian 

Bukik Batabuah, Kab Agam. Untuk jenjang pendidikan 

saya, SDN 10 Batang Silasiah tamat pada tahun 2009 

dan melanjutkan ke Pondok Pesantren Diniyyah selama 

6 tahun sehingga ditahun 2015 dinyatakan lulus dan 

diwisuda. Selanjutnya menyelesaikan srata satu di 

Kampus IAIN Bukittinggi tahun 2019. Saat ini sedang 

melanjutkan studi Pascasarjana di kampus yang sama 

dengan jurursan Hukum Islam. 

 

 H. Reviko. memiliki gelar adat Katik Marajo. Lahir di 

V Suku Bawah, sebuah dusun kecil di Luhak Agam 

pada 10 Maret 1983. Saat ini sedang mendalami 

Hukum Islam pada Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi 

Program Studi Hukum Islam. Aktivitas sehari-hari 

adalah sebagai pelayan masyarakat di Kementerian 

Agama. 

 

 

 

Rahmad Hidayat, SH, lahir di Bukittinggi pada 

tanggal 05 Mei 1994. Lulusan Pondok Pesantren MTI 

Canduang tahun 2014, S1 di IAIN Bukittinggi Jurusan 

Hukum Keluarga tamat 2018. Sekarang Penulis sedang 

mengambil S2 di IAIN Bukittinggi Jurusan Hukum 

Islam, aktifitas penulis sebagai guru honorer di MTI 

Candung (2018- Sekarang). Dan Ketua UPA (2020). 

 

 Ahmad Syarkawi Pulungan, Lc, kelahiran 

Panyabungan Jae Kab Mandailing Natal Provinsi 

Sumatera Utara. Menyelesaikan strata satu di 

Universitas Al-Azhar Al-Syarif Kairo Fakultas Syariah 

Islamiyah tahun 2016. Saat ini sedang melanjutkan 

studi Pascasarjana di kampus IAIN Bukittinggi jurusan 

Hukum Islam. 

 

 

 



 
 
 
 

 
314 

 

 
 

M. Yanis Saputra, S.H.I, kelahiran Bandar Lampung, 

17 April 1991. Berasal dari Bandar Lampung Provinsi 

Lampung. Sekarang sudah mempunyai seorang istri 

dan seorang anak. Lulusan dari S1 di IAIN Raden Intan 

Lampung dengan Prodi Akhwalus Syakhshiyah tahun 

2013, dalam perjalanan karir pernah menjadi CPNS di 

Dabo Singkep dan sekarang bertugas di Pengadilan 

Agama Maninjau 

 

 

 
 

 
 

 

Rahmatul Insan, lahir di Solok Selatan, Provinsi 

Sumatera Barat. Menyelesaikan program sarjana di 

Universitas Al-Azhar Kairo. Saat ini sedang 

melanjutkan studi program pascasarjana di IAIN 

Bukittinggi jurusan Hukum Islam. 

 

 

 
 

Nia Marleni, S.H. kelahiran Lapau Manggis, Kec.VII 

Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman, Prov. 

Sumatera Barat pada tanggal 04-03-1998. 

Menyelesaikan studi srata satu di kampus Institut 

Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi pada tahun 

2020. Saat ini kandidat Magister Hukum di IAIN 

Bukittinggi dengan konsentrasi di bidang Hukum 

Islam. 

 

 Annisa Ummul Husni, kelahiran Sungai Rotan 16 

Januari 1996. Berasal dari Kubang Putiah, Kecamatan 

Banuhampu, Kabupaten Agam. Setelah menamatkan 

S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Prodi 

Hukum Keluarga, sekarang kembali melanjutkan 

pendidikan Pascasarjana IAIN Bukittinggi dengan 

Prodi Hukum Islam. 

 

 

 



 
 
 
 

 
315 

 

 M. Riski, SH, lahir di Bukitinggi, 16 Desember1994. 

Pendidikan  di   SDN 13 Guguak Randah, Ponpes H. 

Abdul Karim Syu‘aib Guguak Randah, dan dilanjutkan 

ke program Sarjana IAIN Bukittinggi pada prodi 

Hukum Ekonomi Syariah (S1) 

 

 Aswir, kelahiran desa terpencil yang berbatasan dengan 

Kamang Kabupaten Agam dan Lima puluh Kota 

tepatnya di Nagari Suayan Randah di bawah Bukit 

Sarang Olang pada Tanggal 15 April 1969 Kecamatan 

Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota .Setelah 

menamatkan S1 di STIT Payakumbuh Prodi Hukum 

Pendidikan, sekarang kembali melanjutkan pendidikan 

Pascasarjana IAIN Bukittinggi dengan Prodi Hukum 

Islam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUNGA RAMPAI 

 

Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam 

Minangkabau (Seri 2) 


	COVER.pdf
	ASWIR BOOKLET FIX.pdf

